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PENGANTAR EDITOR 


Buku kumpulan tulisan ini merupakan seri ketiga yang fokus 
kajian pada bidang etika, sementara seri kedua yang terbit pada 
tahun 2015 memfokuskan pada telaah Filsafat Islam, dan seri per- 
tama yang terbit pada tahun 2013 untuk kajian sejarah dan pemiki- 
ran Islam. Kumpulan tulisan ini kami posisikan sebagai antologi 
kajian yang berfungsi sebagai bagian dari buku rujukan atau buku 
daras yang digunakan sebagai referensi dalam proses pembelajaran 
dan pengkajian mahasiswa. Oleh karena itu, tema-tema kajian yang 
lain insyaallah akan selalu hadir pada setiap tahun. Hal itu perlu 
ditegaskan karena harus diakui bahwa tradisi pengembangan ke- 
ilmuan yang dilakukan dengan menulis masih perlu terus didorong 
agar kemudian menjadi tradisi di kalangan akademisi. 


Harus diakui bahwa dibanding kajian lainnya, apakah dalam 
konteks keislaman atau dalam konteks umum, studi etika merupa- 
kan salah satu kajian yang cukup rumit dan bahkan berat. Kesuli- 
tan selalu muncul karena etika selalu berkait kelindan dengan filsa- 
fat di satu sisi dan norma di sisi lain. Padahal, pada saat yang sama 
hal-hal yang filosofis selalu kritis terhadap hal-hal yang cenderung 
normatif. Oleh karenanya kesulitan yang muncul bukan saja pada 
ranah penerapan atau yang sering disebut moralitas, tetapi juga 
dalam ranah teoretis itu sendiri atau etika teoretis. Bahkan, teori- 
teori etika cenderung meneguhkan argumen atas apa yang menjadi 
keyakinan atau kebenaran epistemiknya, sementara dalam ranah 
praksis, tolok ukur etis selalu tersandung oleh berbagai dimensi 
yang kadang tidak berkait langsung dengan dimensi teoretisnya. 

Untuk menjembatani kesulitan tersebut, minimal, ada bebe- 
rapa teori atau mungkin lebih tepatnya paradigma-paradigma 
pemikiran tentang etika yang perlu dijadikan sebagai pilihan dan 


sekaligus acuan. Secara umum, paradigma teoretik tentang etika 


v 


KATA PENGANTAR 


dipilah dalam dua kutub, kutub Islam dan kutub yang umum. 
Dalam konteks Islam, usulan Majid Fakhry dalam Ethical Theories 
in Islam membagi teori etika dalam Islam ke dalam empat bagian 
yakni: (1) Scriptural morality atau moralitas yang berbasis pada 
teks-teks suci atas dasar pemahaman tekstualis, (2) Theological 
ethics atau prinsip-prinsip etika yang didasarkan atas landasan teo- 
logis bahwa kebaikan dan keburukan telah ditetapkan sepenuhnya 
oleh Tuhan, (3) Philosophical ethics atau prinsip-prinsip etika yang 
dibangun atas dasar pemikiran filosofis-reflekrif, terutama terikat 
dengan peran dan kemampuan intellect atau rasio dalam menentu- 
kan nilai-nilai baik dan buruk, dan (4) Religious ethics atau prinsip- 
prinsip etika yang dirumuskan dengan menggunakan rujukan- 
teks-teks keagamaan serta prinsip-prinsip ajaran keagamaan yang 
telah ditetapkan oleh para ahli agama.' Sementara Albert Fadhl 
Hourani memilah metodologi gagasan etika dalam Islam menjadi 
normative dan analytical ethics. Kedua metode tersebut bersumber 
pada wahyu atau agama secara umum (religious ethics) dan ada pula 
yang bersumber non-agama yakni sosial ataupun penalaran (secular 
ethics). Oleh karena itu, bagi Hourani, etika dalam Islam terbagi 
ke dalam (1) normative-religious ethics, (2) normative secular ethics, 
(3) ethical analysis in religious tradition, dan (4) ethical analysis by 
philosophers.? 


Secara tidak langsung apa yang dilakukan oleh Hourani sebe- 
narnya sudah melakukan integrasi dasar etika yang berbasis pada 
agama (Islam) maupun etika yang berbasis pada nalar sekuler. 
Namun demikian, secara khusus, tanpa melihat dimensi agama 
di dalam analisisnya, studi etika pada umumnya dibagi ke dalam 
bidang kajian: (1) meta-ethics, yakni gagasan-gagasan metafisis 
terkait dengan suatu nilai atau moralitas tertentu, (2) theoretical 
ethicss yakni gagasan atas konsep-konsep etika yang berbasis pada 
dasar-dasar pemikiran tertentu dan (3) practical ethics atau phi- 


| Majid Fakhry, Ethical Theories in Islam (Leaden: Brill, 1994), hlm. 10-230. 


George F. Hourani, Reason and Tradition in Islamic Ethics (Cambridge: 
Cambridge University Press, 1985), hlm. 15-22. 
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losophy of moral yakni suatu refleksi atas nilai-nilai yang hidup 
dan berkembang di suatu masyarakat ketiga bidang di atas pada 
umumnya menjadi konsen utama di kalangan pengkaji etika. 
Namun demikian, kiranya menarik sistematika gagasan etika yang 
ditawarkan oleh Simon Blackburn. Menurutnya reallitas hari ini 
menunjukkan bahwa sebenarnya etika telah dan sedang terancam 
eksistensinya bagi manusia, terancam oleh gagasan tentang matinya 
Tuhan, relativisme, egoisme manusia, evolusionisme dan determi- 
nisme. Semua itu 'seakan-akan' meruntuhkan urgensi nilai-nilai 
etis bagi manusia. Lepas dari ancaman yang ada, etika tetap penting 
karena ada tarik menarik tentang tolok ukur nilai-nilai (values) dan 
keutamaan (virtue) dan itu telah hadir sejak kehadiran manusia 
di muka bumi ini. Artinya etika justru diusung oleh manusia oleh 
karena kepentingan manusia itu sendiri dalam berbagai aspek dan 
prinsip dalam kehidupan, seperti tentang kebebasan, makna hidup, 
dan masih banyak lainnya. Untuk itu, fondasi etika masih tetap 
perlu dipahami dan diperbincangkan lebih lanjut agar mampu 
menjawab tantangan internal dan eksternal dalam etika. 


Buku yang ada di tangan pembaca ini merupakan kumpulan 
artikel yang ditulis oleh beberapa pemerhati dan pengajar filsa- 
fat (Islam) di program studi Agidah dan Filsafat Islam, Fakultas 
Ushuluddin dan Pemikiran Islam, UIN Sunan Kallijaga. Gagasan- 
gagasan pokok tentang etika dalam buku ini tentu tidak perlu 
dijabarkan di sini, namun bisa menjadi peta sekaligus tolok ukur 
kompilasi gagasan tentang etika, dan seperti apa gagasan-gagasan 
para penulis dalam buku ini sebaikanya diposisikan dalam diskur- 


sus etika secara umum. 


Akhirnya, kepada semua pihak yang ikut serta membantu ter- 
bitnya buku ini, atas nama editor dan semua penulis kami menyam- 
paikan terima kasih. Selamat Membaca! 


Editor 


3 Simon Blackburn, Ethics: A Very Short Introduction (Oxford: Oxford Uni- 
versity Press, 2000). 
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PERSPEKTIF 


MENJELAJAHI ETIKA: 
DARI ARTI HINGGA TEORI 


Imam Igbal 


A. Pendahuluan 


Filsafat, dalam bentuknya yang tradisional, terbagi dalam 
empat cabang, yaitu: logika, metafisika, epistemologi, dan etika. 
Logika merupakan pengkajian yang sistematis tentang aturan-atu- 
ran dalam berpikir untuk membedakan argumen yang benar dan 
yang salah. Metafisika membahas hakikat dari sesuatu yang ada. 
Epistemologi membahas teori pengetahuan yang meliputi sumber, 
watak, dan kebenarannya. Sedangkan etika secara umum merupa- 
kan pengkajian soal moralitas.' 


Dari sejarah filsafat diketahui bahwa perbincangan tentang 
etika muncul pertama kali di kalangan murid-murid Pythagoras 
(570-496 SM). Mereka membahas soal jalan penyucian diri seba- 
gai norma etis dalam mengatur tingkah laku sehari-hari? Etika 
juga muncul dalam ajaran Demokritos (460-371 SM), di kalangan 
kaum Sofis (abad ke-5 SM), serta dalam tulisan-tulisan Plato (427- 
347 SM) dan Aristoteles (384-322 SM). Kenyataan ini menunjuk- 
kan bahwa dari perspektif sejarah filsafar, etika telah menjadi salah 
satu persoalan filsafat yang diperbincangkan dengan sangat serius 
sejak zaman Yunani kuno. Hal ini karena etika berkenaan langsung 


| Harold H. Titus (dkk.), Persoalan-persoalan Filsafat, terj. H.M. Rasjidi (Ja- 
karta: Bulan Bintang, 1984), hlm. 17-22, 25. 

2 K. Bertens, Sejarah Filsafat Yunani (Yogyakarta: Kanisius, 1975), hlm. 34- 
35. 
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dengan kehidupan manusia. Etika merefleksikan bagaimana manu- 
sia harus hidup agar kehidupannya benar-benar baik dan bermutu. 
Oleh karena itu, tidak mengherankan jika hampir semua filosof 
besar juga menulis dalam bidang etika. 


Tulisan ini akan mengantarkan pembaca pada kajian menda- 
sar tentang etika. Beberapa persoalan yang akan penulis telusuri di 
dalam tulisan ini adalah tentang apa yang dimaksud dengan etika, 
moral, serta persamaan dan perbedaan keduanya. Di samping itu, 
penulis juga akan menunjukkan bagaimana etika telah menjadi 
salah satu aspek yang dibahas di dalam filsafat dan apa asumsi- 
asumsi yang mendasari kajian etika tersebut. Beberapa teori dan 
perspektif yang berkembang dalam kajian etika perlu juga dije- 
laskan untuk menunjukkan kepada pembaca betapa etika telah 
menjadi wilayah kajian filsafat yang lentur dan paling subur untuk 
diteliti dan dikembangkan pada masa sekarang ini. 


B. Memaknai Etika 


Istilah “etika” berasal dari kata dalam bahasa Yunani kuno: 
ethos. Bentuk jamaknya adalah ta etha. Kata ethos memiliki banyak 
arti, yaitu: tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kandang, 
kebiasaan, adat, akhlak, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. 
Sedangkan kata ta etha berarti adat kebiasaan. Kata ini kemudian 
mengalami perubahan sedemikian rupa hingga menjadi kata etika 
seperti yang kita kenal pada masa sekarang ini. Jadi, secara etimo- 
logi etika berarti ilmu tentang apa yang biasa dilakukan atau ilmu 
tentang adat kebiasaan. 


Jika demikian arti etika menurut akar katanya, maka menurut 
peristilahannya kata ini memiliki beberapa arti. Pertama, etika 
berarti ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang 
hak dan kewajiban moral (akhlak). Kedua, etika berarti kumpulan 
asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak. Ketiga, etika berarti 


3 Brian Duignan, The History of Western Ethics (New York: Britannica Educa- 
tional Publishing, 2011), hlm. 29-40. 


4 K. Bertens, Etika (Jakarta: Gramedia, 2005), hlm. 5. 
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asas perilaku yang menjadi pedoman. Keempat, etika berarti nilai 
mengenai benar dan salah yang dianut oleh suatu golongan atau 
masyarakat. 


Kalau empat pengertian etika di atas dimaknai ulang, maka 
etika menunjuk pada tiga hal berikut ini. Pertama, kata etika bisa 
dipakai untuk menunjuk nilai-nilai dan norma-norma moral 
yang menjadi asas, pegangan, atau pedoman bagi seseorang atau 
sekelompok orang dalam mengatur tingkah lakunya. Di sini etika 
merupakan sistem nilai yang berfungsi sebagai pedoman dalam 
kehidupan individu maupun sosial. Kedua, etika berarti juga kum- 
pulan asas atau nilai moral yang bersifat teknis dan praktis. Kum- 
pulan itu lebih tepat disebut sebagai kode etik. Ketiga, etika juga 
berarti ilmu tentang yang baik atau buruk dan tentang hak dan 
kewajiban moral. 


Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa etika bisa 
diartikan sebagai salah satu dari sistem nilai, kode etik, atau ilmu. 
Etika sebagai sistem nilai bercorak normatif, etika sebagai kode etik 
bersifat teknis dan praktis, dan etika sebagai ilmu bercorak sistema- 
tis dan ilmiah. Etika sebagai ilmu sama dengan filsafat moral. Ia ada- 
lah refleksi atau penelitian sistematis dan metodis terhadap segala 
kemungkinan etis dan asas-asas serta nilai-nilai tentang baik dan 
buruk yang dipraktikkan begitu saja “atau bahkan diterima tanpa 
disadari” dalam masyarakat. Etika sebagai ilmu adalah refleksi kri- 
tis, metodis, dan sistematis terhadap tingkah laku manusia sejauh 
berkaitan dengan norma. Etika sebagai ilmu sama dengan refleksi 
filosofis tentang moral.” 


Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Bahasa Indonesia (Jakarta: 
Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), hlm. 399. Juga: 
Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indone- 
sia (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 
1988), hlm. 388. 


S K. Bertens, Etika..., hlm. 6, 24. 


Haryatmoko, Etika Politik dan Kekuasaan (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 
2003), hlm. 187. 
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C. Etika dan Moral 


Kata yang sering dipadankan dengan etika adalah kata moral. 
Memang istilah etika berhubungan erat dengan istilah moral sejak 
dari arti asal katanya. Istilah moral berasal dari kata Latin: 0s 
(jamak: mores) yang memiliki arti yang sama dengan kata ethikos, 
ethos dalam bahasa Yunani, yakni adat, kebiasaan, atau cara hidup. 
Kata moralis diperkenalkan ke dalam kosakata filsafat oleh Cicero 
(106-43 SM). Baginya kata ini ekuivalen dengan kata ethikos yang 
digunakan oleh Aristoteles." Jadi dari segi arti kata, kedua istilah ini 
memiliki arti yang sama. Hanya saja, bahasa asalnya berbeda: yang 
pertama berasal dari bahasa Yunani dan yang kedua berasal dari 
bahasa Latin” Oleh karena itu, istilah etika seringkali digunakan 
sebagai sinonim istilah moral. 


Adapun dari arti segi peristilahannya, kata moral berarti nilai- 
nilai dan norma-norma yang menjadi pegangan atau pedoman bagi 
seseorang atau sekelompok orang dalam mengatur tingkah laku- 
nya. Jadi, kata moral menunjuk kepada sistem nilai. Jika dikatakan: 
“korupsi adalah perbuatan yang tidak bermoral”, itu berarti korupsi 
dinilai sebagai perbuatan yang melanggar norma-norma etis yang 
berlaku dalam masyarakat. Begitu juga: “para koruptor mempu- 
nyai moral yang buruk” artinya mereka berpegang pada nilai atau 
norma yang tidak baik. Sedangkan kata moralitas pada dasarnya 
memiliki arti yang sama dengan moral, hanya lingkupnya lebih 
abstrak. Moralitas adalah sifat moral atau keseluruhan asas dan 
nilai yang berkenaan dengan baik dan buruknya suatu perbuatan." 


D. Persamaan dan Perbedaan Etika dan Moral 

Sidi Gazalba melihat adanya persamaan dan perbedaan antara 
etika dan moral. Menurutnya moral berarti suatu tindakan yang 
sesuai dengan ukuran tindakan yang umum diterima oleh kesatuan 


8 Lorens Bagus, Kamus Filsafat (Jakarta: Gramedia, 2000), hlm. 217. 
9 K. Bertens, Etika..., hlm. 4. 
10 Jhbid. 
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sosial atau lingkungan tertentu." Ukuran tindakan umum di sini 
berupa adat, kebiasaan, atau cara hidup yang diterima dan diprak- 
tikkan secara umum. Dalam arti ini moral sama dengan etika. Akan 
tetapi, terdapat juga perbedaan antara keduanya. Moral bersifat 
praktis, sementara etika bersifat teoritis. Moral membicarakan 
apa adanya, sedangkan etika membahas apa yang seharusnya. Ada 
bagian tertentu dari etika yang membicarakan persoalan moral 
secara filosofis. Bagian itulah yang disebut dengan filsafat moral.? 


Meski etika seringkali digunakan sinonim dengan moral, ada 
juga pandangan yang menilai keduanya berbeda. Pandangan ini 
lebih cenderung menggunakan istilah moral (morality) untuk 
menunjuk tingkah laku itu sendiri, dan etika (ethics) untuk 
menunjuk pada penyelidikan tentang tingkah laku.» Paul Ricouer 
memberikan nuansa baru pada etika dan moral. Menurutnya, di 
balik kedua istilah ini tersirat dua tradisi pemikiran filsafat moral 
yang sangat berbeda. Istilah etika dikaitkan dengan tradisi pemiki- 
ran filosofis Aristoteles yang lebih bersifat teleologis di mana baik- 
buruknya tindakan dari sudut pandang etika ditentukan oleh suatu 
tujuan tertentu. Karena itu, norma etis atau etika adalah konsep 
yang relatif terhadap tujuan. Sedangkan moral dikaitkan dengan 
tradisi pemikiran filosofis Immanuel Kant yang bercorak deontolo- 
gis. Dalam tradisi Kantian, moral mengacu pada kewajiban, norma, 
prinsip bertindak, atau suatu imperatif kategoriss yakni aturan atau 
norma yang berasal dari akal budi yang mengacu pada dirinya sen- 
diri sebagai keharusan." 


Perbedaan etika dan moral juga menyangkut perihal bahwa 
moral selalu dikaitkan dengan kewajiban khusus dan dihubung- 
kan dengan norma yang berupa tuntutan relatif atau mutlak seba- 
gai cara bertindak. Moral adalah wacana normatif dan imperarif. 


MN Sidi Gazalba, Sistematika Filsafat (Jakarta: Bulan Bintang, 1981), hlm. 512. 
2 Jhid. 
3 Harold H. Titus (dkk.), Persoalan-Persoalan..., hlm. 141. 


4 Paul Ricoeur, From Text to Action, trans. Kathleen Blamey & John B. Thomp- 
son (Evanston, Illinois: Northwestern University Press, 1991), hlm. 188-200. 
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Moral selalu diungkapkan dalam kerangka baik-buruk. Moral juga 
dianggap sebagai nilai mutlak atau transenden, yaitu keseluruhan 
dari kewajiban-kewajiban kita. Jadi, kata moral mengacu pada baik- 
buruknya manusia terkait dengan tindakannya, sikapnya, dan cara 
mengungkapkannya. Sedangkan etika, yang biasanya dimengerti 
sebagai refleksi filosofis tentang moral lebih merupakan wacana 
normatif, tetapi tidak selalu harus imperatif. Etika bisa juga hipo- 
tetis. Etika membicarakan pertentangan antara yang baik dan 
yang buruk yang dianggap sebagai nilai relatif. Etika lebih dipan- 
dang sebagai seni hidup yang mengarah kepada kebahagiaan dan 


memuncak pada kebijakan." 


E. Kajian Filosofis tentang Etika 


Etika, sebagai salah satu cabang tradisional filsafat muncul 
pertama kali di kalangan murid-murid Pythagoras (570-496 SM). 
Mereka adalah penganut ajaran reinkarnasi di samping memper- 
cayai bahwa prinsip-prinsip matematika merupakan dasar segala 
realitas.'s Menurut mereka, badan adalah kuburan bagi jiwa. 
Agar jiwa dapat bebas dari badan atau bisa terbebas dari lingka- 
ran perpindahan jiwa yang terus-menerus (reinkarnasi), manusia 
perlu melakukan pensucian diri dengan cara bertapa, berfilsafat, 
dan memenuhi aturan-aturan tertentu. Jalan pensucian diri yang 
ditempuh oleh murid-murid Pythagoras ini merupakan norma- 
norma etis yang mengatur tingkah laku mereka sehari-hari.” 


Etika juga muncul dalam ajaran Demokritos (460-371 SM). 
Ia mengajarkan soal ideal tertinggi dalam hidup manusia yang ia 
sebut euthymia, yaitu keadaan batin yang sempurna. Menurutnya, 
ideal ini bisa dicapai dengan menyeimbangkan semua faktor dalam 
hidup. Kesenangan menjadi ukuran tingkah laku manusia. Demo- 
kritos mengajarkan agar sebaiknya manusia mengatur hidupnya 


12 Haryatmoko, Etika Politik..., Hlm. 187. 


16 Franz Magnis-Suseno, 13 Tokoh Etika: Sejak Zaman Yunani Sampai Abad 
ke-19 (Yogyakarta: Kanisius, 1997), hlm. 12. 


17 K. Bertens, Sejarah Filsafat..., lm. 34-35. 
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sedemikian rupa, sehingga ia mengalami kesenangan sebanyak 
mungkin dan kesusahan sedikit mungkin." 


Perbincangan soal etika juga ditemukan di kalangan kaum Sofis 
(abad ke-5 SM) yang mempertanyakan dalil-dalil moralitas tradisi- 
onal. Mereka menegaskan bahwa baik dan buruk lebih merupakan 
masalah keputusan masing-masing atau kesepakatan bersama dari- 
pada suatu aturan abadi dan universal. Baik dan buruk itu bersifat 
relatif dan tergantung pada manusia yang bersangkutan. Dengan 
demikian, kaum Sofis mengumandangkan relativisme moral dan 
menjadikan manusia sebagai ukuran dari segala sesuatu." 


Pandangan tentang etika yang lebih terperinci dan sistematis 
ditemukan dalam tulisan-tulisan Plato (427-347 SM) dan Aris- 
toteles (384-322 SM). Hanya saja Plato tidak meninggalkan satu 
karya pun yang khusus membahas soal etika. Namun demikian, 
dalam banyak dialog Plato terdapat uraian-uraian bernada etika, 
sehingga darinya bisa direkonstruksi pandangan-pandangannya 
tentang etika. Kata kunci dari pandangan etika Plato adalah ten- 
tang Sang Baik yang merupakan Idea Tertinggi dalam gagasannya 
tentang idea-idea. Menurutnya, tujuan hidup manusia adalah men- 
capai Sang Baik lewat pengenalan akal budi, dan membebaskan diri 
dari kekuasaan irasional hawa nafsu dan emosi. Ia menambahkan 
bahwa cinta (eros) akan mengarahkan manusia pada pencapaian 


kepada Sang Baik itu. 


Berbeda dengan Plato yang tidak menulis satu pun karya khu- 
sus tentang etika, Aristoteles menulis tiga karya sistemaris di bidang 
ini, yaitu Ethika Eudemia, Ethika Nikomacheia, dan Politike. Buku 
yang kedua menjadi rujukan utama untuk mengetahui pandangan 
tokoh ini di bidang etika dan sekaligus menggambarkan arus utama 
pemikiran etika Yunani yang berpengaruh pada pemikiran para 
filosof di bidang ini hingga berabad-abad berikutnya. Pandangan 


etika Aristoteles bermuara pada pertanyaan bagaimana manusia 


8 Thid., hlm. 66. 
19 Thid., hlm. 70. 
20 Franz Magnis-Suseno, 13 Tokoh Etika..., hlm. 15-23. 
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mencapai hidup yang baik atau yang sebaik mungkin? Menurut 
Aristoteles, mencapai hidup yang baik adalah tujuan hidup manu- 
sia. Hidup yang baik tercermin dari kebahagiaan (eudaimonia). 
Jadi, mencapai kebahagian adalah tujuan hidup manusia.” 


Persoalan etika yang mendasar dalam mencapai kebahagiaan 
ini adalah cara hidup yang mana yang membuat manusia bahagia? 
Aristoteles menjawab bahwa supaya manusia bahagia, ia harus 
menjalankan aktivitas (praxis)-nya menurut keutamaan (arete). 
Jadi di sini ada dua syarat kebahagiaan: pertama, keterlibatan aktif 
dalam praxis atau mengaktualisasikan potensi diri sebagai makhluk 
sosial: dan kedua, tindakan yang baik adalah yang didukung oleh 


keutamaan-keutamaan.2 


Penulis tidak akan menguraikan lebih jauh teori etika Aristote- 
les pada bagian ini. Untuk sementara cukuplah disimpulkan bahwa 
teori etika Aristoteles telah menjadi arus utama pemikiran etika 
yang datang berikutnya sampai akhirnya beberapa abad kemudian 
Immanuel Kant (1724-1804) hadir dengan pandangan etika yang 
berbeda dengannya. Etika Aristoteles dikenal dengan istilah etika 
keutamaan yang dibedakan dengan gagasan tentang etika kewaji- 
ban dari Kant.? 


Dari uraian di atas tampak bahwa sejak zaman Yunani kuno, 
etika menjadi salah satu persoalan filsafat yang diperbincangkan 
dengan sangat serius. Hal ini karena etika berkenaan langsung 
dengan kehidupan manusia. Etika merefleksikan bagaimana manu- 
sia harus hidup agar kehidupannya benar-benar baik dan bermutu. 
Oleh karena itu, tidak mengherankan jika hampir semua filosof 
besar juga menulis dalam bidang etika. Sampai saat ini, tidak ada 
perspektif dan jawaban yang seragam dari para filosof tentang per- 
soalan etika. Seperti ditulis oleh Magnis-Suseno dalam pengantar 
karyanya: 


21 K. Bertens, Sejarah Filsafat..., hlm. 70. 
22 Franz Magnis-Suseno, 13 Tokoh Etika..., hlm. 27-39. 
23 K Bertens, Etika..., hlm. 211-213. 
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Salah satu disiplin pokok filsafat adalah etika. Etika mereflek- 
sikan bagaimana manusia harus hidup agar ia berhasil seba- 
gai manusia... Mereka semua (13 tokoh etika yang dibahas 
Magnis-Suseno dalam karyanya itu, pen.) bertanya bagaimana 
manusia harus membawa diri agar ia mencapai potensialitas- 
nya yang tertinggi, agar kehidupannya betul-betul bermutu. 
Namun yang sangat mencolok adalah betapa variasi jawaban 
yang mereka berikan. Kita menjadi sadar betapa banyak sudut 
pandang dan segi realitas yang namanya manusia itu harus di- 
perhatikan kalau kita mau menangani hidup kita secara ber- 
tanggung-jawab.2 


F. Asumsi-asumsi Dasar Etika 


Penulis telah menunjukkan bahwa etika merupakan salah satu 
cabang penting filsafat, bukan saja karena persoalan-persoalan etika 
berkenaan langsung dengan tujuan dan praxis kehidupan manusia, 
tetapi juga karena manusia adalah makhluk moral, di mana kesada- 
ran moralnya menentukan eksistensinya sebagai manusia. Dengan 
asumnsi ini tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa kajian etika 
merupakan kebutuhan setiap individu manusia agar ia dapat ber- 
tindak dengan baik dan mencapai hidup yang bermutu. Etika juga 
menjadi kebutuhan manusia jika ia mau menjadi individu yang 
utuh dalam rangka memenuhi eksistensinya. 


Berkenaan dengan signifikasi etika itu, berikut ini penulis akan 
menjelaskan beberapa postulat pokok yang menjadi asumsi dasar 
bagi kebutuhan manusia akan etika dalam kehidupannya. Postulat- 
postulat pokok itu berupa keberadaan manusia sebagai makhluk 
yang memiliki orientasi moral, hati nurani yang menjadi potensi 
moral di dalam diri manusia, serta adanya kebebasan manusia 
dalam bertindak dan menentukan pilihan etisnya sebagai prasyarat 
tindakan moral. 


24 Franz Magnis-Suseno, 13 Tokoh Etika..., hlm. 5. 
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1. Manusia adalah Makhluk Moral 


Para filosof sering mengatakan bahwa manusia merupakan 
makhluk unik yang memiliki perbedaan-perbedaan tertentu dari 
makhluk-makhluk lain yang ada di alam raya. Perbedaan-perbe- 
daan tersebut merupakan ciri khas yang hanya dimiliki manusia 
saja. Misalnya dikatakan bahwa manusia adalah binatang yang ber- 
pikir, memiliki akal, menggunakan bahasa dan simbol, makhluk 
sosial, menggunakan alat-alat, dan seterusnya. Dari perspektif etika 
perlu ditambahkan bahwa manusia adalah makhluk yang memiliki 
kesadaran moral. Moralitas merupakan ciri khas yang hanya dimi- 


liki oleh manusia saja dan tidak dimiliki oleh makhluk lainnya.” 


Moralitas sebagai ciri khas manusia tidak hanya ditemukan 
pada tingkat individu tetapi juga pada tingkat sosial. Semua bangsa 
dan kelompok sosial di segala zaman memiliki kesadaran tentang 
hal yang baik dan buruk dan tentang apa yang harus dilakukan dan 
tidak boleh dilakukan. Kesadaran tersebut tercermin dalam norma- 
norma dan sistem nilai yang mereka anut dan dipraktikkan dalam 
kehidupan sehari-hari. Namun demikian, tidak semua bangsa dan 
kelompok sosial memiliki pengertian yang sama tentang baik dan 
buruk secara universal. Perbuatan yang dilarang di suatu bangsa 
mungkin tidak dilarang di bangsa yang lain. Demikian pula, hal-hal 
yang pada zaman dulu dianggap biasa, sekarang ditolak dan diang- 
gap tidak etis, seperti penjajahan, perbudakan, diskriminasi rasial, 
dan lainnya. Jadi kesadaran moral merupakan fenomena universal, 
akan tetapi pengertian terhadap yang baik dan buruk itu tidak 
selalu berbentuk sama di semua bangsa dan kelompok sosial dari 
dulu sampai sekarang.” 


Kesadaran moral menjadikan manusia mampu membedakan 
hal yang baik dan yang buruk dalam hidupnya. Binatang tidak 
memiliki kesadaran tersebut. Pada mereka hanya ada keharusan ala- 
miah. Binatang melakukan sesuatu karena secara alamiah mereka 
memang seharusnya melakukannya. Misalnya, jika dihidangkan 


25 K. Bertens, Etika..., hlm. 13. 
26 hid, hlm. 12. 
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makanan kepada seekor anjing dan kebetulan ia sedang lapar, 
maka ia harus makan. Keharusan di sini adalah keharusan alamiah. 
Bila contoh yang sama digunakan pada manusia, mungkin sikap- 
nya akan berbeda. Meskipun makanan telah dihidangkan dan ia 
dalam keadaan lapar, ia tidak harus memakannya. Sebaliknya, ia 
justu harus tidak memakannya bila ia sedang berpuasa. Keharusan 
di sini bukan keharusan alamiah, tapi keharusan moral. Tindakan 
berpuasa yang menghalanginya dari memakan makanan yang telah 
dihidangkan itu muncul dari keharusan moral yang didasarkan atas 
pertimbangan-pertimbangan moral tertentu.” 


Problem moralitas muncul dari adanya tuntutan-tuntutan 
kehidupan yang dihadapkan kepada manusia. Tuntutan itu berma- 
cam-macam bentuknya. Menurut Titus, ada tiga bentuk tuntutan 
kehidupan yang menghadapkan manusia pada situasi moral ter- 
tentu, yaitu tuntutan fisik, tuntutan psikologi dan sosial, serta tun- 
tutan Spiritual dan intelektual.” Ketiga tuntutan itu mengharuskan 
manusia untuk bertindak secara baik dan sesuai dengan norma- 
norma yang baik pula. Jelas bahwa tuntutan-tuntutan itu berasal 
dari kehidupan manusia itu sendiri, sehingga sikap moral yang 
diambilnya dalam memenuhi tuntutan-tuntutan tersebut pada 
hakikatnya mengarah pada pengembangan dan pemenuhan diri- 
nya sendiri, yakni pemenuhan eksistensinya. Jadi tidak berlebihan 
jika dikatakan bahwa bertindak secara moral adalah cara mengada 
(the way of being) manusia yang menentukan eksistensinya.” 


2. Hati Nurani sebagai Potensi Moral 


Aristoteles ketika menjelaskan teorinya tentang gerak mem- 
bedakan antara potensi dan aktus, antara yang potensial dan yang 
aktual. Menurutnya, gerak tidak lain dari pada peralihan dari 


2 Ibid., hlm. 14-15. 
28 Harold H. Titus (dkk-), Persoalan-Persoalan..., hlm. 142-144. 


2 Musa Asyarie, Filsafat Islam: Summah Nabi dalam Berpikir (Yogyakarta: 
LESFI, 1999), hlm. 83. 
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potensi ke aktus, atau sesuatu yang potensial menjadi aktual.” Penu- 
lis akan menggunakan distingsi potensi-aktus ini untuk menunjuk- 
kan bahwa hati nurani merupakan potensi bagi moralitas manusia. 
Akan tetapi, berbeda dengan potensi yang dalam pengertian teori 
gerak Aristoteles merupakan ciri atau keadaan yang terdahulu, 
potensi yang penulis maksudkan di sini adalah daya atau kekuatan 
moral di dalam diri manusia sampai diaktualkan dalam bentuk per- 
buatan yang baik atau buruk. 


Hati nurani merupakan fakultas di dalam diri manusia yang 
melakukan penghayatan tentang baik dan buruknya tingkah laku 
konkret manusia.” Para filosof berbeda pendapat tentang apakah 
hati nurani itu diperankan oleh perasaan, kehendak, atau rasio. 
Dilihat dari fungsinya, nampaknya hati nurani diperankan oleh 
perasaan, kehendak, dan rasio sekaligus. Namun demikian, para 
filosof lebih mengidentikkan hati nurani dengan rasio. Mereka 
beralasan bahwa tugas hati nurani, sebagaimana rasio, adalah mem- 
berikan penilaian dan putusan (judgement) tentang apa yang baik 
dan harus dilakukan serta apa yang buruk dan tidak boleh dilaku- 


kan.2 


Sungguhpun ada kecenderungan yang kuat di kalangan para 
filosof untuk menganggap hati nurani sebagai rasio, namun rasio 
yang dimaksud adalah rasio praktis yang dibedakan dari rasio 
teoretis. Rasio teoretis menjawab pertanyaan: apa yang bisa dike- 
tahuis sedangkan rasio praktis menjawab pertanyaan: apa yang 
harus dilakukan. Jadi walaupun hati nurani mau diperankan oleh 
rasio, tugasnya bukanlah memberikan pengetahuan teoretis, tetapi 
menyediakan pertimbangan moral bagi tindakan konkret manusia. 
Hati nurani menjadi jembatan yang menghubungkan pengetahuan 
etis-teoretis manusia dengan tindakan moral praktisnya.” 


Hati nurani sering pula disamakan dengan suara hati, kata hati, 


30 K. Bertens, Sejarah Filsafat. .., hlm. 141-142. 
31 K. Bertens, Etika..., hlm. 51-52. 

32 Thid, hlm. 51-52, 59. 

3 Jhid., hlm. 59-60. 
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atau suara batin. Hati nurani bersifat adipersonal dan transenden. 
Seseorang seolah-olah berposisi sebagai pendengar bagi hati nura- 
ninya. Oleh karena itu, orang yang beragama menganggap hati 
nurani sebagai suara Tuhan atau bahwa Tuhan berbicara kepada 
manusia melalui hati nuraninya. Bagi orang beragama, mengikuti 
hati nurani sama dengan mengikuti kehendak Tuhan. Sebaliknya, 
bertindak yang bertentangan dengan hati nurani sama dengan 


mengkhianati diri sendiri dan melanggar kehendak Tuhan.” 


Terlepas dari persoalan fakultas apa tepatnya di dalam diri 
manusia yang memainkan peran hati nurani ini, harus ditegaskan 
bahwa sesungguhnya potensi moralitas manusia berakar dari dalam 
dirinya. Potensi itulah yang mengarahkannya kepada perilaku yang 
baik dan melarangnya dari tindakan yang buruk. Pengalaman 
dengan hati nurani merupakan perjumpaan manusia yang paling 
jelas dengan moralitas dan merupakan jalan masuk bagi etika. 
Dengan demikian, hati nurani mempunyai kedudukan yang kuat 
dalam kehidupan moral individu manusia. 


Karena hati nurani merupakan akar dari perilaku moral suby- 
ektif manusia, maka ia perlu dibina dan dikembangkan sedemikian 
rupa jika manusia mau mencapai hidup yang baik. Pengembangan 
hati nurani dilakukan lewat pendidikan, tapi berbeda dengan pen- 
didikan akal budi yang dilakukan di sekolah formal, pendidikan 
hati nurani harus dimulai dari unit sosial yang terkecil, yaitu kelu- 
arga. Proses itu dilakukan dengan memberikan teladan yang baik 
dan menumbuhkan sikap cinta terhadap nilai-nilai moral, sehingga 
dalam diri individu yang bersangkutan akan tumbuh kesadaran- 
diri dan rasa tanggung jawab terhadap tindakan moralnya.” 


3. Kebebasan sebagai Prasyarat Tindakan Moral 


Moralitas selalu mengandaikan adanya kebebasan bagi subyek 
moral dalam melakukan perbuatannya, baik atau pun buruk. 


34 Thid., hlm. 58. 
35 Jhid., hlm. 49. 
36 hid, hlm. 64-65. 
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Menurut Henri Bergson (1859-1941), seorang filosof asal Prancis, 
kebebasan yang dimaksud adalah hubungan antara “aku konkret” 
dengan perbuatan yang dilakukannya.” Kebebasan itu berarti 
bahwa setiap individu harus bebas dari segala bentuk tekanan 
dan paksaan yang mengintimidasi dirinya dalam bertindak dan 
sekaligus juga bebas untuk melakukan apapun yang menjadi pili- 
han tindakan moralnya. Kebebasan individual semacam inilah 
yang menjamin dan menjadi prasyarat utama bagi tindakan moral 
manusia. 


Kebebasan tidak hanya menjadi prasyarat tindakan moral indi- 
vidu, tetapi juga sosial-masyarakat. Subyek kebebasan individual 
adalah manusia perorangan, sedangkan subyek kebebasan sosial 
adalah bangsa atau rakyat. Kebebasan yang kedua ini terutama be- 
rupa kebebasan sosial-politik. Sejarah menunjukkan bahwa kebe- 
basan sosial-politik bukanlah sesuatu yang sejak dulu telah dimiliki 
oleh setiap bangsa. Ia merupakan hasil perjuangan sepanjang masa. 
Bentuk kebebasan di ranah sosial-politik ini ada dua: pertama, 
tercapainya kebebasan politik rakyat dengan membatasi kekua- 
saan absolut para rajas dan kedua, kemerdekaan dari kolonialisme 
bangsa-bangsa. Pada dasarnya gagasan tentang demokrasi yang di- 
praktikkan oleh berbagai negara pada masa modern ini merupakan 
pengejawantahan dari prinsip dasar etika tentang kebebasan. Kebe- 
basan sosial-politik bersifat etis dan bahkan merupakan keharusan 
etis. 


Problem filosofis yang muncul adalah apakah kebebasan itu 
bersifat mutlak atau terbatas? Jika kebebasan bersifat mutlak, akan 
muncul kekacauan sedemikian rupa karena masing-masing indi- 
vidu dan bangsa bebas melakukan apapun meskipun melanggar 
kebebasan orang atau bangsa lain. Tapi jika kebebasan itu terbatas, 
berarti tidak ada kebebasan. Ada yang percaya bahwa kebebasan itu 
bersifat mutlak dan tidak boleh dibatasi, sementara ada juga yang 
berpendapat bahwa kebebasan itu harus dibatasi demi menjaga 


37 Tbid,, hlm. 93. 
38 Thid,, hlm. 95, 97. 
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ketertiban dan keamanan. Pendapat yang moderat mengatakan 
bahwa harus diusahakan keseimbangan yang melindungi kebeba- 
san individu dan hak masyarakat secara bersamaan.” 


Dari perspektif etika disebutkan bahwa kebebasan itu harus 
selalu diikuti dengan tanggung jawab. Kebebasan dan tanggung 
jawab merupakan dua hal kembar yang saling terkait dan memiliki 
hubungan timbal-balik. Secara etis, setiap individu bertanggung 
jawab atas perbuatannya karena perbuatan itu dilakukan atas dasar 
kebebasan yang ia miliki. Sebaliknya juga demikian: pada dasarnya 
setiap individu bebas melakukan perbuatan apapun karena ia akan 
dimintai pertanggung jawaban atas setiap perbuatannya. 


Secara moral, tanggung jawab yang menyertai kebebasan ini 
bisa bersifat individual, sosial, atau religius. Tanggung jawab yang 
bersifat individual disuarakan oleh hati nurani. Seseorang akan 
merasa dikecam oleh hati nuraninya jika ia melakukan perbuatan 
yang bertentangan dengannya: dan sebaliknya ia akan merasa di- 
puji dan puas jika bertindak sesuai dengan hati nuraninya. Tang- 
gung jawab yang bersifat sosial dijamin oleh norma-norma dan 
nilai-nilai masyarakat dan dipastikan oleh hukum. Orang yang 
melanggar norma-norma dan hukum itu akan dikenakan sanksi 
atau hukuman atas perbuatannya. Sedangkan tanggung jawab yang 
bersifat religius dijamin oleh janji-janji Tuhan bahwa setiap per- 
buatan yang baik atau pun buruk akan memperoleh ganjaran yang 
setimpal. 


Dengan demikian menjadi jelas bahwa kebebasan merupakan 
prasyarat yang pertama bagi tindakan moral. Seseorang tidak akan 
bisa dituntut pertanggung-jawaban atas perbuatannya jika perbua- 
tan itu dilakukan karena terpaksa. Kita juga tidak bisa memberikan 
penilaian etis atas perbuatan yang tidak didasarkan atas kebebasan. 
Tindakan moral selalu mengandaikan adanya kondisi kebeba- 
san bagi subyek ketika ia melakukan perbuatan apapun, sehingga 
dengan demikian ia dapat bertanggung jawab secara moral atas 
perbuatannya tersebut. 


39 Harold H. Titus (dkk.), Persoalan-Persoalan..., hlm. 164-165. 
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G. Teori-teori Etika 


Sejak zaman Yunani kuno sampai sekarang ini telah ber- 
kembang berbagai teori dalam etika. Pada umumnya teori-teori itu 
berbicara tentang hakikat moralitas dan kebaikan serta peranan- 
nya dalam hidup manusia. Penulis tidak akan menjelaskan semua 
teori etika yang ada, melainkan hanya beberapa teori yang paling 
berpengaruh dan masih bertahan sampai sekarang. Beberapa teori 
tersebut adalah: hedonisme, utilitarianisme, eudemonisme, deon- 
tologi, dan etika keagamaan. 


1. Hedonisme: Kesenangan sebagai Ukuran Etika 


Hedonisme berasal dari kata Yunani htdon@ yang berarti 
kesenangan atau kenikmatan. Teori hedonisme mengatakan bahwa 
hal yang terbaik bagi manusia dan sekaligus menjadi tujuan hidup 
dan tindakannya adalah kesenangan. Pada paham ini, kebaikan 
adalah sama dengan kesenangan. John Locke (1632-1704) menga- 
takan: Kita sebut baik apa yang menyebabkan atau meningkatkan 
kesenangan: sebaliknya, kita namakan jahat apa yang dapat menga- 
kibatkan atau meningkatkan ketidak-senangan apa saja atau me- 
ngurangi kesenangan apa saja dalam diri kita. 

Paham hedonisme yang paling awal ditemukan dalam ajaran 
salah seorang murid Sokrates, yaitu Aristippos (sekitar 433-355 
SM). Menurutnya, manusia adalah makhluk yang selalu mengejar 
kesenangan dan menjauh dari ketidak-senangan. Oleh sebab itu, 
apa yang menjadi tujuan hidup dan yang sungguh baik bagi manu- 
sia adalah kesenangan itu sendiri. Kesenangan yang dimaksud ada- 
lah kesenangan yang aktual, yakni kesenangan kini dan di sini, dan 
bukan kesenangan di masa lampau atau pun di masa mendatang. 

Epikuros (341-270 SM) yang memimpin sebuah sekolah filsa- 
fat di Athena juga memiliki pandangan bahwa kesenangan adalah 
kodrat dan tujuan kehidupan manusia. Akan tetapi, ia memiliki 
pandangan yang lebih luas daripada Aristippos yang membatasi 


“0 John Locke, An Essay Concerning Human Understanding (London: J.M. 
Dent & Sons, 1947), hlm. 107. 
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kesenangan hanya pada kesenangan badani belaka. Menurutnya, 
kesenangan juga mencakup rohani, dan bahkan lebih utama dari 
kesenangan badani. Kesenangan rohani adalah ketenangan dan 
keseimbangan jiwa yang terbebas dari segala bentuk keresahan. 
Epikuros menyebutnya dengan ataraxia, yang bisa dicapai dengan 
menempuh pola hidup yang sederhana dan sedapat mungkin ter- 
lepas dari keinginan yang tidak perlu dan sia-sia. Teori etika dari 
Epikuros ini disebut juga dengan Epikureanisme." 

Pada periode selanjutnya, teori dan paham etika hedonisme 
ini berkembang dalam berbagai macam tipe. Hedonisme psiko- 
logis, misalnya, berpandangan bahwa seluruh perbuatan manusia 
secara psikologis dilakukan dalam rangka kesenangan. Hedonisme 
egoistis berpendapat bahwa manusia selalu berbuat apapun untuk 
kesenangan yang sebesar-besarnya bagi dirinya sendiri. Sedangkan 
hedonisme universal beranggapan bahwa setiap manusia harus ber- 
buat demi kesenangan yang sebesar-besarnya bagi sejumlah terbesar 
orang dalam jangka panjang.” Berbagai tipe hedonisme tersebut 
berkembang sampai saat ini. Banyak orang yang mungkin secara 
tidak sadar telah mempraktikkan hedonisme dalam kesehariannya. 


2. Utilitarianisme: Moralitas Berdasarkan Prinsip Kegunaan 


Utilitarianisme bisa dilihat sebagai tipe lebih lanjut dari hedo- 
nisme. Jeremy Bentham (1748-1832) si penggagas utilitarianisme 
ini tetap menggunakan teori hedonisme klasik tentang kesenangan. 
Tapi ia tidak mengikuti tendensi egoistik dan individualistik dari 
hedonisme klasik. Sebaliknya ia menekankan bahwa kebaikan dan 
kebahagiaan itu tidak menyangkut perorangan tetapi sebanyak 
mungkin orang. Suatu perbuatan dinilai baik atau buruk sejauh 
dapat meningkatkan atau mengurangi kebahagiaan sebanyak mu- 
ngkin orang. Inilah inti teori utilitarianisme yang memakai prinsip 
utility (kegunaan, manfaat) atau the greatest happiness (kebaha- 
giaan yang terbesar) sebagai dasar etika. Moralitas tindakan diten- 


Al Brian Duignan, The History..., hlm. 41-44. 
2 Lorens Bagus, Kamus Filsafat..., hlm. 282-283. 
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tukan berdasarkan prinsip kegunaan (the principle of utility) yang 
berbunyi: the greatest happiness of the greatest numbers kebahagiaan 
terbesar dari jumlah yang terbesar. Oleh karena itu, utilitarianisme 
sering juga disebut sebagai teori kebahagiaan terbesar (1he greatest 
happiness theory). 


Bentham menggunakan prinsip itu secara kuantitatif saja. 
Menurutnya semua bentuk kesenangan dan kebahagiaan memiliki 
kualitas yang sama. Satu-satunya yang berbeda adalah kuantitasnya. 
Untuk bisa menentukan apakah suatu tindakan baik atau buruk 
secara moral seseorang bisa mengukurnya dari berbagai aspek yang 
menjadi sumber kesenangan dari tindakan tersebut, seperti inten- 
sitas, lamanya kesenangan yang bisa dirasakan, akibat, kepastian, 
jauh atau dekatnya kesenangan, kemurnian, dan sebagainya. Apa- 
bila aspek-aspek tersebut telah diukur dan ternyata aspek ketidak- 
senangan lebih dominan daripada aspek kesenangan, maka dapat 
disimpulkan bahwa tindakan yang bersangkutan adalah buruk 
secara moral. Begitu pula sebaliknya, tindakan disebut baik secara 
moral jika aspek kesenangan lebih banyak daripada aspek ketidak- 


senangan.“ 


John Stuart Mill (1806-1873) tidak setuju dengan ukuran 
Bentham yang hanya kuantitatif. Ia lalu menambahkan unsur kuali- 
tatif. Menurutnya, kualitas kesenangan perlu dipertimbangkan ka- 
rena ada kesenangan yang lebih tinggi mutunya dan ada yang lebih 
rendah. Kesenangan seorang manusia harus dinilai lebih tinggi dari 
kesenangan seekor binatang: dan kesenangan orang yang pintar 
lebih bernilai dari pada kesenangan orang yang bodoh.“ Ia juga 
menambahkan bahwa kebahagiaan dan kesenangan harus diukur 
secara adil. Dalam sekelompok orang yang secara bersama-sama 


8 Gilbert Harman, The Nature of Morality: An Introduction to Ethics (New 
York: Oxford University Press, 1977), hlm. 152-153. 


4 Sana Loue, Textbook of Research Ethics: Theory and Practice (New York: Klu- 
wer Academic Publishers, 2002), hlm. 61-64. 


4 John Stuart Mill, Utilitarianism (New Zealand: The Floating Press, 2009), 
hlm. 19. 


20 


MENJELAJAHI ETIKA: DARI ARTI HINGGA TEORI 


terlibat dalam suatu perbuatan, maka kebahagiaan satu orang tidak 
boleh dianggap lebih penting dari pada kebahagiaan orang lain. 
Kebahagiaan yang menjadi norma etis adalah kebahagiaan semua 
orang yang terlibat dalam perbuatan itu, dan bukan kesenangan 
satu orang saja yang barangkali bertindak sebagai pelaku utama. 


Teori Bentham dan Mill ini termasuk dalam jenis “utilitarianis- 
me perbuatan” yang harus dibedakan dari “utilitarianisme aturan”. 
Jenis yang terakhir ini adalah gagasan dari Stephen Toulmin, se- 
orang filosof Inggris-Amerika. Menurutnya, prinsip kegunaan (the 
principle of utility) tidak harus diterapkan pada perbuatan (seperti 
pada Bentham dan Mill), tetapi pada aturan-aturan moral umum. 
Prinsipnya adalah menaati aturan-aturan moral yang menghasilkan 
kebahagiaan terbesar bagi sejumlah besar orang. Kalau utilitaria- 
nisme perbuatan didasarkan atas prinsip tindakan yang mengha- 
silkan kebahagiaan terbesar bagi sebanyak mungkin orang, utili- 
tarianisme aturan didasarkan pada prinsip mentaati aturan-aturan 
dan norma-norma moral yang pelaksanaannya akan menghasilkan 
kebahagiaan terbesar bagi sebanyak mungkin orang.“ Jadi teori uti- 
litarianisme mengalami pergeseran dari “seberapa besar perbuatan 
berguna” kepada “seberapa besar aturan-aturan moral berguna”. 


3. Eudemonisme: Tujuan Kebahagiaan 


Kata eudaimonia berasal dari Bahasa Yunani yang berarti keba- 
hagiaan. Eudemonisme merujuk pada teori etika, terutama yang 
dirumuskan oleh Aristoteles yang menjadikan kebahagiaan sebagai 
tujuan akhir hidup manusia. Menurut teori ini, setiap perbuatan 
dan kegiatan manusia dilakukan untuk mengejar suatu tujuan ter- 
tentu. Tentu saja tujuan itu adalah tujuan yang baik secara moral. 
Misalnya, saya berolahraga agar tetap sehat, saya menjaga keseha- 
tan supaya bisa tetap beraktivitas, dan seterusnya. Sampai di sini 
muncul pertanyaan: apakah ada tujuan yang dikejar karena dirinya 
sendiri dan bukan karena sesuatu yang lain? Menurut Aristote- 
les, tujuan terakhir tersebut adalah eudaimonia (kebahagiaan). Ia 


46 Lorens Bagus, Kamus Filsafat..., hlm. 1114. 
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adalah kebaikan terakhir yang dikejar karena dirinya sendiri, dan 


bukan karena sesuatu yang lain.” 


Kebahagiaan dalam pengertian Aristoteles ini bisa dicapai jika 
seseorang menjalankan fungsinya dengan baik. Kalau dipercayai 
bahwa manusia adalah makhluk yang memiliki rasio sebagai ciri 
khasnya, maka berarti kebahagiaan bagi manusia dicapai dengan 
mengoptimalkan fungsi rasio. Seseorang dinilai baik dalam arti 
moral jika ia selalu mengadakan pilihan-pilihan rasional yang tepat 
dalam setiap perbuatan moralnya dan mencapai keunggulan dalam 
penalaran rasional. Di wilayah moral, tugas rasio adalah menentu- 
kan jalan tengah (moderation) antara dua ekstrem yang berlawanan. 


Kebaikan dan kebahagiaan menurut teori ini adalah keseim- 
bangan antara “yang kurang” dan “yang terlalu banyak” Misalnya, 
keberanian adalah jalan tengah antara pengecut (kurang berani) 
dan gegabah (terlalu berani). Keseimbangan yang muncul dari 
menentukan jalan tengah itulah yang disebut dengan keutamaan 
(virtue). Bagi teori cudemonisme, keutamaan yang berkenaan 
dengan kebijaksanaan praksis (phronesis) adalah inti dari seluruh 
kehidupan moral. Dengan demikian, konsep-konsep kebahagiaan, 
rasio, jalan tengah, keutamaan, dan phronesis merupakan konsep- 
konsep kunci untuk memahami teori etika cudemonisme. 


4. Deontologi: Hukum Moral yang Mewajibkan 


Teori-teori etika hedonisme, utilitarianisme, dan eudemonis- 
me semuanya menekankan pada aspek tujuan atau hasil. Dalam 
hedonisme tujuan perbuatan yang baik secara moral adalah yang 
menghasilkan kesenangan. Dalam utilitarianisme tujuannya adalah 
untuk memaksimalkan kegunaan atau kebahagiaan bagi sebanyak 
mungkin orang. Sedangkan dalam eudemonisme tujuan tindakan 
moral adalah untuk mencapai kebahagiaan itu sendiri. Oleh karena 
tendensi yang kuat pada aspek tujuan ini, teori-teori etika di atas 
juga disebut bersifat teleologis (terarah pada tujuan). 


4 Shelly Kagan, Normative Ethics (Colorado: Westview Press, 1998), hlm. 
189-191. 
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Teori etika deontologi berbeda dengan teori-teori etika di atas 
karena ia tidak bersifat teleologis. Istilah deontologi berasal dari 
kata Yunani deon yang berarti apa yang harus dilakukan atau kewa- 
jiban. Secara harfiah, deontologi berarti teori tentang kewajiban. 
Etika deontologi tidak mengukur baik-buruk suatu perbuatan ber- 
dasarkan tujuan atau hasilnya, melainkan semata-mata berdasarkan 
wajib tidaknya perbuatan itu sendiri. 

Immanuel Kant, filosof yang menggagas teori ini berangkat 
dari premis bahwa apa yang baik dalam arti sesungguhnya hanyalah 
kehendak yang baik atau maksud subyek dalam melakukan perbua- 
tan tertentu. Lantas apa yang membuat kehendak menjadi baik? 
Menurut Kant, kehendak menjadi baik jika seseorang bertindak 
karena kewajiban. Perbuatan adalah baik jika hanya dilakukan 
karena wajib dilakukan atau semata-mata karena hormat kepada 
hukum moral. 


Kant melanjutkan bahwa perbuatan yang memenuhi norma 
moral adalah perbuatan yang mengandung suatu imperatif katego- 
ris. Kant membedakan antara imperatif kategoris dengan impera- 
tif hipotetis. Imperatif hipotetis adalah imperatif (perintah) yang 
disertai oleh syarat tertentu. Sedangkan imperatif kategoris adalah 
yang mewajibkan begitu saja dan tanpa syarat. Tindakan yang baik 
secara moral adalah tindakan yang muncul dari imperatif kategoris 
yang tidak mensyaratkan apa pun. Misalnya, saya menolong orang 
lain bukan karena mau mencapai tujuan atau maksud tertentu, 
melainkan hanya karena norma moral mewajibkan yang demikian. 


Postulat lainnya yang penting dalam teori etika deontologi 
dari Kant adalah tentang otonomi kehendak. Kehendak bersifat 
otonom apabila menentukan dirinya sendiri dan tidak ditentukan 
oleh faktor dari luar dirinya seperti kecenderungan atau emosi. 
Kehendak itu otonom hanya jika tunduk kepada hukum moral, 
sebab ketika manusia tunduk kepada hukum moral, ia tidak tunduk 
kecuali kepada kebaikan bagi dirinya sendiri. Kant juga memaknai 


48 Michael Slote, Essays on the History of Ethics (New York: Oxford University 
Press, 2010), hlm. 35-38. 
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kebebasan manusia dalam pengertian yang sama, yakni kebebasan 
manusia bisa diwujudkan hanya dengan mengikat dirinya dan 
mentaati hukum moral. 


5. Etika Keagamaan 
Etika tidak hanya dibicarakan dalam filsafat saja. Agama juga 


punya aspek-aspek etis dalam ajarannya yang menunjukkan ada- 
nya hubungan yang erat antara agama dan moralitas. Setiap agama 
memiliki ajaran-ajaran moral yang menjadi pedoman bagi para 
pemeluknya. Perilaku dan praktik moral dalam keseharian orang 
yang beragama lebih sering didasarkan atas motivasi keagamaan- 
nya. Bagaimana ia harus hidup dengan baik biasanya ditentukan 
berdasarkan keyakinan keagamaan. Sebagaimana pembahasan 
etika di ranah filsafat yang muncul karena manusia membutuhkan 
pengetahuan untuk bisa mencapai hidup yang baik dan bermutu, 
etika keagamaan juga mau mengarahkan umatnya untuk bisa men- 
jadi manusia yang baik dan dapat mencapai kehidupan yang baik 
pula. 


Jika kita bandingkan ajaran-ajaran moral dari agama-agama 
akan tampak bahwa secara menyeluruh ajaran-ajaran itu tidak 
mengandung perbedaan yang terlalu besar. Agama-agama yang 
berbeda pada umumnya menyepakati ajaran-ajaran moral yang 
mendasar, seperti larangan berdusta, mencuri, membunuh, dan 
seterusnya. Kesepakatan antar agama di bidang moral jauh lebih 
mudah dicapai ketimbang kesepakatan di bidang ajaran ketuhanan 
dan lainnya. 


Teori etika keagamaan pada umumnya menyebutkan bahwa 
kewajiban moral berasal dari kehendak Tuhan. Kewajiban moral 
tidak memerlukan pembenaran apapun kecuali meyakini bahwa 
yang demikian itu adalah yang dikehendaki oleh Tuhan. Etika 
keagamaan menyebutkan bahwa suatu tindakan dinilai baik secara 
moral karena Tuhan menghendakinya. Agama menjadi sema- 
cam ranah dimana manusia mempelajari dan berusaha mengerti 


kehendak Tuhan, serta mengikutinya. 
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Kemauan atau kehendak Tuhan sebagai fundamen etika kea- 
gamaan tertuang dalam kitab-kitab suci agama. Masing-masing 
agama samawi memiliki kitab suci yang diyakini pemeluknya seba- 
gai kitab yang bersifat transenden dan oleh karena itu memuat 
kehendak Tuhan. Tuhan adalah Maha Baik dan menghendaki 
kebaikan bagi manusia. Kitab suci agama memuat nilai-nilai ideal 
yang bersifat etis yang sekaligus merupakan kehendak Tuhan. Dari 
kitab suci itulah para pemeluk agama mengetahui apa yang baik 
dan apa yang buruk dari segi moral. 


Dalam etika keagamaan Islam misalnya, nilai-nilai ideal yang 
bersifat etis itu tertuang di dalam al-Gur'an dan Sunnah. Dua 
sumber tersebut menunjukkan warna keagamaan dari etika. Para 
pemikir etika keagamaan dalam Islam berusaha menggali nilai-nilai 
ideal-etis dari al-@Gur'an dan Sunnah sembari mengarahkan upaya 
mereka untuk menunjukkan karakter etis dalam Islam serta menje- 
laskan spirit moralitas Islam dengan cara yang lebih langsung. 


Teori etika keagamaan biasanya bersentuhan dengan persoalan- 
persoalan kehendak Tuhan sebagai otoritas norma-norma etis dan 
jaminan bagi berlakunya tatanan moral, kitab suci sebagai sumber 
nilai-nilai, serta aturan-aturan praktis tentang moralitas yang diper- 
lukan umat beragama dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu ada 
juga persoalan-persoalan lain yang berkenaan dengan peran rasio 
dalam konteks moral keagamaan, metode dan prosedur menentu- 
kan nilai-nilai moral keagamaan, kebebasan subyek dalam perilaku 
moral, dan seterusnya. 


H. Perspektif-perspektif Etika 


Persoalan lain yang perlu dijelaskan adalah tentang perspektif- 
perspektif yang berlaku dalam kajian etika. Pertama, para ahli tidak 
selalu memiliki pandangan yang seragam tentang apa yang menjadi 
titik tekan moralitas, apakah perbuatan individu atau individu itu 
sendiri sebagai subyek moral. Kedua, cara pandang dalam memba- 
has persoalan moralitas juga bermacam-macam: ada yang bercorak 
deskriptif, normatif, dan metaetik. Ketiga, dewasa ini etika ber- 


kembang ke arah yang lebih khusus, spesifik, dan lebih menyentuh 
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persoalan-persoalan konkret di bidang tertentu dalam kehidupan 
manusia, sehingga perlu dibedakan antara kajian etika yang bersifat 
umum dengan yang bersifat khusus. Pada bagian berikut penulis 
akan menjelaskan tiga persoalan yang berkenaan dengan perspektif 
dalam kajian etika tersebut. 


1. Etika Keutamaan dan Etika Kewajiban 


Penulis telah membedakan kajian etika berdasarkan tujuan 
yang mau dicapai oleh perbuatan etis kepada dua model, yaitu etika 
teleologis yang berorientasi tujuan dan etika deontologis yang 
berorientasi kewajiban. Selain pembedaan berdasarkan tujuan itu, 
etika juga bisa dibedakan berdasarkan perbuatan dan subyek moral 
ke dalam dua model juga, yaitu etika keutamaan dan etika kewaji- 
ban. 


Dalam etika keutamaan, penilaian etis ditujukan pada orang, 
pelaku, atau subyek moral. Misalnya kita menyebut seseorang 
sebagai orang yang baik, jujur, adil, dan seterusnya karena orang 
tersebut memiliki bobot moral yang demikian. Bobot moral di 
sini berkenaan dengan” keutamaan-keutamaan (virtue) yang dimi- 
liki orang tersebut. Sedangkan dalam etika kewajiban, penilaian 
etis ditujukan pada perbuatan atau tindakan moral. Misalnya kita 
menilai suatu perbuatan sebagai baik, buruk, jujur, dan seterusnya 
karena perbuatan tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip moral 
yang bersangkutan. Etika kewajiban memusatkan perhatian pada 
penilaian baik-buruknya suatu perbuatan dengan berpegang pada 
norma atau prinsip moral. 


Etika keutamaan mau menjawab pertanyaan: “what kind of 
person I should be?” (saya harus menjadi orang yang bagaimana), 
sedangkan etika kewajiban hendak menjawab pertanyaan: “what 
should I do?” (saya harus melakukan apa). Dengan kata lain, etika 
keutamaan memusatkan perhatiannya pada being manusia, sedang- 
kan etika kewajiban pada doing manusia. Etika keutamaan menyeli- 
diki apakah kita orang yang baik atau buruk secara moral, sedang- 


2 K. Bertens, Etika..., 211-212. 
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kan etika kewajiban menyelidiki apakah perbuatan kita bernilai 


baik atau buruk secara moral. 


Erika keutamaan menilai baik-buruknya watak seseorang ber- 
dasarkan keutamaan- keutamaan yang dimilikinya. Keutamaan 
di sini berarti disposisi watak yang dimiliki oleh seseorang yang 
memungkinkan dirinya dinilai sebagai manusia yang baik. Keuta- 
maan dicirikan dengan stabilitas, kecenderungan yang tetap, dan 
bahkan merupakan sifat baik yang telah mendarah-daging pada 
seseorang. Oleh karena itu, keutamaan bukanlah sesuatu yang ber- 
sifat alamiah. Seorang bayi atau anak kecil tidak secara otomatis 
telah memiliki keutamaan tertentu. Keutamaan moral diperoleh 
lewat latihan dan pembiasaan yang membutuhkan waktu yang 
tidak singkat. Pendidikan memainkan peran yang sangat penting 
dalam upaya membentuk keutamaan-keutamaan moral tersebut. 


Para teoretikus etika telah menyusun daftar keutamaan-keuta- 
maan yang menjadi ukuran bagi baik-buruknya seorang individu 
sebagai manusia. Ada empat keutamaan pokok yang telah dike- 
nal sejak zaman Yunani kuno, yaitu: kebijaksanaan, keberanian, 
pengendalian diri, dan keadilan. Para filosof seperti Plato, Aristote- 
les, dan lainnya telah menyebutkan perihal keutamaan-keutamaan 
itu. Thomas Aguinas (1225-1274) yang menjadikan filsafat Aris- 
toteles sebagai dasar pemikirannya menambahkan tiga keutamaan 
lain yang disebut keutamaan teologis, yaitu: iman, pengharapan, 
dan cinta kasih. Menurutnya, keutamaan teologis ini dianuge- 
rahkan Tuhan secara langsung ke dalam jiwa manusia. Dengan 
demikian, keutamaan itu ada yang bercorak manusiawi dan ada 
yang bercorak teologis. 


Adapun etika kewajiban menilai baik-buruknya suatu per- 
buatan dengan bersandar pada nilai atau norma tertentu. Dari 
perspektif moral, perbuatan bisa dibagi ke dalam tiga kategori. 
Pertama, perbuatan yang merupakan kewajiban dan harus dila- 
kukan. Seseorang akan dinilai baik secara moral kalau melakukan 
perbuatan-perbuatan itu, seperti berkata jujur, bertindak adil, men- 


50 Jhid., hlm. 212. 
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jaga rahasia, dan sebagainya. Kedua, perbuatan yang dilarang secara 
moral dan tidak boleh dilakukan. Seseorang akan dinilai buruk 
secara moral bila melakukan perbuatan jenis ini, seperti berdusta, 
mengingkari janji, membunuh sesama manusia, dan sebagainya. 
Ketiga, perbuatan yang tidak dilarang dan tidak pula diwajibkan 
secara moral. Orang yang melakukan perbuatan jenis ini tidak dini- 
lai baik atau buruk, seperti menonton televisi, menyapu halaman, 
dan seterusnya. Perbuatan jenis ini adalah netral dari sudut moral.' 


Tiga kategori perbuatan di atas adalah yang paling populer 
dalam kajian etika. Selain itu, ada kategori keempat yang dinilai 
sebagai perbuatan yang paling baik dan paling luhur dari sudut 
moral. Kategori keempat ini adalah perbuatan yang melebihi 
kewajiban dan dinilai sangat terpuji jika dilakukan, tapi tidak akan 
dicela jika tidak dilakukan. Kategori ini disebut perbuatan super- 
erogatoris (supererogatory act), artinya perbuatan yang dilakukan 
lebih dari yang diwajibkan atau yang dituntut. Perbuatan jenis ini 
muncul dari disiplin diri yang luar biasa, yang tidak ditemukan 
pada kebanyakan orang. Hanya orang-orang tertentu yang memi- 
liki kualitas untuk mampu melakukan perbuatan super-erogatoris 
ini. Dari sudut moral, orang yang melakukan perbuatan jenis ini 
akan dinilai sebagai orang yang memiliki kualitas moral tertinggi 


dan paling luhur.? 


2. Etika Deskriptif, Etika Normatif, dan Metaetika 


Ada beberapa cara pandang dalam membahas persoalan-perso- 
alan etika. Pertama, etika deskriptif (descriptive ethics) yang men- 
guraikan tingkah laku pribadi (personal morality) atau tingkah laku 
kelompok (social morality) secara deskriptif. Etika deskriptif hanya 
melukiskan dan memberikan gambaran tentang apa yang terjadi 
namun tidak memberi penilaian moral atasnya. Dewasa ini, etika 
deskriptif dipraktikkan dalam ilmu-ilmu sosial empiris, seperti 
antropologi budaya, psikologi, sosiologi, sejarah, dan sebagainya 


51 Jhid,, hlm. 226. 
22 Tbid., hlm. 227-231. 
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yang berusaha menemukan dan menjelaskan kesadaran, keyakinan, 
dan pengalaman moral pada individu, kelompok sosial, atau suatu 
kelompok budaya tertentu? Contoh dari etika jenis ini adalah 
studi tentang perkembangan kesadaran moral yang dilakukan oleh 
Jean Piaget (1896-1980) dan Lawrence Kohlberg (1927-1988), 
studi-studi sosiologi tentang masalah prostitusi yang dilakukan di 
pelbagai negara, dan lainnya.” 


Kedua, etika normatif (normative ethics) yang juga mempelajari 
moralitas individu dan sosial, akan tetapi “berbeda dengan etika 
deskriptif yang tidak memberi penilaian moral”, etika normatif 
memberikan penilaian baik atau buruk padanya. Untuk itu, etika 
normatif membutuhkan argumentasi dan alasan yang bercorak 
rasional-filosofis dan didasarkan pada norma-norma atau prinsip- 
prinsip etis yang dianggap tidak dapat ditawar-tawar. Jadi etika 
normatif itu bersifat preskriptif dan bertujuan merumuskan prin- 
sip-prinsip etis yang dapat dipertanggung-jawabkan secara rasional 


dan dapat digunakan dalam praktik. 


Ketiga, metaetika (metaethics) yang mempelajari dan menyeli- 
diki berbagai istilah, bahasa, dan corak pikiran yang dipakai untuk 
menilai suatu fenomena dan pernyataan etika. Metaetika tidak 
membahas moralitas secara langsung, melainkan ungkapan-ungka- 
pan di bidang moral, seperti apa itu baik, buruk, terpuji, adil, dan 
sebagainya.” Metaetika bergerak pada tingkat yanglebih tinggi dari 
subyek dan perilaku etis. Ia membahas “bahasa etis” atau bahasa 
yang digunakan di bidang moral. Ia mempelajari logika khusus dari 
ucapan-ucapan etis.” 


53 Jan Hendrik Rapar, Pengantar Filsafat (Yogyakarta: Kanisius, 1996), hlm. 
62-63. 


54 K. Bertens, Etika..., 16. 


2 Ibid,, hlm. 17-19. Bandingkan dengan, Harold H. Titus (dkk.), Persoalan- 
persoalan..., hlm. 141. 


28 Jan Hendrik Rapar, Pengantar Filsafat..., hlm. 64. 
27 K. Bertens, Etika..., 19, 22. 
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3. Etika Umum dan Etika Khusus 


Pada masa modern ini, kajian di bidang etika telah menga- 
lami perkembangan ke arah yang lebih khusus, spesifik, dan lebih 
menyentuh problem-problem konkret di bidang tertentu dalam 
kehidupan manusia, sehingga perlu dibedakan antara kajian etika 
umum dan etika khusus. Etika umum mempelajari tema-tema 
umum moralitas, sebagaimana telah dilakukan sejak zaman Yunani 
kuno sampai Immanuel Kant. Pada dasarnya, etika umum ini men- 
ekankan aspek praktis dari etika, sebab etika adalah filsafat praktis. 
Etika umum yang bersifat praktis ini hendak memberikan peny- 
uluhan kepada manusia tentang kedirian dan tingkah lakunya serta 
memperlihatkan apa yang harus ia lakukan dan bagaimana ia harus 
menjadi manusia yang baik. 

Kedudukan etika umum bisa diibaratkan dengan kedudu- 
kan filsafat umum dalam studi filsafat. Pada mulanya, filsafat 
hanya membahas logika, metafisika, epistemologi, dan etika. Ini- 
lah cabang-cabang tradisional filsafat. Namun kemudian bidang 
kehidupan manusia dan ilmu pengetahuan berkembang ke arah 
yang lebih khusus dan terspesialisasi. Perkembangan inilah yang 
mendorong pertumbuhan filsafat menjadi unit-unit kajian yang 
lebih khusus dan mengacu pada bidang yang lebih spesifik pula. 
Lalu muncullah jenis-jenis baru dari filsafat yang membicarakan 
prinsip-prinsip dan asumsi-asumsi tentang bidang-bidang tertentu. 
Misalnya muncul filsafat ilmu, filsafat pendidikan, filsafat agama, 
filsafat politik, filsafat sejarah, dan seterusnya. Perkembangan ini 
menunjukkan bahwa pada tiap-tiap bidang keilmuan dan kehidu- 
pan manusia terdapat persoalan-persoalan filsafat. Jika tiap-tiap 
bidang itu dikaji secara mendalam, maka darinya bisa disusun 


sebuah filsafat yang bersifat khusus.” 


Etika juga demikian. Pada mulanya etika hanya merupakan 
salah satu cabang tradisional dari filsafat yang mengkaji persoalan 
moralitas secara umum. Namun kemudian etika berkembang men- 
jadi lebih khusus, yakni ke arah pengkajian atas persoalan morali- 


$8 Harold H. Titus (dkk.), Persoalan-persoalan..., hlm. 18. 
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tas dalam hubungannya dengan bidang-bidang tertentu kehidupan 
manusia. Dari sinilah munculnya jenis-jenis baru dari etika, seperti 
etika kedokteran, etika pendidikan, etika lingkungan, etika politik, 
dan seterusnya.” Etika khusus ini disebut juga dengan etika tera- 
pan.9 

Dengan demikian, kajian etika perlu dibedakan antara etika 
umum dan etika khusus. Etika umum membahas fundamen mora- 
litas manusia secara umum dan etika khusus mengkaji persoalan 
moralitas dalam kaitannya dengan bidang tertentu kehidupan 
manusia. 


I. Penutup 


Dari penelusuran singkat tentang etika dapat disimpulkan be- 
berapa hal berikut ini. Pertama, etika merupakan salah satu cabang 
tradisional yang terpenting dari filsafat. Pada dasarnya, etika meng- 
kaji persoalan moralitas. Dalam hal ini, etika biasanya diartikan 
sebagai sistem nilai, kode etik, atau ilmu. Ada yang menyamakan 
etika dengan moral dan ada pula yang membedakan keduanya. 


Kedua, kajian tentang etika telah dimulai sejak dikenalnya fil- 
safat pada periode Yunani. Etika telah menjadi salah satu cabang 
tradisional yang paling penting dari filsafat karena pada dasar- 
nya etika berkenaan langsung dengan kehidupan manusia. Etika 
merefleksikan bagaimana manusia harus hidup agar kehidupan- 
nya benar-benar baik dan bermutu. Ada beberapa postulat pokok 
yang mendasari kebutuhan manusia akan etika, seperti keberadaan 
manusia sebagai makhluk yang memiliki orientasi moral, hati 
nurani yang menjadi potensi moral di dalam diri manusia, serta 
adanya kebebasan manusia dalam bertindak dan menentukan pili- 
han etisnya sebagai prasyarat tindakan moral. 


Ketiga, hampir semua filosof besar menulis dalam bidang etika. 
Walhasil dapat ditemukan banyak sekali teori-teori yang ber- 


59 Franz Magnis-Suseno, Etika Politik: Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan 
Modern (Jakarta: Gramedia, 2003), hlm.13. 


60 K, Bertens, Etika..., hlm. 265-270. 
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kembang di bidang ini. Di antara teori-teori terpenting dalam etika 
adalah hedonisme, utilitarianisme, ecudemonisme, deontologi, 
dan etika keagamaan. Di samping itu, berkembang pula berbagai 
perspektif dalam kajian etika, yang memudahkan seseorang untuk 
memahami dan meneliti secara lebih mendalam problematika 
etika tertentu. Beberapa perspektif yang terpenting adalah distingsi 
antara etika keutamaan dan etika kewajiban, cara pandang deskrip- 
tif, normatif, dan metaetik, serta distingsi antara etika umum dan 
etika khusus. 
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A. Pendahuluan 


Memperbincangkan etika merupakan suatu hal yang selalu 
menarik dan tidak pernah berakhir, karena etika merupakan atu- 
ran yang sangat penting dalam tatanan kehidupan manusia. Tanpa 
etika atau moralitas, manusia akan meninggalkan hati nuraninya. 
Manusia tidak dapat membedakan mana yang baik dan mana yang 
tidak baik. sebagai makhluk yang memiliki kemampuan berpikir, 
manusia memiliki kedudukan khusus di antara makhluk lain. hal itu 
sebagaimana dengan jelas termaktub dalam O.S. 2: 33-34. Dengan 
pengetahuan yang dimilikinya manusia berpotensi melakukan dan 
memikirkan apapun yang ada di sekitarnya. Perkembangan penge- 
tahuan manusia berawal dari rasa ingin tahu yang kuat untuk men- 
cari kebenaran dengan menyingkap realitas yang ada di sekitarnya. 
Kemampuan penyingkapan misteri yang ingin diketahui manusia 
merupakan anugerah Allah dalam bentuk potensi akal yang brilian. 
Dengan akalnya juga manusia mampu membedakan mana yang 
baik dan yang buruk serta bermanfaat bagi kehidupannya. Maka 
tidak mengherankan dengan potensi yang dimiliki, manusia bisa 
memaksimalkan rasionya untuk mengetahui dan melakukan sesua- 
tu dengan peran nalar yang pada akhirnya bisa membuat kemajuan. 
Dengan penggunaan nalar secara optimal, manusia menciptakan 
peradaban dan kemodernan yang mencengangkan. Namun, walau- 
pun modernitas itu bisa digapai oleh manusia, bukan berarti etika 
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atau moral tidak serta merta diabaikan begitu saja karena ia mem- 
punyai nilai yang signifikan dalam kehidupan. 

Kajian etika dan tindakan berbasis moral sangat penting dalam 
kehidupan. Sokrates menulis, “kita sedang membicarakan masalah 
yang tidak kecil, yakni mengenai bagaimana kita harus hidup” Itu 
artinya kajian etika bukan persoalan sederhana, kajian etika perlu 
mendapat perhatian serius bagi seluruh manusia sebagai makhluk 
yang bernalar (buman being) untuk menggapai idealisme kehidu- 
pan itu sendiri. Argumennya, ilmu pengetahuan berkembang dari 
pengetahuan yang bermula dari rasa ingin tahu manusia. Ilmu 
pengetahuan merupakan upaya khusus manusia untuk menying- 
kap realitas supaya memungkinkan manusia berkomunikasi satu 
sama lain dengan membangun dialog dengan mengakui yang lain 
dan meningkatkan harkat kemanusiaan yang senantiasa harus 
dijunjung tinggi. Untuk menentukan bahwa ilmu itu bebas nilai 
atau tidak, maka diperlukan sekurang-kurangnya tiga faktor seba- 
gai indikator. Pertama, ilmu tersebut harus bebas dari pengandaian 
dan pengaruh faktor eksternal seperti politik, ideologi, agama, 
budaya, dan lainnya. Kedua, perlunya kebebasan usaha ilmiah 
demi terjaminnya otonomi ilmu pengetahuan. Ketiga, tidak luput- 
nya penelitian ilmiah dari pertimbangan etis yang selalu dituding 
menghambat kemajuan ilmu pengetahuan. Indikator pertama dan 
kedua memperlihatkan upaya ilmuwan untuk menjaga objektivitas 
ilmiah suatu ilmu pengetahuan, sedangkan indikator ketiga ingin 
menunjukkan adanya faktor lain yang tidak dapat dihindarkan dari 
perkembangan ilmu pengetahuan, yaitu pertimbangan etis.? 


Telaah atas etika itu sendiri dapat dilakukan dari berbagai 
perspektif dan sejarahnya. Hal ini perlu dipahami karena tumbuh 
kembang nalar dan pewacanaan etika dari berbagai latar belakang 
sejarah, pemikiran, dan sosialnya. Ada wacana etika ketimuran 


| James Rachels, The Elements of Moral Phylosophy, terj. A. Sudiarja (Yogya- 
karta: Kanisius, 2004), hlm. 17. 


Surajiyo, Ilmu Filsafat: Suatu Pengantar (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2012), 
hlm. 84. 
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seperti etika Hinduisme dan Taoisme, ada etika Barat, seperti etika 
Kristen dan etika modern, dan ada pula etika Islam. Tidak dipung- 
kiri banyak perspektif untuk melihat etika agar dapat dipahami 
secara utuh, namun tulisan ini akan memfokuskan pada kajian 
etika dalam perspektif filsafat Islam. Secara sederhana pertanyaan 
yang ingin dijawab adalah bagaimana etika dalam perspektif filsafat 
Islam itu dirumuskan? Pertanyaan tersebut pentinng untuk dija- 
wab karena selama ini etika Islam seakan lahir dari suatu dogma 
yang tidak terkait dengan latar belakang sejarah dan latar belakang 
pewacanaanya. Selain itu, oleh karena etika merupakan salah satu 
cabang dari kajian filsafat, maka sangat perlu untuk mengupas 
tuntas tentang permasalahan etika yang bersandarkan pada ruang 
lingkup filsafat, khususnya dalam perspektif filsafat Islam. Dari 
perspektif ini dapat diketahui pandangan para pemikir atau filsuf 
Muslim terutama dari pandangan al-Farabi, Ibnu Miskawaih, dan 
al-Ghazali tentang etika. Mereka merupakan filsuf-filsuf yang 
memang fokus pada kajian-kajian tentang etika. 


B. Pengertian Etika 


Istilah etika berasal dari bahasa Yunani kuno. Kata Yunani 
ethos dalam bentuk tunggal mempunyai banyak arti: tempat ting- 
gal yang biasa padang rumput, kandang: kebiasaan, adat: akhlak, 
watak, perasaan, sikap, cara berpikir. Dalam bentuk jamak (ta etha) 
artinya adalah: adat kebiasaan. Arti terakhir inilah menjadi latar 
belakang terbentuknya istilah etika yang oleh filsuf Yunani besar 
Aristoteles (384-322 SM) sudah dipakai untuk menunjukkan filsa- 
fat moral. Jadi, jika kita membatasi diri pada asal-usul kata, maka 
etika berarti: ilmu tentang apa yang biasa dilakukan atau ilmu ten- 
tang adat kebiasaan. 


Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia edisi lama, etika 
dijelaskan sebagai: ilmu pengetahuan tentang asas-asas akhlak 
(moral). Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi 
baru (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan), etika dijelaskan 


3 K. Bertens, Etika (Jakarta: Gramedia, 1993), hlm. 4. 
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dengan membedakan tiga arti: 1) Ilmu tentang apa yang baik dan 
apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak): 2) 
kumpulan asa atau nilai yang berkenaan dengan akhlak: 3) nilai 
mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masya- 


rakat.# 


Menurut Soegarda Poerbakawarja, etika adalah filsafat nilai, 
pengetahuan tentang nilai-nilai, ilmu yang mempelajari soal ke- 
baikan dan keburukan di dalam hidup manusia semuanya, ter- 
utama mengenai gerak-gerik pikiran dan rasa yang merupakan 
pertimbangan dan perasaan sampai mengenai tujuannya bentuk 
perbuatan Adapun dalam Encyclopedia Britanica sebagaimana 
dikutip oleh Achmad Charris Zubair, etika dinyatakan sebagai 
filsafat moral, yaitu studi yang sistematik mengenai sifat dasar dari 
konsep-konsep nilai baik, buruk, harus, benar, salah, dan sebagai- 
nya. 

Menurut Frankena, sebagaimana juga dikutip oleh Zubair, etika 
adalah cabang filsafat, yaitu filsafat moral atau pemikiran filsafat 
tentang moralitas, problem moral, dan pertimbangan moral” Ada 
penyepadanan antara etika dengan moral, norma-norma dan juga 
etika. Penyepadanan ini seringkali ditemukan dalam kehidupan 
sehari-hari. Pada kenyataannya pada masing-masing istilah khusus- 
nya moral dan etika terdapat perbedaan yang justru cukup signi- 
fikan. Dalam buku Etika Islam: Telaah Pemikiran Filsafat Moral 
Raghib Al-Isfahani, Bertens menjelaskan bahwa moral adalah nilai- 
nilai dan norma-norma yang menjadi pegangan bagi seseorang atau 
kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Sementara Lorens 
Bagus menjelaskan bahwa moral di antaranya menyangkut persoa- 
lan kegiatan-kegiatan manusia yang dipandang sebagai baik buruk, 
benar salah, tepat tidak tepat, atau menyangkut cara seseorang ber- 


4 Ibid., hlm. 5-6. 
? Zaenal Muti'in Bahaf, Filsafat Umum (Serang: Keiysa Press, 2009), hlm. 219. 


8 Achmad Charris Zubair, Kuliah Etika, (Jakarta: Rajawali Pers, 1990), 
hlm.16. 


7 Abuddin Nata, Akhlak Tasawuf (Jakarta, Rajawali Pers, 2010), hlm. 91. 
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tingkah laku dalam hubungan dengan orang lain. 


Dalam perspektif filsafat, etika merupakan penyelidikan filsa- 
fat mengenai kewajiban-kewajiban manusia serta tingkah laku ma- 
nusia dilihat dari segi baik dan buruknya tingkah laku tersebut. 
Etika juga mempunyai sifat yang sangat mendasar yaitu sifat kritis. 
Etika mempersoalkan norma-norma yang dianggap berlaku seperti 
mempersoalkan hak dari setiap lembaga, seperti orang tua, seko- 
lah: negara dan agama untuk memberi perintah atau larangan yang 
harus ditaati. Jejak-jejak pertama sebuah etika muncul di kalangan 
murid Pytagoras. Ia lahir pada tahun 570 SM di Samos di Asia 
Kecil Barat dan kemudian ke daerah Yunani di Italia Selatan dan 
meninggal tahun 496 SM. Pada intinya, etika merupakan cabang 
filsafat yang mencari hakikat nilai-nilai baik dan buruk yang ber- 
kaitan dengan perbuatan dan tindakan seseorang yang dilakukan 
dengan penuh kesadaran berdasarkan pertimbangan pemikiran- 
nya. Persoalan etika itu pula merupakan persoalan yang berhu- 
bungan dengan eksistensi manusia dalam segala aspeknya, baik 
individu maupun masyarakat, baik hubungannya dengan Tuhan 
maupun dengan sesama manusia dan dirinya." 


C. Objek Etika 


Objek penyelidikan etika adalah pernyataan-pernyataan moral 
yang merupakan perwujudan dari pandangan-pandangan dan 
persoalan-persoalan dalam bidang moral. Jika kita periksa segala 
macam pernyataan moral, maka kita akan melihat bahwa pada 
dasarnya hanya ada dua macam pernyataan: pertama, pernyataan 
tentang tindakan manusia. Kedua, pernyataan tentang manusia 
itu sendiri atau tentang unsur-unsur kepribadian manusia, seperti: 
motif-motif, maksud, dan watak. 


8 Lihat, M. Amril, Etika Islam Telaah Pemikiran Filsafat Moral Raghib Al- 
Isfahani (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002). 

9 Franz Magnis-Suseno, 13 Tokoh Etika: Sejak Zaman Yunani sampai Abad 
ke-19 (Yogyakarta: Kanisius, 1997), hlm. 12. 

10 Musa Asyarie, Filsafat Islam Sunah Nabi dalam Berpikir (Yogyakarta: LES- 
FI, 2001), hlm. 91. 


39 


MUHAMMAD TAUFIK 


Etika merupakan ilmu yang kritis, ia tidak boleh dicampurkan 
dengan sebuah sistem moralitas. Erika adalah filsafat yang mem- 
pertanyakan dasar rasional sistem-sistem moralitas yang ada. Seba- 
gai refleksi kritis etika sebagai moralitas muncul pertama kali di 
Yunani. Pada saat itu masyarakat Yunani sedang mengalami sema- 
cam masa pancaroba sosial budaya, norma-norma dan nilai-nilai 
tradisional mulai dipertanyakan. Dalam situasi seperti itu kebutu- 
kan akan etika timbul. Etika membantu dalam mencari orientasi 
terhadap norma-norma dan nilai-nilai yang ada, baik yang tradi- 
sional, maupun yang baru yang menawarkan diri sebagai alternatif 
atau saingan." 


Menurut Poedjawijatna, lapangan penyelidikan etika memang 
manusia, tetapi etika yang dimaksud berbeda dengan, misalnya, 
ilmu manusia, karena ilmu manusia menyelidiki manusia itu dari 
sudut luar. Ilmu budaya juga berbeda dengan etika, sebab walaupun 
ilmu budaya itu menyelidiki manusia, tetapi pandangannya khu- 
sus diarahkan kepada kebudayaannya. Etika memang mempunyai 
sudut penyelidikannya sendiri terhadap manusia yang menjadi 
lapangan penyelidikan beberapa ilmu lain. Dari aspek mana saja 
manusia, yang juga dapat dipandang sebagai benda alam, dijadikan 
objek ilmu. Biologi memandang manusia dengan tindakannya yang 
tertentukan oleh keadaan manusia itu sebagai benda alam, tetapi 
psikologi menyoroti manusia yang sama itu dari sudut lain. Sejarah 
menyoroti manusia bukan sebagai manusia individu, melainkan 
dalam kelompoknya, bagaimana kelompok itu berkembang dan 
bertindak. 


Objek material adalah sesuatu hal yang dijadikan sasaran pemi- 
kiran, sesuatu hal yang diselidiki atau sesuatu hal yang dipelajari. 
Objek material mencakup apa saja, baik hal-hal konkret (misalnya 
manusia, tumbuhan, batu) atau pun hal-hal yang abstrak (misal- 
nya ide-ide, nilai-nilai, kerohanian). Sedangkan objek formal ada- 
lah cara memandang, cara meninjau yang dilakukan oleh seorang 


1 Franz Magnis-Suseno, Filsafat sebagai Ilmu Kritis (Yogyakarta: Kanisius, 
1992), hlm. 42. 
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peneliti terhadap objek materialnya serta prinsip-prinsip yang 
digunakannya. Objek formal suatu ilmu tidak hanya memberi keu- 
tuhan suatu ilmu, tetapi pada saat yang sama membedakannya dari 
bidang-bidang lain. 

Satu objek material bisa ditinjau dari berbagai sudut pandang 
sehingga menimbulkan ilmu yang berbeda-beda. Misalnya objek 
materialnya adalah manusia, dan manusia itu ditinjau dari berbagai 
sudut pandangan sehingga ada beberapa ilmu yang mempelajari 
manusia di antaranya: psikologi, antropologi, sosiologi. Dengan 
demikian jelas bahwa ada benda yang diselidiki yang merupakan 
lapangan penyelidikan dan mungkin ada sudut penyelidikan. 
Dalam suatu objek yang sama maka lapangan penyelidikan itu 
disebut dengan objek material: sedangkan sudut dari mana objek 
material itu disoroti disebut objek formal. Objek formal yang 
menentukan macam ilmu jika ada beberapa ilmu yang mempunyai 
objek material yang sama. 


Istilah objek material sering juga dijumbuhkan atau dianggap 
sama dengan pokok persoalan (subject matter). Pokok persoalan 
ini perlu dibedakan atas dua arti. Arti pertama, pokok persoalan 
dapat dimaksudkan sebagai bidang khusus dari penyelidikan fak- 
tual. Misalnya penelitian tentang atom termasuk bidang fisika: 
penelitian tentang dlorophyl termasuk penelitian bidang botani 
atau biokimia: penelitian tentang bawah sadar termasuk bidang 
psikologi. Arti kedua, pokok persoalan dimaksudkan sebagai suatu 
kumpulan pertanyaan pokok yang saling berhubungan. Anatomi 
dan fisiologi, keduanya bertalian dengan struktur tubuh. Ana- 
tomi mempelajari strukturnya, sedangkan fisiologi mempelajari 
fungsinya. Kedua ilmu tersebut dapat dikatakan memiliki pokok 
persoalan yang sama, namun juga dapat dikatakan berbeda. Per- 
bedaan ini dapat diketahui apabila dikaitkan dengan corak-corak 
pertanyaan yang diajukan dan aspek-aspek yang diselidiki dari 
tubuh tersebut. Anatomi mempelajari tubuh dalam aspeknya yang 
statis, sedangkan fisiologi mempelajari tubuh dalam aspeknya yang 
dinamis. Jika dalam filsafat apa yang disebut sebagai objek material- 
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nya adalah segala hal yang memiliki sifat fundamental yang disebut 
”ada” dan objek formalnya adalah substansi dan esensi dari segala 
yang ”ada” tersebut, maka dalam etika objek materialnya adalah 
tingkah laku atau perbuatan manusia (perbuatan yang dilakukan 
secara sadar dan bebas), sedangkan objek formalnya adalah kebai- 
kan dan keburukan, atau bermoral dan tidak bermoral dari tingkah 
laku tersebut. Oleh karenanya, perbuatan yang dilakukan secara 
tidak sadar dan tidak bebas tidak dapat dikenai penilaian bermo- 
ral atau tidak bermoral. Memang harus diakui, sekarang ini ilmu 
berkembang dengan sangat pesat, demikian pula jumlah cabang- 
cabangnya. Hasrat untuk menspesialisasikan diri pada satu bidang 
telaahan yang memungkinkan analisis yang makin cermat dan 
saksama menyebabkan objek formal (objek ontologis) dari disiplin 
keilmuwan menjadi kian terbatas. Diperkirakan sekarang terdapat 
sekitar 650 cabang keilmuwan yang kebanyakan belum dikenal 
oleh orang-orang awam. 


Sebagai cabang pemikiran filsafat, etika bisa dibedakan menjadi 
dua: objektivisme dan subjektivisme. Yang pertama berpandangan 
bahwa nilai kebaikan suatu tindakan bersifat obyektif, terletak 
pada substansi tindakan itu sendiri. Faham ini melahirkan apa yang 
disebut faham rasionalisme dalam etika. Intinya, suatu tindakan 
disebut baik bukan karena kita senang melakukannya, atau karena 
sejalan dengan kehendak masyarakat, melainkan semata keputusan 
rasionalisme universal yang mendesak kita untuk berbuat begitu. 
Tokoh utama pendukung aliran ini ialah Immanuel Kant, sedang- 
kan dalam Islam pada batas tertentu—ialah aliran Mutazilah. 
Aliran kedua ialah subyektivisme, berpandangan bahwa suatu 
tindakan disebut baik manakala sejalan dengan kehendak atau per- 
timbangan subyek tertentu. Subyek disini bisa saja berupa subjekti- 
visme kolektif, yaitu masyarakat, atau bisa saja subyek Tuhan. 

Faham subyektivisme etika ini terbagi kedalam beberapa aliran, 
sejak dari etika hedonismenya Thomas Hobbes sampai ke faham 
tradisionalismenya Asyariyah. Menurut faham Asyariyah, nilai 
kebaikan suatu tindakan bukannya terletak pada obyektivitas nilai- 
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nya, melainkan pada ketaatannya pada kehendak Tuhan. Asy'ariyah 
berpendapat bahwa manusia itu bagaikan anak kecil yang harus 
senantiasa dibimbinng oleh wahyu karena tanpa wahyu manusia 
tidak mampu memahami mana yang baik dan mana yang buruk." 


D. Metode dan Aliran dalam Etika 


Ada suatu cara pendekatan yang dituntut dalam semua aliran 
yang pantas disebut, ialah pendekatan kritis. Etika pada hakikat- 
nya mengamati realitas moral secara kritis. Etika tidak memberi- 
kan ajaran, melainkan memeriksa kebiasaan-kebiasaan, nilai-nilai, 
norma-norma dan pandangan-pandangan moral secara kritis. Etika 
menuntut pertanggungjawaban dan mau menyingkap kerancuan. 
Etika tidak membiarkan pendapat-pendapat moral begitu saja 
melainkan menuntut agar pendapat-pendapat moral yang dikemu- 
kakan dipertanggungjawabkan. Etika berusaha untuk menjernih- 
kan permasalahan moral." 


Beberapa teori tentang nilai etika (baik dan buruk). Pertama, 
teori nilai dari Islam. Dalam Islam, nilai etika direntang menjadi 
lima kategori, yaitu baik sekali, baik, netral, buruk, buruk sekali 
(wajib, sunah, mubah, makruh, haram). Nilai dalam Islam diten- 
tukan oleh Tuhan. Kedua, teori baik dan buruk dari hedonisme 
mengajarkan bahwa sesuatu dianggap baik bila mengandung 
hedone (kenikmatan, kepuasan) bagi manusia. Teori ini telah ada 
sejak zaman Yunani kuno. Ketiga, teori dari vitalisme, baik-buruk 
ditentukan oleh ada atau tidak adanya kekuatan hidup yang 
dikandung oleh objek yang dinilai. Manusia yang kuat, ulet, cerdas, 
itulah manusia yang baik. Manusia yang mengandung daya hidup 
yang besar, itulah manusia yang baik. Keempat, teori dari utilita- 
rianisme menyatakan bahwa yang baik ialah yang berguna (utility 
atau kegunaan). 


12 Komarudin Hidayat, “Etika dalam Kitab Suci dan Relevansinya dalam Ke- 
hidupan Modern Studi Kasus di Turki” dalam kumpulan artikel Yayasan 
Paramadina (Jakarta: Paramadina). 

38 Franz Magnis Suseno, Etika Dasar Masalah-masalah Pokok Filsafat Moral 
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1993), hlm. 18. 
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Utilitarianisme terbagi menjadi dua, yaitu utilitarianisme 
pribadi dan utilitarianisme sosial. Bagi Bentham, utilitarianisme 
merupakan perkembangan hedonisme. Baginya, etika harus mem- 
perhitungkan jumlah kenikmatan dikurangi jumlah penderitaan 
tentang hasil perbuatan, itulah yang menentukan nilai perbuatan 
itu. Menanggung derita dalam melakukan kebaikan adalah tidak 
baik. Jadi, harus diperhitungkan terlebih dahulu, banyak mana 
antara kenikmatan dan penderitaan yang terdapat dalam perbua- 
tan itu. Yang kelima yaitu teori dari pragmatisme, yaitu suatu aliran 
yang segolongan darah dengan utilitarianisme. Prinsip yang di- 
ajarkan oleh aliran ini ialah yang baik adalah yang berguna secara 
praktis dalam kehidupan. Tokoh utamanya ialah Charles P. Peirce, 
William James, John Dewey, dan Scott Schiller. Peirce adalah yang 
mula-mula mengumumkan pragmatisme dan dikembangkan oleh 
James. Bagi James, ukuran kebenaran suatu teori ialah kegunaan 
praktis teori itu, bukan dilihat secara teoritis. Bagi Pierce, untuk 
mengerti suatu pikiran cukup dengan memastikan tindakan apa 
yang dapat dihasilkan oleh ide itu." 

Adapun aliran-aliran dalam pemikiran etika di antaranya ialah: 

1. Naturalisme, yaitu aliran yang beranggapan bahwa keba- 
hagiaan manusia itu diperoleh dengan menurutkan pang- 
gilan natural (fitrah) kejadian manusia sendiri. 

2. Hedonisme, yaitu aliran yang berpendapat bahwa perbua- 
tan susila itu ialah perbuatan yang menimbulkan hedoni 
(kenikmatan dan kelezatan). 

3. Utilitarisme, yaitu aliran yang menilai baik dan buruknya 
manusia ditinjau dari kecil dan besarnya manfaat bagi 
manusia (utility atau manfaat). 

4. Idealisme, yaitu aliran yang berpendirian bahwa perbuatan 
manusia janganlah terikat pada sebab-musabab lahir, tetapi 
haruslah didasarkan atas perinsip kerohanian (idea) yang 


lebih tinggi. 


M4 Ahmad Tafsir, Filsafat Umum Akal dan Hati sejak Thales sampai Capra 
(Bandung: Rosda Karya, 2009), hlm. 40. 
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5. Vitalisme, yaitu aliran yang nilai dari baik-buruknya per- 
buatan manusia itu sebagai ukuran ada atau tidaka adanya 
daya hidup (vital) yang maksimum mengendalikan per- 
buatan itu. 

6. Theologis, yaitu aliran yang berkeyakinan bahwa ukuran 
baik-buruknya perbuatan manusia dinilai dengan sesuai 
atau tidaknya dengan perintah tuhan (Theos atau Tuhan). 


E. Etika Perspektif Filsafat Islam 


Sebelum lebih jauh membahas etika dalam perspektif filsafat 
Islam, maka ada baiknya memahami dulu korelasi etika dengan 
agama, yang kebetulan yang dilihat adalah dalam sudut pandang 
Islam. Franz Magnis-Suseno menjelaskan bahwa etika memang 
tidak dapat menggantikan agama. Tetapi di lain pihak etika juga 
tidak bertentangan dengan dengan agama, bahkan diperlukan 
olehnya, mengapa? Ada dua masalah dalam bidang moral agama 
yang tidak dapat dipecahkan tanpa menggunakan metode-metode 
etika. Pertama, masalah interpretasi terhadap perintah atau hukum 
yang termuat dalam wahyu. Kedua, bagaimana masalah-masalah 
moral yang baru, yang tidak langsung dibahas dalam wahyu, dapat 
dipecahkan sesuai dengan semangat agama itu." 


Tidak dapat disangkal bahwa etika tidak dapat menggantikan 
agama. Agama merupakan hal yang tepat untuk memberikan orien- 
tasi moral manusia. Penganut agama menemukan orientasi dasar 
kehidupan dalam agama yang dipeluknya. Akan tetapi agama itu 
memerlukan ketrampilan etika agar dapat memberikan orientasi, 
bukan sekadar indoktrinasi. Etika mendasarkan diri pada argu- 
mentasi rasional semata-mata, sedangkan agama pada wahyunya 
sendiri. Oleh karena itu, ajaran agama hanya terbuka pada mereka 
yang mengakuinya sedangkan etika terbuka bagi setiap orang dari 
semua agama dan pandangan manapun. 


15 Poerwantana, Seluk-beluk Filsafat Islam (Bandung: Rosda Karya, 1994), 
hlm. 10. 


16 Franz Magnis Suseno, Etika Dasar..., hlm. 16. 
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Dalam Islam, etika diistilahkan dengan akhlak yang berasal dari 
bahasa Arab al-akhlak (al-khulug) yang berarti budi pekerti, tabiat 
atau watak. Dalam al-@Guran disebutkan bahwa “Sesungguhnya 
engkau Muhammad berada di atas budi pekerti yang agung”. Oleh 
karena itu, etika dalam Islam identik dengan ilmu akhlak, yakni 
ilmu tentang keutamaan-keutamaan dan bagaimana cara menda- 
patkannya agar manusia berhias dengannya, dan ilmu tentang hal 
yang hina dan bagaimana cara menjauhinya agar manusia terbebas 
dari padanya. Erika, di lain pihak, seringkali dianggap sama dengan 
akhlak. Persamaannya memang ada, karena keduanya membahas 
masalah baik-buruknya tingkah laku manusia, akan tetapi akhlak 
lebih dekat dengan “kelakuan” atau “budi pekerti” yang bersifat 
aplikatif, sedangkan etika lebih cenderung merupakan landasan 
filosofinya, yang membahas ilmu tentang apa yang baik dan apa 
yang buruk." 


Dalam beberapaliteratur Islam disebut sebagai falsafah akhlagi- 
yyah sering terabaikan dari perhatian dari pemikir Islam. Pan- 
dangan semacam itu jelas didasari suatu keyakinan, bahwa seluruh 
kandungan al-@ur'an merupakan etos muslim dalam kehidupanya, 
sehingga seluruh disiplin ilmu dalam Islam bersumber dari padanya, 
yang oleh karenanya seluruh ilmu tersebut dianggap mengandung 
unsur-unsur akhlak yang bisa menjadi ruujukan dalam nilai-nilai 
etis. Namun, pandangan lain menguraikan upaya perumusan etika 
dalam sejarah Islam dilakukan oleh beberapa pemikir dari berba- 
gai cabang pemikiran-termasuk di dalamnya ulama hukum (syariat 
atau eksoteris), para teolog, para mistikus, dan para filosof. Berikut 
ini dikemukakan ciri-ciri etika dalam filsafat Islam. 

Etika dalam Islam merupakan misi kenabian yang paling 
utama setelah pengesaan Allah SW T(al-tauhid). Dalam hal ini 
Rasulullah SAW pernah bersabda: “Bahwasanya aku diutus untuk 


7 Anton M. Moeliono (Penyunting Penyelia), Kamus Besar Bahasa Indonesia 
(Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 15. 


18 Thid, 
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menyempurnakan akhlak yang baik.» Dalam tataran khazanah 
keilmuwan Islam kaitannya dengan filsafat, etika biasanya disebut 
dengan filsafat praktis. Ia menempati bagian penting dalam dis- 
kursus pemikiran Islam klasik. Filsafat praktis itu sendiri berbicara 
tentang segala sesuatu bagaimana seharusnya yang berdasar kepada 
filsafat teoretis, yakni pembahasan tentang segala sesuatu sebagai- 
mana adanya.? Kajian tentang etika memiliki keunikan tersendiri 
dan disiplin ilmu yang berdiri sendiri. Sehingga gairah para ilmu- 
wan muslim untuk membahas lebih terperinci pada bidang ilmu 
yang sangat krusial dalam Islam ini, melahirkan banyak karya yang 
dapat dijadikan sumber rujukan primer maupun sekunder. 

Dalam Lisan al-Arab, dijelaskan bahwa al-Akhlag bentuk jamak 
dari mufrad (kata tunggal) khulgun atau khulugun yang bersinonim 
dengan kata al-thabu (tabiat atau karakter) dan al-sijiyyah (tabi'at, 
perangai, dan tingkah laku). Akhlak atau moral merupakan gam- 
baran batin manusia berupa sifat-sifat kejiwaannya.' Munculnya 
perbedaan itu memang sulit diingkari baik karena pengaruh Filsa- 
fat Yunani ke dalam dunia Islam maupun karena narasi ayat-ayat 
al-O9ur'an sendiri yang mendorong lahirnya perbedaan penafsiran. 
Di dalam al-@ur'an pesan etis selalu saja terselubungi oleh isyarat- 
isyarat yang menuntut penafsiran dan perenungan oleh manusia? 


Menurut Asy'ariyah, etika murni selalu bersifat subjektif, arti- 
nya bisa bermakna dengan adanya subjek, dalam hal ini adalah 
Allah. Satu-satunya tujuan bertindak moral ialah mematuhi Allah. 
Berbeda dengan Murtazilah, mereka berpendapat bahwa semua 


19 Al-Baihagiy, Sunan al-Baihagiy (Mekah: Dar al-Baz, 1994), hlm. 191. 


20 M. Amin Abdullah, Antara Al-Ghazali dan Kant: Eilsafat Etika Islam 
(Bandung: Mizan, 2002), hlm.15. 


21 Al-Sahmarani, Asad. Al-Akhlag fi al-Islam wa al-Falsafah al-Oadimahal (Bei- 
rut: Dar al-Nufais, 1994), hlm. 17. 


22 Al-@uran berulangkali menuntut pembacanya agar berjihad dengan meng- 
gunakan akalnya untuk menangkap pesan-pesan etis yang terkandung di 
dalamnya. Oleh karenanya adalah hal yang logis saja bahwa dalam sejarah 
Islam selalu terjadi perbedaan dan konflik intelektual yang dinamis antara 
sesama ahli pikir. 
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perintah Allah benar adanya, dan sifat benarnya terpisah dari 
perintah Allah. Dia memerintahkan kita untuk melakukan sesuatu 
yang benar lantaran memang benar adanya, berdasarkan landasan- 
landasan objektif, bukan pada perintah Allah. Allah tidak bisa 
menuntut kita melakukan sesuatu yang tidak benar karena aturan- 
aturan moralitas bukanlah hal yang berada di bawah kendali-Nya. 
Memang, Dia lebih tau tindakan mana yang mesti dilakukan oleh 
kita, dan kita mesti terus mencari bimbingan-Nya.? 


Asy'ariyah memandang moralitas berada di bawah kontrol 
Allah, atau dengan pengertian lain moralitas itu mengandaikan 
agama. Akan tetapi, kalangan Murtazilah berpandangan sebalik- 
nya. Mereka memandang moralitas adalah sebuah tindakan rasio- 
nal manusia dalam melihat mana yang baik dan mana yang buruk, 
tidak semata ditentukan oleh tuntutan agama. Secara umum 
tujuan etika bukan hanya mengetahui pandangan (heory), bahkan 
setengah dari tujuannnya ialah mempengaruhi dan mendorong 
kehendak kita, supaya membentuk hidup suci dan menghasilkan 
kebaikan dan kesempurnaan, dan memberi faedah kepada sesama 
manusia. Maka dari itu, etika ialah mendorong kehendak agar 
berbuat baik, akan tetapi ia tidak selalu berhasil kalau tidak ditaati 


oleh kesucian manusia.4 


Aristoteles berkata: apa yang berhubungan dengan keutamaan 
tidak cukup dengan diketahui apakah keutamaan itu? Bahkan harus 
ditambah dengan melatihnya dan mengerjakannya, atau mencari 
jalan lain untuk menjadikan kita orang-orang yang utama dan baik. 
Apabila pidato-pidato dan buku-buku itu dengan sendirinya dapat 
menjadikan kita orang-orang baik, tentu sebagaimana dikatakan 
oleh Teognis hendaknya tiap-tiap manusia mengejar keutamaan 
dan sanggup membelinya dengan harga yang mahal sekali. Akan 
tetapi sayang segala dasar-dasar dalam soal itu hanya dapat diha- 


23 Oliver Leaman, Pengantar Filsafat Islam: Sebuah Pendekatan Tematis, Cet. II 
(Bandung: Mizan, 2002), hlm. 127 


24 Ahmad Amin, Ilmu Akhlak, alihbahasa Farid Ma'ruf (Jakarta: Bulan Bin- 
tang, 1991), hlm. 6-7. 


48 


ETIKA DALAM PERSPEKTIF FILSAFAT ISLAM 


silkan dengan kekuatan kemauan sebagian angkatan muda untuk 
tetap dalam kebaikan dan hati yang mulia menurut fitrahnya dija- 
dikan kawan bagi keutamaan, dan setia pada janji-janjinya. 
Tujuan etika dalam pandangan filsafat adalah “idealitas” yang 
sama bagi seluruh manusia di setiap waktu dan tempat dan dalam 
usaha mencapai tujuannya ini, etika mengalami kesukaran-kesuka- 
ran, oleh karena fisik dan anggapan orang terhadap perbuatan itu 
baik atau buruk adalah sangat relatif sekali, karena setiap orang atau 
golongan mempunyai konsepsi sendiri-sendiri. Selain itu etika 
menentukan ukuran tingkah laku yang baik dan yang buruk sejauh 
yang dapat diketahui oleh akal manusia. Pola hidup yang diajarkan 
Islam bahwa seluruh kegiatan peribadatan, hidup, dan mati adalah 
semata-mata dipersembahkan kepada Allah, maka tujuan terakhir 
dari segala tingkah laku manusia menurut pandangan etika Islam 


adalah keridhaan Allah 


Islam berpihak pada teori etika yang bersifat fitri. Artinya 
semua manusia (baik itu muslim atau bukan) memiliki pengeta- 
huan fitri tentang baik dan buruk. Tampaknya, para pemikir Islam 
dari berbagai pendekatan sama sepakat tetang ini, Namun, sebagian 
diantaranya tidak sepakat. seperti Mwtazilah (kaum teolog rasio- 
nal) dan para filsuf pada uumnya percaya bahwa manusia-manusia 
mampu memperoleh pengetahuan tentang etika yang benar dari 
pemikiran mereka. Sementara kaum Asy'ariah (teolog tradisional), 
para ulama hukum, dan kaum mistikus (ortodoks) lebih menekan- 
kan pada peran wahyu sebagai saran untuk mencapai pengetahuan 


etika manusia. 


Moralitas dalam Islam didasarkan keadaan keadilan, yakni 
menempatkan segala sesuatu pada porsinya. Tanpa merelatifkan 
etika itu sendiri, nilai suatu perbuatan diyakini bersifat relatif 
terhadap konteks dan tujuan perbuatan itu sendiri. Mencuri, mis- 
alnya, bisa dinilai terlarang, tapi juga bisa dinilai sunnah, bahkan 
wajib. Tindakan etis itu sekaligus dipercayai pada puncaknya akan 


23 hid, hlm.7. 
26 Barmawi Umary, Materi Akhlak (Jakarta: Ramadhani, 1988), hlm. iii. 


49 


MUHAMMAD TAUFIK 


menghasilkan kebahagiaan bagi pelakunya. Seperti yang dising- 
gung di atas, tindakan etis itu bersifat rasional. Kaum rasionalis 
muslim tak bisa sependapat dengan anggapan (sebagaimana dilon- 
tarkan Kant, meskipun dalam banyak masalah kefitrian dorongan 
etis pendapatnya justru sejalan dengan Islam) bahwa menggunakan 
nalar dalam merumuskan etika akan mengakibatkan perselisihan 
pendapat yang tak pernah bisa disatukan. Justru, menurut mereka, 
Islam sangat percaya pada rasionalitas sebagai alat dalam menda- 
patkan kebenaran. Di sinilah Kant bersesuaian dengan al-Ghazali. 
Keduanya lebih menekankan pada faktor kewajiban (yang satu 
berdasarkan nalar praktis, sedangkan yang lain berdasarkan wahyu) 
sebagai tindakan etis. Keduanya pun sepakat bahwa etika lebih pri- 
mer dari pada metafisika. 


F. Pandangan Filsuf Islam tentang Etika 
1. Al-Farabi 


Al-Farabi” adalah penerus tradisi intelektual al-Kindi, tapi 
dengan kompetensi, kreativitas, kebebasan berpikir dan tingkat 
sofistikasi yang lebih tinggi lagi. Jika al-Kindi dipandang sebagai 
seorang filosof Muslim dalam arti kata yang sebenarnya, Al-Farabi 
disepakati sebagai peletak sesungguhnya dasar piramida studi fal- 


safah dalam Islam yang sejak itu terus dibangun dengan tekun.” 


27 Al-Farabi mempunyai nama lengkap Abu Nashr Muhammad Ibn Thork- 
han Ibn Al-Uzalagh Al-Farabi, (Abunasaer). Nama “al-Farabi” diambil dari 
nama kota Farab, tempat kelahirannya di Desa Wasij, Distrik Farab (Utara, 
Provinsi Transoxiana, Turkestan) pada tahun 257 H (870 M). Al-Farabi juga 
dinisbatkan sebagai intelektual kelahiran Turki, sebab ayahnya sebagai orang 
Iran menikah dengan wanita Turki. Sangat sedikit yang diketahui tentang 
al-Farabi karena informasi biografinya baru muncul tiga abad setelah wafat- 
nya. Ayahnya seorang opsir tentara pada Dinasti Samaniyyah yang menguasai 
wilayah Transoxiana wilayah otonom Bani Abbasyyah. .Al-Farabi meninggal 
di Damaskus pada bulan Rajab 339 H/Desember 950 M pada usia 80 tahun, 
dan dimakamkan di luar gerbang kecil (al-Babal-Saghir) kota bagian selatan. 
Lihat, Yamani, Antara al-Farabi dan Khomain: Filsafat Politik Islam (Ban- 
dung: Mizan, 2002). Lihat juga A. Khudori Soleh. Wacana Baru Filsafat Is- 
lam (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004). 


2 Nurcholis Madjid, Khazanah Intelektual Islam (Jakarta: Bulan Bintang, 
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Ia termasyhur karena telah memperkenalkan doktrin “Harmoni- 
sasi pendapat Plato dan Aristoteles. Bahkan sejumlah kalangan 
menyebutnya sebagai “the second Master” atau Maha Guru Kedua 
setelah panutannya Aristoteles.” 


Konsep etika yang ditawarkan al-Farabi dan menjadi salah satu 
hal penting dalam karya-karyanya, berkaitan erat dengan pembi- 
caraan tentang jiwa dan politik. Begitu juga erat kaitanya dengan 
persoalan etika ini adalah persoalan kebahagiaan. Di dalam kitab 
at-Iambih fi Sabili al-Saadah dan Tanshil al-Saadah, al-Farabi 
menyebutkan bahwa kebahagiaan adalah pencapaian kesempur- 
naan akhir bagi manusia, al-Farabi juga menekankan empat jenis 
sifat utama yang harus menjadi perhatian untuk mencapai kebaha- 
giaan di dunia dan di akhirat bagi bangsa-bangsa dan setiap warga 
negara, yakni: 

a. Keutamaan teoretis, yaitu prinsip-prinsip pengetahuan 
yang diperoleh sejak awal tanpa diketahui cara dan asalnya, 
juga yang diperoleh dengan kontemplasi, penelitian dan 
belajar. 

b. Keutamaan pemikiran, adalah yang memungkinkan orang 
mengetahui hal-hal yang bermanfaat dalam tujuan. Ter- 
masuk dalm hal ini, kemampuan membuat aturan-aturan, 
karena itu disebut keutamaan pemikiran budaya (fadhail 
Sikriyah madaniyyah). 

c. Keutamaan akhlak, bertujuan mencari kebaikan. Jenis ke- 
utamaan ini berada dibawah dan menjadi syarat keutamaan 
pemikiran, kedua jenis keutamaan tersebut, terjadi dengan 
tabiatnya dan bisa juga terjadi dengan kehendak sebagai 
penyemprna tabiat atau watak manusia. 

d. Keutamaan amaliah, diperoleh dengan dua cara yaitu per- 
nyataan-pernyataan yang memuaskan dan merangsang. 


Menurut al-Farabi, kebahagiaan adalah pencapaian kesempur- 


1984), hlm. 30. 


2 Sirajuddin Zar, Filsafat Islam: Filosof dan Filsafatnya (Jakarta : Rajawali Pers, 
2012), hlm. 67. 
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naan akhir bagi manusia. Dan itulah tingkat akal mustafad, dimana 
ia siap menerima emanasi seluruh objek rasional dari akal aktif. 
Dengan demikian, perilaku berpikir adalah perilaku yang dapat 
mewujudkan kebahagiaan bagi manusia. Manusia mencapai keba- 
hagiaan dengan perilaku yang bersifat keinginan. Sebagian di anta- 
ranya berupa perilaku kognitif dan sebagian lain berupa perilaku 
fisik, serta bukan dengan semua perilaku yang sesuai, tetapi dengan 
perilaku terbatas dan terukur yang berasal dari berbagai situasi 
dan bakat yang terbatas dan terukur. Perilaku berkeinginan yang 
bermanfaat dalam mencapai kebahagiaan adalah perilaku yang 
baik. Situasi dan bakat yang menjadi sumber perilaku yang baik 
adalah adalah keutamaan-keutamaan. Kebaikan tersebut bukan 
semata-mata untuk kebaikan itu sendiri, tetapi kebaikan demi 
mencapai kebahagiaan. Perilaku yang menghambat kebahagiaan 
adalah kejahatan, yaitu perilaku yang buruk. Situasi dan bakat yang 
membentuk perilaku buruk adalah kekurangan, kehinaan, dan 
kenistaan. 


2. Ibnu Miskawaih 


Ibnu Miskawaih"' adalah seorang moralis yang terkenal. Ham- 
30 Muhammad “UstmanNajati. Jiwa dalam Pandangan para Filosof Muslim 
(Bandung: Pustaka Hidayah, 1993), hlm. 76. 


31 Nama lengkap Ibn Miskawaih adalah Abu Ali Ahmad bin Muhammad bin 
Yagub bin Maskawaih. Ia lahir di Rayy (Teheran, ibu kota Republik Islam 
Iran sekarang) pada tahun 320 H/932 M dan wafat pada usia lanjut di Is- 
fahan pada tanggal 9 Shafar 421 H/16 Februari 1030 M. Ibnu Maskawaih 
hidup pada masa pemerintahan dinasti Buwaihi di Baghdad (320-450 
H/932-1062 M) yang sebagian besar pemukanya bermazhab Syi'ah. Puncak 
prestasi kekuasaan Bani Buwaih adalah pada masa “Adhud Al-Daulah yang 
berkuasa tahun 367-372 H, perhatiannya terhadap perkembangan ilmu pen- 
getahuan dan kesusastraan amat besar, sehingga pada masa ini Maskawaih 
memperoleh kepercayaan untuk menjadi bendahara Adhud Al-Daulah dan 
pada masa ini juga Maskawaih dipandang sebagai seorang filosof, tabib, il- 
muwan dan pujangga. Tetapi keberhasilan politik dan kemajuan ilmu pen- 
getahuan pada masa itu tidak dibarengi dengan ketinggian akhlak, bahkan 
dilanda kemerosotan akhlak secara umum, baik di kalangan elit, menengah, 
dan bawah. Tampaknya hal inilah yang memotivasi Maskawaih untuk me- 
musatkan perhatiannya pada etika Islam. Pada zaman raja Adhudiddaulah, 
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pir setiap pembahasan akhlak dalam Islam, pemikirannya selalu 
mendapat perhatian utama. Keistimewaan yang menarik dalam 
tulisannya ialah pembahasan yang didasarkan pada ajaran Islam (al- 
@uran dan Hadis) dan dikombinasikan dengan pemikiran yang 
lain sebagai pelengkap, seperti filsafat Yunani kuno dan pemikiran 
Persia. Akhlak, menurut Ibnu Miskawaih, ialah suatu sikap mental 
atau keadaan jiwa yang mendorongnya untuk berbuat tanpa dipi- 
kirkan dan dipertimbangkan terlebih dahulu. Sementara tingkah 
laku manusia terbagi menjadi dua unsur, yakni unsur watak nalu- 
riah dan unsur lewat kebiasaan dan latihan. 


Menurutnya, manusia terdiri atas tiga tingkatan, yakni nafsu 
kebinatangan (al-bahimiyah) yang paling rendah, nafsu binatang 
buas (al-sabu'iyyah) pada level sedang, dan jiwa yang cerdas (al- 
natigah) level paling baik. Dikatakan juga, bahwa setiap manusia 
memiliki potensi asal yang baik tidak akan berubah menjadi jahat, 
begitu pula manusia yang memiliki potensi asal yang jahat sama 
sekali tidak cenderung kepada kebajikan. Sedangkan golongan 
yang bukan berasal dari keduanya, mereka ini dapat beralih pada 
kebajikan atau kejahatan, tergantung dengan pola pendidikan, 
pengajaran dan pergaulan. 


Menurut Ibnu Maskawaih, akhlak merupakan bentuk jamak 
dari khulug, yang berarti keadaan jiwa yang mengajak atau mendo- 
rong seseorang untuk melakukan perbuatan-perbuatan tanpa 
dipikirkan dan diperhitungkan sebelumnya. Dengan kata lain 
akhlak adalah keadaaan jiwa yang mendorong timbulnya perbua- 


Ibu Maskawaih juga mendapat kepercayaan besar raja karena diangkat seb- 
agai penjaga (khazin) perpustakaannya yang besar, di samping sebagai pe- 
nyimpan rahasianya dan utusannya ke pihak-pihak yang diperlukan. Lihat, 
Sirajuddin Zar, Filsafat Islam: Filosuf dan Filsafatnya (Jakarta: Raja Grafindo 
Persada, 2009). Lihat juga, Ahmad Daudy, Kuliah Filsafat Islam (Jakarta: 
Bulan Bintang, 1992). 


32 Philip K. Hitti, History of the Arabs, terj. Arab oleh Edward Jurji, et.al. (Bei- 
rut: t.p., 1952), hlm. 137. 


3 Ibn Miskawaih, Tahzib al-Aklag wa Tathhir A'rag (Kairo: Muassasat al- 
Khanjji, 1967), hlm. 9. 
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tan-perbuatan secara spontan. Sikap jiwa atau keadaan jiwa seperti 
ini terbagi menjadi dua: ada yang berasal dari watak (bawaan) atau 
fitrah sejak kecil dan ada pula yang berasal dari kebiasaan latihan. 
Dengan demikian, manusia dapat berusaha mengubah watak keji- 
waan pembawaan fitrahnya yang tidak baik menjadi baik. 


Moral, etika atau akhlak menurut Ibnu Miskawaih adalah sikap 
mental yang mengandung daya dorong untuk berbuat tanpa berpi- 
kir dan pertimbangan. Sikap mental terbagi dua, yaitu yang bera- 
sal dari watak dan yang berasal dari kebiasan dan latihan. Akhlak 
yang berasal dari watak jarang menghasilkan akhlak yang terpuji: 
kebanyakan akhlak yang jelek. Sedangkan latihan dan pembiasaan 
lebih dapat menghasilkan akhlak yang terpuji. Karena itu Ibnu 
Miskawaih sangat menekankan pentingnya pendidikan untuk 
membentuk akhlak yang baik. Dia memberikan perhatian penting 
pada masa kanak-kanak, yang menurutnya merupakan mata rantai 
antara jiwa hewan dengan jiwa manusia. 


Inti kajian akhlak, menurut Ibnu Miskawaih,“ adalah kebaikan 
(al-khair), kebahagiaan (al-saadah), dan keutamaan (al-fadilah). 
Kebaikan adalah suatu keadaan dimana kita sampai kepada batas 
akhir dan kesempurnaan wujud. Kebaikan ada dua, yaitu kebaikan 
umum dan kebaikan khusus. Kebaikan umum adalah kebaikan 
bagi seluruh manusia dalam kedudukannya sebagai manusia, atau 
dengan kata lain ukuran-ukuran kebaikan yang disepakati oleh 
seluruh manusia. Kebaikan khusus adalah kebaikan bagi seseorang 
secara pribadi. Kebaikan yang kedua inilah yang disebut kebaha- 
giaan. Karena itu dapat dikatakan bahwa kebahagiaan itu berbeda- 
beda bagi tiap orang. 


3. Al-Ghazali 
Al-Ghazali mengembangkan gagasan-gagasan etika yang 


34 Hasyimsyah Nasution, Eslsafat Islam (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2005), 
hlm. 64-66. 


35 Al-Ghazali bernama Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali 
ath-Ihusi asy-Syaf'i. Namanya kadang diucapkan Ghazzali (dua z), artinya 
tukang pintal benang, karena pekerjaan ayah al-Ghazali adalah tukang pin- 
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religius dan sufistik. Hal itu terlihat dengan jelas penamaan al- 
Ghazali terhadap ilmu ini pada karya-karya akhirnya, setelah ia 
menjadi sufi, tidak lagi menggunakan ungkapan “/m al-akhlag, 
tetapi dengan “ilmu jalan akhirat” (“11m tarig al-akhirat) atau jalan 
yang dilalui para nabi dan leluhur saleh (al-salaf al-salih). Ia juga 
menamakannya dengan “ilmu agama praktis” ('ilm al-muamalah). 
Ada tiga teori penting mengenai tujuan mempelajari akhlak, yaitu, 


tal benang. Sedangkan yang lazim adalah Ghazali (satu z), diambil dari kata 
Ghazalah, nama kampung halamannya. Al-Ghazali lahir pada tahun 450 
H/ 1058 M di desa Thus, wilayah Khurasan, Iran, dan meninggal di Thus 
pada 1111 M/ 14 Jumadil Akhir 505 H dengan umur 52—53 tahun. Al- 
Ghazali adalah seorang ulama, ahli pikir, filosof dan teolog muslim Persia 
yang terkemuka yang banyak memberi sumbangan bagi perkembangan ke- 
majuan manusia. Ia dikenal dengan sebutan “Algazel” di dunia Barat pada 
abad Pertengahan. Beliau adalah pemikir ulung Islam yang menyandang 
gelar “Pembela Islam” (Hujjatul Islam), “Hiasan Agama” (Zainuddin), “Sa- 
mudera yang Menghanyutkan” (Bahrun Mughrig), dan lain-lain. Ia berasal 
dari keluarga yang miskin. Ayahnya mempunyai cita-cita yang tinggi yaitu 
ingin anaknya menjadi orang alim dan saleh. Imam al-Ghazali adalah. Ia 
pernah memegang jawatan sebagai Naib Kanselor di Madrasah Nizhamiyah, 
pusat pengajian tinggi di Baghdad. Walaupun ayahnya seorang buta huruf 
dan miskin, ia amat memperhatikan masalah pendidikan anak-anakanya. 
Sesaat sebelum meninggal, ia berwasiat kepada salah seorang sahabatnya 
yang sufi agar memeberikan pendidikan kepada kedua anaknya, Ahmad dan 
al-Ghazali. Kesempatan emas ini ia manfaatkan untuk memperoleh pendidi- 
kan setinggi-tingginya. Mula-mula ia belajar agama sebagai pendidikan dasar 
pada seorang ustadz setempat, Ahmad bin Muhammad Razkafi. Kemudian 
ia pergi ke Jurjan dan menjadi santri Abu Nasr Ismaili. Setelah menamatkan 
studi di Thus dan Jurjan, Al-Ghazali melanjutkan dan meningkatkan pen- 
didikannya di Naisabur dan bermukim di sana. Tak berapa lama kemudian, 
ia mulai mengaji kepada al-Juwain Imam al-Haramain hingga meninggalnya 
terakhir pada 478 H/1085 M. Beberapa lain disebutkan, tapi kebanyakan 
tidak jelas. Yang jelas adalah Abu “Ali al-Farmadhi. Dari Naisabur pada 478 
H/1085 M, beliau pergi ke kampus Nizam al-Mulk yang menarik banyak 
sarjana. Di sana ia diterima dengan kehormatan dan kemuliaan. Sebelum per- 
pindahannya ke Baghdad, Al-Ghazali mengalami fase skeptis, dan menim- 
bulkan awal pencarian yang penuh semangat terhadap sikap intelektual yang 
lebih memuaskan dan cara hidup yang lebih berguna. Lihat, Abidin Ibnu 
Rusn, Pemikiran Al-Ghazali tentang Pendidikan (Yogyakarta: Pustaka Pe- 
lajar, 2009), hl,. 9-10. Lihat juga M. Amin Abdullah, Antara al-Ghazali dan 
Kant: Filsafat Etika Islam (Bandung: Mizan, 2002), hlm. 28-29. 
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pertama, sebatas sebagai studi murni teoretis, yang berusaha mema- 
hami ciri kesusilaan (moralitas), tetapi tanpa maksud mempenga- 
ruhi perilaku orang yang mempelajarinya. Kedua, untuk mening- 
katkan sikap dan perilaku sehari-hari. Dan ketiga, sebagai subjek 
teoretis dalam menemukan kebenaran tentang masalah moral, 
maka dalam penyelidikan akhlak harus terdapat kritik yang terus- 
menerus mengenai standar moralitas yang ada, sehingga akhlak 
menjadi suatu subjek praktis. 


Di antara ketiga tujuan di atas al-Ghazali lebih condong pada 
tujuan kedua. Ia menyatakan bahwa studi tentangakhlak dimaksud- 
kan guna latihan kebiasaan, tujuan latihan adalah untuk mening- 
katkan keadaan jiwa agar kebahagiaan dapat dicapai di akhirat. 
Tanpa kajian ilmu ini, kebaikan tak dapat dicari dan keburukan tak 
dapat dihindari dengan sempurna. Prinsip-prinsip moral dipelajari 
dengan maksud menerapkan semuanya dalam kehidupan sehari- 
hari. Al-Ghazali menegaskan bahwa pengetahuan yang tidak 
diamalkan tidak lebih dari pada kebodohan. Berdasarkan penda- 
patnya ini, dapat dikatakan bahwa akhlak yang dikembangkan al- 
Ghazali bercorak teleologis (ada tujuannya), sebab ia menilai amal 
dengan mengacu pada akibatnya. Corak etika ini mengajarkan, 
bahwa manusia mempunyai tujuan yang agung, yaitu kebahagiaan 
di akhirat, dan bahwa amal itu baik kalau ia menghasilkan penga- 
ruh pada jiwa yang membuatnya menjurus ke tujuan tersebut, dan 
dikatakan amal itu buruk, kalau menghalangi jiwa mencapai tujuan 
itu. Bahkan ibadah shalat dan zakat adalah baik disebabkan akibat- 
nya bagi jiwa. Derajat baik atau buruk berbagai amal berbeda oleh 
sebab perbedaa dalam hal pengaruh yang ditimbulkannya dalam 
jiwa pelakunya. 

Al-Ghazali adalah salah satu tokoh Asy'ariyah yang banyak 
mengembangkan teori etika di dunia Islam. Gagasan etikanya 
dibangun melalui perhubungan paradigma wahyu dengan tinda- 
kan moral, dengan lebih menekankan bahwa kebahagiaan adalah 
pemberian dan anugerah Tuhan. Keutamaan-keutamaan merupa- 
kan pertolongan Tuhan yang niscaya sifatnya terhadap jiwa. Tidak 
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ada keutamaan lain yang dapat dicapai tanpa pertolongan Tuhan, 
usaha mandiri manusia dalam mencari keutamaan akan sia-sia dan 
bahkan dapat membawa kepada sesuatu yang salah dan dosa.” 


Penegasan tersebut dapat membuktikan bahwa al-Ghazali ber- 
maksud menyamakan pengertian etika atau moralitas sama halnya 
dalam teologi Islam yang jatuh pada reduksionisme teologis. Arti- 
nya al-Ghazali menempatkan wahyu al-Gur'an menjadi petunjuk 
utama atau bahkan satu-satunya dalam tindakan etis, dan dengan 
keras menghindari intervensi rasio dalam merumuskan prinsip- 
prinsip dasar universal tentang petunjuk ajaran al-Guran bagi 
kehidupan manusia (etika mistis lawan etika rasional spekulatif).” 


Etika atau akhlak menurut pandangan al-Ghazali bukanlah 
pengetahuan (marifah) tentang baik dan jahat atau kemauan (gud- 
rah) untuk baik dan buruk, bukan pula pengamalan (771/) yang baik 
dan jelek, melainkan suatu keadaan jiwa yang mantap. Al-Ghazali 
berpendapat sama dengan Ibn Miskawaih bahwa penyelidikan 
etika harus dimulai dengan pengetahuan tentang jiwa, kekuatan- 
kekuatan dan sifat-sifatnya. Tentang klasifikasi jiwa manusia pun 
al-Ghazali membaginya ke dalam tiga hal: daya nafsu, daya berani, 
dan daya berpikir, sama dengan Ibn Miskawaih. Menurut al-Gha- 
zali watak manusia pada dasarnya ada dalam keadaan seimbang 
dan yang memperburuk itu adalah lingkungan dan pendidikan. 
Kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan itu tercantum 
dalam syariah dan pengetahuan akhlak. Tentang teori Jalan Tengah 
Ibn Miskawaih, al-Ghazali menyamakannya dengan konsep Jalan 
Lurus (al-Shirit al-Mustagim) yang disebut dalam al-Gur'an dan 
dinyatakan lebih halus dari pada sehelai rambut dan lebih tajan 
dari pada mata pisau. Untuk mencapai ini manusia harus memo- 
hon petunjuk Allah karena tanpa petunjuk-Nya tak seorang pun 
yang mampu melawan keburukan dan kejahatan dalam hidup ini. 


Tujuan dari butir-butir nilai akhlak yang dikemukakannya ada- 
36 K, Bertens, Etika (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993), hlm. 13. 


37 Amin Abdullah, Antara al-Ghazali dan Kant..., hlm. 11. 
38 Mahjuddin, Kuliah Akhlak-Tasawuf (Jakarta: Kalam Mulia, 1994), hlm. 21. 
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lah sebagai sarana mencapai marifatullah (mengenal Allah SWT) 
dengan arti membuka hijab-hijab yang membatasi diri manusia 
dengan Tuhannya, karena menurutnya, akhlAg sangat terkait erat 
dengan filsafat ketuhanannya.” Menurut Al-Ghazali, akhlak ada- 
lah sifat yang tertanam dalam jiwa yang menimbulkan perbuatan- 
perbuatan dan tindak-tanduk dengan mudah dan gampang tanpa 
memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Dalam hal ini, terda- 
pat persamaan antara Imam al-Ghazali, Ibn Maskawaih dan Tusi, 
bahwa akhlak harus dimulai dengan pengetahuan tentang jiwa, 
kekuatan dan sifat-sifatnya. Karena ia merupakan sumber kebai- 


kan, kebahagiaan dan sebaliknya. 


Berbicara masalah jiwa, sebagaimana al-Tusi dan filosof lain- 
nya, al-Ghazali membagi jiwa menjadi tiga bagian, yaitu: jiwa ber- 
nafsu (an-nafs al-bahimiyyah) yang berasal dari materi, jiwa berani 
(an-nafs as-sabiiiyyah) dan jiwa berpikir (an-nafs an-ndthigah) 
yang berasal dari ruh Tuhan yang tidak akan hancur. Al-Ghazali 
juga membuat tabulasi kebaikan pokok, yang terdiri dari empat 
hal, yaitu kebijaksanaan, keberanian, menjaga kesucian dan keadi- 
lan. Empat hal ini merupakan jalan tengah dari ketiga jenis jiwa 
tadi. Dan untuk mencapai jalan tengah ini, diperlukan akal yang 
berfungsi efektif bagi terciptanya posisi tengah jiwa berpikir dan 
syariat berfungsi efektif untuk terciptanya posisi tengah jiwa 
bernafsu dan berani. 


Al-Ghazali mengenalkan konsep jalan lurus (ash-shirat al- 
mustagim) yang dinyatakan lebih halus dari pada sehelai rambut 
dan lebih tajam dari pada mata pisau. Kesempurnaan jalan ini akan 
dapat dicapai dengan penggabungan antara akal dan wahyu. Ihya ' 
Ulim ad-Din merupakan salah satu karya al-Ghazali yang mengu- 
pas tentang pemikiran filsafat etikanya. Maksudnya bahwa manu- 
sia semampunya meniru keteladanan sifat-sifat ketuhanan, seperti 
pengasih, penyayang, pengampun (pemaaf ), serta sifat-sifat yang 
disukai Tuhan, seperti sabar, jujur, takwa, zuhud, ikhlas, beragama 


2 Yunasril Ali, Perkembangan Pemikiran Falsafi dalam Islam (Jakarta: Bumi 
Aksara, 1991) hlm. 74. 
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dan lainnya. Akhlak merupakan keseimbangan antara daya ilmu 
dan daya pengendalian amarah. Dan jalan untuk mencapai akhlak 
ialah dengan naluri insani serta latihan-latihan. Latihan ini dilaku- 
kan dengan amal-amal. Adapun tujuan dari akhlak luhur adalah 
menahan diri dari mencintai dunia wujud dan mengalihkannya 


kepada nikmatnya mencintai Allah SWT. 


Aal-Ghazali berpendapat bahwa watak manusia pada dasarnya 
adalah seimbang, dan lingkungan dan pendidikanlah yang mem- 
perburuknya. Sebagaimana prinsip Islam, al-Ghazali menganggap 
Tuhan sebagai pencipta yang berkuasa dan sangat memelihara dan 
menjadi rahmatan lil alamin. Untuk tagarrub pada Allah, yang 
terpentingadalah mugdarabah dan muhdsabah. Adapun kesenangan 
menurut al-Ghazali ada dua, yaitu kepuasan (/adzdzit) ketika 
mengetahui kebenaran sesuatu dan kebahagiaan (saidah) ketika 
mengetahui kebenaran sumber dari segala kebahagiaan itu sendiri 
(marifatullah disertai musyahadah al-galb) 

Dalam Ihya” Ulum al-Din, Imam al-Ghazali mengungkapkan 
pandangan-pandangan etikanya sebagai berikut: Pertama, akhlak 
berarti mengubah bentuk jiwa dari sifat-sifat yang buruk kepada 
sifat-sifat yang baik sebagaimana perangai ulama, syuhada, shid- 
digin, dan para nabi. Oleh karenanya, al-Ghazali mengedepankan 
konsep tashfiyat al-nafs (penjernihan jiwa) sebagai proses pember- 
sihan hati dari berbagai sifat yangmadzmumah, dan takmil al-nafs 
(penyempurnaan jiwa) dengan berbagai sifat yang mahmudah." 
Kedua, Akhlak yang baik dapat mengadakan perimbangan antara 
tiga kekuatan dalam diri manusia, yaitu kekuatan berpikir, kekua- 
tan hawa nafsu, dan kekuatan amarah. Akhlak yang baik acapkali 
menentang apa yang digemari manusia. Ketiga, Akhlak itu adalah 
kebiasaan jiwa yang tetap yang terdapat dalam diri manusia yang 
secara mudah dan tanpa perlu berpikir menumbuhkan perbuatan 


40 Franz Magniz-Suseno. Dua Belas Tokoh Etika Abad Ke-20 (Yogyakarta: 
Kanisius, 2000), hlm. 33. 


4 Abdullah Hadzig, Rekonsiliasi Psikologi Sufistik dan Humanistik (Semarang: 
RaSAIL, 2005), hlm. 16-217. 
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dan tingkah laku manusia. Apabila lahir tingkah laku yang indah 
dan terpuji, maka dinamakan akhlak baik, dan apabila yang lahir 
itu tingkah laku yang keji, dinamakanlah akhlak yang buruk.“ 


Jadi bagi al-Ghazali khlak berarti mengubah bentuk jiwa dari 
perilaku buruk kepada sifat-sifat baik. Akhlak tersebut didorong 
oleh kekuatan pikir, hawa nafsu, dan amarah tempat akhlak yang 
baik dapat menyeimbangkan ketiga hal tersebut. Tingkah laku 
manusia menggambarkan keadaan batin manusia. Tingkah laku 
yang buruk dapat diubah dengan latihan yang berkelanjutan dan 
pendidikan akhlak agar mampu mencapai akhlak yang mulia dan 
terpuji. Yang harus diperhatikan adalah membiasakan diri dalam 
hal-hal yang baik, sehingga akan menjadi baik pula tingkah laku- 
nya. Sehingga dalam hal ini dapat dilihat al-Ghazali mengusung 
pemikiran etikanya berlandaskan al-Guran dan sunnah, sedang- 
kan akal atau rasionalitas menurut al-Ghazali hanya dipandang 
sebagai instrumen argumentatif turunan dari kedua asas tersebut. 


G. Penutup 
Dalam perspektif filsafat, etika dipahami sebagai sebuah 


refleksi filosofis tentang moral, etika lebih merupakan wacana nor- 
matif, tetapi tidak selalu harus imperatif, karena bisa juga hipote- 
sis, yang membicarakan pertentangan antara yang baik dan yang 
buruk, yang dianggap sebagai nilai relatif dalam pandangan rasio- 
nal manusia dalam bertindak. Etika juga dapat dpandang dipan- 
dang sebagai seni hidup yang mengarah kepada kebahagiaan dan 
memuncak kepada kebijakan. Sedangkan dalam kacamata filsafat 
Islam, etika sarat dengan muatan teologis, nilai kebaikan berdasar- 
kan al-@ur'an dan sunnah. Berawal dari landasan epistemologi reli- 
gius tersebut konsep etika dalam Islam dikembangkan sedemikian 
rupa sehingga mampu mendorong seseorang melakukan perbuatan 
yang baik, karena etika merupakan sebuah rambu-rambu di dalam 
bertindak yang akan membimbing dan mengingatkan seseorang 


2 Lihat, Imam al-Ghazali, Ihy4' Ulim al-Din, vol 10. Lihat juga, M. Abul 
Guasem, Etika al-Ghazali: Etika Majemuk di dalam Islam, terj. J. Mahyudin 
(Bandung: Pustaka, 1988), hlm. 81-82. 
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untuk melakukan perbuatan yang bernilai dan yang bermnfaat yang 
harus selalu dipatuhi dan dilaksanakan karena membawa kemasla- 
hatan bersama. Hal itu sebagaimana dijelaskan dalam pemikiran 
etika al-Farabi, Ibnu Miskawaih, dan al-Ghazali yang berorientasi 
lebih pada kebahagiaan dan keselamatan individu di dunia dan 


akhirat berdasarkan doktrin agama. 
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H. Zuhri 


A. Pendahuluan 


Perbincangan tentang etika dalam Islam bukanlah suatu kajian 
baru. Dalam arti teoretis dan praktis dapat disederhanakan bahwa 
Islam justu hadir sebagai agama yang mengusung nilai-nilai etis 
dalam kehidupan bermasyarakat. Hal itu sebagaimana tercermin 
dari hadits Nabi Muhammad SAW. yang menegaskan bahwa.sesung- 
guhnya saya diutus untuk menyempurnakan akhlak, dan di dalam 
OS. al-Galam (68): 04 dijelaskan bahwa anda, wahai Muhammad 
merupakan representasi sosok yang berakhlak mulia. Dalam konteks 
praksis, Nabi Muhammad dan para sahabatnya juga selalu menge- 
depankan nilai-nilai moral dalam bertindak dan bermasyarakat. 


Seiring dengan perkembangan Islam, perkembangan dan kom- 
pleksitas serta tolok ukur nilai-nilai moral mengalami pergeseran 
dan penafsiran. Bahkan, yang semula merupakan bagian dari kon- 
sep etika semata, yakni persoalan baik dan tidak baik, pewacanaan 
etika dalam Islam mulai masuk ke dalam persoalan hukum, yakni, 
wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Bahkan etika juga 
masuk ke daam pewacanaan teologis sehingga menjadi persoalan 
salah dan benar. Oleh karena itu, dalam diri para fugaha juga seo- 
rang filosof moral atau moralis. Para teolog baik dari Mw'tazilah 
maupun dari Asyariyah mempersoalkan apakah tindakan baik 
dan tidak baik manusia berasal dari prinsip kebebasan yang dimi- 
liki oleh manusia atau justru berasal dari campur tangan Allah 
SWT. sebagai pencipta. Bukan hanya itu, tindakan-tindakan etis 
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yang menyangkut urusan kemasyarakatan juga menjadi bagian 
dari intervensi figh (jurist) dan teologi.' Sebagai contoh, perebu- 
tan kekuasaan dalam Islam pasca terbunuhnya Khalifah Ustman 
yang pada awalnya merupakan persoalan etika dan politik kekua- 
saan justru berubah menjadi justifikasi-justifikasi teologis. Proses 
gerak dan perubahan pemikiran yang demikian, pada era klasik 
Islam pada akhirnya justru menenggelamkan diskursus etika dan 
pada saat yang sama menjadikan pewacanaan teologi dan filsafat 
menjadi hingar-bingar.? Sebagai akibatnya, gagasan etika yang sebe- 
narnya cukup luas kemudian menyempit menjadi etika religius, 
etika praksis-sufistik yang menghindari keterbukaan wacana, di 
mana pada akhirnya gagasan ini dianut oleh sekelompok masyara- 
kat yang eksklusif dan cenderung individual. Gambaran-gambaran 
tentang sosok-sosok yang zdhid di tengah dekadensi pemikiran, 
sosial dan wacana teologis justru semakin memberi legitimasi atas 
kehadiran mereka di tangah gersangnya nilai-nilai kolektif ke- 
agamaan. Para sosok zdhid yang mulai muncul pada abad ke-2 H 
atau ke 9 M. seperti Ibrahim bin Adham (w. 165 H/ 782 M), Dhu 
al-Nun al-Misri (w. 859 M), dan masih banyak lagi lainnya menjadi 
penjaga benteng terakhir bagi representasi nilai-nilai moral Islam. 
Oleh karena itu, tidak aneh jika di kemudian hari mereka merupa- 
kan tokoh yang menjadi contoh. 


1 George E Hourani menulis: “Again, respecting omnipotence they found 
8 g Pp g Pp y 


fault with the Murtazilite view that there are objective standards of good and 
evil which God follows. Even though the Murtazilites had been careful to 
state that God follows these standards freely, their very existence was now re- 
jected because they would be independent and prior to His thought and will. 
The only standard of value for God and man was the will of God: whatever 
He wills is good by definition. This is ethical voluntarism, which after the ju- 
rist Shafi'i (d. 820) became the first principle of Islamic law in most schools”. 
Lihat George F. Hourani, Reason and Tradition in Islamic Ethics (London: 
Cambridge University Press, 2007), hlm. 8. 

Pewacanaan etika dalam Islam sebagai bagian dari tema kajian yang tidak ter- 
pisahkan dari kajian hukum, filsafat, dan teologi seperti itulah yang justru 


menjadi daya tarik bagi George F. Hourani sehingga ia fokus pada studi etika 
Islam. Ibid., hlm. 1. 
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Kondisi tersebut kemudian mengilhami para intelektual Mus- 
lim untuk memberikan kontribusi pemikiran tentang pentingnya 
etika sebagai sebuah disiplin yang mandiri dan independen, sebuah 
disiplin yang dapat dipertanggungjawabkan dalam konteks keil- 
muan. Hal itu telah dilakukan oleh Ibn Miskawaih (w. 421 H/1032 
M) melalui Tahdib al-Akhlag, Ibnu Hazm (w. 456 H/ 1064 M.) 
melalui Mudawad al-Nufus, dan al-Ghazali (w. 505 H/1111 M) 
melalui Ihya Ulum al-Din. Meskipun kesannya jauh dari realitas, 
namun gagasan-gagasan teoretis ini sengaja dimunculkan sebagai 
counter-discourse sekaligus pengembangan wacana di tengah tum- 
pang tindih dan hegemoni personal melalui pengalaman pribadi 
dan gagasan tertentu yang berkembang pada waktu itu. Dinamika 
demikian, kurang lebih berlangsung sejak abad ke-9 M sampai abad 
ke-12 M. Pada era ini, pewacanaan etika dalam Islam berkembang 
sedemikian rupa dengan tolok ukur baik dan buruk, latar belakang, 
dan dasar serta struktur epistemik yang didasari tentu berbeda 
antara satu kurun waktu dengan kurun waktu lainnya, antara suatu 


perspektif dengan perspektif lainnya. 


Ketika Islam mulai menuju ke arah kemunduran karena per- 
pecahan internal dan aneksasi Mongolia serta dilanjutkan dengan 
modernisasi Eropa dan kolonialisme, kajian-kajian keislaman tidak 
lagi menjadi bagian dari center of excellence dan justru menjadi 
kajian peripheral, bahkan wacana-wacana yang dulunya dominan 
dan peripheral sekalipun, sama-sama menjadi wacana peripheral. 
Pada satu kurun waktu pertengahan dalam Islam yakni antara 
tahun 1250 M sampai dengan 1900 M, pewacanaan etika dalam 
Islam kemudian menjadi bidang kajian yang sangat praksis, gaga- 
san-gagasan etika menjadi konsep-konsep moral atau ketetapan 
baik dan buruk yang seakan-akan sudah selesai, bahkan di tangan 
beberapa intelektual yang lain seperti Abu Athaillah al-Sakandari 
(w. 1309 M), telaah atas etika menjadi bagian dari pewacanaan 
sufistik dan nampaknya kembali lagi ke dalam periode awal, yakni 
pada masa Ibrahim bin Adham, ketika pewacaaan etika menjadi 
persoalan bahkan suatu yang bersifat teosentris. Padahal, tolok 


ukur baik dan buruk tersebut dilatarbelakangi oleh dasar dan 
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struktur epistemik yang tentu berbeda antara satu kurun waktu 
dengan kurun waktu lainnya. 


Semenjak lahirnya, etika dalam Islam atau yang sering diisti- 
lahkan dengan al-akhlag, tidak bisa dilepaskan dari konsep ajaran 
Islam. Hal itu sebagaimana statemen Nabi Muhammad sendiri 
bahwa dirinya diutus untuk menjadikan umat manusia memiliki 
akhlag yang paripurna. Oleh karena itu, etika Islam menjadi terin- 
tegrasi dalam wacana figh dan tasawuf. Hal yang demikian itu sebe- 
narnya merupakan konsekuensi dari persoalan-persoalan utama 
dalam teologi Islam yang menempatkan persoalan konsep al-syarr 
dan al-khair sebagai bagian dari persoalan teologis.“ Kondisi terse- 
but menempatkan etika dalam Islam telah bermetamorfosis dalam 
telaah figh, tasawuf dan teologi. Persoalannya kemudian, substansi 
konsep etika sebagai suatu disiplin keilmuan yang seharusnya dapat 
berkembang justru menjadi kabur dan pada akhirnya etika dipa- 
hami hanya sebagai suatu tatanan norma atau moralitas yang harus 
diikuti karena dasar tertentu dan ada pula yang harus dijauhi atau 
ditinggalkan karena dasar tertentu. Persoalan berikutnya, etika 
dalam Islam menjadi suatu displin yang termarginalisasi secara sis- 
tematis. 


Gambaran di atas menjadi latar bagaimana pewacanaan etika 
dalam Islam mengalami pasang surut. Di kalangan internal Islam, 
pasang surut itu dapat digambarkan dari pewacanaan yang muncul 
dan berkembang dalam Islam. Namun, pada saat yang sama para 
pemikir Barat juga tidak sedikit yang mengkaji etika dalam Islam. 
Pewacanaan ini penting untuk dihadirkan dalam tulisan ini seba- 
gai upaya untuk menyandingkan dua perspektif secara bersamaan 
karena memang, hari ini, telaah kajian-kajian keislaman kontempo- 


rer jika ditelaah secara parsial sudah tidak memadai lagi. Pada saat 
3 Sabda Nabi tersebut berbunyi: innama buitstu li utammima makarim al- 
akhlag, dan ayat al-Guran: wa innaka laala khulugin adhim. 9S. al- alam 
(68): 4. 

Sebagaimana diketahui bahwa persoalan baik dan buruk merupakan bagian 


dari isi dari perdebatan tentang kapasitas akal dan wahyu. Lihat Harun Nasu- 
tion, Teologi Islam (Jakarta: UI Press, 2001). 
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yang sama, telaah integratif dari berbagai perspektif juga penting 
untuk menghadirkan sebuah disiplin kajian yang lebih kompre- 
hensif. 


Salah satu upaya menghadirkan suatu disiplin secara kompre- 
hensif adalah dengan menggunakan perspektif insider-outsider. 
Perspektif ini di antaranya diusulkan oleh Muhammad Abd al-Rauf 
dan kemudian digarisbawahi oleh Fazlur Rahman. Perspektif ini 
menjadi bagian dari pendekatan dalam studi Islam kontemporer, 
namun belum banyak diaplikasikan dalam penelitian-penelitian 
keagamaan, khususnya Islam. Menurut Muhammad Abd al-Rauf, 
kajian insider dan outsider berkaitan erat dengan pengalaman Barat 
dan Sarjana Muslim sendiri dalam menafsirkan dan memahami 
Islam. Insider adalah para pengkaji Islam dari kalangan muslim 
sendiri. Sementara outsider adalah sebutan untuk para pengkaji 
non-Muslim yang mempelajari Islam dan menafsirkannya dalam 
bentuk analisis-analisis dengan metodologi tertentu. Persoalannya, 
apakah keduanya memiliki tolok ukur serta perspektif yang sama, 
baik dalam konteks validitas ataupun sudut pandang kajiannya. 
Fazlur Rahman menggarisbawahi bahwa pemahaman outsider 
tentang pernyataan insider mengenai pengalaman agamanya sen- 
diri bisa sebenar pemahaman insider sendiri. Rahman lebih meni- 
tikberatkan pada dimensi kejujuran akademis dalam memahami 
Islam. Bahkan, menurut Rahman, kajian Islam dari para outsider 
menyumbangkan gagasan-gagasan besar ilmiah telah memicu ger- 
akan intelektual dalam peradaban Islam serta lahirnya daya kritis 
intelektual Muslim terkait dengan studi agama, meskipun tidak 
dipungkiri bahwa perspektif outsider sendiri tetap harus diberi cata- 
tan-catatan.S Tulisan ini tentu tidak terlalu jauh masuk ke dalam 
persoalan substansial dari pewacanaan etika dalam Islam, tulisan 


5 Muhammad Abd al-Rauf, “Outsider's interpretations of Islam: A Muslim's 


Point Of View” dalam Richard C. Martin (ed.), Approaches to Islam in Reli- 
gious Study (Tucson: Arizona University Press, 1985), hlm. 182. 

Fazlur Rahman, “Approaches to Islam in Religious Studies”, Richard C. Mar- 
tin (ed.), Approaches to Islam in Religious Study (Tucson: Arizona University 
Press, 1985). 
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ini mungkin lebih tepat diposisikan sebagai gambaran atas bagai- 
mana kedua perspektif tersebut memperbincangkan etika. Namun 
demikian, oleh karena panjang dan luasnya cakupan, penulis mem- 
bagi dua tulisan ini yakni: bagian pertama dan kedua. Bagian per- 
tama adalah etika Islam dalam perspektif insider sedangkan bagian 
kedua adalah etika Islam dalam perspektif outsider. Kedua bagian 
tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. 
Itulah ide pokok tulisan ini. 


B. Pengertian Etika dalam Islam (al-Akhlag) 


Di dalam khazanah pewacanaan yang berkembang di Islam 
baik dalam konteks keilmuan maupun konteks sosial kemasyaraka- 
tan, istilah etika pada umumnya dipahami sebagai akhlag dengan 
bentuk jamaknya al-khulug. Al-Ragib al-Isfahani menulis” 


pala ad ya ang PU An GE ale aa ENI 
dad P3 RPL OLS 2ygo ol diy Sega Kenal, 
kelagiy Bala dya IE dis le Aa Lola, elo, 
sadel Jae 3 SN SBN) EM JB, » (1) Lerlaeg 
Ag mad Sal yi, IKAN, Olah IE 2 KI 
Spg Soal bm, sah ae 

Kata lain yang sinonim dengan akhlag adalah al-adab dengan 
atau merupakan diskursus yang membahas perbuatan baik dan 


perbuatan buruk manusia sejauh yang dapat dipahami oleh pikiran 
manusia. 


Dari sisi perumusan, al-Jurjani mendefinisikan kata al-khulug 


atau al-akhlag dengan: 


7 Al-Ragib al-Isfahani, Mufradat Alfad al-Ouran al-Karim (Demaskus: Dar 
al-OGalam, t. th), hlm. 297. 


8 Muhammad bin Alib al-Husain al-Jurjani, al-Tarifat (Bairut, Dar al-Fikr, 
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op pg Uogat JeYI as as A6) Gutill Ata ye Bls 
dl J3 Le pall IS OB Ra SP Il dal 
koil Jla8YI La abal! 96 la can Tile Anh CK 

Ewe le WS pana0 Dad 


Sementara Ibn Miskawaih menjelaskan arti dari al-khulug 
sebagai berikut: 


Bap Yg Sk obat IN Al all Jl ya all 
IS oa Era 01 Le laa Hota Jl mad JI oa 
Y Te —e 2 Gal AS & Sal OSIS gbk 
Ha SAS 3 Tn aa yo UE SA olsY69 ca J3 
SAS sanam 25 yo pl Il Ane Gala Lo al ya 
2 Ojfes Ba SA) LA cai Jl ya Ujian KP Tout 
0 tog syaa, Bl (ltuwa 5 Le Letag sll 2103 ul 
Elang Ala ya Go IBI AA PS BJ apaan 


Dari rumusan di atas, istilah akhlag dalam Islam dapat diru- 
muskan sebagai sekumpulan dasar-dasar (al-mabadi) dan aturan- 
aturan pokok (al-gawaid) atas dasar al-Guran, al-Sunnah, serta 
pandangan intelektual Muslim yang dijadikan sebagai pedoman 
oleh umat Muslim dalam menjalani kehidupan. Oleh karena itu, 
konsep akhlag konotasinya adalah baik atau akhlag yang baik atau 
dalam bahasa Arab distilahkan dengan khusn al-khulug, arti khusn 
al-khulug adalah berakhlag (al-takhallug) dengan akhlag syari'ah 


1985), hlm. 101. 


? Ibn Miskawaih, Tahdib al- Akhlag (Teheran: Mansyurat al-jamal, 2010), 
hlm. 41. 
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(al-akhlag al-Syariah) dan bertatakrama (al-taddub) dengan tata- 
krama Allah (adab al-Allah). Oleh karena itu, dalam Islam sub- 


stansi agama adalah etika atau akhlag. 


Di samping akhlag, dalam Islam juga terdapat istilah al-adab. 
Berkaitan dengan konsep al-adab, seperti disinggung di atas, 
dalam Islam, sesungguhnya tidak sejelas konsep al-akhlag, namun 
demikian kata adab seolah-olah lebih mengakar dalam wacana 
etika Islam. Padahal, kata al-adab pada awalnya terkait dengan 
mekanisme mengundang sekaligus mendatangi jamuan makan 
atau pesta yang dilakukan oleh pengundangnya. Oleh karena itu, 
tidak aneh jika kemudian muncul istilah adab al-thaam, adab al- 
syurb, dan adab-adab lainnya, karena memang konsep adab semen- 
jak ide awalnya muncul tidak berkaitan dengan teori atau landasan 
epistemick tertentu, kata al-adab lebih merupakan suatu ekspresi 
linguistik untuk merumuskan tatakrama dalam kaitannya dengan 
suatu pesta atau al-walimah. Selain itu, kata al-adab diartikan seba- 
gai wacana yang berarti curahan pemikiran seorang penyair yang 
dituangkan dalam bentuk puisi, syair, ataupun kata-kata prosaik 
(al-natsar). Dengan demikian, entah kebetulan atau tidak kon- 
sep al-adab lebih dekat ke dalam ekspresi keduniawiaan manusia 
karena tolok ukurnya bukan baik dan buruk tetapi pantas atau 
tidak pantas, indah atau tidak indah yang dibangun oleh komu- 
nitas atau masyarakat tertentu. Hal itu sebagaimana digambarkan 


oleh al- Ghazali sebagai berikut," 


ape dng ta aan yA ob oi del 
(a. BP nia Ip HI aa ga 
ps Jasa S3 Pedes Jae 3 ABE 


LI Aa AJA an da sj 


8 


Gas 3 Gal GP ga PUN 3 Sega 


10 Abu Hamid al-Ghazali, Ihya Ulum al-Din, Juz II, (Bairut: Dar al-Fikr, t. th.), 
hlm. 193. 
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Masih dalam konteks yang sama, Ibn al-Gayyim al-Jauziyyah 


menulis:" 
cdablya Reoly Alah, Old Fe de ya NI Je 


SPIN ya aa yag Jl, Ust ye Ana, ABI Uta, 
.elll 


Apa yang dijelaskan oleh al-Ghazali tentang konsep adab di 
atas, dalam konteks kebahasaan sebagaimana dirumuskan oleh Ibn 
al-Oayyim, memiliki semangat yang sama bahwa adab lebih meru- 
pakan tata nilai praksis yang dirumuskan oleh penjaga bidangnya 
dengan patokan-patokan gaya selingkungnya. Dengan kalimat lain, 
tidak mungkin etika makan dirumuskan oleh ahli mesin, tetapi 
tentu oleh para ahli yang menekuni bidang pembuatan, penyajian 
dan cara memakan makanan, begitu seterusnya. 


C. Perspektif Insider 
Studi etika dalam Islam yang dibahas dan dikembangkan oleh 


pemikir atau intelektual Muslim dari waktu ke waktu dengan sepe- 
rangkat epistemologi, metodologi dan tradisi keilmuan yang telah 
terbangun sekian lama dapat disebut sebagai perspektif insider. Per- 
spektif ini berkembang dari era klasik, pertengahan, dan modern- 
kontemporer. Tradisi klasik pengkajian etika mulai berkembang 
pasca era kenabian sampai akhir keemasan Abasiah pada tahun 
1250-an, sementara era pertengahan dimulai dari tahun 1250-an 
masehi sampai abad ke-20 M. Sedangkan era modern dan kontem- 


H Ibn al-Yayyim al-Juziyyah, Madurij al-Salikin, juz Il, (Bairut: Dar al-Fikr, 
tth), hlm. 356. 
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porer dalam konteks studi keislaman mulai berkembang pada awal 
abad ke-20 M. sampai sekarang. Periodesasi ini penting dipahami 
dalam konteks memahami pola pemahaman dan tumbuh kembang 
kajian bahkan juga redupnya pewacanaan." 


1. Klasik 


Etika dalam Islam atau yang disebut dengan al-akhlag atau 
al-adab telah lama diperbicangkan di kalangan intelektual Mus- 
lim baik klasik maupun modern. Di kalangan intelektual Muslim 
klasik nam-nama besar tokoh etika seperti Ibnu Miskawaih, Ibn 
Hazm. Al-Ghazali, al-Mawardi, dan masih banyak lainnya adalah 
mereka yang terkenal memfokuskan kajiannya pada bidang etika. 
Namun demikian bukan berarti tokoh lainnya tidak melakukan. 
Para filosof semisal al-Kindi, al-Farabi, Ibn Sina, Ibn Rush juga 
melakukan hal yang sama. Para fugaha dan ahli tasawuf juga tidak 
ketinggalan, mereka memberikan kontribusnya bagi perwujudan 
sekaligus penguatan etika dalam Islam. 


Dari perspektif para filosof Muslim, etika dalam Islam (al- 
akhlag) disinggung dalam berbagai ruang dan perspektif. Al-Kindi 
(w. 296 H/870 M) misalnya, ia memperbincangkan etika dalam 
Islam dalam konteks obsesi dia yang ingin memformulasikan titik- 
titik temu antara ide-ide filosofis di satu sisi dengan keyakinan- 
keyakinan dalam Islam baik dalam ranah metafisika, kosmologi, 
dan etika. Hal itu sebagaimana tercermin dalam mode of philosophic 
tauhid di mana Allah diposisikan sebagai al-wahid al-hagg al- 
awwal.8 Sementara al-Farabi (w. 339 H/950 M) jauh lebih masuk 
dan fokus di bidang etika ini. Ia menulis 4l-Madinah al-Fadilah 
(virtues city) dan Takhsil al-Saadah. Dengan dua karya tersebut, 
bagi al-Farabi, virtues (eudomonia) menjadi states of mind bagi 
umat manusia untuk melakukan tindakan kebaikan. Pada saat yang 
sama usaha-usaha untuk membentuk jati diri individu dan masya- 


rakat yang memilliki basis etika yang baik harus dijalankan oleh 


12 Lihat H. Zuhri, Pengantar Studi Islam (Yogyakarta: FA Press, 2016). 
8 Al-Kindi, Rasailal-Kindi al-Fakafiyyah (Cairo: Dar al-Fikri al-Arabi, 1950). 
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sistem sosial (pemerintahan) yang juga baik. Oleh karena itu, al- 
Farabi lebih memposisikan gagasan-gagasan ethics dalam pemiki- 
rannya ke konsep besar politik di satu sisi dan konsep metafisika di 
sisi lain. dengan prinsip demikian, al-Farabi membagi keutamaan 
(yang harus dibangun dan disadari oleh setiap manusia ke dalam 
empat macam: keutamaan teoretis (al-fadhail al-nadhariyyah), 
keutamaan epistemik (al-fadhail al-fikriyyah), keutamaan kosmis 
(al-fadhail al-khalgiyyah) dan keutamaan praksis (al-fadhail al- 
amaliyyah). Dalam Al-Madinah al-Fadilah, al-Farabi menjelaskan 
asal-usul konsep kebaikan dalam konstruksi rasionalitas manusia: 


28 Kail S5 US OB Bol pa kh Sol Jl pal, 
HS OS ola BUM yag Al LIL JIE jl oa 
Bag Dag Ob PAI Bab usah us 
Bel 8 IS ol oell Ue PI lol, Lola ol 
AlSiaal gm ls SNN Ngak! Jas2n3 olgekl pl 
N sus 3 P3 si 23 Sala A Is, JI Asal 

dala JS GAY Le Slop BSI 


Selain al-Farabi, Ibnu Sina (w. 1037 M) juga membangun garis 
besar pemikiran yang sama bahwa etika dalam Islam dibangun 
atas dasar orientasi filosofis. Dimensi epistemologis gagasan 
etika Ibn Sina dapat ditelusuri dalam beberapa karyanya seperti 
al-Syifa, al-Najat, dan terutama Al-Hikmah al-Masyrigiyyah, Kitab 
al-Siyasah, dan Risalah fi Asrar al-Oadar. Namun dalam konteks 
praksis, gagasan etika Ibn Sina dapat ditelaah ke dalam dua sumber: 
pertama dari sumber Al-Risalah fi al-Akhlag, dari kitab ini Ibn Sina 


4 Abu Nasr al-Farabi, 4ra' Ahl al-Madinah al-Fadhilah (Cairo: Maktabah al- 
Azhariyyah, 2002), hlm. 182-183. 
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telah merumuskan personal morality atau moralitas yang bersifat 
pribadi. Kedua, dari sumber referensi Kitab al-Siyasah yang telah 
merumuskan public ethics. Dengan demikian dapat disederhanakan 
bahwa konsep kebaikan terletak pada upaya-upaya terbaik yang 
dapat dilakukan oleh manusia dalam kehidupannya baik dalam 
konteks individual maupun dalam konteks sosial. Kitab al-Siya- 
sah merupakan etika publik yang dibangun oleh Ibn Sina karena 
di dalamanya menyangkut bagaimana pengaturan relasi dengan 
diri, keluarga, dan masyarakat dirumuskan dengan kerangka yang 
benar.'s 


Selain Ibn Sina, filosof lainnya yang berbicara tentang etika 
adalah Ibn Rushd. Gagasan utama Ibn Rushd, sebagaimana disim- 
pulkan oleh Stefan Wild, adalah usahanya untuk membangkitkan 
kembali peradaban Islam dengan membangun kembali rasiona- 
lisme dalam Islam.” Paradigma ini tampaknya juga tercermin 
dalam gagasannya tentang etika. Pada saat yang sama gagasan terse- 
but dapat ditelusuri dari pemahaman-pemahamannya tentang kon- 
sep nilai yang diambil baik dari Plato maupun dari Arstoteles. Oleh 
karena itu, Ibn Rushd menjelaskan secara gamblang, sebagaimana 
para filosof sebelumnya, tentang posisi al-nafs atau al-guwwah 
(intellect) di mana pada saat yang sama menjari rujukan tentang 
konsep kebaikan (al-khair) dan keburukan (al-syarr). Kemudian, 


5 Ali al-Khusain Ibn Sina, “Risalah fi al-Akhlag” dalam Ibn Sina, Tisu Rasail 
Jial-Hikmah wa al-Thabi'iyyah (Cairo: Dar al-Arab, t. th.), hlm. 152. Dalam 
Risalah fi al-Akhlag, menurut penulis, inti gagasan Ibn Sina terletak pada ka- 
limat berikut ini: 


ade Ry, Hay! lau deal JSI ye Wi es) 3 8 K3 
ala oat 3S 3 La Ala Sale Il JL LAS ahad Taka ap K6 
JI Ramai daa, AK, dobel, il pol Gl Jeli Aa 33 Jt, 

kek AI JAS ol ya 


16 Abu Ali Ibn Sina, Kitab al-Siyasah (Demaskus: Al-Instisyar al-Adabiyyah, 
2007). 


17 Stefan Wild, “Islamic Enlightenment and the Paradox of Averoes”, Die Welr 
des Islams, Vol. 36, Issue 3, (1996), hlm. 379-390. 
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Ibn Rushd menggunakan kolaborasi akal dan »agl dalam merumus- 
kan konsep-konsep tentang kebakan dan batasan-batasan tentang 
keburukan. Prinsip kolaborasi tersebut, sebagaimana ditulis oleh 
Ibn Rushd sendiri, bahwa a/-agl al-sharikh la yunagidh al-nagl al- 
sahih bahwa rasio yang jelas tidak akan bertentangan dengan nagl 
yang sahih." Oleh karena itu, strata manusia menuju kebahagiaan 
berbeda dalam cakupan konsep kebenarannya, ada yang meng- 
gunakan dalil burhani dan adapula yang menggunakan dalil baya- 
ni.” Ibn Rushd mengingatkan pentingnya dimensi burhani dalam 
memahami konsep baik dan buruk. Ibn Rushd mengilustrasikan- 
nya sebagai berikut:? 


hah BR aji Ula 2 ya al MY delaadl Le 3 lia, 
PM kait Igo Jadi OB 03 ad 3 Ig Y, 
MB Yp Lagr dai 3 AL LAN G3 by og, 
OS Hy bd Sasa tagar peda JI Ailg ep AN AP ya 
#gomll Se Liang. Ya 5I Arnang ng JAS, Yac 


Sepak 


Di luar beberapa pandangan filosof di atas, para pemikir etika 
atau juga dapat dikategorikan sebagai filosof moral ada nama-nama 
sebagai berikut, pertama tentu saja adalah Ibnu Miskawaih, Ibn 
Hazm, dan al-Ghazali. Ketiga nama ini tentu tidak merepresentasi- 
kan pemikiir etika dalam Islam pada umumnya, tetapi ketiga nama 
ini cukup mewakili untuk dapat memahami bagaimana sesungguh- 
nya etika dalam Islam dibangun. Ibn Miskawaih menulis sebuah 


18 Ibn Rushd, 4l-Kasyf an Manahij al-Adillah fi Agaid al-Millah (Bairut: 
markaz al-dirasat al-wahdah al-arabiyyah, 1998). 


2 Ibn Rushd, Fasl/ al-Magal/fi ma baina al-Hikmah wa al-Syariah min al-Ittisal 
(Cairo: dar al-ma'arif, t.th), hlm. 30-31. 


20 Ibn Rushd, Al-Kasyf an Mandhij al-Adillah..., Hlm. 195. 
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karya yang relatif kecil kalau dilihat dari ukurannya namun besar 
dari sisi posisi dan eksistensinya dalam pergulatan pemikiran etika 
dalam Islam. Karya tersebut berjudul Tahdzib al-Akhlag. Secara 
sederhana gagasan etika yang diusung oleh Ibn Miskawaih tidak 
lepas dari latar perspektif filsafat, khususnya yang berkait dengan 
konsep jiwa (al-nafs) yang menjadi pendorong terjadinya tindakan 
atau perbuatan dan penilaian atas tindakan atau perbuatan terse- 
but. Hal itu sebagaimana dijelaskan oleh Ibn Miskawaih berikut 
ini:2 


lia ye Kis gel Je 81 mail das ld lb Kat, 


Ye Kel Alas old AS der, Fa all 
d3 Haa ks alas A9 Ad Eza) oJW dls (33 ds 
Jaa IS Aya Aalario 25pall 


Selain itu, Ibn Misakwaih juga memperhatikan peran-peran 
yang ditangkap oleh pancaindra (al-khiss) yang tidak kalah pen- 
tingnya dalam membentuk suatu tindakan atau perbuatan menjadi 
betul-betul terrealisasi. Realisasi tindakan inilah yang kemudian 
dinilai sebagai perbuatan baik atau buruk. Penialan ini didasarkan 
atas dimensi orinetasinya, unsur-unsur di dalam tindakan tersebut, 
dan hubungannya dengan pihak lain. Pada umumnya para filosof 
lebih menekankan pada dimensi orientasi yakni kamaliyyat al- 
insan dalam wujud amal baik dan kebahagiaan yang akan dirasa- 
kan. Namun Ibn Misawaih tampaknya lebih jauh berupaya untuk 
merumuskannya secara lebih komprehensif sehinggai etika tidak 
semata bersifat metafisis-filosofis tetap juga praksis-metodologis, 
sehingga di sinilah letak pentingnya akhlag, yakni sebagai bentuk 
karakter baik dalam pribadi manusia sebagai manusia. Sebagai 
seorang teoretikus murni tentang akhlag, Ibn Miskawaih men- 
deskripsikan rumusan, macam, dan relasi antara etika di satu sisi, 
dan tindakan-tindakan yang berbasis pada budaya atau adat kebia- 


21 Ibn Miskawaih, Tahzib al-Akhlag..., hlm. 18, 33. 
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saan suatu masyarakat. Ibn Miskawaih juga merumuskan tentang 
konsep-konsep penanaman etika terhadap anak atau peserta didik, 
rumusan tentang konsep kepribadian yang sehat dan yang baik, 
serta konsep tentang keseimbangan dalam diri manusia. Semua itu 
bermuara pada urgensi dan keutaman akhlag yang harus tertanam 
kuat bagi setiap Muslim baik dalam ranah praksis maupun teore- 
tisnya. 

Generasi pasca Ibn Miskawah, di antaranya adalah Ibn Hazm. 
Sebagai salah satu tokoh yang menelaah etika, Ibnu Hazm juga 
menulis kitab yang berjudul Risilah fi Mudawat al-Nufis wa 
Tahdzib al-Akhlag. Gagasan etika Ibn Hazm cenderung kompleks 
karakternya karena di dalam gagasan etika terdapat juga telaah atau 
kajian-kajian lain dengan struktur yang cukup luas dan kompleks 
hubungannya dengan studi etika, meskipun tetap memiliki keter- 
kaitan. Prinsip-prinsip etik dirumuskan oleh Ibnu Hazm secara 
independen, pada saat yang sama Ibn Hazm juga membuat sema- 
cam kaidah-kaidah pokok yang berkaitan dengan konsep dasar 
etika yang ia bangun.? Dalam menggunakan referensi untuk studi 
etikanya, Ibn Hazm menggunakan rujukan filsafat (Yunani) dan 
pengalaman sosial di mana ia hidup.” Pada saat yang sama, Ibn 
Hazm juga merumuskan konsep-konsep universal kebajikan yang 
harus dimiiki oleh setiap manusia. Oleh karena itu, gagasan etika 
Ibn Hazm cenderung kombinatif antara perspektif filosofis, sosial, 
dan nalar keagamaan yang berkembang pada waktu itu. 


Selain Ibnu Hazm, tokoh lain yang cukup populer dalam studi 
etika adalah al-Ghazali (w. 505 H/1111 M). Bahkan dapat dika- 
takan al-Ghazali merupakan satu-satunya intelektual Muslim yang 
berhasil merumuskan konsep-konsep dasar etika yang betul-betul 
murni dari sumber dan tradisi keislaman. Menurut al-Ghazali 


tujuan berakhlag dalam kehidupan manusia adalah kebahagiaan 


2 Tbn Hazm al-Andalusi, “Risalah fi Mudawat al-Nufis wa Tahdzib al-Akhlag”, 
dalam Ikhsan Abbas (ed.) Rasa'il Ibn Hazm al-Andalusi, juz Il (Bairut: Dar 
al-Faris, 2003), hlm. 356. 


23 H. Zuhri, Filsafat Ibn Hazm (Yogyakarta: Suka Press, 2013), hlm. 92-96. 
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yang hakiki yakni kebahagiaan ukhrawi. Tentang kebaikan dan 
keburukan, al-Ghazali merumuskan secara sederhana namun cukup 
komprehensif. Menurut tindakaan itu tolok ukurnya tujuan yang 
hendak dicapai oleh pelakunya, atau diperintahkan oleh syara, dan 
bukan oleh keduanya. Intinya jika tidak sesuai dengan kehendak 
yang ditetapkan bisa jadi itu sebagai sesuatu yang buruk, sebaliknya 
jika sesuai dengan kehendak yang ditetapkan maka menjadi kegia- 
tan yang yang diposisikan sebagai suatu yang baik. Selebihnya jika 
tidak diorientasikan pada ketetapan pelaku ataupun syara, maka 
keputusannya ditentukan kemudian. Meski ada dimensi rasionali- 
tas dalam merumuskan konsep kebaikan. Namun secara umumnya 
al-Ghazali mengikuti gagasan teologis Asyariyyah pada umumnya 
bahwa kebaikan dan keburukan substansinya dari Allah karena 
akal manusia tidak mampu menentukan nilai kebaikan atau nilai 
keburukan pada suatu tindakan atau hal tertentu. Selanjutnya, al- 
Ghazali merumuskan konsep-konsep etis yang utama (al-fadha'l) 
dan konsep tindakan yang diposisikan sebagai tindakan tidak 
utama atau rendah (al-radz@il). Di samping itu, al-Ghazali meru- 
muskan terminologi-terminologi keilmuan (al-uliim wa al-funan) 
dan pola pembelajaran yang berkaitan dengan dimensi dan peng- 
embangan etika dalam Islam. Semua gagasan itu tersebar dalam 
berbagai karyanya baik yang populer seperti Ihya Ulum al-Din 
maupun karya-karya lainnya. 


Di luar tokoh-tokoh di atas, relasi perspektif hukum dan studi 
etika sejujurnya perlu perhatian serius. Hal ini diperlukan untuk 
membangun kesadaran etis di kalangan umat Islam dan posisi 
prinsip-prinsip tersebut yang berada dalam hukum. Jelasnya, 
apakah sesungguhnya hukum Islam itu berbasis pada dasar dan 
prinsip-prinsip etika yang dirumuskan dan dibangun dalam Islam? 
Atau sebaliknya. Selama ini pemahaman tentang hukum dalam 
Islam seperti (al-wujub, al-nadb, al-ibakha, al-karaha, ataupun 
al-tahrim) selalu dipahami daam konteks hukum yang cenderung 
imperatif dalam pengalaman manusia yang melaksanakan perintah 
tersebut. Sebaliknya, hukum-hukum tersebut merupakan represen- 
tasi atau perwujudan etika dalam Islam, jika pemahaman kedua ini 
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diambil persoalan berikutnya adalah di mana letak dan eksistensi 
hukum Islam itu sendiri. Persoalan tersebut tentu tidak dijawab di 
sini. Dalam tulisan ini hanya ingin mempresentasikan pemikiran 
al-Syafi'i tentang hukum tetapi di dalamnya jelas ada dimensi dan 
persoalan etika. Sebagai contoh, Abu Hanifah menjelaskan bahwa 
figh sesungguhnya merupakan ilmu yang memfokuskan pada 
ketentuan tentang batasan-batasan (al-hudud) yang telah dite- 
tapkan oleh pembuat syara” (aturan). Makna demikian tentunya 
sangat umum, sehingga al-Syafi'i menegaskan bahwa oleh karena 
ketidakmampuan manusia dalam menentukan mana yang diang- 
gap baik (al-khair) dan mana yang dianggap buruk (al-syarr) maka 
Allah menurunkan aturan dan ketentuan yang dimaksud melalui 
para rasul dalam bentuk kalimat-kalimat atau sabda-sabdanya yang 
kemudian di kalangan umat beragama sebagai kitab suci. Dalam al- 
Risalah al-Syafi'i menjelaskan bahwa ketaatan adalah fondasi awal 
dalam keberagamaan dan ketaatan yang dimaksud adalah seluruh 
aspek dalam kehidupan yang melibatkan dimensi penilaian baik 
secara langsung maupun tidak langsung dengan keputusan, sikap 
atau tindakan yang dilakukan oleh manusia. Bukan hanya itu, 
landasan dan keputusan suatu tindakan juga sangat berkait dengan 
dimensi lainnya yakni al-hukm al-wadh'i atau yang sering disebut 
sebagai determination of validity seperti al-man'u, al-syarth, dan 
al-sabab. Dimensi ini tentu tolok ukurnya tidak semata hukum- 
hukum syara tetapi juga ketetapan-ketetapan yang berbasis pada 
etika dan moralitas. Secara umum, konstruksi ushul al-figh yang 
dirancang oleh al-Syafii dan generasi selanjutnya telah mengin- 
tegrasikan etika dan hukum dalam Islam dalam satu kerangka 
pemikiran yakni al-syar iyyah al-islamiyyah. 

Di samping eksis dalam ruang hukum atau figh, etika dalam 
Islam juga tumbuh subur dalam wacana tasawuf. Bahkan, dalam 
tasawuf ada istilah tasawuf akhlagi atau amali dan ada tasawuf fal- 


4 Abu Hanifah, Al-Figh al-Akbar (Cairo: Mustafa al-Babi, t.th). 


?5 Muhammad ibn Idris al-Syaf'i, al-Risalah (Cairo: Mustafa al-Babi, 1937), 
hlm. 70-88. 
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safi. Tasawuf akhlagi menitikberatkan pada dimensi praksis dari 
tasawuf yang memang mendoronglahirnya tindakan-tindakan yang 
diyakini baik (al-khair) dan bahkan utama (al-fadhilah). Para ahli 
tasawuf baik yang mali seperti Dhu al-Nun al-Misri, dan Ibrahim 
Ibn Adham ataupun mereka yang ada pada bidang tasawuf falsafi 
seperti al-Hallaj, Abu Yazid al-Bustimi, al-Suhrawardi, dan Jalal 
al-Din al-Rumi, dan masih banyak lannya, mereka adalah orang- 
orang yang mempraktikkan dan sekaligus merumuskan nalar-nalar 
etikanya dalam bingkai tasawuf dan “irfani. 


2. Pertengahan 


Ada pewacanaan menarik tentang al-akhlag yang tumbuh dan 
berkembang di era pertengahan dalam Islam, sebuah era atau kurun 
waktu yang membentang dari tahun 1250-an sampai memasuki 
abad ke-20. Pewacanaan etika abad pertengahan mengarah pada 
lahirnya pola gagasan yang anti-metifisika terhadap wacana akhlag. 
Pola ini pada satu sisi bisa dikatakan sebagai anti filsafat namun 
pada sisi lain juga dapat dipahami sebagai lahirnya ide atau gagasan 
baru terhadap pemahaman filsafat. Bahkan, gagasan filsafat di era 
pertengahan menjadi sebuah gagasan dengan penguatan dimensi 
mistisisme dan kolektifisme dibandingkan rasionalisme dan indi- 
vidualisme sebagaimana dikemukakan oleh para filosof Muslim 
klasik. Gagasan-gagasan etika menjelma ke dalam gagasan-gagasan 
sufistik-etis sebagaimana tercermin dalam pemikiran Ibn Taimi- 
yyah, Ibn al-@ayyim al-Jauziyyah, dan masih banyak tokoh lainnya. 
Di era ini etika atau akhlag dalam Islam menjelma menjadi perbin- 
cangan yang tanpa mainstream. Ada gagasan yang cenderung lebih 
menekankan pada dimensi sufistiknya, ada gagasan yang mencoba 
diusung secara rasional, dan ada pula gagasan yang anti rasionalitas 
dengan membangun alternatif rasionalitas baru. 


Di antara tokoh yang mencoba membangun alternatif rasiona- 
litas baru adalah Ibn Taimiyyah. Menurutnya, etika atau al-akhlag 
adalah merupakan bentuk perwujudan integrasionisme antara 


26 H. Zuhri, Nalar Kalam Pertengahan (Yogyakarta: FA Press, 2016). 
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potensi teoretis suatu jiwa (nadhariyyat al-nafs) di satu sisi dan 
penerapan atau aktivitas tindakan jiwa (amaliyyat al-nafs) di sisi 
lain. Jika akhlag hanya mengandalkan pada dimensi nadhariyyat 
al-nafs, sebagaimana diusung oleh para filosof Muslim, masih mem- 
butuhkan dimensi-dimensi yang bersifat praksis. Itulah yang dise- 
but sebagai amaliyyat al-nafs dan hal ini secara fitrah disampaikan 
oleh para Rasul yang diutus oleh Allah SWT. Di sinilah letak nalar 
sekaligus alasan mengapa agama penting bahkan lebih penting dari 
filsafat dalam hal merumuskan konsep etika dalam Islam.” Dengan 
latar pemikiran di atas, persoalannya sekarang apakah tata dan 
konsep nilai (baik dan buruk) dalam Islam telah ditentukan sebe- 
lumnya (universal) ataukah bersifat partikuler atau kasuistik. Ibn 
Taimiyyah berpendapat bahwa untuk menjelaskan hal tersebut Ibn 
Taimiyyah menggunakan dasar, pertimbangan, dan potensi fitrah 
manusia, rasio yang dimiliki oleh manusia, dan posisi syari'ah. Keti- 
ganya menjadi dasar untuk menentukan baik dan buruknya suatu 
nilai tindakan. Oleh karena itu, bagi Ibn Taimiyyah yang perlu 
digarisbawahi sebelum menuntukan mana yang baik dan mana 
yang buruk adalah dengan memastikan bahwa secara nalar dan 
argumen apapun manusia harus memiliki kepastian dan keharusan 
etis (al-iltizam al-khulugi). 

Selain Ibn Taimiyyah, tentunya masih banyak intelektual 
Muslim Pertengahan yang mengkaji persoalan etika. Mereka pada 
umumnya menempatkan etika dalam konteks yang lebih praktis 
atau al-akhlag al-amali dan menyatu dalam bidang kajian tasawuf, 
dan hukum Islam. Gambaran di atas hanya merupkan bagian dari 
pola perbincangan yang diusung oleh banyak tokoh di era perteng- 


ahan. 


3. Modern 


Sementara di kalangan intelektual muslim modern, telaah 
etika masih disatukan dalam diskursus filsafat Islam, tasawuf dan 


27 Muhammad Adulllah Afifi, Al-Nadhariyyah al-Khulugiyyah 'inda Ibn Tami- 
3yah (Riyadh: Markaz al-Dirasat al-Islamiyyat, 1988), hlm. 37-60. 
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studi Islam, sebagai disiplin yang lebih luas. Kondisi demikian 
menjadikan studi-studi etika dalam Islam menjadi berbeda-beda 
core discipline-nya. Di ranah pemikiran masuk ke dalam studi filsa- 
fat Islam, di ranah praksis masuk ke dalam tasawuf, dan di ranah 
historis pada umumnya masuk dalam kajian Islamic studies. Aki- 
batnya, ilmuwan yang memfokuskan pada bidang etika dalam 
Islam secara murni menjadi amat langka. Padahal Islam dituntut 
untuk ikut serta dalam menyelesaikan problematika kemanusiaan 
kekinian yang semakin kompleks dan solusi yang ditawarkan tidak 
semata dalam bentuk hukum-hukum positif yang harus dipatuhi 
tetapi juga kesadaran yang timbul dari jiwa manusia berdasarkan 
pertimbangan kemanusiaan dan lingkungan sekitarnya. Kesadaran 
ini hanya dapat tumbuh jika dipupuk sikap-sikap etisnya sebagai 
sebuah karakter. 

Dalam konteks kekinian terdapat kesenjangan antara idealitas 
dan realitas yang ada, persoalan-persoalan etis dan moralitas masy- 
arakat muslim sering muncul padahal pada saat yang bersamaan 
mereka selalu konsisten dalam menjalankan atau mematuhi aja- 
ran-ajaran keislaman baik dalam kategori teologi, figh, ataupun 
tasawwuf. Persoalan tersebut bisa jadi karena kekurangmampun 
masyarakat dalam memahami konsep-konsep etika yang sudah 
terintegrasi di dalam teologi, figh, atau tasawwuf. Namun, fakta 
semakin berkembangnya kompleksitas cakupan dan tolok ukur 
persoalan-persoalan moralitas di masyarakat juga menjadi faktor 
lahirnya kesenjangan tersebut. Untuk lebih jauh menjelaskan hal 
tersebut, ada beberapa tokoh Intelektual Muslim yang, menurut 
hemat penulis, cukup representatif, untuk memahami arah wacana 
etika dalam Islam di era modern sekarang ini. Mereka itu adalah 
Fazlur Rahman, Mohammed Arkoun, Abid al-Jabiri, dan Sayyid 
Hosain Nasr. 


Fazlur Rahman (w. 1988 M) ingin mengembalikan al-Guran 
sebagai gagasan etis yang, menurutnya, justru menjadi keyword 
dalam al-Guran. Artinya, bagi Rahman rancang bangun etika 
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dalam Islam adalah a-@Guran.2 Hal itu sebagaimana tercermin 
dalam upaya-upaya penguatan fundamen etika Islam, sebagaimana 
ditulis oleh Fazlur Rahman dalam “Law and Ethics in Islam”? 
secara umum, Rahman cenderung menolak tesis bahwa etika dalam 
Islam selalu merujuk dari pemikiran filsafat Yunani. Rahman ber- 
upaya untuk merumuskan secara mandiri bahwa etika dalam Islam. 
Alasannya, menurut Rahman, al-Guran merupakan kitab suci 
yang seyogyanya dijadikan rujukan dalam menyelesaikan persoa- 
lan. Di samping itu, al-@Gur'an juga memuat jawaban-jawaban atas 
persoalan kehidupan sehari-hari baik yang bersifat aktual mau- 
pun potensial.” Intinya, Rahman mengusulkan konsep etika yang 
berangkat dari titik pijak al-Gur'an dengan mengambil tema-tema 
dan mengembangkannya sesuai dengan nalar dan kaidah keislaman 
yang ada. Dengan prinsip demikian bukan berarti Rahman meng- 
abaikan peran dan kontribusi nalar Yunani dan Persia yang juga 
ikut serta merumuskan dan memperkaya konsep etika dalam Islam. 
Menurutnya, peran tersebut tetap harus diakui namun juga harus 
disertai keyakinan dan rasa optimis bahwa al-Gur'an merupakan 
sumber utama etika dalam Islam. 


Selain Fazlur Rahman, tokoh modern-kontemporer lainnya 
yang menekunai etika dalam Islam adalah Mohammed Arkoun (w. 
2010 M.), Ia menulis etika baik sebelum dan sebagai karya diser- 
tasinya yang kemudian dibukukan dengan L'humanisme Arabe 
au XI/X Sitcle." Arkoun tidak semata menulis etika, tetapi juga 
mengamati dan menelaah sejarah perjalanan studi etika dalam 
Islam. Menurutnya, adalah sekitar 50 lebih karya etika dalam Islam 
yang tersebar dari waktu ke waktu dan ditulis oleh puluhan tokoh. 


28 Fazlur Rahman, “Some Key Ethical Concepts of the @ur'in”, dalam Journal 
of the Religious Ethics, vol. 11. 1983. 

Fazlur Rahman, “Law and Ethics in Islam”, dalam Richard G. Hovannision 
(ed.), Ethics in Islam: Ninth Giorgio Levi Della Vida Biennial Conference 
(Malibo: Undena Publications, 1985). 


30 Jhid,, hlm. 14. 


31 Mohammed Arkoun, Lhumanisme Arabe au XI/X Sitde: Miskawayh Phi- 
losophie et Historien (Paris: J. Vrin, 1970). 


29 
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Secara umum, Arkoun membagi paradigma pemikiran etika dalam 
Islam ke dalam dua bagian: pertama, standar etika religius (al-tiyar 
al-dini), dan kedua, standar etika duniawi (al-tiyar al-dunyawi). 
Kedua standar tersebut ada yang diusung dengan seperangkat 
paradigma analisis kritis dan analisis filosofis.” Artinya, baik dalam 
konteks kepentingan religiositas ataupun sosial kemasyarakatan, 
Arkoun memilah pola pengkajian ke dalam paradigma kritis dan 
paradigma filosofis. Dua paradigma tersebut sesungguhnya tidak 
jauh berbeda, namun hal yang belum muncul dari Arkoun justru 
paradigma keagamaan yang mengarah ke lahirnya paradigma 
ortodoksi. Dalam konteks kemodernan, Arkoun bukan saja ber- 
hasil mengusung identitas etika dalam Islam tetapi juga berhasil 
menghadirkan cara bagaimana (methodologies) identitas tersebut 
berhasil diangkat dari ketidaksadaran umat Islam terhadap etika. 
Di samping itu, Arkoun juga menawarkan tafsir baru atas sejarah 
sosial masyarakat Muslim, khususnya pada kurun waktu abad 
ke-10 M, di mana apa yang mereka perbincangkan tentang agama 
dan keagamaan tidak semata-mata persoalan agama tetapi yang 
lebih mendasar lagi di situ ada persoalan-persoalan kemanusiaan. 
Artinya, Arkoun memahami bahwa diskursus etika dalam Islam 
meskipun itu basisnya adalah paradigma religiositas tetapi juga 
persoalan kemanusiaan yang harus dieksplorasi lebih lanjut. Ten- 
tang kontribusi metodologi, Arkoun juga menggunakan analisa 
semantik dan bahkan linguistik atas ujaran-ajaran etis yang sering 
digunakan intelektual Muslim. 


Muhammad Abid al-Jabiri (w. 2010) dapat diposisikan sebagai 
salah seorang intelektual yang membaca etika dalam Islam secara 
detail dan komprehensif. Hal tercermin dalam Al-agl al-Akhlagi 
al-Arabi“ Berbeda dengan Arkoun yang membaca etika dalam 
Islam dari perspektif linguistik, sejarah dan episteme, al-Jabiri 


32 Mohammed Arkoun, Al-Islam, al-Ahlag wa al-Siyasah (Beirut: Dar al-Inma, 
1990), hlm. 84. 


3 Al-Jabiri, Al-Agl al-Akhlagi al-Arabi (Bairut: Markaz Dirasat al-Wahdah al- 
Arabiyah, 2001). 
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membaca dan sekaligus memetakan gagasan-gagasan etika yang 
ditulis oleh intelektual Muslim dari era klasik sampai pertengahan 
secara genealogis-historis dan dalam bingkai sebuah struktur gaga- 
san.“ Bagi al-Jabiri, studi etika di dalam Islam telah memiliki alur 
kajian yang relatif telah tersetruktur secara rapi. Kondisi demikian 
sebenarnya memudahkan pembaca dan pengkritiknya dalam 
memahami bagaimana struktur nalar etika dalam Islam terbangun 
sedemikian rupa dan bagaimana kemungkinan struktur tersebut 
dibangun ulang. Sama halnya dengan kemungkinan upaya-upaya 
untuk melakukan reformasi etika dalam Islam dalam konteks 
kekinian. Yang jelas, al-Jabiri telah membuka jalan bagi lahirnya 
kemungkinan-kemungkinan tersebut. 


Berbeda dengan Arkoun dan al-Jabiri, Sayyed Hosain Nasr 
berdiskusi etika dalam Islam berangkat dari konsep spiritualisme di 
satu sisi dan agama di sisi lain. Nasr, sebagaimana koleganya Frichof 
Schoun memandang dimensi spiritualitas dalam agama memiliki 
posisi penting. Menurut Nasr:? 


From my point of view, which is always of course a traditional one, 
there is no spirituality without religion. There is no way of reach- 
ing the spirit without choosing a path which God has chosen for 
us, and that means religion (re/igio). Therefore, the reason I am 
using both words is not for the sake of expediency, but to empha- 
size that I mean to include a reality which encompasses both spi- 
rituality and religion, in the current understanding of these terms, 
although traditionally the term religion would suffice, since in its 
full sense it includes all that is understood by spirituality today. 


Namun demikian, Nasr menggarisbawahi bahwa spiritualitas 
bersandar pada dimensi rationalistic ethics dalam memahami per- 
kembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sementara bagi seba- 


34 Zuhri, “Dari al-Jabiri Tentang Nalar Etika Islam”, dalam Refleksi: Jurnal Filsa- 
Jat Pemikiran Keislaman, vol. 8, No. 1, (2008), hlm. 56-74. 


5 William C. Chittik (ed.), The Essential of Seyyed Hossain Nasr (Blooming- 
ton: World-Wisdom, 2007), hlm. 29. 


87 


H. ZUHRI 


gian masyarakat yang bersikukuh mempertahankan agama dalam 
arti tradisional, mereka akan tetap memertahankan religious ethics 
sebagai tolok ukur dalam memahami perkembangan ilmu penge- 
tahuan dan teknologi. Bagi Nasr, baik rationalistic ethics maupun 
religious ethics memiliki arti penting dalam mengerem arus secular 
ethics yang semakin mendominasi. Secuil pandangan Nasr di atas 
menunjukkan tiga perspektif etika yang harus dipahami lebih 
lanjut dalam konteks spiritualitas, agama, dan sekularisme. Nasr 
mengingatkan bahwa: 


The materialistic world view and the denying of the primacy of 
consciousness have also had a direct bearing on the weakening of 
ethical norms and practices. In all civilizations morality was re- 
lated to religion and a philosophical world view in which good 
and evil, right and wrong, had a cosmic as well as human dimen- 
sion. We can see clear examples of this rapport not only in the 
Abrahamic religions, but also in Hinduism, Confucianism, and 
Buddhism. Ethics is always related in one way or another to meta- 
physics. In denying the primacy of consciousness in favor of the 
material, the modern paradigm has weakened the objective cadre 
for human ethics not only by marginalizing and weakening reli- 
gion, but also by reducing the cosmos to a purely “material” real- 
ity in which good and evil have no meaning any more than does 
beauty. 


Sekilas apa yang digagas oleh Nasr di atas menunjukkan 
dimensi-dimensi paradigmatiknya suatu etika dan realitas perben- 
turannya yang terjadi di masyarakat. Oleh karena itu, dari Nasr 
yang paling penting tentu belajar banyak tentang suatu perspektif 
tanpa harus menafikan perspektif yang lain. Perspektif-perspektif 
tersebut memberi ruang pewacanaan yang lebih hidup dan fleksibel 
serta bukti bahwa etika tetapi urgen di tengah dinamika sosialnya. 


36 hid, hlm. 227-228. 
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D. Penutup 


Telaah dan eksplorasi awal yangtelah penulis lakukan atas bebe- 
rapa intelektual dari suatu masa ke masa berikutnya menunjukkan 
bahwa pemikiran etika dalam Islam telah dibangun dengan secara 
serius melalui berbagai perspektif atau pendekatan. Mereka tidak 
sekedar mengutip apa yang telah dirumuskan oleh filosof, pemikir, 
teolog, maupun jurist (fugoha) klasik, mereka juga berupaya untuk 
menelaah kembali gagasan-gagasan etika dalam Islam secara lebih 
matang, terencana, dan ditopang oleh suatu pola nalar dan argu- 
mentasi yang kuat dan komprehensif. Intelektual-intelektual Mus- 
lim kontemporer memiliki keyakinan, semangat, dan pandangan 
yang sama bahwa etika Islam tidak sekedar persoalan etiket, budi 
pekerti, atau sopan santun. Bagi intelektual Muslim, etika dalam 
Islam merupakan gagasan-gagasan asasi kemanusiaan dan sekaligus 
ketuhanan yang memiliki akar historis dengan kompleksitas per- 
soalan. Oleh karena itu, intelektual-intelektual Muslim di atas ber- 
usaha menelaah, menjabarkan dan mengkonstruksi konsep-konsep 
etika secara lebih komprehensif. 


Upaya-upaya di atas tentu tidak mudah. Upaya tersebut diser- 
tai dengan kelengkapan pola nalar, metodologi dan kerangka epis- 
temologis yang tidak tunggal. Buktinya, gagasan-gagasan etika 
dibangun tidak hanya didasarkan oleh nalar teologis, filosofis, dan 
yuridis, tetapi juga dengan nalar historis dan humanitas. Pada sisi 
lain, metodologi yang dibangun juga tidak tunggal. Oleh karena itu, 
semangat, dan wawasan integrasi-interkoneksi dalam membangun 
pemahaman baru tentangetika Islam di masa depan sangat terbuka. 
Hal lain yang juga perlu digarisbawahi bahwa memahami gagasan- 
gagasan etika di kalangan intelektual Muslim memiliki arti penting 
untuk menjembatani berbagai persoalan konsep etika Islam secara 
teoretis dan penerapan etika dalam bentuk sikap dan tindakan yang 
benar baik dan terpuji dalam realitas sosial masyarakat Muslim. 
Pentingnya pemahaman gagasan etika dalam Islam bukan sekedar 
persoalan apa yang dihasilkan dari pemikiran mereka, tetapi yang 
lebih penting justru persoalan bagaimana mereka menghasilkan 
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pemikiran tersebut. Dengan demikian, dapat disederhanakan 
bahwa upaya-upaya penelusuran dimensi epistemologis dan meto- 
dologis justru lebih penting dan lebih mengena dalam konteks 
upaya perumusan dan pengembangan konsep etika Islam yang 
lebih apresiatif terhadap persoalan dan kepentingan praktis yang 
ada di masyarakat. 


Etika dalam Islam pada periode klasik cenderung memfokus- 
kan pada perbincangan metafisis, religious, dan historis, sementara 
pada era pertengahan cenderung ada penguatan dimensi religius 
dan bahkan dalam konteks spiritualitas, sedangkan dalam konteks 
modern, etika menjadi perbincangan intelektual yang multi dan 
antarperspekrif yang terbuka. Dinamika ini memberi keuntungan 
tersendiri dari suatu perspektif tertentu untuk bisa berkompetensi 
bahwa ide tentang yang diusungnya mampu memberi jawaban yang 
lebih memadai. 
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THE VIRTUE OF THE MIDDLE WAY: 
AN ETHICAL DECONSTRUCTION 
(PERSONAL REFLECTION) 


Novian Widiadharma 


The Mulamadhyamakakarika (MK) of Nagarjuna starts with 
these Dedicatory versess it is called as the Madhyamaka Creed: 


I pay homage to the Fully Awakened One, the supreme teacher who 
has taught the doctrine of relational origination, the blissful cessa- 
tion of all phenomenal thought constructions, (therein, every event 
is “marked” by): 

non-origination, non-extincion, 

non-destruction, non-permanence, 

non-identity, non-differentiation, 


non-coming (into being), non-going (out of being) 


(Inada, 1970: 38). 


These eight-negations represent pratityasamutpada. It is a soterio- 
logical spirit as Buddhas teaching itself. These verses especially the 
words “non-origination, non-extinction: non-destruction, non- 
permanence, non-identity, non-differentiation, non-coming, non- 
going” could be interpreted in many philosophical perspectives. 
Nagarjuna and his disciples called their school the Middle Way 
or Madhyamika. To understand MK completely, we should obtain 
it in a soteriological frame developed by Buddha. It is shown that 
there is a relation between MK views and Buddhist soteriology. 
The spirit of this school is similar to the spirit of Buddha i.e. avoi- 
ding two extreme positions. It is an ethical point. The position of 
ethics in Buddhism is very central. Buddhist restrict focus on the 
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ethical concern. Even Buddhism could be seen as grand radical 
programme of ethicization of entire human life (Prasad, 2007:7). 
This research would try to explore this problem by using an ethical 
perspective. 


There is a parallelism between Buddha and Aristotle. Both 
of them try to find the middle point between the two extremes. 
This issue related to Aristotle's account of virtue. Therefore, what 
is virtue? The classic explanation of virtue refers to Aristotle's work 
Nicomachean Ethics. According to this account, virtue is related to 
the mean point. Aristotle's doctrine of the mean represents all vir- 
tues as striking a balance between vices of excess and vices of defect 
(Blackburn, 2008: 227). From Aristotle's explanation, it is shown 
that virtue is related to the mean. However, virtue is a settled dispo- 
sition of the mind which determines choice, and essentially consists 
in observing the mean relative to us (Mautner, 2000: 592-593). 


The problem in Aristotle's Doctrine of the Mean is situated in 
its relativity. The “mean here is not an arithmetical sense. In arith- 
metic, the mean between 'two' and 'ten' is six, however, according 
to Aristotle, six” here is not automatically the mean (see in the 
Nicomachean Ethics Book II. vi). 


So, virtue is a purposive disposition, Iying in a mean that is relative 
to us and determined by a rational principle, by that which a pru- 
dent man would use to determine it 


The word “is relative to us makes this doctrine of the mean 
becomes obscure. It is difficult to identify where the point is. 


This obscurity can also be found in the eight-negations from 
MK. If the formulation of virtue is the mean between two kinds 
of vices, the vice of excess in one side and the vice of deficiency 
in the other side, both of them are being explained in negative 
terms. The binary oppositions such as “origination-extinction: 
destruction-permanence, identity-differentiations coming-going” 
both of them could be seen as vices, the excess and the deficiency. 
While the virtue which is the mean or the middle point of all them 
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is articulated in negative terms and expressions such as: “non-ori- 
gination, non-extinction: non-destruction, non-permanence, non- 
identity, non-differentiation, non-coming, non-going” It is stated 
that the virtue or the middle way is the “emptiness' and this is linked 
to pratityasamutpada or the doctrine of relational origination, the 
blissful cessation of all phenomenal thought constructions. Simi- 
lar to Aristotle's doctrine of the mean, the eight-negations of MK 
also contain an obscurity. The problem is there is difficulty to find 
the definite mean point or the middle position between these two 
extreems because there are articulated in negative expressions. 


If there are difficulties when it sets up from the extreme posi- 
tions to find the middle point between them, why do not attempt 
another direction as a breakthrough, i.e. commencing from the 
middle point instead of the extreme positions? Why do not set up 
from virtue' instead of vices'? By reversing the direction, the new 
perspective will be found. It could respond the problem of obscu- 
rity in the previous approach by presenting another viewpoint. In 
reality, the most of peoples tend to act in the extreme way rather 
than in moderate or middle way. A virtuous act is not a natural or 
an casy thing for the mainly peoples. Some people could perform it 
however most of them have difficulties to accomplish it. It is a chal- 
lenge when someone wants to start from the middle point. This 
research will try to assume that thing could be initiated from the 
middle point first, however because of some factors subseguently it 
transforms into extreme positions. At present, the guestion is not 
where the middle point is however why these things change from 
the middle point to the extreme positions? What factors influence 
it? 


“Thing as it is and the Mental Dispositions 


This research proposes our mental dispositions are the key 
factor that transforming us from the middle point to the extreme 
positions. The mental dispositions are influenced by many interests 
that work in our self. It is difficult for someone to be free from 
these interests. This example will give an account how it works: 
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“There was a student who life in abroad for many years. He missed 
his mother very much. One day he had a plan to visit his mother 
in their homeland. He had contacted his mother told her that he 
would go home. And then, the time was come. Finally, he arrived at 
the airport in his homeland after many years. He saw many crowds 
there. First, he had seen someone but later he realised that this per- 
son was not his mother. He had seen another person and the same, 
that person also was not his mother he looking for. These actions 
repeated for several times. And finally he found his mother. At that 
moment, he was very happy. When he had met his mother what 
was appearing in his mind was only his mother. The crowds around 
him suddenly disappeared. They were nothing at that moment, 
only his mother in his mind. 


From this example, how the mental disposition work is clearly 
shown. The main interest from that student who comes to his 
homeland is his beloved mother. So, he uses his main interest as a 
measurement when encounters with the other objects. When he see 
an object, the object is not a neutra) entity similar to an object in 
itself or a thingas itis' however itis a thing that matching with the 
interest of the subject. In this case, when a thing is not match with 
the main interest of the subject, its status is demoted to “nothing'. 
There is a transformation of the object from 'thing to 'nothing'. 
On the other hand, when an object is matched with the interest 
of the subject, its status is promoted to “everything. To sum up, 
there is transformation from 'thing to “everything'. In other word, 
the status of a 'thing depends on the personal interests of the sub- 
ject. There are two extreme directions in the mental dispositions, 
Le. transformation from 'thing to "nothing and transformation 
from thing to “everything! It is related to the practical concerns 
rather than the theoretical one. From this point a view, it can be 
seen that the practical concern is prior to the theoretical concern. 
It is difficult to a person to be 'neutra? completely, ie. free from 
any personal interests. It is an impartial person who seeing objects 
fully as they are, purely related with the theoretical concern how- 
ever this position is almost unattainable. This is manifested in the 
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theory reality and representing metaphysical view of things. If this 
neutrality is difficult to be achieved and the practical is prior to 
the theoretical, conseguently the ethical issues should get priority 
rather than the metaphysical issues. It means that the ethics should 
be prior to the metaphysics. This issue will be discussed afterwards. 


The previous example shows that peoples, influenced by their 
mental dispositions, have a tendency to appraise something bigger 
or smaller than its real measure. For example, if the real measure of 
a thing is one, peoples are inclined to assess it as 'ten, “hundred, or 
even thousand” bigger or smaller depend on their personal interests. 
Is this statement exaggerated? As it was seen above, thing” could 
become “nothing in one hand or “everything in another direction. 
If we want to enumerate nothing and “everything, the guestion is 
what numbers which are in close proximity to “nothing or “zero? 
The answer is arbitrary however one could state that the tiny num- 
bers such as one hundred thousandth' (0.000001-10-5), “one mil- 
lionth' (0.000001—10-6), or “one ten millionth (0.0000001-10- 
7) are close to “zero. The same case when someone asked what is the 
number that close to “everything or 'infinity'? It may be stated that 
the huge numbers such as one hundred thousand” (100,000—105), 
“one million (1,000,000—106), or ten millions (10,000,000—107) 
are close to “everything. Hence, the numbers such as “one, 'ten, 
'hundred), “thousand or million here should be seen as a “meta- 
phorical instead of a real one. Iris just the way to describe the scale 
numbers that situated between “nothing, thing, and “everything 
whereas thing here egual to “one. 


In order to simplify the numbers ten exponential scales are 
applied in this framework. If ten exponential scales are used, the 
numbers such as “one is eguivalent with ten to the power of zero 
(15100) where the others numbers are similarly related 10-101, 
100—102, 1000—103, etc. It also can be used for small num- 
bers 0.1-10-1, 0.01-10-2, 0.001—10-3, etc. Therefore there are 
some numbers between: nothing (zero), thing (one), and every- 
thing (infinity), Le.: nothing (0)...10-3,10-2,10-1,100 or thing, 
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101,102,103,...everything. This can be simplified just by using its 
exponential numbers, therefore the numbers are: nothing...-3, 
-2, -1, 0 or thing, #1, #2, 43, ...everything. This account shows 
that 'thing is the zero point. From this “zero point), thing could 
be deviated positively (to be constructed bigger) or negatively (to 
be constructed smaller) by the mental dispositions such as perso- 
nal interests. This “zero point' could be interpreted as Siinya' that 
means empty from any mental dispositions. This is purely, thing as 
it is. The realities as they are. 


Exponential (Mental) vs. Linear (Physical) 


It is already stated above that our mental dispositions construct 
something smaller or bigger than its actual measure. The numbers 
of scales that will be use here are leaping from 1, 10, 100, 1000, etc. 
instead of seguential in row such as 1, 2, 3, 4, 5 ...etc. Why using 
the exponential numbers rather than the linear one? It is to show 
a contrast between the mental capability and the physical capabili- 
ty. The grade in physical capability changes linearly but it changes 
exponentially in term of mental capability. For example, a lion 
could kill another lions or lioness. The guestion is how many times 
a lion could do? This case is purely physical case. The different or 
variation between one lion to another lion is slight or linier one. A 
lion could kill one, the others could kill two, three, four, six, etc. The 
most extreme case a lion could kill dozens lions or lioness. Could 
a lion has capability to kill thousands lions or lioness by using its 
physical capability? It is impossible, physical capability has a cer- 
tain limits. Lion is different to human. In the case of human, it is 
not only physical but also mental capability. Human could be more 
ruthless than lion. How many humans could be killed by another 
human? It is diverse significantly. One person could only kill one, 
the others could do dozens, hundreds, thousands, etc. In history it 
was recorded that a person, through his power and capability he 
had, could slaughter millions peoples! So it varied from the sca- 
les of one, dozens, hundreds, thousands, to millions. The numbers 
are leaping exponentially in scales. This is the different berween 
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the physical capability and the mental capability. One is in a linier 
scale, the other in an exponential scale. 


Another example is from the spreading information in internet 
era. A person could compare the different effect of spreading infor- 
mation physically and spreading it digitally. In one case, a person 
wants to give some announcement physically or manually by placing 
his announcement in a certain place. How many people would see 
his announcement? It could be dozens or may be hundreds people 
who see it. This method is limited by a certain physical conditions. 
In the other case, a person tries to posting his work in “You Tube”. 
How many people would saw his posting in internet? Different 
postings could have different reactions. One posting could only 
be seen by less than dozens viewers. Other posting could attract 
hundreds viewers. Another could catch the attention of thousands 
viewers. And it is not impossible that a posting could attract mil- 
lions viewers. It is different from the manual methods, the digital 
methods in internet is not limited by the certain physical condi- 
tions. It could be purely mental. If talking about the numbers and 
the scales in this internet era, they are not growth linearly but they 
are leaping exponentially. 


It is stated that peoples, influenced by their mental disposi- 
tions, tend to value something bigger or smaller than it actual 
size. The measure for this assessment changes exponentially rather 
than linearly in term of scales. Although the numbers here are 
more metaphoric rather than real, itc would be limited to the num- 
ber 1000 in other to make it more applicable. This limitation is 
important because by this limitation, an account about how big or 
how small a thing could be imagined easier. In this case, it varied 
from 1 to 10, 100, or 1000 bigger or smaller. Always remember, 
' is the actual size of thing. If thing becomes smaller then it starts 
from 'Y to 0.1, 0.01, 0.001, in contrast, if it grows to be bigger 
it would start also from “1' to 10, 100, 100. So, if all of these are 
combined from the smallest to the biggest it would be 0.001, 0.01, 
0.1, 1, 10, 100, 1000. The middle point of this numbers is “1? By 
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using its exponential number such as 10-3, 10-2, 10-1, 100, 101, 
102, 103, the middle point i.e. “1' became 100. Through referring 
only to its exponential number, the middle point or 1 could be 
seen as the zero point'. All numbers could be simplified only by its 
exponential sign as the representation's number, so now they are: 
-3, -2, -1, 0, #1, #2, and #3. This time “0 became the centre. It 
represents 'the zero point or 'thingasitis. A pure thing before they 
are influenced by any mental dispositions. 


The Shooting Target 


Now, imagine there is one point surrounded by three circles. 
This point is directly surrounded by the first circle. The second 
circle is ten times bigger than the first one and the third circle is 
the biggest, ten times bigger than the second circle. The point in 
the centre is a 0 point, representing 'thing as it is. The first circle is a 
zone for-l to #1 from zero point. The second circle is a zone for-2 
to #2. Finally, the third circle is a zone for -3 to #3. This could be 
described in a picture (see picture 1 below). 


Supposed that picture is a shooting target divided into four 
parts, Le.: the zero point, the first circle, the second circle, and the 
third circle. If someone wants to shoot this target which part of 
the circle that easily to reach? Which section of the target that the 
most difficult to achieve by a bullet? The third circle or the most 
outer circle is the easiest section to reach. On the other hand, the 
zero point or the centre of all circles is the most difficult part to 
achieve. Why? Because the outer circle has the biggest area, its area 
is ten times bigger than the second circle: it is also hundred times 
bigger than the first circle, and thousand times bigger than the zero 
point. The ratio between first circle, second circle, and third circle 
are 10, 100, and 1000. Since the biggest areas, the third circle has 
the biggest probability to be reached. The zone of-3/-#3 is easier to 
reach than the zone of -2/-#2 and the other zones. On contrary, the 
zero point or the centre of the circles is the hardest point to hit. 
“The zero point represents 'thingas it is. It can be conclude that the 
further from the centre of circle is the further from 'thingas it is. 
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Picture 1. 


Everything 


Nothing 
Note: 
0. Zero Point thing as it is 
IL. First Circle, circle area - 0.785 cm4:r— 05cm 


zone from -1 to #1 

II. Second Circle, circle area - 7.854cm?:r— 1.58 cm 
zone from -2 to #2 

III. Third Circle, circle area — 78.539 cm? 51 —5 cm 


zone from -3 to #3 
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What does it mean? It means that to be extreme (subjective) 
or going outer from centre of the circle is guite easier than to be 
moderate (objective) or going to the centre of circle. Why to be 
moderate is difficult? In the picture, the centre point of the circles 
that represent moderation or objective point is the smallest part 
compare to another part of circle. It is situated in “the zero point 
that seeing any issues objectively or 'thing as it is. “The zero point' 
here is a situation that completely neutral or objective where sub- 
jectivity from the ego has been reduced into zero. It could be cal- 
led as zero ego condition. It could be interpreted as “zinya' that 
means empty from any mental dispositions. This is purely 'thing as 
itis. The realities as they are. In this situation, the thing is free from 
any mental dispositions. The thing is not a thing that is related to 
subject anymore but purely 'the thing as it is. This situation is very 
difficult to achieve even almost unattainable. This account could 
answer the earliest guestion why things have a tendency to deviate 
from the middle point to the extreme positions. The mental dispo- 
sitions bend the direction from the centre, it is easier to be extreme 
(subjective) than to be moderate (objective). 


The Four Noble Truths 
Could this shooting target account be applied to the Budd- 


hist most fundamental doctrines such as “the Four Noble Truths'? 
It could be applied into this doctrine. The first tenet from the Four 
Noble truths is Iife is suffering. Can it explain why the life is suffe- 
ring? It is generally stated that peoples become suffering when their 
expectations are not match with the realities. From the picture 1 
above, it is showed that the Tealities as they are' or “thing as it is 
is situated in the zero point surrounded by three circles: the first 
circle is the smallest closer to the zero point' the second circle, and 
the third circle, the biggest one and the most remote from 'the zero 
point. It is stated recently that because of the mental dispositions 
the affinity to be extreme (subjective) is easier than to be moderate 
(objective). It also can be showed that if these circles are a shooting 
target the probability to hit in the outer circle (more subjective) 
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is far greater than probability to hit inner circle (more objective). 
This shows that the life is prone towards suftering rather than not. 
If talking about probability, the possibility of sufteringis far greater 
than not suffering. Therefore the statement that Tife is suffering' is 
indeed truer than its opposite Tife is not suffering' 


The second tenet from the Four Noble Truths is “the cause of 
suftering'. This account also could explain the cause of suffering. 
It is stated that the mental dispositions or the ego are the cause 
why peoples tend to act extremely (subjective) rather than to act 
moderately (objective). The mental dispositions have tendency to 
categories thing” to nothing in on hand, and to “everything in 
another hand. It is a transformation from 'thing to be “nothing 
or everything: If there is an attempt to scale the numbers of these 
mental dispositions, the growths of the numbers are leaping very 
immensely, therefore it is why the exponentials scales are applied 
in this account. This scale is used to distinguish the mental factors 
from the physical one. This mental factors construct an object 
becomes smaller or bigger than its actual size according their own 
interests. It generates akind of the delusion of reality and the reality 
itself. This discrepancy creates the immediate cause of the suffering. 


The third tenet from the Four Noble Truths is “the end of suf- 
fering. In this account, when peoples reach 'thing as it is in “the 
zero point that means there is no discrepancy between thing and 
reality. It can be said that it is the end of suffering because there is 
no discrepancy that cause the suffering. Although 'the zero point' 
is the hardest part to reach, but still there is possibility to reach it. 
It means there is still a possibility to end of suffering because 'thing 
asitis in the zero point is not something impossible. In the circle's 
target (see picture 1 above), it is just one point among other thou- 
sands points, however, it is not to be closed. Ir is still open indeed. 
Everybody could observe it very clearly. There is still possibility to 
hit that target. Despite very small the probability to reach the tar- 
get is not zero. 


Finally, the last tenet from the Four Noble Truths is the path 
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to end suffering' that consist the “Eightfold Path. It is stated that 
despite difficult there is srill probability to reach the target. The 
guestion is how to reach this target? To answer this guestion the 
conditions what make something reach the target should be known. 
First, peoples should recognize the target. Without knowing the 
target, how they could reach the target. It seems simple but actu- 
ally it is not. Referring to the picture 1 and its account above, most 
people do not realise that they are influenced by their mental dis- 
positions. They could not differentiate between “thing as it is and 
thing in their dispositions. These conditions make them difficult to 
reach the target. Therefore, the target should be recognised before 
an attempt to reach it to be done. Second, it is the concentration. 
Only known the target is not enough. If people have recognised the 
target but they have lack of the concentration, the probability to be 
failure will be still high. The target is only the smallest part in the 
circle: only with the good concentration the probability to hit the 
target will increase significantly. Third, it is practice. Knowing the 
target and have a good concentration are still not enough to give 
a positive result. They should repeat this process again and again. 
Practice makes perfect. By practice, a person could evaluate what 
he or she has done. This is a way to complete the achievement. In 
other word, knowing, concentrating, and practicing, all of them 
should be done simultaneously. This is parallel with “the eightfold 
path in the last four noble truths. Classically, the eightfold path 
consist of: right views right thought: right speech: right action: 
right livelihood: right effort, right mindfulnesss right meditation. 
These eight items could be classified into three dissections, i.e.: 
wisdom (right view, right thought): morality (right speech, right 
action, right livelihood), and meditation (right effort, right mind- 
fulness, right meditation). There is a parallelism between wisdom, 
meditation, morality in the classical Eightfold Path and knowing 
the target, concentrating to the target, practicing to hit the target 
in this discourse. This is very important because the Eightfold Path 
is also known as the middle way. It represents “the Middle Way as 
a whole. 
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The Ordinary Peoples and the Philosophers 
If the ordinary peoples are deluded by their mental disposi- 


tions in scale around -3 to #3 or it is situated in the third circle 
(see picture 1), how about the philosophers? Are they less deluded 
than the ordinary peoples? No, the philosophers are not less delu- 
ded than the ordinary peoples, on contrary, they are more deluded 
than the ordinary peoples. Even the philosophers tend to be delu- 
ded to the maximum level. How does it come? In the mode of life, 
philosophers are different from the ordinary peoples. The ordinary 
peoples usually do their life unreflectedly. They just do their life 
naturally, When their mental dispositions delude them, the level of 
delusion is relatively small because it is only related to the daily or 
the ordinary experiences. They just concern with practical things. 
How about the philosophers? The philosophers are exceptionally 
different. They do not just carry out their life naturally and unre- 
flectedly. Their daily and ordinary experiences are to be reflected. 
By doing such reflection from their life, they transform the status 
of experience from the particular to the universal status, from 
something concrete to abstract thing. They not just concern with 
practical obsessions, they even strive to theorize practical things 
because they want the explanation about their life. For example: A 
philosopher sees a chair. After have seen that chair he contemplates 
and then made some guestion, what make that chair a chair? He 
comes toa conclusion that there is a “chairness' that make that chair 
is a chair. This “chairness is more real than any other chair in the 
world. This chairness' is something abstract, general, and universal, 
all forms of chairs are depended to it. This “chairness is something 
absolute. 


Only the philosophers arrive to conclusion that there is 
something absolute from their common experiences, the ordi- 
nary peoples do not. It makes the philosophers in the situation of 
absolutely deluded and deluded absolutely. If the reality is to be 
understood as 'thingas it is, the philosophers reside in the furthest 
distance from 'thingas it is. Itis the most outer circles possible. Ins- 
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tead of reside in 'the zero point, the philosophers dwell in the most 
extreme point. It is in the absolute permanence in one hand and 
in the absolute nihilism in the other hand. Only the philosophers 
live in these places. They move from one extreme point to another 
extreme point. It is totally and completely deluded situations. 


Although it is more metaphorical, still according to picture 1 
account, where does the philosopher live? If the ordinary peoples, 
they live in scale -/4#3, in what scale the philosophers reside? For 
mapping the extreme argument possible, Nagarjuna uses what it is 
called “catuhskotika or four possible assertions. The term “kori itself 
means limits, boundary, or ends. This term is also representing a 
number, what number it represents? It is 10.000.000 (ten millions) 
with seven's zeros. Now, this seven's zeros will be used as anew limit. 
At the moment, the scales started from: -7 to #7. Therefore, they 
are: -7,-6,-5,4,-3,-2,-1, 0,4#1,4#2,43,44,45,46,47. The ordinary 
peoples live from scales -3 to #3, whereas philosophers live from: 
-7 to #7. It is the limit or the maximal positions the peoples can 
live. Ifin the picture 1, there is only three circles representing: -/-#1: 
-/42y and -/-43. At this moment imagine there are four other circles 
with the same ratio such as in picture 1 that representing -/4-4 to 
-/47. In the seventh circle, its r - 1581.14 cm. How big that the 
circles are. “The philosophers reside in the most outer circles, i.e. in 
the seventh circle. It is the furthest distance from 'the zero point or 
the centre of all circles. 


Does it mean that the ordinary peoples are better than the phi- 
losophers? Itis not at all. Although the ordinary peoples live closer 
to the zero point (target) however the awareness of the philoso- 
phers is better than the ordinary peoples. The ordinary peoples still 
live in unreflected conditions. It makes them unaware of the situa- 
tions. They just live naturally and only concerns with the practical 
things. The philosophers, because they live in the extreme condi- 
tions, have awareness that there is something wrong with their self 
and also there is something wrong with the world outside their self. 
It makes them unrests. They feel more pains as the results from their 
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extreme positions. Because of these pains they have more awareness 
and try to end their pains. In another place, the ordinary peoples 
tend to be unmoved from their “comfort zones. Even though the 
ordinary peoples reside closer to the zero point, the probability of 
them to achieve the target is relarively smaller to the philosophers. 
The awareness of the target is more important than being closer 
to the target. The philosophers have the unigue position, there are 
more deluded in one side but they have more awareness in the oth- 
ers side. It is very extremes indeed. Nevertheless, the awareness they 
have is the key to end their deluded minds. Their awareness keeps 
any possibility open for them. It makes them have more chance 
than the ordinary peoples. 


Metaphysics and Deconstruction 


What is the root of these philosophers deluded minds? The 
answer of this guestion is a branch of philosophy, i.e., metaphysics. 
It is regarded as a pinnacle of philosophical speculation (Lawson- 
Tancred, 2004: xi). Metaphysics wants to understand the world 
at once and for all. Metaphysics aspires and pretends to reach the 
conclusions by logical arguments commencing from assumptions 
which would readily accepted by any reasonable person. The pro- 
cess is the same: the input is simple, even banal, features of the daily 
dealing with the world, the output an extraordinary and dramatic 
reassessment of the fundamental structure of that world (ibid.: xii- 
xiii). It is started from simple, practical, daily experience of ordi- 
nary people. It is situated in the third circles or the zone from -3 to 
#3. However, during the process, metaphysics brings this ordinary 
thing to the extraordinary thing. It becomes dramatic, general, 
abstract, universal, fundamental, and at a certain point, absolute. It 
transforms from zone -/-4#3 to maximal limit in zone -/4-7, the most 
outer circle. It is a situation from a partially deluded to a completely 
deluded. 

A certain metaphysical position is not free from any reactions. 
A reaction towards a certain metaphysical position will bring from 
one extreme position to another extreme position. For example, a 
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reaction towards acertain metaphysical tenet such as there is such as 
an absolute permanence substance that exists in every single entity. 
What is the reaction of this opinion? The reaction could be there 
is no such called substance: everything is just absolute obliteration 
that no single entity exists. The first view has stressed on absolute 
present or permanence of being while the second tenet has stressed 
on absolute absent of being. The first is sivuated in zone #7 whereas 
its reaction, the second, is situated in zone -7. There isa movement 
from one extreme position in zone #7 to another extreme position 
in zone -7. One extreme position creates another extreme position, 
from a deluded position moves to another deluded one. It com- 
monly happens in realm of metaphysics. 


If metaphysics is the main predicament, how does to over- 
come this metaphysics? It is not easy to overcome metaphysics. 
Every single effort to destroy a certain metaphysics view will create 
another new metaphysical position. It is more difficult to over- 
come metaphysics as a whole system. Once a person enters to the 
metaphysical realm, it is difficult to that person to withdrawn from 
it. Another problem is, it is difficult to escape from the problem 
of metaphysics when it encounters with the most basics issues in 
philosophy. The most basics issues in philosophy are always rela- 
ted to a certain metaphysical views. Therefore, metaphysics in one 
side brings us to certain extreme position while every single effort 
to undertake against them will bring us to another extreme posi- 
tion. It seems always swing from one acute point to another sharp 
point. It also means that it moves from one misery point to another 
misery point. 


How to deal with this difficult problem? The answer is by 
undertaking what is called as the deconstruction of metaphysics. 
The deconstruction of metaphysics is different from the demoli- 
tion of metaphysics. In the demolition of metaphysics, it only 
works in one side or position. When one position is negated or 
obliterated it means another side or position is to be affirmed. For 
example if the position in #7 zone to be obliterated, it means an 
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affirmation of opposing position in -7, vice versa. It only works only 
in one side, it only makes movement from one extreme to another. 
However, in the deconstruction of metaphysics, the situations are 
different. The deconstruction does not only work in one side, it 
works in both side extremes position, in -7 and #7 simultaneously. 
It is double movements gesture instead of single movement. The 
position of-7 and #7 moves together. When the movement begins, 
they neutralize each other. As soon as this process takes place the 
new possibility of termination is open. 


In the case of Derrida, there is binary oppositions between 
(present (can be represent by #7) and @absent' (can be represent 
by -7). The Western Philosophy tends to prioritize present (47) 
to absent' (-7). It is generally called as the Metaphysics of Present. 
There is a hierarchy: present (47) over absent (-7). The decon- 
struction tries to overturn this hierarchy. It does not try to negate 
the present (#7) in one hand and to affirm the @absent (-7) in 
the other hand. It does not attempt to change that hierarchy per- 
manently. Its purpose is to destabilize binarism between “present 
(#7) and @absent (-7) and displace the opposition itself. The task of 
deconstruction is to undermine the metaphysical thinking. It is by 
disrupts its foundation, dislodge its certitudes, turn aside its guest 
for an undivided point of origin (Collins, 2006: 47). It is different 
from the demolition which is too negative and one-sided. 


In the case of Nagarjuna, it is commonly known that in Budd- 
hist doctrine that there is binary opposition between samsara (can 
be represent by -7) and nirvana (can be represent by 47). The 
most shocking thing is when Nagarjuna in MK XXV, 19 said that: 
“Samsara is nothing essentially different from nirvana. Nirvdina is 
nothing essentially different from samsara. What does it mean? 
It means that the position -7 is nothing essentially different from 
the position #7, vice versa. This is an example of deconstruction. It 
is not too negative and also it is not a one-sided movement. Both 
positions, -7 and #7, moves together to a certain point that make 
both of them are not different anymore. Now the position -7 is 
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similar to position #7. Where both of them meet? They meet in 
the zero point (0), thing as it is. When we understand the feali- 
ties as they are, there is nothing essentially different between both 
samsara (-7) and nirvana (47). Both of them are siinya (0). 


It can be said that if metaphysics is a kind of delusion or poi- 
son then deconstruction is its antidote. While metaphysics brings 
something to the extreme limits and sets out to the most outer 
circle, a deluded things deconstruction brings it back to the centre 
of the circle or to 'the zero point, i.e. thing as it is' It is shown that 
deconstruction is not merely a kind of methodological or theore- 
tical thing: on contrary, it is also related to a practical thing. The 
stressing here is that the deconstruction is something practical. 
When the deconstruction is related to its capability to cure or to 
heal something, the deconstruction is a kind of ethics. In reality the 
practical is prior to the theoretical, however the practical tend to 
be neglected in philosophy:. If the practical is represented by ethics 
and the theoretical is represented by metaphysics, ethics should be 
prior to metaphysics. In this case, the problem caused by metaphy- 
sics can only be cured or healed by an ethics. What kind of ethics is 
it? Itis an ethical deconstruction or the Ethics of Deconstruction. 


Holistic Program 


Deconstruction brings back the direction of people from their 
deluded positions and orientations to their main target, it is the 
zero point or thing as it is. Is this new insight as a result from 
deconstruction enough? No, although peoples know the target, 
there is no guarantee that they will reach the target. In order they 
could hit the target they need alot of practices. And in order their 
practices successful, they also need concentration to their practice 
and to their target. Without knowing to the target, peoples will 
shoot randomly. With this random method, the possibility for suc- 
cess is very infinitesimal. Without practices, even if peoples know 
the target the probability to hit the target still very small. 


Peoples should do all those elements simultaneously. They 
should know the target well, practice to hit the target, and also full 
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concentrate to the target, all of these should be done all together. 
This could be summarized in one term it is called “the Middle Way. 
The Middle Way consists of wisdom, morality, and meditation. It 
is a holistic program to help peoples out of sufftering. The wisdom 
here is gained by doing a deconstruction towards wrong views that 
deluded the mind. When the wrong has been disappeared the new 
insight and wisdom appears. The wisdom means nothing without 
the practices in the real world. The Wisdom should be actualized. 
These practices are called as the ethics or morality. Finally, the med- 
itation is a method to discipline and sharpening mind. This could 
help both the wisdom and the ethics. The combination between 
the wisdom and the ethics could be seen as an “Ethics of Decon- 
struction (see Critchley, 1999). It is an important component of 
the Middle Way as holistic program the end the suftering. 
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Abstract 


This essay focuses on three of Islams best-known philosophers: 
Farabi, Avicenna, and Averroes. It sets forth and compares their ethi- 
cal teaching on the following basic issues: (1) the relation of philosophy 
to religion, (2) the communal basis of ethics and the comcomitant role 
of statecrafi, and (3) some specific characteristics of their ethical teach- 
ing Throughout the essay the close connection of medieval Islamic 


with classical Greek philosophy is noted. 


Though relatively short-lived, the philosophical tradition 
within Islam exercised an enormous influence on practical and 
theoretical thinking. According to the strictest reckoning, Abu 
Yusuf Yagub Ibn Ishag al-Kindi (died about 252 A.H./866 C.E.) 
must be cited as the instigator of this tradition and 'Abd al-Rah- 
man Ibn Khaldun (732 A.H./1332 C.E.-808 A.H./1406 C.E.) as 
bringing it to a close. After being neglected within the world of 
Islam for several centuries, it has now begun to come back into its 
own as a subject of serious academic study and also to attract the 
attention of the generally educated public. After several centuries 
of limited academic interest within the West, medieval Islamic phi- 
losophy has recently also begun to claim the attention of a wider 
audience here. 

“ Charles E. Butterworth, “Ethics in Medieval Islamic Philosophy” in The Jour- 
nal of Religious Ethics, Vol. 11, No. 2 (Fall, 1983), pp. 224-239. Stable URL: 
www jstor.org/stable/40017707. (Accessed: 10-12-2015). 
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This wider interest in medieval Islamic philosophy is welcome, 
for a proper understanding of the history of Western philosophy 
depends upon an adeguate awareness of that Islamic tradition and 
the way in which its proponents contributed to the preservation 
of classical Greek philosophy, especially the teaching of Plato and 
Aristotle but also that of Galen. A sign of the deep involvement 
between medieval Islamic philosophy and classical Greek phi- 
losophy is that whereas the Arabic word for wisdom (hikmah) 
is ordinarily used to render philosophy, the particular tradition 
referred to here is rendered, by a slight borrowing from the Greek, 
as falsafah, and those involved within the tradition refer to them- 
selves, or are referred to, as falasifah (singular, faylasuf). During the 
time in which the writings of Plato and Aristotle were largely un- 
known in Europe, they circulated widely within the world of Islam 
in Arabic translation and prompted a number of commentaries or 
parallel investigations. To be sure, not all of Plato's or Aristotles 
writings were preserved in this fashion, but a sufficient number 
were passed on in translation and subseguently became the subject 
of commentaries. The Scholastic movement took its first bearings 
from the Latin translations of those works which first came to light 
in Muslim Spain. Of special interest to us, formed as we are by a 
tradition of revealed religion, is the way in which these Muslim 
Jalasifah investigated the possible harmonious links or the com- 
mon interests between philosophy and revealed religion. Unwilling 
to subordinate one to the other or to argue that they belonged to 
separate spheres of human existence, these philosophers urged that 
the ultimate concerns of both philosophy and religion were identi- 
cal and that it was therefore appropriate for cach to assist the other. 


In this respect, they participated in a discussion begun by 
Plato's Socrates in the Republic and nurtured by Aristotle in both 
the Nicomachean Ethics and the Politics. Though the far-reaching 
political implications of Plato's and Aristotle's teaching often escape 
us today, they were as apparent to Machiavelli, Bacon, Hobbes, 
and Spinoza as to those within the medieval Islamic philosophical 
tradition. From this perspective as well, then, a correct apprecia- 
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tion of the history of Western philosophy presupposes an adeguate 
awareness of medieval Islamic philosophy. Moreover, the moderns, 
by their successful rejection of the classical Greek and the medieval 
Latin or Scholastic traditions, have persuaded us to neglect a num- 
ber of guestions crucial to our own well-being. For Plato and Aris- 
totle as well as for their interpreters within the medieval Islamic 
philosophical tradition, human happiness—true human happiness 
and not simply what is generally believed to be human happiness— 
was of fundamental importance. They further agreed insofar as 
they held that to discern true human happiness it is necessary to 
have a clear notion of the end or the goal of human life as well as 
of the various perfections, excellences, or virtues within the grasp 
of human beings. Moreover, positing the universe and its parts to 
be ordered in such a manner that everything had an end or a goal, 
they attempted to discover possible parallels berween that natural 
order and the order of the human soul. This perspective has now 
been rejected, largely because of the efforts of Machiavelli, Bacon, 
Hobbes, and Spinoza, as well as, certainly, those of Locke, Rous- 
seau, Kant, and Nietzsche, not to mention Weber and Heidegger. 
Yet precisely because a rejection of a philosophical position is not 
eguivalent to its refutation, it behooves us to think again about its 


merits. 


As a step towards doing precisely that, and towards recasting 
these rather sweeping generalizations in terms of more defensible 
arguments, 1 propose in what follows to look closely at the ethi- 
cal teaching of the three greatest representatives of this medieval 
Islamic philosophical tradition: Abu Nasr Muhammad al-Farabi 
(about 257 A.H./870 C.E.-339 A.H./950 C.E.), hereafter referred 
to as Farabi: Abu 'Ali al-Husayn Ibn Sina (370 A.H./980 C.E.-428 
A.H./1037 C.E.), known in the West as Avicenna: and Abu al- 
Walid Muhammad Ibn Ahmad Ibn Rushd (520 A.H./1126 C.E.- 
595 A.H./1198 C.E.), better known as Averroes. These three, the 
best known of the falasifah, were also the most prolific. Moreover, 
cach stands for a specific geographical and linguistic aspect of med- 
ieval Islamic culture. Farabi, with his long residence in Baghdad and 
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shorter stays in Aleppo and Damascus, represents the Arab East. 
Avicenna, who was raised in Bukhara (now in southern USSR) and 
resided there until circumstances forced him to move to other Per- 
sian royal cities such as Hamadhan and Isfahan and who wrote in 
Persian as well as in Arabic, can be taken as representative of the 
Arab and Persian East. And Averroes, chief judge in Cordoba and 
in Seville in Spain, as well as sometime advisor to the Almohade 


rulers in Marrakesh in Morocco, is a prime example of the Arab 
West. 


Precisely because their writings are so numerous, it seems ap- 
propriate to order the following discussion by considering the way 
the ethical teaching of each sheds light on three issues: the relation 
of philosophy to religion, the communal basis of ethics and the con- 
comitant role of statecraft, and some specific characteristics of their 
ethical teaching. Because such a procedure obviates the possibility 
of careful textual exegesis, something that is especially important 
with these authors given the novel manner in which they formulate 
their different arguments and given our general ignorance about 
their teaching, efforts will be made to indicate the broader context 
in which the positions elaborated here occur. 


FARABI 


Farabi's writings are guite charming, and often deceptively so. 
His language is remarkably simple, his sentences guite uncompli- 
cated. Most freguently, Farabi sets forth something resembling a 
narrative, almost a story about the way things are—both natural 
and conventional things—that is simply unobjectionable. As the 
narrative unfolds, the reader slowly begins to realize that Farabi has 
accounted for political leadership, prophecy, moral virtue, civic 
order—in short, for the major subjects of political discourse—in 
a completely unprecedented manner. Usually the account explains 
the ultimate reasons for which human beings live in civic associa- 
tion, how this association can best be ordered to meet the highest 
human needs, the way in which most actual regimes differ from 
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this best order, and the reasons for which philosophy and religion 
deem this order to be indeed best. 


His Book of Religion (1968) and Attainment of Happiness 
(1969a) are especially apt examples. The first is a treatise of slightly 
more than thirty pages containing a comprehensive statement 
about the order of the universe and the way that order is reflected 
in the teachings of virtuous religion as well as in political science 
(which is part of philosophy). He employs in his Book of Religion 
an almost playful description of the universe to account for its 
major features and for the way its different parts interact, a descrip- 
tion which makes its complexity and apparent disorder seem mere 
phantoms as a new vision of simplicity and harmony is brought to 
light. All of this is presented through a novel juxtaposition of reli- 
gion and political science. The first part of this treatise (1968, sees. 
1-10) is devoted to an explanation of religion and what it compri- 
ses, while the second (1968, sees. 11-27) contains an explanation of 
political science and what it investigates or sets forth. Each account 
is self-contained. There is no mention of political science in the dis- 
cussion of religion until the very end of that part (1968: sec. 10), 
nor any reference to religion in the discussion of political science 
until the very end of the treatise (1968: sec. 27). 


In the Attainment of Happiness Farabi explains why it is so 
important for religion and political science to be based on a proper 
understanding of the universe. Only through an investigation of 
the things existing in the universe is it possible to become aware of 
the ultimate perfection for which man has come into being (1969a, 
sees. 17-18). This treatise is the first part of athree-part work, and 
something like an extensive preface to the other two parts. These 
are Farabi's Philosophy of Plato (1969b) and his Philosophy of Aris- 
totle (1969c), the latter two being separate essays of unegual length 
in which he explains the parts and the ranks of order in the phi- 
losophy of Plato and that of Aristotle, doing so for the purpose 
of showing that they had the same goal and intended to set forth 
one philosophy (1969a, sec. 63. But cf. 1969c: sees. 1 and 99, and 
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1969b: sees. 31-38). The style of the Artainment of Happiness has 
an aura of resoluteness, as though the most cursory reflections 
about these matters would corroborate the soundness of Farabi's 
account. Throughout, the discussion is so pellucid, the explana- 
tions so unobjectionable, the parallels with what lies behind actual 
practice so numerous that the reader gradually forgets the distance 
between this account and daily life. 


A theme running throughout Farabi's writings is that the terms 
philosopher, religious leader (imam), virtuous ruler, and law-giver 
all have one meaning. Or, as he explains (1969a: sec. 58), they all 
finally agree by signifying one and the same idea.” Such an identity 
exists because of the fundamental harmony between virtuous reli- 
gion and the political science which is subordinate to philosophy, 
that is to say, between religion and philosophy. The same under- 
standing of the universe and of man' place in it as well as of what 
constitutes his ultimate perfection may be found in religion and in 
philosophy. They differ only in that each expresses this understan- 
ding in a different manner, philosophy in terms of investigations 
and inguiries as well as of the conclusions reached therein and reli- 
gion in terms of images and examples more readily accessible to a 
greater number of people. In philosophy, there isa constant attempt 
to move from an immediate awareness of a phenomenon—that is, 
from the way it first presents itself to our cognition—to an explana- 
tion of its beingortoan account of the way itis as well as of how and 
why it came to be that way and eventually of what it is supposed to 
be or to become (1969a: sees. 4-6). Though philosophy does arrive 
at an understanding of what ultimate human happiness is, under- 
standing alone does not suffice for bringing such happiness about. 
To achieve human happiness, a philosophically-minded individual 
must have recourse to deliberative and moral virtues as well as to 
certain practical arts (1969a: sces. 22-32). Now even though reli- 
gion has the same understanding of man, the universe, and man's 
ultimate perfection as philosophy, religion is more concerned with 
explaining the opinions people should hold and the actions they 
should perform so that they might attain ultimate happiness than 
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in investigating these guestions as philosophy does. 


Conseguently, the founder of a religion first sets forth the theo- 
retical and volitional opinions that people ought to hold if they are 
to function as responsible members of the religious community. By 
means of the theoretical opinions, the founder describes the cha- 
racteristics of the deity, the universe and its parts as well as how it 
comes to be, human existence and the human soul, prophecy and 
revelation, and then life and death as well as the life to come with 
its attendant happiness or misery. The volitional opinions are pre- 
sented so as to describe the virtuous prophets, kings, rulers, and 
imams who have existed in previous times and from whose conduct 
one can learn how to lead the proper kind of life (1968: sec. 2). 
Because belief is not enough, the founder also sets down actions 
the adherents of the religion must perform. These include speeches 
and deeds by which they praise and extol the deity as well as the vir- 
tuous prophets, kings, rulers, and imams, blame and vituperate the 
vicious ones, or learn to act justly with one another in the dealings 
they have as fellow citizens (1968: sec. 3). 


With respect to the attention paid to actions, the founding of 
a religious community is highly similar to the founding of a city. 
In the latter instance (according to political science, which is sub- 
ordinate to philosophy), special care is taken so that the citizens 
acguire the kinds of dispositions and character traits which will 
allow them to function well as citizens of a virtuous political regime 
(1968: sec. 14a). Little or no attention is paid to furnishing the citi- 
zens of this regime with opinions, but the ruler and the law-giver 
thoroughly investigate all the subjects comprised by philosophy in 
order to ascertain that this regime is indeed such as to afford its 
citizens ultimate human happiness. In the account Farabi provides 
of this investigation, it becomes clear that the practical wisdom or 
prudence which they thereby acguire and which guides their ruling 
art is identical to the revelation which guides the founder of a vir- 
tuous religious community (1968: sees. 14d, 18, 19-22, 24-26, and 
2 
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Thus whether the issue is the sense in which the terms phi- 
losopher, imam, virtuous ruler, and law-giver all signify the same 
idea, or whether it is the way in which the founder of a religious 
community (by means of revelation) and the founder of a political 
regime (by means of prudence) aim at the same goals and stress the 
same kind of development within the citizens, there is a close link 
between philosophy and religion in Farabis teaching. 


Integral to the implications of this teaching is that in the Book 
of Religion he is somewhat vague about the opinions, disposi- 
tions, and character traits to be inculcated in the citizens. This is 
because his primary intention is to emphasize the overwhelming 
importance of the ends of the regime. For Farabi, moral virtue is 
subservient to the theoretical understanding the ruler first acgui- 
res. Ihe moral virtues, like the deliberative virtues and the practi- 
cal arts, are used to reach the human perfection revealed cither in 
theoretical investigation or by means of revelation. Conseguently, 
he never goes beyond a superficial presentation of these pheno- 
mena nor ever suggests that they have any significance other than 
as instruments by which the ruler brings the citizens to act in accor- 
dance with the laws and regulations of the community. In keeping 
with this general neglect of moral virtue, little is said about ethics 
per se, that is, moral habits (akhlag) and character traits (adat), 
in any of Farabis writings. One encounters at most an obligue 
reference to the need for people to acguire the moral dispositions, 
habits, and ways of life consonant with the virtuous ends aimed at 
in the community. 


By placing so much emphasis on the end of the community, in 
ordering it s0 that ultimate human happiness may be attained by the 
citizens, Farabi makes moral virtue, or the ethical habits and moral 
dispositions leading to its acguisition, a communal concern. One 
indication of this communal basis of Farabi's ethical teachingis that 
the citizens, depending upon cither their docile or their recalcitrant 
character, are either instructed in the habits, dispositions, and ways 
of life (that is, in the opinions and actions which ought to be theirs) 
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or are compelled to act according to prescriptions which embody 
them (1969a: sees. 39-43). Another indication of this communal 
basis of ethics is that Farabi constantly speaks of virtuous religion 
as though it could be achieved only within a political community. 
Both in the title of his treatise on this subject and in his discussion 
of that theme, he uses what can best be described as an ambiguous 
term—millah. Itis a term which can just as reasonably be translated 
"religious community” as ”religion.” The latter seems preferable pri- 
marily because of his explicit insistence at one point (1968: sec. 4) 
that millah is synonymous with all of the other terms usually taken 
to characterize religion, that is, creed (din), divine law (shanah), 
and tradition (sunnah)—it being implicitly understood that ”tradi- 
tion” signifies the speeches and deeds of the Prophet Muhammad. 
Nonetheless, from the very opening sentence of the treatise, it is 
evident that millah has very distinct political over-tones for Farabi. 
”Millah” he observes, ”consists of opinions and actions which are 
determined and restricted by the conditions prescribed for a com- 
munity by its first ruler” (1968: sec. 1). As long as the community 
is properly ordered, no one should turn away from these opinions 
and actions in order to pursue a different path to ultimate happi- 
ness. 


Finally, Farabis insistence on the identity of meaning between 
the terms philosopher, imam, virtuous ruler, and law-giver (like 
his explanation that some of the opinions presented to the people 
describe the virtuous prophets, rulers, kings, or imams from carlier 
times) points to the hierarchy inherent in his teaching. The prop- 
hets and rulers have an end distinct from that of the citizens. Inso- 
far as they formulate the conditions which determine and restrict 
these opinions and actions, they see beyond what is prescribed. 
Whereas it is sufficient for the citizens to hold these opinions and 
perform these actions, the philosophers, imams, and the like must 
discern what the people of this community need to believe and do 
in order to acguire true human happiness. They must have a clear 
idea of what such happiness is and how it may be secured, whereas 
the citizens may be content with verisimilitudes of it. Even within 


123 


CHARLES E. BUTTERWORTH 


this hierarchy, there is a hierarchy. However much religion may be 
said to resemble philosophy (1968: sec. 5) or the prophet, imam, 
and law-giver said to resemble the philosopher, the comparison is 
always cast in such terms that theoretical knowledge and the kno- 
wer, or theoretical inguiry and the one who seeks such knowledge, 
are the points of reference, the standards in terms of which all else 
is judged. In sum, Farabi presents his moral or practical teaching as 
dependent upon theorerical knowledge, and it in turn as acguired 
through investigation. When it is acguired not through investiga- 
tion but through revelation, its soundness needs to be vouched for 


by philosophy:. 


AVICENNA 


None of the charm of Farabis writing style carries over to 
Avicenna. Complex syntactical constructions, cumbersome phra- 
ses, overly verbose explanations, and unfamiliar vocabulary mark 
Avicennas writing. In place of Farabi's deceptive narrations that 
gracefully lead to a crystalline image of a whole new world, Avi- 
cenna burdens his reader with endless enumerations and taxono- 
mical lists. His writing takes the form of essays about Aristotelian 
treatises and themes, essays which explore the subject of the treatise 
or the theme itself in such a manner that one learns far more about 
Avicennas opinions than about what he thinks Aristotle was trying 
to explain. For example, in his multi-volume Shija (or Healing)—a 
work divided into four major sections, somewhat along the lines 
of Aristotles account of the sciences, and each section further 
divided into parts which freguently bear the names of Aristotelian 
treatises—Avicenna explains what he understands of these sciences 
or arts with nary a reference to Aristotle. Much of the rest of his 
writing presupposes the importance of the Shifa insofar as it sum- 
marizes or enumerates in abbreviated form the themes discussed 
there. And Avicenna indicates his differences from Aristotle in yet 
another way: whereas Aristotle presented his moral and political 
teaching as belonging to practical science and as independent of as 
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well as distinct from theoretical science, Avicenna freguently blurs 
that distinction. Though he does admit that morals and politics 
belong to practical science, he elaborates upon them only in the 
course of his theoretical discussions, that is, either in his On the 
Soul (1975) of the Shifa (a treatise which takes up the theme and 
many of the discussions of Aristotle's De Anima) or in his Metaphy- 
sics (1960), also a part of the Shifa. 


It is in Book Ten of his Metaphysics that Avicenna provides his 
fullest account of moral virtue. He begins by explaining the superi- 
ority of the prophet to all other men, indicating thereby that both 
philosophy and politics are subordinate to religion. The prophet 
is the best of men because he has acguired the practical moral 
habits by which he can manage his own affairs as well as provide 
for those of the people for whom he sets down laws and establishes 
justice, and because he has developed his soul to the point that it 
has become a free intellect (1960: X, 435: 13-15). Such an explana- 
tion tacitly suggests that the prophet completes the partial lives of 
the philosopher and the virtuous ruler—the philosopher having a 
fully developed intellect, but not the practical moral virtues whose 
mastery would allow him to rule people well, and the virtuous ruler 
having the latter but not the former. 


Whereas the opinions and actions Farabis virtuous first ruler 
set before the people were clearly such as to help them acguire 
the moral habits and dispositions which would allow them to live 
together harmoniously, and in such living to move towards ulti- 
mate happiness, Avicennas prophet dwells more on beliefs which 
have no such immediate political relevance. Some even have an 
anti-political or ascetic bent, as though the highest goal towards 
which thoughtful humans should strive were to weaken the ties 
between their soul and their body in order to achieve separation 
from the body (1960: X, 442: 2-443: 12 and 445: 14-446: 4, see 
also 1960: IX, 429: 16-431: 11). In this sense, ultimate happiness 
is not acguired through political association, but through a turning 
away from political life and all other bodily concerns. Running 


125 


CHARLES E. BUTTERWORTH 


throughout Avicennas writings, this tension between the demands 
of political life and the demands of complete spiritual life derives 
from the subordination of philosophy and politics to religion, from 
the claim that the highest human achievement is the pure intel- 
lectual or spiritual perception proper to a disembodied soul which 
has gone beyond the concerns of the practical intellect (1975: 186: 
2-8: see also 1908a: 60: 4-61: 3 and 63: 11-70: 1: 1954, 42: 18-19: 
and 1892: 198: 9-13). Unfortunately, Avicenna never explains 
what prompts the prophet to turn aside from this all-important 
goal of untrammeled spiritual perception in order to legislate for a 
political community. Nor, in spite of his repeated insistence on the 
need to do away with or go beyond the pracrical intellect in order 
to develop fully the theoretical or spiritual intellect, does he ever 
make clear why the prophets mastery of the practical moral virtues 
should constitute his superiority over the philosopher. 


This tension or unclarity notwithstanding, Avicennas prophet 
does set down laws for a political community, laws which provide 
for its administration and survival as well as for the moral and phy- 
sical well-being of its citizens. Avicenna pictures human beings as 
first coming together in order to survive. Initially no more than a 
basic response to natures inattentiveness, it leads, under the best of 
circumstances, to their spiritual betterment as well. Their imme- 
diate need for someone who will set down laws and thereby esta- 
blish justice so that they might live together harmoniously points 
beyond mere physical concerns because justice, properly conceived, 
provides for all human good (1960: 441: 3-442: 2 and 455: 1-12, 
see also 1975: 181: 5-19 and 183: 4-17). Avicenna's reasoning is 
that justice is a balance or mean acguired by means of moral habits 
and character traits and sought either to break the hold of the pas- 
sions s0 that the soul may be purified and liberated from the body 
or to use the passions with respect to the concerns of this world. 


One way men should make use of the passions for what pertains 
to this world is to take pleasure in their natural appetites for things 
like food, clothing, and sex in order to preserve their bodies and to 
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have children. Avicenna also suggests another way, namely, giving 
vent to those passions like anger, hate, and pride in order to be cou- 
rageous enough to preserve the city. With respect to this proper use 
of the appetitive passions (or temperance) and of the irascible pas- 
sions (or courage), Avicenna speaks of the need to observe a mean 
between vices of excess and deficiency. Though he does no more 
than hint at the conseguences, he must have in mind that men can 
harm one another by pursuing the bodily pleasures to excess or by 
being rash and foolhardy: on the other hand, if they are s0 insensi- 
tive to pleasure that they do not eat adeguately and fail to engage in 
sexual intercourse or shy away from protecting what is their own as 
do those who are overly fearful, the city will be harmed. 


Avicenna says little here, or in the treatise which discusses these 
same issues— On the Science of Moral Habits (1908b)—about prac- 
tical wisdom. We are told that it is to be used for administrative 
affairs and is opposed to the vices of discernment, nothing more 


(1960: 455: 12-13: 1908b: 152: 10-14 with 152: 14-156: 9). 


These three moral habits and character traits (temperance, 
courage, and practical wisdom—also referred to by Avicenna as 
moral virtues), by means of which justice is acguired, are for the 
well-being of human beings in this world. They can be pursued 
adeguately without theoretical wisdom, even though it is superior 
to them. At the end of his account, Avicenna presents theoretical 
wisdom as being so important that one can attain happiness only 
by acguiring it as well as these three virtues, all of which add up 
to justice. Clearly, one cannot be happy—however virtuous one 
is—without having theoretical wisdom, but Avicenna says nothing 
about the converse. Instead he indicates that the only thing to be 
desired more than justice plus theoretical wisdom is ”to win, in 


addition, the prophetic gualities” (1960: X, 455: 14-16). 


The communal basis of Avicennas ethical teaching can now 
be stated as follows. Adherence to the laws set down by the prop- 
het will permit the citizens to acguire the moral virtues, which 
together are tantamount to justice, and thus to live harmoniously 
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in this world. If the citizens also embrace the beliefs about God 
and the life to come as set down by the prophet (the non-political 
beliefs alluded to above), they can aspire to happiness in the here- 
after. Those able to acguire theoretical wisdom as well as justice 
may aspire to happiness in this life, but to a happiness inferior to 
that of the prophet—presumably because the prophet alone is able 
to purify his soul so that it becomes liberated from the body and 
thus achieves intellectual or spiritual perception. 


Unlike Farabi, Avicenna does not define virtue in terms of 
the end of the regime. In fact, he says very little about its end, per- 
haps because he is persuaded that the kind of laws laid down by 
the prophet guarantees its rectitude. Nor does he dwell very much 
on the content of these moral virtues. Apart from indicating the 
general usefulness of courage, temperance, and practical wisdom, 
or the basic issues to which they can be applied, and from sugges- 
ting that there are other moral habits and character traits useful for 
purifying the soul as well as for helping it become liberated from 
the body, Avicenna usually maintains a guarded silence about these 
matters. On the few occasions when he does go beyond such indi- 
cations and suggestions, his concern for exhaustive enumerations 
of the various virtues and moral habits or for precise divisions of 
the various parts and powers of the soul keeps him from providing 
a substantive account of them. For these reasons, Avicennas several 
explanations of moral virtue and moral habits or ethics leave many 
guestions still to be answered. 


AVERROES 


This is no harsher a judgment on Avicenna than that which 
Averroes or, for that matter, al-Ghazali (450 A.H./1058 C.E.- 
505 A.H./1111 C.E.), makes of him. Averroes especially blames 
Avicenna for discussing complex guestions in a confusing and fre- 
guently misleading manner, as well as for setting forth explanations 
about issues like the eternity of the world which misrepresent the 
traditional philosophical treatment and even weaken the religious 
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account. Yet when compared with Averroes' devastating examina- 
tion of al-Ghazali's attacks upon philosophy and the philosophers, 


his criticisms of Avicenna seem mild indeed. 


Though in no way as charming or uncomplicated as Farabis, 
Averroes' style also has a special allure. He writes in a direct and 
engaging manner, always taking care to be consistent in his termi- 
nology and to alert the reader to new or less well-known terms. 
Similarly, on the not infreguent occasions when he sets forth along 
hypothetical argument, he very precisely indicates each of its major 
steps. And he is extremely conscientious about alerting the reader 
to previous discussions of an issue when that is appropriate. 


Known above all for his commentaries on Aristotle, Aver- 
roes himself divides his writings into two groups: those he deems 
popular and others he refers to as scientific. He even goes so far as 
to explain that his commentaries on Aristotle belong to the larter 
class, to which we may also assign his commentary on Plato's Repu- 
blic (1974). On the other hand, the works in which he discusses 
issues of general relevance to the larger community—works such 
as the Decisive Treatise (1959) and the Incoherence of the Incohe- 
rence (1930)—fall within the former class. (See 1959: 18: 17-18: 
1947: 2: 2-3: 75 1930: 358: 8-12 and 588: 1-4: 1983: 25: 4-7: and 
1974: 21: 3-5 and 105: 26-28.) Averroes is a faithful commentator 
on Aristotle and Plato, but by no means a slavish one, and strives 
to explain their thought while often indicating wherein he agrees 
or disagrees with these authors. That he sometimes passes over in 
silence an important argument, or presents an argument as belong- 
ing to Plato or Aristotle which is in fact not theirs, means above all 
that the thoughtful reader must be prepared to read the commen- 
tary along with the text commented upon, even though Averroes 
does not seek to treat either author in a cavalier fashion. 


He is as explicit and as warm in his endorsement of Farabi as 
in his criticism of Avicenna. Yet precisely because he had to defend 
from attack the philosophy Farabi had so labored to advance, Aver- 
roes follows a path distinct from his predecessors. In his explicitly 
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public writings, above all in the Decisive Treatise, he starts from the 
perspective of the divine law (shariah). Taking it as an unguestio- 
nable given, rather than as a similitude of philosophy, he seeks to 
show that it enjoins the study of philosophy (see 1959: 1: 10-14, 
1: 15-2:7, and 2: 8-13). Part of this argument is based on his claim 
that just as the Guranic injunction, ”Reflect, O you with vision” 
(59: 2), and similar verses are taken to justify the research carried 
out by the jurist (i.e., the shariah scholar) into the various kinds of 
legal reasoning and legal judgments, so too ought they justify the 
research of the philosopher into the human intellect and reasoning 
in general, especially into the art of logic. Furthermore, the study 
of philosophy must be viewed in the same way as the study of the 
divine law and neither deemed heretical (1959: 3: 1-13 with 2: 1). 
Able eventually to argue that both divine law and philosophy have 
the same goal, which is knowledge of the universe and its creator, 
Averroes can then point to the folly of those who attack philosophy 
and to their failure to understand the different ways in which the 
divine law comes to be apprehended by people of differing intellec- 
tual power. In the end, then, Averroes argument is guite similar to 
Farabis: there is a basic identity of interest between philosophy and 
religion, but the adherent of each comes to perceive that identity by 
a guite different discipline from the other. 


In all of his scientific or demonstrative writings except one, 
Averroes explicitly strives to recover the philosophic discipline as it 
was set forth by Aristotle. Making the most he could of inadeguate 
translations and confusing commentaries, Averroes wrote two and 
sometimes three commentaries on almost every one of Aristotle's 
treatises. Even in the course of that single exception—his commen- 
tary on Platos Republic (1974)—Averroes was sufficiently confi- 
dent about his understanding of Aristotles metaphysical teaching 
to substitute it for Plato's. Moreover, taking some liberties as a 
commentator, Averroes seeks in this treatise to carry his reflections 
on the harmony between philosophy and the divine law somewhat 
further. He does so by pointing freguently to the folly or pernici- 
ousness of the arguments made by certain theologians, the point 
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being that in a well-ordered political community great care will be 
taken to ensure that the citizens embrace no harmful doctrines. 


Though cager to start from the perspective of the divine law's 
soundness in his popular writings, Averroes has no compunctions 
about showing how misleading are the interpretations of it set 
forth by some of its staunchest defenders. Nor does he hesitate 
to ask for the student of philosophy the same consideration nor- 
mally accorded the student of jurisprudence. Both need time and 
assistance to arrive at a comprehension of their art. Although the 
student of philosophy may sometimes need to turn to the works of 
learned men from former times and even from other nations, there 
is nothing wrong with seeking such assistance. It may be the only 
means of coming to the truth, and truth is the same for philosophy 
as for religion (1959: 5: 1-18). Precisely because philosophy helps 
us to know the Creator and His creations, that is, because it helps 
us to understand religion better, there is a fundamental harmony 
between the two. And as long as there is such a harmony between 
philosophy and religion, there should be no tension between the 
practitioners of cither. 


According to Averroes' commentary on Platos Republic (1974: 
22: 3-6), a book he commented on because Aristotle's Politics had 
not yet come into his hands, human beings live together because 
no one human being can acguire all the virtues. It is only by mutual 
assistance that they can hope to develop more than one, much less 
all. Recognizing that their happiness depends on such a develop- 
ment, they live together. It is in this sense alone that human beings 
are political by nature according to Averroes, even though it is also 
true that by living together in harmony they are able to provide 
more easily for their subsistence. Acknowledging that these obser- 
vations belong more properly to Aristotles Nicomachean Ethics, a 
work he considers to provide the general rules for the practical art 
of politics, Averroes sets them forth as a kind of preface to his com- 
mentary on Plato's Republic (1974: 22: 9-23: 12). At the same time, 
he insists that these virtues admit of a hierarchy and that theore- 
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tical knowledge occupies the most important place. 


As Averroes pursues the argument of Plato's Republic, this pri- 
macy of theoretical knowledge becomes more and more pronoun- 
ced until it eventually becomes evident that no one can lay claim 
to any of the other virtues unless reason rules in his soul (1974: S1: 
9-52: 11). More importantly, for that hierarchy of the virtues to be 
established and the citizens to be raised so as to develop them, poli- 
tical rule must be in the hands of a philosopher (1974: 61: 18-21). 
Here, then, Averroes follows the argument of Plato's Republic in 
order to set forth an argument very similar to that of Farabis in 
the Attainment of Happiness and the Book of Religion. Though he 
says little about prophecy in general, he does note that the goal of 
the divine law and of the city sketched out here are the same. He 
pursues neither the larger issue of prophecy nor pauses for a more 
detailed account of each virtue because he is more intent upon 
praising the merits of this city. At several junctures he reminds 
the reader of times when different Muslim regimes resembled the 
regime spoken of here. 


It is also worth noting that Averroes endorses Plato's account 
of the different classes of citizens and has no compunctions about 
the methods Plato uses to favor the likelihood of like begetting like. 
Just as he points to a natural hierarchy among the citizens in his 
popular works (see 1959: 19: 10-20: 1 and 21: 3-22: 7), so here he 
distinguishes berween guardians and lesser classes. The hierarchy 
among the classes of the citizens is reinforced by the education each 
receives s0 that the communal basis of moral habits and character 
traits serves here to foster ineguality. The ineguality is not, however, 
ineguitable. The citizens are trained according to their capacities 
and moved from one class to another solely on the basis of merit. 


Throughout the commentary on Platos Republic, Averroes 
emphasizes virtue—the theoretical virtues, the deliberative or 
cognitive virtues, and the moral virtues. The only extended discus- 
sion of moral habits and character traits to be found in his writings 
occurs in his Middle Commentary on Aristotles Nicomachean Ethics 
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(1562). There he stays very close to Aristotle's text, especially in 
his enumeration and explanation of the moral virtues. According 
to this explanation, ethics are simply moral habits and character 
traits, that is, the kind of actions we train ourselves in or are trai- 
ned in according to the doctrine of the mean until they become 
habitual and which concern the passions of the soul susceptible of 
being controlled by reason. The other virtues—cognitive or delibe- 
rative and theoretical—are concerned with the intellect and have 
nothing to do with the mean. No such distinction occurs in the 
commentary on Platos Republic, for there Averroes emphasizes 
the end to which the different kinds of virtues point—namely, the 
rule of theoretical virtue. Except in his Middle Commentary on 
Aristotles Nicomachean Ethics, then, Averroes joins Farabi in taking 
Plato as a guide and paying little attention to the content of the 
virtues, especially the moral virtues, or the means to them, so that 
more attention might be paid to their end or purpose. 


CONCLUSION 


It should be evident from the preceding discussion that each 
of these authors has an ethical teaching which differs fundamen- 
tally from the current understanding of ethics. Farabi, Avicenna, 
and Averroes view ethics as a minor aspect of moral conduct, as 
something which relates to the habits and character traits which 
ought to be developed so that an individual can act accordingto the 
dictates of right reason. In this sense, ethics is part of a larger whole. 
Most immediately, moral virtue constitutes that larger whole. Yet 
even moral virtue is linked to a still larger whole, namely, theore- 
tical knowledge. Because they all view the human soul as rational 
and the end of human life as theoretical excellence—even though 
Avicennas formulation of this end seems to suggest that theoretical 
excellence can be attained only when the soul is liberated from the 
body—all of the other virtues or excellences are ordered so as to 
contribute to that end. 


The same reasoning accounts for the explanation that Farabi 
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and Averroes give of political life and for their attempts to empha- 
size the harmony between philosophy and religion as well as phi- 
losophy and politics. As was noted above, the tension or unclarity 
in Avicennas thinking between the demands of practical life and 
those of a more ascetic life keep him from agreeing with Farabi on 
this issue. He can understand the basic needs that are satisfied by 
political association and can even point to some of the unexpected 
benefits deriving from it. But because he thinks ultimate human 
perfection reguires the liberation of the soul from the body, he 
refuses to endorse the notion that philosophy and religion (or reli- 
gion and politics) are in ultimate agreement. 


Today, however, virtue and ethics, not to mention philosophy 
and religion, are viewed differently. Virtue is usually considered a 
part of ethics—often a guite minor part—and the emphasis within 
ethics is placed on rights and duties (jointly comprising what is 
known as obligation theory). Our attention is no longer centered 
on the ordering of human life according to a comprehensive and 
overriding end conceived as the good for man gua rational being. 
Rather we occupy ourselves with the so-called intuition of moral 
principles, with our willingness to universalize the maxim of our 
action, or with the maximization by our actions of preferred out- 
comes. Thereby we no longer address the problem of what end or 
ends are worth living for. 


How we have come to our current position is a phenomenon 
worthy of investigation. One thing should be clear now, however. 
The medieval Islamic philosophical tradition presents an important 
alternative to that position, one which was brought forth from 
Plato and Aristotle and carried on for some time during the Latin 
and Christian Middle Ages by Albert the Great, Thomas Aguinas, 
and numerous others. Had it not been for the efforts of thinkers 
such as Farabi, Avicenna, and Averroes, the history of philosophy 
would have been greatly altered. Though the Greek texts of Plato 
and Aristotle were eventually recovered, they were not recovered 
in time for such seminal thinkers as Albert the Great and Thomas 


134 


ETHICS IN MEDIEVAL ISLAMIC PHILOSOPHY 


Aguinas—not to mention Roger Bacon, Giles of Rome, and Mar- 
silius of Padua—to benefit from them. These individuals learned 
more about Plato and Aristotle through the teaching of medieval 
Muslim philosophers, as well as through translations of Plato's and 
Aristotle's works that gave rise to the medieval Islamic philosophical 
tradition, than they could have from their own tradition. Were we 
now more familiar with that fascinating tradition, we would surely 
be able to decide whether the moderns refuted or merely rejected 
the teaching of the ancients, and then to judge more soundly about 
opinions we now take for granted. 


NOTES 


1. The references to the Book of Religion are to the numbered divi- 
sions of Muhsin Mahdis Arabic edition, Kitab al-Millah wa 
Nusus Ukhra. (See Farabi, 1968.) 

2. The references to the Artainment of Happiness are to the num- 
bered divisions of Muhsin Mahdis translation of the text. (See 
Farabi, 1969a.) 

3. “The Arabic title of this work is Tahafut al-Tahafut. The work isa 
response to al-Ghazali's Incoherence of the Philosophers (Tahafut 
al-Falasifah). 
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Max Horten 


(Translated from the German by V. June Hager| 


Theology (which has been discussed in the previous chapter) is 
the bridge between philosophy and ethics. Philosophy is basically a 
purely abstract and amoral method of observing the world, whereas 
religion views the world in an ethical but non-speculative manner. 
Theology tries to combine both points of view. Islam's true nature 
is most clearly evident in its ethics, so that speculative theology 
actually seems a foreign element in the Islamic cultural body. The 
Spirit of Islam manifests itself in practical-ethical turning to God, 
trusting devotion to Him, which abrogates (or should abrogate) 
ancient fatalism: it also demands the fulfillment of certain pres- 
criptions, which by divine authority should regulate life and turn 
men to God. The naive philosophical imagery is simply an acces 
sory, a stage setting, a framework for the ethical substance. Moral 
philosophers and jurists should be considered the guardians of ori- 
ginal Islamic thought, ie. that which can be traced to the oldest 
precultural period, before Islam penetrated Greek, Persian, and 
Indian spheres of culture. The original perspective of carly Islam 
has survived throughout the succeeding centuries. It was the crite- 
rion according to which a foreign concept was judged acceptable 
or not. Ihe Indian philosophical concepts of impersonal Being had 
to be modified according to basic principles of moral life, that is, 


“ Source: Max Horten “Moral Philosophers in Islam” in Islamic Studies, 
Vol. 13, No. 1 (March 1974), pp. 1-23. Published by Islamic Research Institute, 
International Islamic University, Islamabad. Stable URL: www.jstor.org/sta- 
ble/20846901 
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according to the idea of a personal God guiding the world by His 
plans and establishing laws for mankind. The Greek doctrines of 
the necessary first cause governing nature had first to be given ethi- 
cal substance, provided with purpose and moral ideals: only thus 
could the religion of the Prophet consider these ideas as confor- 
ming to the essence of Islam. The Persian conceptions with their 
basic principle of justice were by their very nature closer to Islam. 


As a moral philosopher, Ghazali is no champion of innovation, 
he gives expression to the most innate Islamic experience. It is on 
the basis of an ethical perspective of the world that the adjustment 
between the great cultures of Asia and Europe takes place in the 
Near East of the Islamic era. As far as Spain, where Averroes claims 
freedom of ac tion for his God (who is actus purus and per se in 
all categories), ”ethics” is the guiding term for any formulation of 
philosophy. Even the pantheistically conceived God of the mystics 
is presented as acting and ordering according to moral principles. 


Moral principles are deeply anchored in the Oriental mind. 
This is true of the Semitic as well as the Persian Oriental, and is 
evident in Semitic and ancient Persian religions, and in the richly 
developed Persian ethical literature.' The Indian also is intensely 
concerned with ethics, although he expresses himself in ascetic and 
world-denying terms. 


This ethical trend is so dominant in the Orient, that one can 
regard the different religions as ideological pillars established to 
support morality. The practical-philosophical aspect forces the 
theoretical-philosophical aspect into the background. Character 
formation, family life, and public life, i.e. the Greek classifications 
of individual morality, economics, and politics (or the State)?— 
these were the main fields. This Aristotle-oriented ”ethics of four 
virtues” had as its great task the determination of ”character traits” 
(akhlag)—and the description of their development and improve- 
ment (tadhib) ”refinement”. 


A strong component also comes from the Avesta.? "In Maz- 
dakism the ethical principle appears under the main categories of 
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truth, justice, peacableness, humility, loyalty, diligence, charity.” 
There is a vigorous feeling for order. Virtue is practised according 
to the Persian threefold division of thought, word, and deed. The 
basic Semitic virtues of submission to God and patience, which are 
notat all Greek in spirit, join the Greek idea of a harmonious life in 
the world. In this way the moral philosophy develops into a many- 
faceted and refined ethics of conscience. 


In Manichacanism the system of virtues is composed of two 
groups with five virtues cach (compare the sanctity of the num- 
ber five for the Druzes): I. gentleness, knowledge, understanding, 
secrecy, perception, and II. love, faith, loyalty, nobility of mind, 
wisdom. These remind us of the ancient Persian virtues. 


The moral philosophy of the Orient is directed towards an 
other worldly goal: the forms this philosophy assumes are results 
of diftering conceptions of this goal and different methods pursued 
to attain it. If the ultimate goal is immersion in the Ground of all 
Being, we find the mystical ethics of world-denial and Maya-belief. 
If the goal is the God of Light enthroned in the lofty heavens, then 
ethics is concerned with ascent and ”return” to Him. The way leads 
through the sublunary world, where the forces of good a,nd evil, 
the angels and demons, contend for mens souls. Since the final goal 
is purely spiritual, it is freguently formulated as disembodiment 
and otherworldliness. 


Universally the basic moral principle suggests a difficult ascent, 
amidst perpetual dangers, to God. The concept of the "golden 
mean” guiding man on astraight path through dangers on all sides, 
is therefore spiritually akin to Oriental thought. Here the image 
is placed in the framework of @uranic revelation. God has in 
the Gur'an shown men the way to eternal salvation?—this is the 
unguestionable presupposition of Muslim culture. Philosophical 
minds concern themselves with grasping the deeper signification 
behind these revelations, when the true message occasionally seems 
to be obscured by crass imagery. Only unphilosophical minds can 
doubt this revelation as the basis of mans moral direction. For 
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example, the Faithful of Basra (often regarded as free thinkers) as 
well as recognized philosophers both stress this point. 


It follows that the ethicalelement in religion and life constitutes 
the very essence of both. One can pierce the superficial exterior to 
the heart of the Islamic world only by apreciating the intellectual- 
Spiritual substance of its moral effort. The fundamental Oriental 
experience is to be found here. 


Even in Zoroastrianism theories of virtue (justice, bravery, etc.) 
were favored, in the Islamic era these were enthusiastically conti- 
nued by the Persians. Then Greek influences also became evident. 
The enumeration of four cardinal virtues is pre-Greek in Kalila wa 
Dimna, Farisi (Ali ibn-al-Shah) has Bidpai list for the King Dabs- 
halim, the cardinal virtues: wisdom, self-control, understanding, 
and justice. Greek thought would have contributed valour in third 
place. Hermes Trismegistos names: justice, wisdom, generosity, and 
mercy. In Greek thought the last two virtues are included under 
justice and here take the place of self control and bravery.? 


The convincing logic of the Platonic system is a result of its psy- 
chological foundation of psychic powers: understanding is ennob- 
led (islah—ordered, formed: tahdhib—refined) by wisdom, desire 
by self control, anger by bravery, will and action by justice. Avi- 
cenna' considers the last as the crowning and climax of the others 
three: "The sum of all however, is justice” This ingenious Neopla- 
tonic idea has also influenced onservative Islam. Sharadani? in his 
sermon on character traits traces his 60 vices to the seven main sins 
and his 78 virtues to the four Platonic cardinal virtues, he presents a 
system strongly influenced by Avicenna, and in describing this sys- 
tem he uses 'adala instead of the customary 'adal—justice: "Know, 
that the roots of good character traits are four, of which three can 
be named separately: wisdom, valour, and self-control, while one is 
formed from the sum of these, and this is justice”. Wisdom is often 
praised as the crown of all virtues. Jawziya lists self-control, cou- 
rage, justice, and generosity. 


If virtues are refinements of psychic powers, and if, while 
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operating within a clearly defined field these powers can either 
observe moderation or else tend to one extreme or another, then 
it is obvious that true virtue is to be found in following the golden 
mean. This Aristotelian idea, abstracted from the concept of self- 
control and related to the image of the scale of justice, was so easily 
and logically assimilated into the Oriental concept of ethics as the 
path to final happiness, that it was experienced as an organic part. 
”Even before Aristotle's writings began to exert an in fluence this 
concept had taken its place in Islam as a basic moral attitude.” Ibn 
Miskawayh develops the concept schematically, as does Isfahani 
(Raghib). Avicenna employs it with ingenious mastery. The con- 
cept itself apparently needed no explanationj: it was self-evident. 


Ibn Miskawayh helps us understand Avicennas doctrine of jus- 
tice.8 It is harmony (according to the Arabic term ad/— adala). 
When there is harmony in a man soul this becomes apparent in 
his actions, i.e. he is just. Inner harmony results when the intellect 
controls anger and desire. Then these three powers enjoy their app- 
ropriate virtues. In order for these to develop properly, the virtue 
of intellectual power must control those of anger and desire. This 
systematic arrangement, "the sum of all three”, results in justice. In 
the state, when philosophers (i.e. intellect) rule over the working 
class (desires) and the soldiers (anger), then through their "sum” we 
find political justice. 


INDIVIDUAL MORAL PHILOSOPHERS 


Ethics, the voluntaristic trend in philosophy, formulates its 
world view according to ideals of action. Ethics attempts to perfect 
its system, then to relate it to the entire cosmic system as if this 
were a stage cons tructed for the execution of moral actions. On the 
other hand, the purely theoretical world view concentrates first on 
the superhuman world and only econd on the inner-human. Both 
belong to philosophy in its wider sense and so ethics also has its 
place in the history of philosophy. Islam does not in any way deny 
the nature of religion. Religion, however, signifies a directing of our 
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intellectual powers towards an ideal world, the spiritual, designated 
as the kingdom of heaven, and is characterized by a certain renun- 
ciation of what is physical, material or worldly. World liness and 
holiness are in direct opposition. Islamic ascetism developed from 
these basic principles. For Islam a ”religion” which rejects the very 
principle of ascetism and proclaims the cult of sensuality is no true 
religion. Ideas of justice and brotherly love regulate human relation 
ships. Muslims consider each other as brothers, often to the extent 
that strong racial differences are modified or even disappear. Islam 
managed for some time to avoid nationalistic rivalries or conflicts 
between Muslim peoples. The Islamic world experiences itself as a 
strong solidarity. 


The world-view of the moral philosophers is, in general, truly 
Islamic. Only it particularly emphasises voluntaristic features: the 
emotional and visionary trends of mysticism retreat into the back- 
ground: what remains is cold, rational law and strict duty. Images 
of moral philosophy accordingly lack speculative inspiration or 
emotional drive, although they are motivated by deep carnestness 
and sincere purpose. The world-image emerging from this moral 
perspective shows God guiding and predestining the world in an 
almost arbitrary manner. In this frame work the human individual is 
decidedly insignificant, his freedom either cannot resist the World- 
Will, i.e. God (modified predestination), or is not even conceivable 
(extreme predestination). However, since moralists are primarily 
concerned with individual man and his behavior, they are in clined 
to emphasize man's relative freedom and only admit to modified 
predestination. Absolute predestination would nullfy the merit of 
personal action which is the basis of all morality. Thus emphasis 
on will here leads to the idea of freedom, although cosmologically 
developed, it should logically suggest a denial of human freedom. 


The guestion whether the numerous Islamic races exhibit 
their own special abilities, and whether particular cultural activi- 
ties are linked to languages and physical surroundings, can neither 
be dismissed nor answered definitively. The bearers of advanced 
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intellectual civilization were mostly Persians. However, the most 
important metaphysical works are to be found, not in Persian, but 
in Arabic. Areas under Hellenistic influence appear to have remai- 
ned the cradle of philosophy, and when Persians entered this cul- 
tural sphere and assimilated Arab culture they were most inclined 
to achieve greatness. Moral philosophy is more familiar to Persians 
because of their cultural tradition, and they relate this moral philo- 
sophy to politics. Works on state philosophy and princely biogra- 
phies (Furstenspiegel) continue a tradition which originated in the 
securely ordained empire of old Persia, with its patriarchal-despotic 
traditions. From this results a socio-politically oriented concep- 
tion of ethics., which perceives ”the everlasting wisdom” (Jawidan 
Khirad), a translation of Miskawayh by Arrajani under Emperor 
Jahangir around 1620, as meaning the wisdom of kings and their 
subjects, i.e. princely ethics, leadership of men, politics. The foun- 
dation of Miskawayhs ethics was the legend shrouded ganunal- 
hikmat-u-dastur, "Textbook of Wisdom and Practical Applica- 
tion”, which was supposed to be the last will and testament of the 
old Iranian king Hushang to his son. The "Book of Victory” (Zafar 
name) reports discussions between the vizier Buzurgmihr and Shah 
Nushirwan concerning practical wisdom and politics. Avicenna is 
believed to have translated these from Pahlavi into modern Persian 
at the reguest of the Samanid prince Nuh II. The doctor Barzoye 
under Khusrau Nushsir wan translated Indian wisdom into Pahlavi 
and this today constitutes, in the form of the Fables of Kalila wa 
Dimna, the best known didactic story book of the Orient. 


An attempt to draw the most general outlines of Islamic ethics 
could perhaps trace the following principal ideas. The pivot of ethi- 
cal thought in Islam is the concept of justice. This however is given 
trans cendental meaning and support, s0 that an ethics of salvation 
emerges. The soul issues forth from God, remains from the begin- 
ning of creation in a pre-worldly existence, descends then to earth, 
where darkness and evil reign, and strives to ascend again to its real 
home, the kingdom of heaven. 
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The world judgements which are the framework of Islamic 
ethics are presented as established certainties, and revelation is clai- 
med as their foundation. We are dealing with a moral philosophy 
which proves theories of action from the cosmology and which 
rejects scepticism. A categorical imperative which did not have 
this as its basis, or which concealed a latent scepticism, would be 
un-Islamic. Ghazali reveals some of the ethical-sceprical traits of a 
Socrates, but only to a modest extent. He could not clearly define 
his attitude without overstepping the bounds of Islamic tradition. 


Islamic ethics is, first of all, an ethics of conscience, as shown 
in the doctrine of intention, and therefore strives to reach man's 
innermost being. On the other hand, it is socially-orienfed, in con- 
formity with the decidedly social Oriental disposition. Moral phi- 
losophy in Islam seeks to comprehend life as a whole, treating all 
its different aspects: it is motivated by high ideals, that is, it hopes 
to achieve the highest perfection (making divine gualities man's 
second nature-takhallug) and to develop a well-rounded human 
personality (excluding narrow-mindedness—the ideal of the uni- 
versal man), to ”refine” and ”purify” natural inclinations, effecting 


the ”ascent to the kingdom of light.” 


The result is a certain tendency towards world-escapism. When 
ever ideology considers the world and worldiness as related to the 
kingdom of darkness, or ”culture” as we know it is considered to 
have its roots in the physical world, a certain cultural aversion must 
follow: worldliness is rejected and the real goal is the Hereafter. 


A different outlook characterized the era of the Prophet, since 
the Bedouins were not inclined towards world-escapism, The 
monk-ideal was rejected. ” There are no monks in Islam, is a well- 
known saying of the Prophet. However, even in the earliest Islamic 
period carthly possessions were often considered of inferior worth. 
The end of the world was experienced as imminent, and submission 
to God (Islam) was proclaimed the highest virtue. 


The intense opposition to egotism in any form is a proof of 
Islam's supra-individual concern with social problems. Any selfish 
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motivation ”destroys” the purity of right intention and renders an 
act morally unworthy, even evil. The admirable heroism and mar- 
tyrdom which Islam has evidenced should be duly appreciated. 
Such a moral philosophy deserves objective recognition." 


It would be a challenging task to analyze how each racial group, 
of so many fundamentally different Oriental cultures, determined 
not only its philosophy, but also its ethics: i.e. the mobile Arabs 
first establish a voluntaristic-activist normj this is transplanted into 
the Hellenistic cultural sphere of the Near East and there transfor- 
med by Hellenistic and Christian influences: next this germinating 
moral philosophy finds its way to Persia, a reservoir of many cultu- 
res here worked upon by the Persian gift of vivid visual representa- 
tion it undergoes even more metamorphoses, finally, assimilated by 
the Mongol-Turk conguerors, it is again altered until around 1800 
it enters the stream of European-influenced Oriental culture.—So 
many words! So many tasks for the future! and to facilitate these 
tasks we have s0 far only a few solid preparatory works. The correct 
attitude of investigation has been missing, the right approach to 
this staggering accumulation of raw material. 


A. Social Ethics 


The collective-social interpretation of ethics is often developed 
in legal works, for instance in discussions of taxes, of holy wars, or 
of ”principles of government” (al-ahkam al-sultaniya)" Farabi had 
already treated the ”ideal state” in an abstract manner similar to 
that of Dante and Thomas Aguinas. The subject was considered 
important and relevant and traces can be found in the concept of 
the ideal caliph and the ideal prince in "The Thousand and One 
Nights”. 

The essence of this idea is expressed in the concept of the vice 
regent. The princes are the vice-regents of Muhammad and of God. 
The Turk and Mongol conguerors retain this theistic and optimis- 
tic philosophy, which perceives the world as a cosmos, the order 
of which must be preserved, strengthened, or re-established in the 
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name of the Supreme Being accordingto the demands of the period. 
Timur himself writes in his memoirs: ”I have taken into my hands 
the scales of justice and have never diminished or encroached upon 
the portion of any person. I have followed Gods commands.” As 
Ghengis Khan and Hulagu before him, Timur considered himself 
”the shadow of God on earth,” "the judge and ruler of the world on 
Allah's behalf.” 


The deeply felt religious idea expressed here is basic and vital 
in Oriental thought. Through its influence the entire culture of the 
Orient is imbued with philosophy, and all Being and human life are 
related to the Ultimate One.” 


B. Individual Ethics 


Individual ethics developed partially from folk traditions and 
partially from scholarly influences. Ibn Miskawayh (1030) was a 
pro nounced Aristotelian, typical of his era, which awarded spe- 
cial homage to Greek thought. On the other hand, Ibn al-Mugaffa 
(d.752), the trans lator of Kallla wa Dimna, directed his attention 
to the East (although remaining in the Persian tradition) in his 
Great and Minor Ethics. 


An inexhaustible source was contributed to the field of indi- 
vidual ethics by the many proverbs which had been preserved in 
Arabic, Persian, and Turkish, and which continue even today in the 
folk tradition, i.e. the body of amthal literature, which until now 
has not been thoroughly studied by scholars of culture. In proverbs 
the Oriental observes lifes exterior side in a utilitarian manner. 
However general observations about the world appear and also 
(in direct opposition to Islamic doctrines) vestiges of primitive 
thought (fate experienced as a dark, inescapable, often irrational 
force, senselessly annulling mens plans). 


C. Mystical Ethics 
1. Heroic Unselfishness (Ithar) 


Mystical ethics is essentially a superstructure on the main 
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body of Islamic ethics. Selfless charity is proclaimed, according to 
a saying of the Prophet sanctioned by Gabriel, as the ”innermost 
essence” the hagiga of Islam. This charity includes all good works, 
whether directed towards God or towards ones fellow man. 


From this basic idea, which expresses the mental framework 
of Islam, orthodox mystic and ethical thought elaborate further 
systems, intensifying these concepts and developing them into a 
heroic ideal. The Muslims moral idealist practises ithar, that is, he 
disposes of his carthly possessions in an absolutely selfless manner, 
relinguishing his own privileges, so that others may enjoy them, 
expending all his wealth to help his fellow man. 


Here is an example: mystics decline acceptance of alms. They 
are in fact entitled to accept these alms, for they belong to the poor, 
and their maintenance is a duty of the rich. These voluntarily poor 
mystics, by refusing alms, wish to practice “ithar, that is, they prefer 
to let others enjoy their advantages, others who are perhaps ”wort- 
hier” In spite of their own need, they leave for others that which 
they could claim for themselves. 


This unselfishness transcends the idea of ihsan, or selfless cha- 
rity. Its practice is even extended to spiritual advantages. A Mus- 
lim receives special merit for performing his ritual prayers in the 
first row of worshippers. When a great crowd is in the mosgue, 
the monks forgoe this privilege, leave the first row, and let others 
profit from praying in the first row. The lay monks, fityan, make 
this "heroism” their basic life rule. The demands of selfless charity 
(ihsan) here elevate the performer to the heroic plane. 


2. Pure Intention 


The doctrine of pure intention completes the picture of mysti- 
cal ethics in Islam. The rejection of a physical afterlife is the great 
ray of hope in the ethical development of Islam. Gardens of Para- 
dise with celestial virgins dissolve into thin air. Their existence is 
denied. The renunciation of "both dwelling, earthly and heavenly” 
(nafy al-darayn) continually reappears as an expression of this noble 
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trend of thought. Only the spiritual is recognized as worthy of stri- 
ving towards in life, and the final goal is to be no less than ”posses- 
sion of God” ”Whoever seeks poverty—i.e. voluntary poverty, the 
monastic life,'#—hoping for recompense in eternity surely dies a 
miserable wretch”. Mystics esteem most of all the renunciation of 
a physical afterlife, the image of which is considered a threat to the 
improvement of morals. This attitude is characteristic of Muslim 
intellectuals today. 


The lesson of the "contest for good” (Our'an, derived from 
5,53 and 23, 57) gives us a profound insight into the fundamental 
attitude of Islamic ethics. In practicing good we should outdo one 
another. These ideas are reminiscent of the New Testament, which 
could have easily exercised a strong influence on Islam through 
Hellenistic culture. We should not only live up to our moral ideals, 
we should do this by ”surrendering our life spirit until our very ego 
is annihilated, by devoting our very life blood.” The heroism of 
Islamic ethics lies not only in the objects of action, but also in the 
intensity of performance and and the nobility of sacrifice. 


3. Communal Life 


The type of communal monastic life found in Islam (as well as 
the "contest for good” and the urge ”that each should try to outdo 
the other in the performance of good” (istibag—musabaga- con- 
tests—compare Pauls challenge) reminds us of carly Christianity. 
This reveals the fundamental moral attitude as applied to social life, 
in all its depth, fervor, and force. 


Raggi came to Tarsos"' and was told: ” There isa community of 
your brothers (fellow monks). They live together in one house.” ”I 
then went into them and saw seventeen poor men (monks). They 


» 


were one heart (literally: lived upon the foundation of one heart) 


These small congregations lived under a form of communism, 
which ad its basis in the idea that property belonging exclusively to 
one member could easily lead to actions contrary to brotherly love. 
”When speaking of possessions of earthly goods," they do not say: 
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This belongs to me and that to you, and one never hears 'I served 
for you, though it was your turn to serve for me.” Ibn Shayban rela- 
tes: ”If anyone ever spoke of 'my sandals or 'my begging bowl, we 
did not allow him into the society: Oalanisi tells: In Basra I entered 
a community of poor men (monks). They honored and praised me, 
then one day I used the expression 'my apron, and I fell from their 
eyes (that is, lost their respect). 


The foundation of this idyllic communal life is love (mahabba) 
and kindness (rifg) which leads to comradeship (murafaga): and 
complete trust must prevail among the community members. ”If 
one (member) reguests another, "Come, go with me) and the other 
asks "where, the second is no true friend.” Since ”disparity is the 
root of all division”, and this is injurious to brotherly love, these 
monks strove to egualize all differences as much as possible. 


The principle of communal life for these Islamic monks seemed 
to be pure Christian brotherly love. Kharraz relates:” "For fifty 
years I lived in a community with the monks, and no discord ever 
came between us.” When he was asked: "How was that possible?” 
he answered: ”I treated them as myself” (literally, on the basis of 
my own being). The narrow circumference of stern justice, which 
governs communication among normal humans, is here enlarged 
by a form of brotherly love which banishes any form of selfishness. 

Ithar means that one prefers his fellow man to himself, that 
one allows others to have the very best of his possessions. When 
Sarraj speaks of a monastic colony in Mecca and states that it was 
only because of their practice of Ithar that they could live in such 
extreme poverty on the barren land, this means that each gave oth- 
ers the best of what he had been able to procure for his support, and 
that each worked and worried for others as for himself. 


INDIVIDUAL MORAL PHILOSOPHERS 
A. Ibn al-Mugaffa 


Ibn al-Mugaffa, (752), the translator of Kalila wa Dimna, 
represents an Indian strain in Islamic ethics. In parables and short 
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maxims in the style of the Pansatantra, he presents an ethics which 
is primarily concerned with practical life, yet takes social and indi- 
vidual life into account, his philosophy is marked by a sober natu- 
ralism and straightforward appeal.”' 


A thorough study should be made of this philosophy, exami- 
ning the blend of Indian and Persian elements, the slightly hostile 
attitude towards the Islamic-Semitic base, and the presentation 
and development of its system of norms in Islamic culture. The still 
completely unknown moral philosophies of a Makki (d.996), Ous- 
hayri (d.1074), or Juwayni (d.1085), and of course the well-known 
jurists, should be considered an important new field of exploration 
for future scholars. 


B. The Pseudo-Aristotelian Princely Biography (Furstenspiegel) 
The princely biography, "The Darkest Secret” (sirr al-asrar), 


compiled in the tenth or eleventh century from the most diverse 
sources, which according to legend, had been translated by Ibn 
Bitrig around 815, passes as an example of Aristotelian ethics. 
Aristotle supposedly composed this for Alexander, when he had 
become too weak to accompany the congueror on his campaigns.“ 
This work appeared at a time when the many minor princes deman- 
ded from philosophers who freguented the princely courts com- 
pendiums of Greek wisdom on the art of government. The princes 


hoped that Greece could yield the wisdom they desired. 


This Aristotelian princely biography, which also carries the 
title ”The Right Management of Men (polis-siyasa) concerning the 
Exercise of Power (leadership-riyasa)” was the model for the many 
princely biographies now known in the Orient, including probably 
the most famous Tarushi (d. 1186) in Alexandria. Because of the 
importance of this literary form, we will give the short table of con- 
tents, which is divided into chapters (magalat-”lessons”) and reads. 

1. The types of kings. 

2. Position and exterior aspect of the king, and the method 

he must follow in regard to himself, his relations, and his 


152 


MORAL PHILOSOPHERS IN ISLAM 


regulations. 

3. The form of justice by which the nobles and common 
people will be led and uplifted. 

4. “The viziers, their number and how they will govern (leader- 
ship). 

5. “The keepers of the Seal (chancellery officials) and their gra- 
des. 

6. The envoys, their dress (how they shall appear in public) 
and their dispatch. 

7. “The ministers (”supervisors of the kitchen”), tax collectors, 
and their subordinate departments. 

8. The officers, cavalry, and subordinate grades of the army. 

9. Warfare, stratagem, defense, army command during enga- 
gements with the enemy, disadvantages to be reckoned 
with, timing of attack, war councils, standards, timing of 
battle end, name of army and war commander. 

10. The science of talismans, astrology, inclinations of the sen- 
ses, secret powersofstones, plants, and similar objects,which 
could be of some advantage in the above mentioned areas 
(politics, etc.). 


C. Ibn Miskawayh 


During the period when Neo-Platonic influences were domi- 
nant and crystallized in the works of Avicenna, ethics took on a 
Neo-Platonic character, a natural conseguence of the times. 


Ibn Miskawayh (1030) sets forth the doctrine of the inner 
kernel of divinity, the mysterious essence of man. which is hid- 
den in the material physical body hull, and strives from its prison 
towards the Platonic "pure good”, This divine spark seeks to ascend 
by purification as if to its original source, the eternal light, which 
illuminates cach man. The Gnostic ideal of the pneumatic man and 
the stripping away of crass corporeality as a return to the spiritual 
source is related to elements of Nicaean ethics. A Christian concept 
here seems to be the idea of love, which expands at different levels 
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to the highest perfection in divine love. 


This element in Islam could not maintain itself as an indepen- 
dent school, due to the overwhelming predominance of the later 
theologians (mutahaggigun) the ”true scholars. The most essential 
ideas of this trend had become so familiar to Islam, that they were 
assimilated into the theology as self-explanatory, a specific repre- 
sentative of the trend would have been superfluous. 


Ibn Miskawayhs "Improvement of Character Traits” is a con- 
tinuation of his other work ” The Order of Earthly Goods” In this 
work he presents all forms of higher knowledge in order to lead the 
soul to ultimate happiness. His moral philosophy is highly intel- 
lectualized, since he recognizes knowledge as the strongest moral 
incentive. He therefore bases his philosophy on a system of Hel- 
lenistic metaphysics, rich in original ideas. The aim of the soul, a 
divine force,? is to become God-like. Selfless intention is the per- 
fection of action. Innate character tendencies are thoroughly dis- 
cussed. The state is seen as the great educator of the people.“ Life 
consists of three levels—lower, higher, and the highest - the divine. 
The ideal of a natural life is the harmonization of all virtues and 
psychic powers. Attainment of this goal will make a good, as well as 


happy, human being. 


Tradition brings Ibn Miskawayh into contact with Persian 
ethics, He supposedly included in his book "Good - Custom of 
Arabs and Persians” a Jawidan book in an extract from Pahlavi, that 
is, ”eternal” (jawidan) lessons of wisdom in the style of a philosophis 
perennis of Zoroaster. 


D. Ghazali 


The Islamic moral philosopher par excellence is Ghazali (d. | 
111)? His position can only be understood in the light of the 
culture of his time and the convergence of all its different trends. In 
the tolerant era of Harun, Ma'mun, and later the Buyids, more libe- 
ral ideas emerged and spread, and these undermined the stability 
of the dogmatists. Religious doubts were guite prevalent. A deeply 
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ethical strain was contributed by mysticism, which left far behind 
the boundaries of orthodox belief. The innate justness of this mysti- 
cal strain could not be contested and was closely related to Persian 
philosophy, with its emphasis on the essential and spiritual, the 
threat of a heterodox movement was increased since this idealis- 
tic ethics seemed to be necessarily related to a Light-monistic and 
Brahmanistic world-view. 


Greek ideas, foremost among these Hellenized Aristotelian 
concepts, had become predominant through Avicenna and could 
only be rejected in minor points,” that is, collectively they became 
the common property of the intellectuals. Not only Ghazali, but 
the entire later development bears this out. Ghazali also borrowed 
extensively from Christianity, and his exposition makes the same 
impression as the writings of a Christian father of the Church. 
Ghazali undoubtedly experienced in Christianity a force far supe- 
rior to the Islam of the jurists, the fugaha'. 


The various forces appear as political threats storming the 
sacred Prophetic tradition. Gnosticism lives on in the Ismailite 
sect: the Druzes consider themselves Gnostic sects, stemming from 
ibn Daisan—Bardesanes. There is also a doctrine of the All-Soul, 
reminiscent of Brahmanism (s. Avicennas argument for the sub- 
stantiality of the individual soul vs. the Ismailite belief in a ground 
of substantiality common to all mens souls). Underlying motives 
of Persian thought boldly make them selves evident. Al-Hallaj's 
Light-monism gains wide influence, and that of the Yazidi grows 
stronger. Even pure dualism is still widespread. The mystics are 
fond of dallying with vague Nirvana concepts. All these intellectu- 
ally influential forces produced in Ghazali a crisis of such impact, 
that, fearing himself intellectually doomed, he also collasped phy- 
sically and had to relinguish his professorship in Baghdad. In his 
main work, "The Revival of Religious Sciences”, he seeks to reco- 
ver his faith, reach a safe haven in the stormy seas of his doubts, 
and achieve, on the basis of Islamic ideals, a new synthesis capable 
of withstanding ”hostile” forces. The foundarions of faith, pro- 
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foundly shaken, had to be secured, and upon this a new Islamic 
structure was to be erected, an apology for Islam, which, because 
of the perspective of the times, had to be highly ethical. Ghazali 
hoped for an important step forward in internal reform, which 
could perhaps prevent revolt on a grand scale and could suggest to 
scholars an inner development based upon traditional forms and 
symbols. Scholarly circles remained loyal to the ideals of ihis period 
of Sturm und Drang”, whether these were of Hellenistic, Gnostic, 
Christian, Persian, or Indian origin: at the same time a split into 
new, ritually constituted sects was avoided. This was the work of 
Ghazali, who explained to his time: ” We can be 'modern, preserve 
the achievements of our finer culture, meet its highest intellectual 
demands, and still retain the sacred old traditions.” He drew atten- 
tion to conscience in religion, the spiritual-intellectual element, 
in the light of which the store of positive and external Islamic ele- 
ments could be understood and reverentially conserved. 


Ghazali considered objectivity, that is the preservation of this 
positive fund in Islam, essential, he also called for a victory over 
subjectivity which would have sublimated the sacred traditions and 
which threatened invasion from extremely leftist-oriented mysti- 
cism. The essence of Ghazalis life-work was the re-assertion of 
the positive aspect of religion, the preservation of Islam's material 
inheritance, the re-invigoration of this with deeper feeling and a 
tolerant liberal perspective. A subjective, reduction of Islam to the 
unigue individual was thus overcome and excluded. 


Along with the moral emphasis a certain scepticism is latent— 
which no student of human nature will contest—and this is occasi- 
onally even admitted. This is, however, a very moderate scepticism, 
experienced intuitively rather than intellectually, and manages to 
avoid the subjectivity of a Protagoras or that of an antinomist mys- 
fic: 


The system of Islamic forms and symbols and that of natural 
morality (justice and brotherly love) are elevated by Ghazali to the 
dominant plane occupied by mysticism's victory over the world 
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of senses and religious conscience. Ghazali is himself mystic and 
ascetic. Through religious motivation the insignificant things of 
everyday exterior life are given absolute transcendental value, and 
the gaping chasm between nature and spirituality is bridged. The 
total contribution of world civilization is included categorically, 
even passionately by Ghazali in his philosophy of life. He is Greek 
according to the Hellenism of an Avicenna, at the same time he 
isa Muslim who, cagerly accepting any intellectual advance, gives 
the Islamic material inheritance its important place in his life. 
The Gordian knot is unravelled without being cut—by discovery 
of the batin, the "inner meaning”, the deeper essence common to 
all elements in Islam, in agreement with the most advanced intel- 
lectual civilization, a mystical achievement which Ghazali accepts 
and develops without obvious affirmation of emphasis. The mystics 
misused this idea so blatantly, that Ghazali would never have dared 
formally declare it a definite principle. It is however latent in his 


thought. 


Since Ghazali it is no longer possible to speak of a negative 
Islamic culture: Islamic culture has only operated destructively: it 
has not enriched the civilization of mankind, but rather inhibited 
progress, advance is only possible when Islam is destroyed” —voci- 
ferous ignorants have long been claiming. Ghazali never rejected 
any of the genuinely worthwhile values of his time, but rather 
reconciled them into a unified system, so that Islam has in his work 
standards and values which afford a broad outlook into the future. 
Since Ghazali, Islam's capacity for development cannot be called 
into guestion. With Ghazali great masses of Christian ideas pene- 
trate Islam and contribute new vitality, and there have roots in the 
very sources of Islam, in the moments of conviction of early Islam. 
Fundamentally, however, it is Ghazali's moral activism which har- 
monizes all the theoretical tensions and conflicting forces by giving 
them a practical goal. The demand for each to make an extreme 
effort towards his own moral improvement is made with such 
urgency, that in the face of this, all theoretical doubts and inhibi- 
tions are overcome. Ghazali found peace of mind again in this solu- 
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tion, as we see in his work ”The Way Prepared for Gods Servants' 
(minhaj), the utlimate result of his life struggle.? 


After considering Ghazali's activist ethics we can appreciate the 
rule of life and religion which he formulated atthe end of his career. 
Here we come face to face with a pronounced humanist emphasis 
on individuality. The soul faces God alone, other heteronomous 
influences or institutions are not experienced as constraining fac- 
tors between God and the soul. Of course there are such elements, 
but they are not considered inhibiting: they are surmounted and 
suffused with an all-consuming striving for union with God. 


Ghazali bases his ideas on the planetary motive of the seven 
stages (known in Christianity as the Climax). Seven ”ascents” lead 
man to God: 

1. "Knowledge and the Gnosis, that is intuitive perception of 
the praeambela fidei. The teleological proof of God is made 
from examples of God's miraculous works and blessings: 
factual proof is taken from the revelation through Muham- 
mad. Thus man achieves absolute conviction (yagin) of the 
Transcendent, the Gnosis, the innermost knowledge of 
God. Then God bestows His grace to inspire and strengthen 
man in his renunciation of the world and his search for God. 


2. ”Conversion?, repentance and amendment according to an 


understanding of the duties God has prescribed. 


3. ”Obstacles”, which can be compared to the three symbolic 
wild animals in Dantes Inferno, keep the converted seeker 
of God far from his goal and must be overcome. These obsta- 
cles are of four different kinds : a. the world, b. other men, c. 
devils, and d. impulses of the senses. They are conguered by 
four corresponding weapons: a. world-denial, drawing away 
from the world, b. freeing and separating oneself from other 
men, c. struggle against the devil, and d. curbing and control 
of the senses. 


4. "Four Diversions” (warid-shawaghil) then obstruct the path: 
a. nourishment-— worldly concerns, b. intellectual distrac- 
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tion and dangers, c. misfortune because of a fate ordained 
by God (gada): d. mental depression. These are also con- 
guered by four parallel methods: a. faith in God, b. leaving 
all dangers in the hands of God: c. patiences d. submission 
to Gods will (rida). 

5. ”Incentives, Motivation”: hope and fear, that is the prospect 
of either reward or punishment in the afterlife, accelerate 
the steps, aid the pilgrim to ascend and surmount... 


6. ”Personal Inadaguacies and Faults”, which if not completely 
rooted ut can rob actions of their moral value: Self-con- 
templation (“vjb—self-admiration) and sensual gratification, 
arrogance, vanity: any form of egotism must be banished 
from human action through purity of intention sincerity, 
and unselfish will. Then we have reached the plane where we 
have only to prudently guard our achievements and benefit 
from the grace of perseverance through. 


7. "Praise and Gratitude to God”. Since this seven-phased 
ascent is only attained through Gods grace, humble grati- 
tude to God is its final perfection. 


So the pilgrim” who has conguered these seven summits attains 
the ”the plains of Gods overflowing empire (jadI), the broad step- 
pes of desire, the courts of the pious, the fertile meadows of God's 
pleasure, the gardens of intimacy (uns), that is, intimacy with God, 
the halls of intimate dialogue with God, and attains miraculous 
powers divinely bestowed. Then he desires only to be near God 
(compare Paus: To become free of the world and close to Christ) 
and death is a welcome herald from the Ruler of the Universe”. 


But one must keep in mind that beneath the strongly Christian 
ascetic motivation lies hidden a cultural world with Greek charac- 
teristics. Ghazali is a partisan of Platonic doctrines, a well-schooled 
Hellenistic philosopher, in spite of his emphasis on world-escapism 
in the later phase of his life.” For a modern Muslim who wishes 
to support his faith from Ghazali's works, these intellectual testi- 
monies appear side by side, egually authoriative, as expressions of 
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one and the same person. Ghazali's example therefore reconciles 
the most heterogeneous worlds. 


Ibn al-Arabi (1240) represents the further development. 
Ghazali's thought had already approached 'Arabis conception of 
religion as essentially brotherly love and awe before the Divine, in 
whichever symbols or formulations these feelings are expressed. 
True, the Islamic symbols are considered to be the most perfect and 
intended for all mankind, but other religions agree in spirit with 
Islam, even when not conforming to the absolute authority of its 
symbols. External appearance is not essence.” 


Ghazali characteristically represents the attack on petty lega- 
listic casuistry, lofty dogmatic speculation (mutakallimun) and the 
highly intellectualized world view of the philosophers, which sub- 
limated the voluntaristic traits of the World-Cause, God. Ghazali 
called for an ethical world-principle, Which Greek thought could 
riot supply: He attacked the Greek philosophers for their ethical 
and religious doctrines, although he gladly accepted their contribu- 
tions in other fields. Here is suggested the foundation for a many- 
faceted development: 1. new formulation of speculative theology, 
which until then was not acceptable to the voluntarist Ghazali, 2. 
a further deepening of mysticism, 3. a reform of Greek oriented 
philosophy which should abdicate its extreme intellectualism, 4. 
the development of ethics which should not exclusively emphasize 
voluntarism at the expense of intellect. In all these fields Islam has 
since formed and witnessed great personalities, and Islam can claim 
cultural fowerings in each following era. The oft-touted legend of 
the ”decline” of Islamic culture following Ghazali should finally be 
banished to the curiosity museums of outdated European book- 
worms, since it represents, in the last analysis, intellectual blindness. 


Ghazali does not narrowly conceive religion as "dependence 
on God”, which could be considered servile, but rather as ”striving 
towards God” (gurba), God as the Beloved, absorption in God. 
”Slavery” in religion is overcome, love (mahabba) shines from the 
center like the all-engendering sun. With this we have a source 
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of sublime religious experience, as mystical poetry manifests. At 


the same time activists and socially-oriented elements can find in 


Ghazali their model and teacher. Finally he rendered ritual duties 


more bearable by making them instruments of a higher morality.” 


Ghazali truly represented a turning point in Islam. This is why he 


has been honored with the titles of ” Witness of Islam”, ”Reviver of 


Religion”. His teaching has become the norm of orthodoxy. 


NOTES: 


1 


One finds the grossest absurdities in prejudices advanced against Islamic 
ethics. For instance, Islam is ondemned as hedonistic, thoroughly immoral, 
totally devoted to sensual pleasure whereas, in reality, it often exaggerates 
ascetcism and world escapism. Islam is criticized for lacking a humanist em- 
phasis on the individual personality (it accepted the Greek ideal of the uni- 
versal man), or for underplaying in dependent moral development (Islamic 
monastic life presents a vivid example of a combination of the most diverse 
systems, here the personality of the Shaykh is determinative). It is dismissed 
as lacking an autonomy or innate legality (belief in the divinity of the rev- 
elation through Muhammad renders foreign law an integral part of Islam), 
depth of feeling or personal experience of God (this was strongly manifested 
even by Muhammad). 

One must not search for the essence of Islam in banal ravings of imagi- 
nation or in folksy Beduin truths, which have no place in the rational world 
of intellectuals: nor should one be led by a strong emphasis on externalities 
(i.e. cults) to overlook the inner life of Islam, with its deep concern for con- 
science. Islam has little esteem for modern piety which rejects asceticism. 
Some primitive elements obviously still remain in Islam. However, those 
who deny any ethical substance in Islam, (even in monastic life) those who 
do not recognize the most heroic morality of Islamic monasticism, or the 
deeply moral conscience of its writings, prove by these incredible views, that 
our competent, scholarly knowledge has utterly failed in unlocking the Ori- 
ent for us. 

The material fund of Beduin morality is taken from the abundance 
of @asid poems and also form Beduin stories (Antar, Banu Hilal: Oissa'i- 
Hatim Ta'i, and many from the 1001 Nights), which are available in good 
editions. Translations of this type of literature were made in the history 
and philology-oriented period of research studies, thus we find each Ara- 
bic word conscientiously replaced by a German word, although the result 
is often inaccurate, Arabic words having totally different emotional and re- 
presentational associations. Scholarly research can only work with originals 
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texts as its foundation, and the approach of cultural an thropology calls for a 
different method and treatment. Only the language of the original texts can 
sustain us in our attempt at psychological and sympathetic under standing, 
since this original language provides an entirely different psychical content. 
The German words of the translation, although superficially correct, can 
lead to serious errors because of the difference in “soul”. The data in Georg- 
Jacobs Beduin Life in Arabia (Berlin, 1897), full of passage references, 
(compare Wellhausen's Reste Arabischen Heidentums may be compared to 
aspects of Bedouin life today, Jausseu, Coutumes des Arabes (Paris, 1908) 
especially complete concerning ethics and society: Musil, Arabia Perraea, 
Part HL.) Only by dint of exact knowledge in general and differential psy- 
chology can this frontier of research be opened up. We will appreciate the 
wealth of trends, themes, and forces in the folk ethics of the Orient, only 
when the innumerable moralizing stories have been thoroughly studied. 
These are grouped under the exterior framework of a particular story or are 
held together, by a moral leitmotif, many appear in the wellknown great 
collections. (H. Ethes “Neupersische Literature”, Grundriss der iranischen 
Philologie, II). 

Islamic ethics is not simply a sum of norms or external prescriptions, it 
has its basis in a definite view of the world, that is, Islamic ethics is apart of 
philosophy and has high cultural value. This can be proved, not onlya priori 
from Oriental ideals of personality and education, but also empirically from 
appropriate texts. Max Horten, “Die Entwicklungsfahigkeit des Islam auf 
ethischem Gebiete”, Fest schrift fur E.G. Browne (Cambridge, 1922): Horten, 
Die religiose Gedankenwelt des Volkes im heutigen Islam (Halle, 1917-18), pp. 
128-380s—Horten, “Die sit tlich-religiosen Ideale der Bektaschi-Monche 
nach Ahmed 'AH Hilmi” Der Neue Orient, 1, 293-299, Horten, Aus der 
Welt und Lebensauffassung der turkischen jahrenden Stinger, ibd. 2, 143-148, 
Sharani, BKO XII, Horten “Die mystische Wel tanschauung nach Askeri, 
cine Studie uber das liberale Menchtum im Islam”, ibd. XV: H. Bauer, Isla- 
mische-Ethik (Halle, 1916,1917, 1922, 1912). 

About Mawerdi: R. Enger, De vita et scriptis Mawerdi (Bonn, 1851): 
Constitutiones, politicae (Bonn, 1853): Leon Ostorog (Algiers, 1915): H. 
Ethe, “Neuper sische Literatur”, Grundriss der iranischen Philologie, II. 


Chantepie, Lehrbuch der Religiongeschichte, 2, p. 214. 
Bardenhewer, ed., De castigutione animae, (Bonn, 1873), pp. 113, 8. 


M. Horten, “Avicennas Buch der Genesung der Seele”, Die Metaphysik Avi- 
cennas (Halle, 1907). 


I. Goldziher, Wesen der Seele, pp. 20, 18. 
Kitab al-Ruh (Hyderabad, 1218) pp. 338, 14. 


I. Goldziher, Mohammedanische Studien, 11. (1889 and 1890) pp. 397-400, 
Tafsil al-Nashatayn (Beirut, 1319) pp. 88£. 
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Tahdib 13. 
The oldest edition of Mugaffas translation (762) was published by L. Chei- 


ko (Beirut, 1905). Written in easier and more fowing language, it is used in 
the schools of the Orient. The counsels of Lugman the Wise and the “wis- 
dom sayings” of patriarchs and prophets (hikam) are almost as famous. A 
comprehensive body of literature of this type is supplied by “Gifts” (tuhaf) 
for kings and visiers, “Explanations for the Kings” (Fortushi-1126), “The 
Art of Government” (siyasa), “The Life of Kings” (siyar). Even rulers took 
to the pen, for instance, Kaykwus of Tabarstan, who transmitted his mem- 
oirs to his son Gilanshat in the Oabusname (stalled 1082), and also viziers 
such as Tahir (under Mgmun), Abu al-Fadl (Akbur's vizier), Nizamal-mulk, 
Rashid al-din (d. 1318). It is religious feeling which is the essence of all the 


ideas expressed in these works. 


In ethics, as well as in Oriental philosophy, we are beginning a new line of 
research. Scholarly penetration of this subject has only just begun. No cen- 
sure of the old school is intended here, the entire carlier development lacked 
the groundwork necessary for a comprehension of the ethical realities, even 
for an understanding of foreign culture. Even the observations made here 
in this work, therefore, cannot claim final authority, first vital preliminary 
studies must be undertaken. At this point a summary of the system should 
precede a discussion of individual and specific ethical forms. Unfortunately, 
space does not permit this. If one considers that any of the Oriental writers, 
from the creators of the Gasids and Magams to the jurists and moralists such 
as Oazwini, could be studied from an ethical perspective, one has an idea of 
the staggering abundance of material which could contribute worthwhile 
themes for research. 


Abu Yusuf 'gub, transl. E. Fagnan, Le livre de T'impot foncier (Paris, 1922) 
p- 400: E. Fagnan, transl. Les statuts governementaux de Mawardi (Algiers, 
1915). 


M. Horten, Die Religiose Gedankenwelt der gebildeten Muslime im heutigen 
Islam (Halle, 1917-18), VIIL, 2, etc. Philosophy appears throughout as the 


deeper stratum. 
(Cairo, 1911), translated by O. Rescher (Berlin, 1917). 


R. A. Nicholson? The Kitab al-Luma”, Gibb Memorial Series, Vol. XXII 
(1914), pp 158, 11. 


Id., pp 156, 9. 

Id., pp 175, 14. 

Id., pp 21, 14: 15, 3. 
Id., pp 176, 1. 

Id., pp 175, 17. 

. Id., pp 177,7. 
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21. 


22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
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Concerning Ibn al-Mugaffa: al-adab al-saghir-Minor Ethics: (Alexandria, 
Ahmed Zaki Pasha, 1330-1912)—the last was translated by E. Rescher 
(Berlin, MSOS, 1917). The Strange Pearl (al-durra al-yatima) was published 
by the famous Druze prince, the Amir Shakib Arslan in Beirut, 1897, in the 
matbaat al-adabiya of the “Press of Finer Education', in a second edition, 
the name not as Brockelman, 1 152, nr. 2, to be read Sukail. Oifti 220, Fihrist 
118 lists 20 works of his. 


Arab. Mus. Berlin, cod. Landberg 121. 

Tahdhib (Cairo, 1317), pp. 144, 5, etc. 

Id., pp 61, 11. 

Silvestre de Sacy, Memoire sur le Djavidan Khirad (Paris, 1831). 


The many recent works about Ghazali testify to the lively interest he 
arouses. Unfortunately, these works lack scholarly depth. For a treatment 
of Ghazali must comprehend his basic convictions and also the variegated 
currents of his age, the psychological-psychoanalytical aspect should not 
be overlooked. Heinrich Frick, “Ghazalis Selbstbiograpkiet in Vergleich 
mit Augustins Confessiones” (Leipzig, 1919) Theol Lits Ztg. 1920, Sept. 
30. De Boer exhibits to a shocking extent how badly our Orientalists need 
a scholarly translation of the tahafut, every page of his Die Widerspruche 
der Philosophic nach Ghazali (Strassburg, 1894) abounds with atrocious 
mitsakes, not one sentence of the original has been correctly understood. 
Whereas Ghazali considered the reality of space and time as self-evident, 
de Boer writes: “Space and time are not intrinsic in things, they merely 
constitute our rela tionships to things”. “Any real sucession disappears”. The 
author failed to realize that the words he cites from Ghazali there refer to 
pre-worldiy, i.e. purely surmised, time and supra-worldly space. 

J. Obermann credulously accepts these mistakes in Der philosophische 
und religiose Subjectivismus Ghazalis (Vienna, and Leipzig, 1921). He man- 
ages to reverse Ghazalis pronounced optimism (Ghazali admitted the entire 
positive system of Islam) into subjectivism (which Ghazali strove his life 
long to subdue). Until the philosophical foundations have been firmly es- 
tablished, modern catch words will only spread obscurity, especially if their 
meaning in the unfamiliar field of medieval thought is not determined. 

Hans Bauer has accomplished valuable scholarly preliminary studies in 
trans lating parts from Ghazali's Revival of Religious Sciences, and he thus 
provides broader circles with comprehensive raw material for discussion, 
from these discussions a thorough understanding of the most profound lev- 
el of the system should follow. H Bauer, Islamisische Ethik (Halle 1916,17, 
2212). 

The numerous works of D. Miguel Asin Palacios of Madrid are espe- 
cially pene trating. In his excellent La Escatologia musulmana en la Divina 
Comedia (1919) 28 works are listed on page 402. Links to Christianity be- 
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come clear in his “La mys tigue deal Ghazali,” Des Melanges de la faculte' ori- 
entate, Vol. VII (Beirut, 1914), pp. 67-104. Also Oushairi's dependence—in 
his doctrine of progressive steps leading to God—on Johannes Klimakos— 
Sinaites and on Makarios of Egypt can be studied on amuch broader basis (as 
Dr. Froberger tells me), s0 that scholars must recognize a definite Christian 
influence on Islam via the orthodox mystics. This was a renewed influence 
and was preceded by others: 1. the impact of Christianity on Muhammad 
in his earliest period, when he felt himself spiritually akin to the Christian 
Abyssinians, 2. the influence during the Umayad period: Johannes Dama- 
scenus and the earliest ascetics, the Mutazalites, Hasan of Basra, 3. the effect 
of the liberals in the earliest Abbasid period, among whom a pronounced 
Christian school can be distinguished (Christ will return on the heavenly 
clouds to perform the last judgement) 4. the mystical-Ethical— Christian 
trend around 1000. Thus one can consider this influence constant, acting 
upon Islam since its very beginning. 

Besides the seven levels discussed here, Ghazali also knew the way of 
nine steps, which Makki (d. 998) details in “Die Nahrung der Herzen” (Ou- 
tin A. Palacios Le. 95f—a supplement to Fr. Heilers Das Gebet). Ghazali's 
guotations from the New Testament, ibd. As decisive influences 1. Neo- 
Platonic (ibd. 86. 96.1007). 2. Indian (ibd. 101) and 3. Jewish must also be 
mentioned. Ghazali then in his turn influenced Christianity, The Spanish 
and provincial rabbis contributed in a particular way towards the introduc- 
tion of Ghazali's books in to Christian Scholasticism. Writers from Toledo, 
most important Dominicus Gonzalez, translated his Aims of Philosophers” 
into Latin and the Catalan Dominican Raimund Nartini included in his pu- 
gio fidei entire pages of the Munkidh and the Tahafut, texts from Mishkat, 
Mizan, and Ihya. 


M. Horten, Die Hauptlehren des Averroes nach seiner Schrift: “Die Wiederle- 
gungen des Ghazali” (Bonn, 1913), p. 323, ”Zum Standpunkt Ghazalis” 


Minhaju'l-abidin (Cairo, 1306—1889) pp. 3, 15-5, 20. 
1.c.5,4. 


30. J, VI, 108 A. 1. 


31. 


32. 


M. Horten, Mystische Texte aus dem Islam, Drei Gedichte des ibnu-l-Arabi 
(Bonn, 1912), 7 nr. after Horten, Tarjuman (London, 1911). 


Minhaj 4 ob. 
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RASIONALISME SUBSTANSI MONISTIK 
DAN ETIKA NATURALISTIK-STOISISTIK 
DALAM PEMIKIRAN FILOSOFIS SPINOZA 


Alim Roswantoro 


A. Pendahuluan 


Rasionalisme lahir dari “rahim” filsafat Barat modern. Ia 
menjadi aliran filsafat yang sangat berpengaruh sejak abad ke-17, 
ketika Descartes menggulirkan cogito ergo sum-nya yang menegas- 
kan bahwa pikiran, keluasan, dan Tuhan sebagai tiga substansi. 
Substansi-substansi tersebut sebagai ide bawaan yang pasti adanya. 
Perbincangan mengenai substansi sebagai ide apriori mendorong 
para filosof menguat di kalangan para filosof yang tertarik pada 
pikiran filosofis Descartes, dan Bariich de Spinoza atau Benedictus 
de Spinoza adalah salah satunya. 


Spinoza setuju dengan gagasan substansi sebagai wujud yang 
harus ada dan tak terbatas dari Descartes, namun tidak setuju 
dengan gagasan banyak substansi yang berujung pada paham dua- 
lisme jiwa dan badan. Banyak substansi akan memunculkan perta- 
nyaan mana ada yang menjadi sebab maujudnya ada-ada lainnya, 
sementara paham dualisme memunculkan persoalan penjelasan 
hubungan antara keduanya. Spinoza menjawab bahwa hanya boleh 
ada satu substansi. Subtansi tunggal ini merupakan keseluruhan 
yang disebut Alam atau Tuhan. Bagian-bagian darinya hanya mer- 
upakan atribut-atribut sebagai mode atau cara Tuhan memahami 
dirinya melalui dirinya. Tidak boleh ada dua substansi dengan 
atribut-atribut yang sama, dan karenanya hanya ada satu substansi 
yaitu Tuhan atau Alam. 
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Dengan konsepsi substansi tunggalnya ini, Spinoza harus ber- 
bicara tentang manusia dan tindakannya yang bernilai moral. Dari 
substansi tunggalnya ini bisa dilihat turunan pemikiran etikanya. 
Dalam ajaran monoteisme Yahudi ortodoks, substansi tunggal itu 
adalah Tuhan yang berupa wujud transenden, sementara alam ada- 
lah ciptaan-Nya yang bersifat imanen, sementara Spinoza menia- 
dakan transendensi dalam ajaran substansi monistiknya dengan 
mengatakan alam dan Tuhan adalah identik. Ajaran inilah yang 
membuatnya dia disingkirkan dari ortodoksi Yahudi. Jika dalam 
Yahudi ortodoks ajaran etikanya adalah etika transenden yang sum- 
ber normanya adalah ajaran-ajaran moral dari Tuhan yang tertuang 
dalam kitab suci, maka Spinoza dengan logika substansi monistik 
yang nir transendensi mempunyai rumusan etik yang sama sekali 
imanen. Bagaimana etikanya ini bisa dipahami menjadi perhatian 
yang ingin dijawab oleh tulisan ini. 


B. Kehidupan 


Spinoza adalah seorang filosof keturunan Yahudi-Portugis 
berbahasa Spanyol yang lahir dan besar di Belanda. Orang tuanya 
adalah warga Yahudi Portugal yang lari ke Belanda karena ada 
pemaksaan warga Yahudi di Portugal untuk menjadi Katholik. 
Pemikiran-pemikiran Spinoza berakar dalam tradisi Yudaisme. Spi- 
noza memiliki nama lengkap awalnya Bariich de Spinoza, namun 
sejak dikucilkan pada tahun 1656, dia mengganti namanya menjadi 
Benedictus de Spinoza. Dia lahir pada tanggal 24 November 1632 
di kota Amsterdam, Belanda.' Dia dibesarkan dalam lingkungan 
keluarga yang berkecukupan. Ayahnya merupakan seorang peda- 
gang yang kaya. Spinoza adalah anak yang cerdas. Spinoza sangat 
menyenangi dunia ilmu. Dia terdidik di perguruan tinggi Yahudi 
di Amsterdam, tempat orang tuanya yang berbangsa Yahudi ber- 
lindung saat dalam pelarian meninggalkan Portugal? Dia mem- 


| Antony Flew, 4 Dictionary of Philosophy (New York: St. Martin's Press, 
1979), hlm. 310-311. 


Roger Scruton, Sejarah Singkat Filsafat Modern, dari Descartes sampai Witt- 
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pelajari teologi Yahudi, bahasa-bahasa klasik, matematika, ilmu 
alam, dan filsafat. Dia sangat menggemari pelajaran Bahasa. Bahasa 
yang dia pelajari adalah Bahasa Latin, Yunani, Belanda, Perancis, 
Yahudi, Jerman, dan Italia. Matematika dan ilmu alam merupakan 
dua disiplin ilmu yang dia dalami. Dalam bidang filsafat, dia sangat 
tertarik pada filsafat Descartes, namun tidak setuju dengannya ten- 
tang tiga substansi dan dualismenya. 

Menginjak remaja, sebagai penganut Yahudi yang diwarisinya 
dari keluarganya, nalar kritikalnya membawanya pada pertanyaan- 
pertanyaan yang sifatnya meragukan Kitab Suci sebagai Wahyu 
Allah, eksistensi imam yahudi, kedudukan bangsa yahudi sebagai 
umat pilihan Yahweh, dan keterlibatan Allah secara personal dalam 
sejarah kehidupan manusia. Sikapnya yang kontroversial menuai 
kegelisahan dan keresahan di kalangan penganut Yahudi ini. 
Mereka, para tokoh agama Yahudi, bereaksi keras terhadap ajaran 
Spinoza ini. Mereka memaksa agar Spinoza kembali lagi pada orto- 
doksi agama, namun dia tidak goyah dengan keyakinannya. Kete- 
guhannya ini membuatnya dikucilkan dan dikeluarkan dari Sina- 
goge di Amsterdam pada tahun 1656. Spinoza tidak terpengaruh 
dengan pengucilannya ini, justru dia menandainya sebagai babak 
hidup barunya. Mengawali babak hidup baru ini, dia mengubah 
namanya menjadi Benedictus de Spinoza." 


Dia bertahan hidup dengan cara mengasah lensa, dan terus 
menulis menuangkan gagasan-gagasannya di sela-sela waktu men- 
cari nafkah. Selain mengasah lensa, dia juga bekerja sebagai guru 
privat pada keluarga-keluarga kaya. Pekerjaannya ini membawa dia 
bertemu dengan tokoh-tokoh politik Belanda. Dia pernah diun- 
dang pada tahun 1673 untuk mengajar di Universitas Heidelberg, 
tapi dia menolaknya. Dia memiliki respek yang tinggi pada kebeba- 


genstein, terj. Zainal Arifin Tanjung (Jakarta: PT. Pantja Simpati, 1986), 
hlm. 56. 


3 KE Budi Hardiman, Filsafat Modern dari Machiavelli sampai Nietzsche (Ja- 
karta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2004), hlm. 44. 


£ Tbid., hlm. 45. 
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san berpikir. Dia mengutuk mereka yang menghukum mati orang- 
orang hanya karena mereka berpikir bebas. Sikapnya ini tampaknya 
merupakan pengaruh psikologis dari pengalaman orang tuanya 
yang harus meninggalkan negara kelahiran mereka hanya karena 
berbeda agama. Bahkan demi kecintaannya pada kebenaran dan 
kebebasan berpikir, dia terpaksa menyembunyikan karya besar- 
nya, Ethics, karena takut pada pihak sensor. Kehidupan susahnya 
setelah diasingkan dari keluarganya, membuat kesehatannya terus 
memburuk. Dia, yang sebelumnya memang telah mengidap penya- 
kit paru-paru, terjangkit penyakit TBC. Dua penyakitnya ini terus 
menggerus kesehatan dan daya tahan tubuhnya, hingga akhirnya 
dia meninggal pada 21 Februari 1677 di Den Haag. Dia meninggal 
dalam usia muda, yaitu kurang lebih 44 tahun, 3 bulan. 


Spinoza termasuk pemikir yang produktif menulis dilihat dari 
usianya tidak panjang umur. Di antara karya-karyanya yang banyak 
ada empat karya yang merupakan karya pentingnya. Keempat 
karya dimaksud adalah Renati Descartes Principiorum Philosophiae 
(Prinsip Filsafat Descartes) yang terbit pada tahun 1663, Tractatus 
Theologico-Politicus (Traktat Politis-Teologis) yang rampung ditu- 
lisnya tahun 1670, Tractatus de Intellectus Emendatione (Traktat 
tentang Perbaikan Pemahaman) yang muncul pada tahun 1677, 
dan Ethica more Geometrico Demonstrata (Etika yang dibuktikan 
secara geometris) yang juga dirilis pada tahun 1677. 


C. Substansi Tunggal sebagai Ajaran Utama Rasionalisme 
Spinoza 
Substansi atau fondasi sesuatu berasal dari Bahasa Latin, sxb- 
stantia yang merupakan terjemah dari kata Yunani, ousia, yang 
berarti 4 stuff atau suatu bahan, yang juga bisa diterjemah esensi 
dari suatu benda. Substansi suatu benda adalah apa yang ada seba- 


5 Roger Scruton, Sejarah Singkat Filsafat Modern... hlm. 56. 


6 Kelly James Clark, Richard Lints, and James K.A. Smith, 101 Key Terms in 
Philosophy and Their Importance for Theology (Louisville, Kentucky: West- 
minster John Knox Press, 2004), hlm. 90. 
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gaimana ia benar-benar ada, yang dilawankan dengan apa yang ada 
dalam penampakannya. Spinoza sendiri membatasi pengertian 
substansi seperti yang dikatakannya sendiri, “By substance, I mean 
that which is in itself, and is conceived through itself: in other 
words, that of which a conception can be formed independently of 
any other conception.” 


Substansi adalah sesuatu yang independen dan hanya bisa di- 
peroleh dengan pemikiran, tidak dengan pengamatan, penglihatan, 
pengalaman, dan dan lain sebagainya. Substansi dipahami sebagai 
sesuatu yang ada dalam dirinya sendiri dan dipikirkan oleh dirinya 
sendiri. Ia adalah sesuatu yang konsepnya independen, yang arti- 
nya tidak membutuhkan konsep lain untuk membuatnya ada. 
Bicara substansi dalam pandangan Spinoza dalam pikiran manusia 
berbicara tentang hakikat (nature) atau esensi (essence). Ekspresi 
substansi dalam verbalisasi bahasa berkenaan dengan kata benda 
abstrak, dalam bahasa Inggris biasanya suatu kata benda yang dibu- 
buhi akhiran ness, dalam bahasa Indonesia dibubuhi awalan £e- dan 
akhiran —an. Ambil contoh, pohon atau tree dalam bahasa Ingg- 
ris. Dalam contoh ini substansinya bukan pohon mangga, pohon 
cemara, pohon kamboja, dan lain sebagainya, melainkan treeness 
atau kepohonan. Treeness atau kepohonan ini menunjukkan suatu 
hakikat atau esensi tentang kepohonan. Hakikat dan esensi ini 
menunjukkan di dalam pikiran substansi tentang pohon. Hijau, 
tinggi, besar, berduri, berbuah, berbunga dan lain sebagainya bukan 
substansi pohon, melainkan aksidensi atau atribut-atribut tentang 
pohon. Substansi pohon adalah treeness. 


Bagaimana manusia bisa mengerti atau tahu apa itu substansi 
atau bagaimana manusia bisa mengatakan sesuatu itu substansi 
merupakan persoalan yang ingin dijawab oleh Spinoza. Jawaban- 


7 Benedict de Spinoza, The Ethics (Ethica Ordine Geometrico Demonstrata), 
trans. from Latin by R.H.M. Elwes, University of Adelaide Library, cBook@ 
Adelaide, 2009, http://ebooks.adelaide.edu.au/s/spinoza/benedict/ ethics/ 
complete.html: 4. 

Arthur W. Collins, Thought and Nature: Studies in Rationalist Philosophy 
(Indiana: University of Notre Dame Press, 1985), hlm. 63. 
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nya ada pada ciri-ciri dari substansi. Substansi harus bersifat infi- 
nity atau ketakterbarasan, indivisible atau tidak bisa dibagi-bagi, 
dan exist atau ada. Substansi itu harus tak terbatas, yang terbatas 
pasti bukan substansi. Ia juga tidak bisa dibagi-bagi. Ia menunjuk- 
kan kepenuhan dalam dirinya sendiri. Ia tidak mungkin tidak ada, 
melainkan harus ada. Infinity mengandung pengertian bahwa sub- 
stansi tidak mempunyai awal-mula dan akhir. Meskipun seluruh 
pohon yang ada di bumi ini mati dan punah, substansi pohon, 
treeness, tetap ada, dan tidak pernah hilang. Tak berbatas berarti- 
sifat substansi adalah abadi, mutlak, dan tunggal-utuh. Indivisible, 
yaitu bahwa substansi tidak bisa dibagi-bagi, Spinoza menegaskan 
bahwa substansi adalah sesuatu yang ada dalam dirinya sendiri 
dan dipikirkan oleh dirinya sendiri. Substansi adalah sesuatu yang 
berdiri sendiri dan tidak memerlukan yang lain. Exist, Karena sub- 
stansi suatu yang tidak terbatas yang tidak memiliki awal dan akhir, 
dan karena ia tidak bisa dibagi-bagi, maka ia harus ada.” Substansi 
ada dalam pikiran karena ia ada. Jika ia tidak ada, maka tidak akan 


ada substansi dalam pikiran. 


Dalam kehidupan ini, substansi dengan sifat infinity, indivi- 
sible, dan exist hanya ada satu, tidak mungkin banyak. Hanya ada 
satu yang dapat memenuhi batasan seperti itu mengenai substansi 
monistik. Substansi yang satu adalah Allah atau Tuhan. Hanya 
Tuhan yang memiliki sifat yang tak terbatas, abadi, mutlak, tung- 
gal-utuh atau tak bisa dibagi-bagi, dan harus ada. Spinoza sendiri 
menyebut “God, or substance, consisting of infinite attributes, of 
which each expresses eternal and infinite essentiality, necessarily 
exists.' Karena Tuhan adalah satu-satunya substansi, maka segala 
yang ada harus dikatakan berasal dari Tuhan. Fakta-fakta plural 
dalam alam semesta baik yang bersifat badaniah atau meterial 
seperti manusia, tanaman, binatang, dan benda-benda lainya, atau- 
pun yang bersifat rohaniah atau spirit seperti perasaan, imajinasi, 


? Benedict de Spinoza, The Ethics (Ethica Ordine Geometrico Demonstrata)..., 
hlm. 6-13. 


10 Jhid., hlm. 8. 
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kehendak, dan pemikiran, bukan merupakan sesuatu atau hal yang 
berdiri sendiri, melainkan tergantung sepenuhnya pada Tuhan. 
Untuk menjelaskan bahwa yang banyak yang beragam ini hakikat- 
nya hanyalah satu, atau keseluruhan yang banyak yang beragama 
itu adalah satu-kesatuan yang menggambarkan hakikat yang satu 
yaitu Tuhan, Spinoza menggunakan konsep mode. Dia mendefini- 
sikan mode seperti berikut, “By mode, I mean the modifications 
of substance, or that which exists in, and is conceived through, 
something other than itself.”"' Mode secara bahasa adalah cara atau 
bentuk. Mode adalah bentuk atau cara tertentu dari keluasan dan 
pemikiran. Dengan demikian, semua gejala dan realitas yang kita 
lihat dalam alam hanyalah mode saja dari Allah sebagai substansi 
tunggal. Substansi dan modifikasinya bukanlah dua entitas yang 
terpisah, melain satu-kesatuan. Substansi secara alamiah ada lebih 
dulu dari pada mode, bukan mode dulu baru substansi.? 


Yang tampak banyak dan berbeda hanyalah atribut-atribut 
atau aksidensi-aksidensi dari substansi monistik itu. Substansi yang 
hanya satu itu adalah Tuhan. Hanya ada satu substansi, yaitu Tuhan. 
Segala sesuatu ada di dalam Tuhan, dan segala sesuatu itu hanyalah 
suatu mode atau cara Tuhan untuk memperlihatkan dirinya sendiri 
kepada dirinya sendiri. Meskipun segala sesuatu itu merupakan 
suatu mode Tuhan mengenalkan dirinya sendiri pada dirinya sen- 
diri, mereka adalah pasti adanya. Hakikat Tuhan harus ada, dengan 
demikian Tuhan harus adanya, dan oleh karena itu, segala sesuatu 
juga harus adanya. Karena keseluruhan yang banyak dan yang ber- 
beda merupakan satu-kesatuan yang disebut alam, makan keseluru- 
han yang tunggal itu adalah alam. Karena alam yang merupakan 
kesatuan tunggal dari yang banyak dan yang berbeda merupakan 
mode Tuhan melihat dan memikirkan dirinya-sendiri dari dalam 
dirinya sendiri, maka Tuhan itu hakikatnya adalah alam itu sendiri, 
dan alam itu adalah Tuhan. Spinoza berpandangan bahwa Deus 
sive Natur (Godor Nature/ Tuhan atau alam). Yang berbeda dari aja- 


1 Jhid., hlm. 4. 
2 hid, hlm. 5. 
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ran ini hanyalah istilah dan sudut pandangnya saja. Natur, sebagai 
Deus, adalah natura naturans atau alam yang melahirkan. Natura 
naturans dipandang sebagai asal-usul, sebagai sumber peman- 
caran, sebagai daya pencipta yang asali. Sebagai dirinya sendiri, 
alam adalah natura naturata (alam yang dilahirkan), yaitu sebuah 
nama untuk alam, yang sekaligus menunjukkan hakikatnya sebagai 
Tuhan, tetapi dilihat pemahamannya menurut perkembangannya, 
yaitu alam yang tampak sebagai yang banyak dan yang berbeda. 
Karena substansi hanya ada satu tidak bisa multiple, maka Tuhan 
dan Alam tidak bisa menjadi nama dari dua substansi yang khas 
dan independen, melain keduanya adalah satu-kesatuan yang sama, 
yang menggambarkan satu substansi, yaitu Tuhan sekaligus Alam: 


Tuhan adalah Alam dan Alam adalah Tuhan.? 


Dengan pengertian seperti itu, Tuhan bukanlah personal, 
melainkan impersonal. Dia tidak berkehendak ataupun berbuat. 
Menjadi satu berarti Tuhan adalah alam itu sendiri. Menjadi dua 
berarti ada dua substansi, substansi Tuhan dan substansi alam. Bagi 
Spinoza hal ini tidaklah mungkin, karena hanya ada satu substansi 
yaitu Tuhan, dan Tuhan adalah alam. Tuhan adalah keseluruhan 
dari segala sesuatu ada sebagai satu-kesatuan. Jadi semuanya adalah 
Tuhan, dan Tuhan adalah semuanya (All is God, God is all). Dengan 
demikian, substansi monistik Spinoza dekat dengan paham ketu- 
hanan yang disebut panteisme." 


18 Spinoza tidak membedakan antara nature as active and passive product. Sepan- 
jang dia mengidentifikasi Tuhan dengan Alam sebagai kreatif dia berbicara 
Tuhan sebagai sebab imanen dari segala sesuatu yang merupakan modifikasi 
darinya, namun sepanjang dia mengidentifikasi Tuhan dengan Alam sebagai 
sesuatu yang pasif maka tidak ditemukan sama sekali pengertian ketuhanan. 
Alasdair MacIntire, “Pantheism”, dalam Donald M. Borchert (ed. in Chief), 
Encyclopedia of Philosophy, Vol. 7, 2" Ed. (Farmington Hill: Thomson Gale, 
2006), hlm. 96. 


Panteisme terdiri dari dua kata, pan yang artinya semua dan teos yang artinya 
Tuhan, serta tambahan kata isme yang artinya paham. Panteisme adalah pa- 
ham yang mengatakan bahwa semua adalah Tuhan dan Tuhan adalah satu. 
“God is all and one, what is many is therefore illusory and unreal” Panteisme 
bisa ditemukan di tradisi agama maupun filsafat. Di dalam agama bisa lihat 
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Dengan ini Spinoza membantah ajaran |Descartes) bahwa 
realitas seluruhnya terdiri dari tiga substansi (Allah, jiwa, materi). 
Bagi Spinoza hanya ada satu substansi saja, yakni Allah/alam. 
Pandangan Spinoza mengenai substansi tunggal merupakan tang- 
gapannya atas pemikiran Descartes tentang masalah substansi dan 
hubungan antara jiwa dan tubuh atau pikiran dan alam. Masalah- 
nya adalah bagaimana Tuhan, jiwa, dan tubuh atau dunia material 
dapat dipikirkan sebagai satu kesatuan utuh. Bukunya Ethica, 
ordine geometrico demonstrata ditulisnya untuk menjawab per- 
soalan multiple substances Descartes ini. Pikiran Spinoza di atas 
dengan tegas menjawab hal itu tidaklah mungkin, dan hanya mung- 
kin jika ketiganya adalah satu yaitu Tuhan atau Alam. 


Filsafat Spinoza yang seperti itu secara kuat menegaskan 
bahwa secara metafisik tidak ada hirarkhi ontologis. Selain tidak 
adanya hirarkhi ontologis, konsepsinya dengan jelas menunjuk- 
kan ketiadaan transendensi. Ada transenden itu tidak pernah ada, 
semuanya adalah imanen. Di dalam gagasan panteismenya, hanya 
ada satu substansi, yaitu Tuhan, suatu wujud yang secara mutlak 
tak-terbatas yang dibuat dari atribut-atribut atau sifat-sifat yang 
tak-terbaras dari dua dunia, pikiran dan ekstensi fisikal, yang dike- 
tahui oleh manusia. Menurutnya, dalam pengertian Tuhan sebagai 
sbstansi tunggal, terkandung pengertian “The existence of God 
and his essence are one and the same.” Tuhan dan semua atribut- 
atributnya adalah abadi. Setiap atribut menyingkapkan eksistensi, 
oleh karena itu, atribut-atribut yang sama dari Tuhan menjelaskan 
esensi abadinya, yang pada waktu bersamaan menjelaskan eksisten- 
sinya yang abadi. Dengan demikian, esensi Tuhan pada saat yang 
sama merupakan eksistensinya. Eksistensi Tuhan dan esensi Tuhan 
adalah satu dan sama. 


Alasdair Maclntire, “Pantheism”, hlm. 95. 


15 Harry Hamersma, Tokoh-tokoh Filsafat Barat Modern (Jakarta: Gramedia, 
1984), hlm. 9. 


16 Benedict de Spinoza, The Ethics (Ethica Ordine Geometrico Demonstrata)..., 
hlm. 17. 
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Dia menyatakan bahwa eksistensi Tuhan bersifat pasti dan 
bahwa, karena tidak ada sesuatu yang lain dari pada substansi Tuhan 
dan modifikasi-modifikasinya, maka tidak ada sesuatu yang kon- 
tingen. Semua entitas, termasuk manusia, ditentukan oleh hukum- 
hukum alam universal untuk mengada dan bertindak dalam suatu 
cara yang pasti dan tertentu. Spinoza berpendapat bahwa semua 
benda dan hal di jagad raya ini merupakan modifikasi-modifikasi 
dari substansi tunggal yang sama, dan karenanya, sepenuhnya tidak 
bebas dari segi dalam hal kemampuan melakukan sesuatu apapun 
itu.” 

Manusia adalah suatu modifikasi (atau mode) dari suatu sub- 
stansi unik, takterbatas yaitu Tuhan atau alam. Alam adalah suatu 
keseluruhan yang tidak bisa dibagi-bagi, yang tidak disebabkan, dan 
yang substansial. Tuhan semata merupakanalam di bawah atribut 
yang lainnya. Setiap modifikasi tunggal disebabkan oleh kekuasaan 
Tuhan yang takterbaras yang secara pasti menciptakan keseluruhan 
alam. Spinoza dengen demikian memahami Tuhan sebagai sebab 
imanen dari Alam. Ini berlawanan dengan ide Kristen-Yahudi ten- 
tang Tuhan sebagai suatu Wujud yang Transenden yang menye- 
babkan suatu dunia yang terpisah dari Dirinya sendiri ada dengan 
menciptakannya dari ketiadaan. Manusia adalah suatu cara kom- 
posit dari atribut-atribut pemikiran dan ekstensi dan oleh karena 
itu manusia hanya mengetahui dua atribut Tuhan atau Alam, yaitu 


pikiran dan tubuh." 


Pikiran dan ekstensi atau keluasan merupakan aspek-aspek 
yang berbeda dari suatu substansi tunggal yang Spinoza sebut 
Tuhan atau Alam. Baginya, manusia berisifat non-durasional dan 
berakar dalam esensi Tuhan yang tak terikat waktu. Hal ini sebagai 
salah satu dari banyak cara khusus dari Tuhan yang dieksternali- 
sasikan. Pikiran dan keluasan dari pengertian tubuh atau materi 


merupakan ekspresi-ekspresi yang berbeda di bawah pikiran dan 


7 Edward W. Younkins, Spinoza on Freedom, Ethics and Politics, www.guebe- 
coislibre.org/ 06/060507-2.htm, 3 Oktober 2016: hlm. 1. 


18 hid, hlm. 1-2. 
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di bawah keluasan dari yang ada yang sama, yaitu pribadi manu- 
siawi. Spinoza mengatakan, “Thought is an attribute of God, or 
God is a thinking thing” dan “Extension is an attribute of God, 
or God is an extended thing.” Pikiran-pikiran partikular adalah 
modifikasi-modifikasi atau mode-mode, yang dalam cara tertentu 
dikondisikan, mengekpresikan hakikat Tuhan. Tuhan oleh karena 
itu memiliki atribut-atribut yang di dalamnya konsep-konsep 
terlibat dalam semua pemikiran partikular. Pikiran, oleh kare- 
nanya, merupakan salah satu atribut takterbatas dari Tuhan, yang 
mengungkapkan esensi Tuhan yang abad dan takterbatas. Tuhan 
adalah “Ada yang berpikir”, dan manusia mampu memahami ada 
suatu Wujud yang berpikir takterbatas.” Dengan demikian suatu 
Ada, yang bisa memikirkan banyak benda-benda atau hal-hal yang 
takterbatas dengan banyak cara yang takterbaras, secara pasti, ber- 
kenaan dengan pemikiran, adalah takterbatas. 


Jika menunjuk bagian-bagian partikular yang takterbatas caku- 
pannya dalam dunia ruang dan materi, maka semua itu membentuk 
suatu kesatuan-tunggal yang disebut alam. Alam yang menampak- 
kan dirinya dalam banyak benda dan hal yang takterbatas dengan 
cara yang takterbatas ini mengindikasikan bahwa Tuhan bertindak 
dengan kepastian yang sama, sebagaimana kepastian yang dengan- 
nya dia memahami dirinya sendiri. Jadi ide tentang Tuhan, yang 
darinya banyak bagian-bagian alam yang takterbatas mengikuti 
dengan cara-cara yang takterbatas pula, hanya bisa ada satu, tidak 
bisa ada banyak, yaitu Tuhan.? 


Manusia merupakan bagian tak terpisahkan dari alam, sebagai- 
mana bagian-bagian lainnya pun merupakan bagian integral dari 
alam. Memahami mereka masing-masing sebagai eksistensi mandiri 
yang terpisah satu sama lain tidaklah mungkin dalam filsafat Spi- 
noza. Semua elemen yang menyusun alam sebagai kesatuan-utuh 
terikat oleh hukum alam yang sama termasuk manusia. Manusia 


2 Benedict de Spinoza, The Ethics (Ethica Ordine Geometrico Demonstrata)..., 
hlm. 32. 


20 Thid., hlm. 1-2. 
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jelas merupakan bagian dari alam, suatu domain yang diatur oleh 
hukum sebab-akibat. Bagaimanapun, tubuh manusia, termasuk 
pikiran yang menyesuaikannya, lebih kompleks daripada entitas- 
entitas lain dengan melihat komposisinya dan kecenderungan 
bawaannya untuk bertindak dan diperlakukan.” Perbuatan meng- 
acu pada kekuasaan manusia untuk mempengaruhi mata rantai 
sebab. Dia menjelaskan bahwa semua pemikiran adalah tindakan 
dan bahwa semua tindakan mempunyai keserempakannya dalam 
pemikiran. 

Menurut Spinoza, seperti disampaikan oleh Younkins, keuta- 
maan kepentingan-diri merupakan suatu hukum dasar dari hakikat 
manusia. Manusia berbagi suatu kendali yang sama untuk preser- 
vasi atau perlindungan diri dan berusaha mempertahankan kekua- 
saan dirinya. Conatus merupakan kekuasaan untuk melindungi 
diri. Prinsip conatus Spinoza menyatakan bahwa individu-individu 
manusia bertujuan untuk mempertahankan keberadaannya untuk 
menegaskan diri mereka sendiri di dunia ini dalam individualitas 
mereka masing-masing yang khas.? Seperti semua benda dalam 
alam, manusia melalui tubuhnya dan melalui pikirannya berusaha 
untuk melindungi keberadaannya dan pikirannya sadar akan usa- 
hanya ini. Kapasitas manusia untuk berpikir inilah yang membeda- 
kan dia dengan semua entitas alam lainnya. 


Sebagaimana telah disebut di atas, segala sesuatu, termasuk 
manusia, terikat oleh hukum-hukum alam dan batasan-batasan 
alamiah lainnya, maka manusia mempunyai suatu hakikat yang 
disebabkan dan tidak berada di luar alam. Ikatan-ikatan alam dia- 
tur oleh hukum-hukum yang mempunyai kaitan dengan tata tertib 
abadi dari keseluruhan Alam, yang darinya manusia hanyalah seke- 
dar merupakan suatu bagian. Spinoza menjelaskan bahwa semua 
benda di alam ini berproses dari suatu kepastian abadi. Dengan 


21 Harun Hadiwijono, Sari Sejarah Filsafat Barat 2 (Yogyakarta: Kanisius: 
1980), hlm. 28. 
2 Edward W. Younkins, Spinoza on Freedom, Ethics and Politics..., hlm. 2. 


23 hid, hlm. 3. 
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melihat sebab dan alasan, tidak ada kebebasan jika kita memahami 
kebebasan sebagai berkuasa untuk melakukan suatu tindakan 
tanpa sebab atau alasan. Manusia berfungsi sebagai individu yang 
bersifat berhubungan dengan entitas-entitas lainnya, dan pada saat 
yang sama, dia merupakan bagian dari alam semesta. 


D. Turunan Metafisika Panteisme Monistik pada Konsepsi 

Etika Spinoza 

Spinoza berbicara kebebasan yang dalam konsepsi substansi 
monistik agak sulit bisa diterima ada konsep kebebasan. Konsep 
metafisiknya sangat deterministik, bagaimana bisa kebebasan ada 
dalam dunia Spinoza. Menurut definisinya tentang kebebasan, 
suatu benda dikatakan bebas, ada dengan kepastian semata dari 
hakikatnya sendiri dan ditentukan dalam tindakannya oleh dirinya 
sendiri. Dia menilai sesuatu sebagai pengertian-pengertian yang 
pada tingkatannya ia menyadari hakikatnya. Kebebasan manusia 
yang nyata, baginya, dengan demikian, berarti berbuat menurut 
hakikat manusia yang itu sendiri. Kebebasan berarti mengikuti 
conatus yang ditentukan yang manusia usahakan untuk memperta- 
hankan wujudnya sendiri. Ketika diterapkan pada manusia, hukum 
umum perlindungan diri memiliki arti penting yang distingtif bagi 
konsep kebebasan manusia. 

Etika Spinoza didasarkan pada suatu ontologi manusia. Onto- 
logi manusia berarti berbicara hakikat adanya manusia. Hakikat 
adanya manusia adalah ada modifikatif dari Ada penyebabnya, 
yaitu Ada Substantif (Tuhan atau Alam). Dari kondisi ontologis- 
nya sebagai proses modifikasi dari Ada Substantif, kondisi moral 
manusia dan teori moralnya bisa digambarkan. Etika manusia 
hanya dapat dikonsepsikan oleh kondisi eksistensialnya sendiri. 
Eksistensi manusia, yang berasal dari sebab asalinya, yaitu Tuhan 
atau Alam, merupakan bagian dari alam yang memiliki hakikatnya 
sendiri. Dengan cara demikian, manusia berbuat menurut sebab 


2 Jakub Jirsa, “The Ethical Significance of Substance-God Difference in Spi- 
nozas Ethics I”, http://nb.use.c2/kfil/elogos/ethics/jirs2-03.pdf, 15 November 
2016, hlm. 8. 
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dan alasan sebagai proses modifikasi Tuhan memahami dirinya 
melalui diri manusia, yang hal ini hanya mungkin terjadi karena 
sebab asali dari Tuhan. Karena Tuhan dan Alam adalah identik, 
maka etika atau teori moral Spinoza menggambarkan suatu karak- 
ter etika naturalistik. 


Spinoza melihat pondasi keutamaan sebagai usaha yang seseo- 
rang buat untuk melindungi eksistensinya sendiri. Ini mengikuti 
bahwa unit dasar dari etika Spinozian adalah pribadi perseorangan 
manusia. Perolehan kepercayaan-kepercayaan utama merupakan 
suatu tujuan atau akhir yang sah di mana perolehan darinya meru- 
pakan sesuatu bagi setiap individu untuk mencapai apakah dia bisa 
atau tidak. Ada dalam kepentingan seseoranglah untuk menjadi 
bernilai moral dan utama. Bagi Spinoza, keutamaan melibatkan 
perkembangan yang lebih penuh dari individualitas orang. 


Jika etika mungkin, pasti ada suatu cara di mana determi- 
nisme dikombinasikan dengan kebebasan. Dapat dipahami dari 
pemikiran Spinoza bahwa orang mengalami dan membedakan 
antara pengaruh-pengaruh baik yang cocok dengan conatus awal 
dari kehidupan dan pengaruh-pengaruh buruk yang tidak sesuai. 
Dalam suatu sistem yang ditentukan secara total di sana tidak akan 
ada alasan bagi distingsi-distingsi kualitatif seperti itu. Orang- 
orang hidup dalam suatu alam semesta yang ditentukan oleh 
suatu tipe kepastian relatif dalam keadaan-keadaannya dan tidak 
dalam tipe kepastian absolut. Hakikat manusia yang pasti (yaitu, 
mempertahankan wujudnya sendiri) secara absolut tidaklah pasti. 
Sebagai gantinya, ia mungkin, kontingen, dan diperoleh secara 
sukarela bergantung pada aktivitas-aktivitas efektif yang dipilih 
orang. Kebebasan berarti eksistensi pilihan-pilihan dan kemam- 
puan untuk membuat penentuan-penentuan nilai dan keputusan- 
keputusan. Seorang manusia mempunyai kekuasaan untuk berbuat 
dan merupakan asal dari dorongan untuk bertindak.” 


Keutamaan adalah indikasi perilaku moral. Dalam pemikiran 
Spinoza tampak jelas bahwa manusia berbuat, hidup, dan melestari- 


25 Edward W. Younkins, Spinoza on Freedom, Ethics and Politics..., hlm. 2. 
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kan keberadaannya sesuai dengan alasan dan berdasar pada apa yang 
ada dalam kepentingannya sendiri dan berguna baginya merupakan 
tindakan yang utama. Kebebasan manusia, dengan demikian, di- 
pandang sebagai kapasitas intelektual positif untuk berbuat dalam 
rangka meraih tujuan-tujuan manusia sendiri dengan pengetahuan 
bahwa tindakan-tindakannya selalu dibatasi oleh hukum alam. 
Kekuasaan adalah pengetahuan tentang kepastian. Dia menjelas- 
kan bahwa orang-orang yang berkuasa (yaitu yang bersifat utama) 
berbuat karena mereka memahami mengapa mereka harus berbuat. 
Untuk menjadi bebas harus dibimbing oleh hukum alam orang itu 
sendiri yang tidak pernah inkonsisten dengan hukum alam lain- 
nya. Suatu interaksi-interaksi seseorang dengan yang lainnya dari 
alam dapat baik meningkatkan kemampuannya atau kekuasaannya 
untuk melindungi eksistensinya atau menurunkan kemampuannya 
untuk melakukan yang demikian. 


Manusia harus mengejar apa yang dia percaya akan mengun- 
tungkannya dengan meningkatkan kekuasaannya yang bersifat 
pemikiran untuk bertindak. Conatus adalah suatu potensi yang 
memerlukan usaha manusia. Ide-ide bersifat aktif dan memaksa 
orang untuk bertindak. Dia menjelaskan bahwa kegagalan untuk 
berbuat bisa mengindikasikan suatu ketiadaan wawasan. Dia men- 
gatakan bahwa wawasan ke dalam relasi manusia dengan Tuhan 
merupakan tahap awal menuju keutamaan. Keutamaan terdiri dari 
pengejaran pengetahuan dan pemahaman tentang ide-ide yang 
memadai. Spinoza melihat rasionalitas sebagai suatu alat esensial 
untuk meperoleh kehidupan yang baik. Manusia mencapai keba- 
hagiaan melalui pemahaman. Kebahagiaan dan hidup dengan baik 
bersandar pada hidupnya akal. Kesempurnaan pikiran manusia 
dapat dimengerti dari segi kekuasaan berpikirnya dan kebebasan 
dari segi yang tidak dikontrol sepenuhnya oleh kekuatan-kekuatan 
eksternal. Manusia bebas ketika sebab-sebab dari tindakannya yang 
bersifat internal. Manusia tidak bebas ketika sebab-sebab itu bersi- 
fat eksternal atau paksaan dari luar dirinya. Penghambaan berarti 


26 Thid, 
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berbuat karena dorongan-dorongan eksternal terhadap pelaku atau 
digerakkan oleh sebab-sebab yang tidak disadari oleh orang. Ketika 
sebab sesuatu terletak dalam hakikat dirinya sendiri, ia merupakan 
masalah pikiran yang bertindak. Ketika sebab di luar hakikatnya, 
maka ia bersifat pasif. Hal-hal yang terjadi pada diri manusia cen- 
derung menghasilkan kesenangan atau kesedihan. Manusia harus 
mencobauntuk memahami alasan-alasan yang dia dipengaruhi oleh 
dunia luar dalam cara-cara yang dia dipengaruhi. Akal membantu 
individu-individu untuk memahami sebab-sebab dalam bentuk 
kekuatan-kekuatan eksternal yang membatasi kekuasaannya untuk 
bertindak. Sekali pemahaman dicapainya, dia mampu mengatasi 
kesedihannya.” Selain itu, tindakan memahami sebab atau hakikat 
tentang sesuatu secara alamiah membawa kepada kesenangan. 


Spinoza mempertahankan bahwa emosi-emosi bisa menjadi 
ancaman paling serius bagi kebebasan seseorang dan bahwa ia 
merebut kebijaksanaan seorang manusia untuk memecah mata 
rantai menundukkannya pada nafsu-nafsunya. Seorang individu 
mampu mengendalikan nafsu-nafsunya dengan memahami hakikat 
dan sebab-sebab dari emosi-emosinya. Seorang manusia harus ber- 
usaha membebaskan dirinya sendiri dari nafsu-nafsunya, atau seti- 
daknya mencoba membatasi atau menengahi nafsu-nafsunya, yang 
menjadikan seseorang yang otonom aktif. Jika kebebasan ini dapat 
dicapai, seseorang akan menjadi bebas dalam pengertian bahwa 
apapun yang terjadi padanya merupakan hasil dari hakikatnya sen- 
diri daripada dari hal-hal di luar dirinya sendiri. Spinoza menga- 
jarkan bahwa seorang manusia dapat menengahi dan membatasi 
pengaruh-pengaruh emosi melalui keutamaan. Seseorang harus 
membebaskan dirinya sendiri dari ketergantungan pada indera dan 
imaginasi dan menyandarkan sebanyak yang dia bisa pada kemam- 
puan rasionalnya.” Liberasi terletak pada perolehan pengetahuan 
yang memberdayakan pikiran yang makanya membuatnya tidak 


2 Benedict de Spinoza, The Ethics (Ethica Ordine Geometrico Demonstrata)..., 
hlm. 90-97: 113-117. 


28 Edward W. Younkins, Spinoza on Freedom, Ethics and Politics..., hlm. 3. 
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mudah terpengaruh oleh keadaan-keadaan eksternal. Pengetahuan, 
keutamaan, kekuasaan, dan kebebasan adalah satu. 


Etika adalah masalah pembebasan dari penghambaan pada 
pengaruh-pengaruh emosi pasif melalui pengolahan akal. Piki- 
ran mampu memperlemah nafsu-nafsu yang telah menguasai 
seseorang. Ini dicapai dengan memperoleh ide-ide yang memadai 
mengenai pengaruh-pengaruh emosi. Untuk mencapai ungkapan- 
ungkapan pikiran yang lebih tinggi dari kekuasaan manusia, akal 
harus mengatu nafsu. Begitu manusia mendapatkan pemahaman 
yang memadai tentang sebab-sebab yang berlaku padanya, kekua- 
saannya atau kebebasannya meningkat. Kebebasan seperti itu bisa 
disadari melalui penggunaan akan dan refleksi. Tujuan seseorang 
adalah untuk mencapai kecukupan relatif yang akan meningkatkan 
kekuasaan-kekuasaan pemikiran dan determinasi-diri fisikal. 


Menurut Spinoza, ide-ide memadai dibentuk dengan cara yang 
tertib dan rasional dalam tiga tahap termasuk pengalaman inderawi 
(dan imaginasi), akal, dan intuisi. Jika suatu pikiran meraih level 
Scientia intuitive ia menyadari hakikat aktualnya dan melihat hal- 
hal individual sebagaimana mereka sebenarnya ada. Pemahaman 
melalui tipe pengetahuan ini berada di bawah aspek keabadian dan 
dalam hubungannya dengan Tuhan. Spinoza optimistik berkenaan 
dengan kekuasaan-kekuasaan kognitif dari umat manusia untuk 
memahami hakikat pribadi manusia individual dan organisme- 
organisme lainnya serta tempat mereka dalam tertib alam dari 
dunia ini. Spinoza menjelaskan bahwa seseorang yang pikirannya 
dibentuk terutama oleh ide-ide yang memadai berpartisipasi secara 
lebih penuh dalam keabadian dari pada orang yang pikirannya 
dibentuk secara luas oleh ide-ide yang tidak memadai. Dia me- 
ngatakan bahwa intelek manusia bersifat abadi sebagai bagian 
dari intelek Tuhan yang takterbatas. Pemahaman murni tentang 
alam semesta merupakan bentuk partisipasi orang dalam substansi 
Tuhan yang mutlak dan abadi. Pikiran manusia merupakan bagian 
dari intelek Tuhan, dan, ketika pikiran mengetahui, ia adalah 
Tuhan yang mengetahui dan yang diketahui pada tingkat bahwa 
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dia dapat dijelaskan melalui hakikat pikiran manusia. Orang yang 
memiliki pemahaman yang lebih tinggi sadar akan kepastian abadi 
tertentu dari dirinya sendiri, akan objek-objek, dan akan Tuhan. 
Sebagai hasilnya, dia menikmati kedamaian pikiran dan kontrol- 
diri.? 

Dapat dimengerti bahwa dalam pemikiran filosofis Spinoza, 
individu yang bebas tidak takut terhadap hukuman abadi juga tidak 
berharap pada balasan abad di kehidupan nanti di akhirat. Ia tidak 
berkenaan sama sekali dengan gagasan seperti penyelamatan, pene- 
busan dosa, dan yang semacamnya. Pandangan adanya semua itu 
berarti pembenaran bahwa pikiran atau jiwa tidaklah kekal. Pikiran 
manusia, sebagai bagian dari intelek Tuhan, tidak dapat dihancur- 
kan secara mutlak dengan tubuhnya. Meskipun demikian, memang 
Spinoza memegangi doktrin identitas personal, namun tidak harus 
diartikan bahwa dia memegangi suatu doktrin tentang keabadian 
personal. 


Etika Spinoza, dengan demikian, bisa dipahami, dipolakan 
dan distrukturkan di sekitar pencarian kebaikan tertinggi, penca- 
paian kesempurnaan manusia tertinggi, yang sekali diperoleh akan 
menjamin kebahagiaan. Yang baik adalah apapun yang membuat 
seseorang lebih sempurna dan ia sampai pada masing-masing 
individu untuk mengevaluasi atau menilai apa yang baik dan apa 
yang buruk. Sesuatu berguna dan, oleh karena itu berharga, jika ia 
meningkatkan kekuasaan orang untuk berbuat. Jika sesuatu sejalan 
dengan hakikat setiap sesuatu atau individu maka ia tidak dapat 
menjadi buruk. Walaupun mempertahankan bahwa kebaikan- 
kebaikan hanya berharga relatif dengan individu-individu tertentu, 
namun dalam pemikiran Spinoza bisa dipahami bahwa sebagian 
kebaikan mempunyai nilai yang tidak berubah karena orang atau 
keadaan. Ada kebaikan-kebaikan berharga karena keadaan dan ada 
kebaikan-kebaikan berharga yang bukan karena keadaan. Kebai- 
kan-kebaikan bagi tubuh benar-benar dapat berharga dan baik, 


namun apa yang membawa pada pemahaman sudah tentu berharga 


2 Thid., hlm. 3-4. 
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dan baik. Pengetahuan Tuhan adalah kebaikan pikiran yang terbe- 
sar. Pengetahuan Tuhan selalu berguna dan dengan demikian ber- 
harga tanpa pengaruh keadaan. Sementara, sebagian pengetahuan 
berguna dalam beberapa keadaan dan bagi sebagian orang tetapi 
tidak untuk sebagian orang lain. Pengetahuan Tuhan selalu meng- 
untungkan bagi setiap individu. Pengetahuan Tuhan adalah penge- 
tahuan tentang alam termasuk prinsip-prinsip, hukum-hukum, 
dan aturan-aturannya yang menjalankan alam. 


E. Kesimpulan 
Dari perpektif filosofis tampak jelas dalam pemikiran Spinoza 


mengenai hubungan antara gagasannya mengenai substansi monis- 
tik dan pemikiran etikanya. Dengan gamblang terdapat hubungan 
derivatif dari konsepsi metafisika dengan etikanya. Keduanya ter- 
hubung dengan jelas. Berbuat sesuai dengan hakikatnya berarti 
manusia semestinya berbuat secara utama. Orang-orang yang bebas 
untuk hidup di dunia kelihatannya menjadi tujuan dari etikanya. 


Penolakan atas dualisme Cartesian kelihatan diterapkan untuk 
tujuan menjembatani jurang-jurang dan merekonsiliasi perpecahan 
seperti antara Tuhan versus Alam, determinisme versus kebebasan, 
fakta versus nilai, mental versus fisikal, keabadian versus kesemen- 
taraan, akal versus nafsu, objektivitas versus subjektivitas, dan lain 
sebagainya. Keadaan mental yang didasarkan pada dunia alam 
objektif dan nilai-nilai moral sebagai yang berakar pada karakte- 
ristik objektif dari alam semesta merupakan pijakan pemahaman 
Spinoza tentang pemikiran dan tentang etika yang harus saling 
dikaitkan secara mendalam, karena etika berfungsi dan bekerja dari 
pikiran yang memahami. Dengan demikian, secara bawaan natural, 
domain pikiran bersifat etis. 


Konsepsi etikanya jelas meniadakan elemen transendensi. Baik- 
buruk bukan didasarkan pada ukuran-ukuran atau norma-norma 
yang ditentukan dari luar eksistensi manusia, seperti dari ajaran- 
ajaran suci suatu agama, atau tradisi, atau yang lainnya, namun dari 
dalam hakikat manusia itu sendiri sebagai bagian dari Alam atau 
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Tuhan yang sekaligus menjadi sebab eksistensinya. Kesempurnaan 
Pikiran Tuhan yang menjadi sebab manusia bisa mengupayakan 
pemikiran yang sempurna dalam wilayah hakikat eksistensinya 
sebagai bagian dari Tuhan atau Alam membawa manusia pada me- 
ngembangkan pemikiran yang sejalan dengan hakikat individual- 
nya yang tidak ditentukan oleh hal-hal di luar dirinya, melainkan 
yang ditentukan dari kekuatan dari dalam dirinya sendiri. Selama 
itu terjadi, manusia bisa mengontrol dirinya dan berada dalam 
kesenangan, ketenangan, dan kebaikan. 


Dengan demikian jelas, bahwa etika Spinoza yang diturunkan 
dari gagasan substansi monistiknya menggambarkan suatu etika 
natural dan bersifat stoisistik. Manusia tidak dapat mengubah 
sesuatu. Yang terjadi pasti terjadi. Sedih, takut, khawatir, sakit, 
dan mati pasti terjadi. Manusia harus menghadapi semua yang ter- 
jadi. Terima saja segala yang ada dan terjadi, karena itu adalah cara 
semua benda atau segala hal ada. Terima saja semua yang terjadi, 
manusia tidak perlu sedih, tidak perlu marah, tidak perlu khawatir, 
tidak perlu takut mati, dan lain sebagainya, karena marah, sedih, 
khawatir dan takut mati adalah sesuatu yang tidak baik. 
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TOLERANSI: DASAR ETIS 
HUBUNGAN ANTAR AGAMA 


Fahruddin Faiz 


A. Pendahuluan 


Sepanjang sejarah hidup manusia, adanya agama dapat dikata- 
kan merupakan satu variabel tetap, karena sebagaimana penelitian 
para ahli sosiologi agama bahwa telah ditemukan keterikatan fak- 
ta sosial antara manusia dengan agama, bahkan sejak sebelum era 
“beradab” lahir. Sejarah telah mencatat pula, bagaimana dinamika 
hidup manusia pada gilirannya juga melahirkan keragaman agama 
dengan segala orientasi dan kecenderungannya. Dari sisi ideal, per- 
bedaan agama dalam kehidupan manusia hakikatnya merupakan 
kekayaan spiritual sejarah, dan merupakan keuntungan bagi para 
pemeluk agama karena mereka bisa saling belajar, saling memper- 
kuat keimanan masing-masing dan saling memperkaya khazanah 
Spiritual berdasarkan keyakinan masing-masing. Secara sosial, de- 
ngan melihat kebutuhan yang sama akan iman dan agama, harus- 
nya masyarakat agama-agama dapat saling menghargai atau meng- 
hormati. Perbedaan tidak perlu dipertentangkan, tetapi dilihat dan 
dijadikan sebagai pembanding, pendorong, bahkan penguat dan 
pemurni apa yang dimiliki. Kaum beriman dan penganut agama 
yang berbeda-beda—dengan melihat kesamaan persepsi mereka 
terhadap kehidupan spiritual dan keimanan—semestinya bisa 
hidup bersama dengan rukun dan damai, saling membantu dan 
saling mengasihi. 
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Namun sejarah pula yang mencatat, perbedaan keagamaan dan 
keimanan pada akhirnya menjadi pemicu atau alasan lahirnya kon- 
flik, pertentangan dan perpecahan. Agama lalu menjelma sebagai 
variabel perusak harmoni kemanusiaan. Bahkan banyak pemeluk 
agama yang menganggap dan menjadikan agama sebagai dasar 
atau alasan untuk tidak hidup bersama, tidak berdampingan secara 
damai. Agama pun akhirnya menjadi kambing hitam dari berbagai 
tragedi kemanusiaan. Dari sinilah lalu muncul ide untuk mene- 
gaskan kembali modus paling dasar dalam etika pergaulan antar 
agama: toleransi. 


Toleransi antar umat beragama adalah jargon populer yang 
menarik untuk didengar, tapi sulit untuk diterapkan dalam ke- 
hidupan nyata. Seringkali terdengar bahwa bangsa kita adalah 
bangsa yang toleran dalam keberagamaan. Namun, sayangnya per- 
kembangan akhir-akhir ini ketika muncul kasus-kasus kerusuhan 
sosial yang kerap dikaitkan dengan faktor agama, memunculkan 
pertanyaan ke manakah perginya toleransi tersebut? Apakah selama 
ini masyarakat kita sudah menjalankan toleransi dalam kehidupan 
sehari-hari ataukah mereka hanya pura-pura bertoleransi? Apakah 
yang sebenarnya makna dari toleransi itu sendiri? 


B. Memahami Toleransi dan Toleransi Agama 


Toleransi, adalah istilah dalam konteks sosial-budaya, yang 
berarti sikap dan perbuatan yang melarang adanya diskriminasi 
terhadap kelompok-kelompok yang berbeda atau tidak dapat dite- 
rima oleh mayoritas dalam suatu masyarakat. Contohnya adalah 
toleransi beragama, di mana penganut mayoritas dalam suatu ma- 
syarakat menghormati keberadaan agama atau kepercayaan lainnya 


yang berbeda. 


Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, toleransi berasal dari 
kata “toleran” (Inggris: tolerance, Arab: tasamuh) yang berarti batas 
ukur untuk penambahan atau pengurangan yang masih diperbole- 


| Perez Zagorin, How the Idea of Religious Toleration Came to the West (Princ- 
eton University Press, 2003). 
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hkan. Lebih tegas lagi Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan 
toleransi sebagai yang bermakna “Sifat atau sikap toleran” dari dua 
kelompok yang berbeda kebudayaan. Dalam bahasa Arab, istilah 
yang lazim dipergunakan sebagai padanan kata toleransi adalah 
tasamuh. Secara harafiah, kata ini berarti sikap lapang dada atau 
terbuka dalam menghadapi perbedaan yang bersumber dari kepri- 
badian yang mulia. 


Secara etimologi, toleransi berarti kesabaran, ketahanan emo- 
sional, dan kelapangan dada. Sedangkan menurut istilah (termino- 
logy), toleransi yaitu bersifat atau bersikap menenggang (menghar- 
gai, membiarkan, membolehkan) pendirian (pendapat, pandangan, 
kepercayaan, kebiasaan) yang berbeda dan atau yang bertentangan 
dengan pendiriannya. Jadi, toleransi beragama adalah sikap sabar 
dan menahan diri untuk tidak mengganggu dan tidak melecehkan 
agama atau sistem keyakinan dan ibadah penganut agama-agama 
lain. 


Hakikat dari toleransi adalah kesediaan untuk menerima keha- 
diran orang yang berkeyakinan lain, menghormati keyakinan yang 
lain, walaupun bertentangan dengan keyakinan sendiri dan tidak 
memaksakan suatu agama atau kepercayaan kepada orang lain. 
Secara ideal toleransi sering diasosiasikan sebagai jalan untuk mem- 
berikan kesejahteraan bagi umat beragama, untuk kepentingan 
semua umat beragama, sehingga antar umat beragama hidup dalam 
ketenangan dan keharmonisan serta bahagia dan sejahtera secara 
berdampingan. 


Proses kehidupan bertoleransi dapat dilihat dari adanya parti- 
sipasi seluruh umat beragama, karena toleransi menjunjung tinggi 
kebebasan dan kesamaan yang menyeluruh, dalam mewujudkan 
kehidupan bersama yang saling menghargai. Toleransi sebagai pan- 
dangan hidup menuntut seseorang untuk menerapkan perilaku 


Tim Penyusun, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 
1997), hlm. 1204. 


3 Krishnanda Wijaya Mukti. Wacana Buddha Dharma (Jakarta: Yayasan 
Dharma Pembangunan, 2003), hlm. 150. 
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hormat menghormati pada setiap tindakan dan aktivitasnya, sehi- 
ngga akan tercipta suatu masyarakat yang memiliki kultur toleransi. 
Masyarakat yang memiliki kultur toleransi adalah masyarakat yang 
mempunyai perilaku hidup, baik dalam keseharian dan tindakan 
yang dilandasi oleh unsur-unsur hidup bertoleransi. Penerapan 
sikap dan unsur-unsur toleransi pada setiap tindakan sehari-hari 
ini secara umum meliputi: menghargai dan memahami keaneka- 
ragaman, menghormati kebebasan, pelaksanaan musyawarah, dan 
mengakui persamaan. 


C. Unsur-unsur Toleransi Beragama 


Suatu tatanan kehidupan dikatakan dengan toleran apabila 
dalam mekanisme interaksi antar variabel masyarakat yang bera- 
gam terdapat sikap hidup yang saling hormat menghormati dan 
menghargai, termasuk antarsesama pemeluk agama. Secara umum, 
unsur-unsur toleransi terdiri dari persamaan, kebebasan, pluralisme 
dan musyawarah." 


Kebutuhan terhadap toleransi ini setidaknya diawali oleh dua 
asumsi utama: 


1. Asumsi Filosofis 


Asumsi ini menekankan bahwa semua manusia dilahirkan 
dengan kebebasan dan tanggung jawab sepenuhnya atas diri mereka 
sendiri. Manusia merupakan subjek yang tidak mendapat campur 
tangan dari pihak lain (2on deterministik) dalam hukum sebab aki- 
bat dan yang paling penting bahwa nasib mereka ditentukan oleh 
mereka sendiri. 


2. Asumsi Etis 


Asumsi etis lebih sesuai dengan pandangan sosial, di mana 
setiap makhluk mendambakan kebahagiaan dan hendaknya keba- 
hagiaan tersebut diperoleh tanpa harus menyakiti makhluk lain. 
Selain itu, kehidupan toleransi juga merupakan konklusi logis dari 


4 Dede Rosyada, dkk. Demokrasi, Hak Asasi Manusia, Masyarakat Madani 
(Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidyatullah, 2003), hlm. 122. 
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keniscayaan pluralitas atau kemajemukan dalam kehidupan. Kema- 
jemukan merupakan realitas yang tidak dapat dihindari. Setiap 
manusia pasti berhadapan dengan fenomena kemajemukan ini. 
Setiap orang harus memiliki kesadaran akan kemajemukan, karena 
lenyapnya kesadaran akan kemajemukan ini akan menjadi awal 
lahirnya konflik dan benturan antarmanusia. 


Ada tiga kecenderungan yang sering dihadapi dalam masyara- 
kat majemuk yakni: (1) adanya potensi konflik yang kronis di dalam 
hubungan antar kelompok, (2) pelaku konflik akan terlibat dalam 
all out war (perang habis-habisan), dan (3) proses integrasi sosial 
akan terjadi melalui dominasi atas suatu kelompok oleh kelompok 
lain. 

Kesadaran akan kemajemukan kadang diistilahkan dengan 
pluralisme, yang berarti kesediaan menerima kemajemukan untuk 
kemudian terlibat secara aktif dalam mempertahankan kemajemu- 
kan tersebut sebagai sesuatu yang harus diterima.$ Pluralisme tidak 
hanya sekedar pangakuan secara pasif terhadap kenyataan masya- 
rakat yang majemuk, tetapi menghendaki tanggapan yang positif 
terhadap kemajemukan itu sendiri secara aktif. Secara harafiah 
pluralisme berarti jamak, beberapa, berbagai hal, kepelbagaian atau 
banyak beragam.” Sesuatu yang dikatakan plural senantiasa terdiri 
dari banyak hal, beberapa jenis, serta memiliki pelbagai sudut pan- 
dang serta latar belakang. 


Pluralisme merupakan sikap keterbukaan yang akan melahir- 
kan kemampuan untuk menahan diri dan tidak secepatnya men- 
jatuhkan penilaian dan pilihan. Sikap toleransi beragama penting 
untuk dimiliki dan dikembangkan dalam masyarakat dengan 
menunjukkan sikap saling menghargai dan menghormati aktivitas 


yang dilakukan oleh orang lain. Oleh karena itu, sikap penuh pe- 


? Abd. Ala. Nilai-Nilai Pluralisme dalam Islam (Bandung: Nuansa, 2005), 
hlm. 185. 


6 Ibid, hlm. 232. 
Syafa'atun Elmirzanah, dkk. Pluralisme, Konflik dan Perdamaian (Yogya- 
karta: The Asia Foundation, 2002), hlm. 7. 
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ngertian kepada orang lain itu diperlukan dalam masyarakat yang 


majemuk. 


D. Kebebasan Ftis: Akar dan Problem Toleransi 


Kebebasan adalah hak setiap individu selama kebebasan itu 
tidak merugikan orang lain. Setiap manusia memiliki hak dan 
kebebasan untuk berpikir, bersikap dan beraktivitas sesuai keya- 
kinannya. Namun, semua kebebasan itu tidak mungkin terpenuhi 
tanpa adanya sikap toleran dari lingkungan tempat ia berada. Jadi, 
toleransi dan kebebasan adalah dua hal yang mesti ada dan saling 
berhubungan. Tidak mengherankan kalau kemudian ada pan- 
dangan bahwa hakikatnya semua agama mengedepankan budaya 
toleransi dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan sebagai 


bagian dari ketinggian kekuasaan sang Khalik. 


Nigel Ashford dalam bukunya menyatakan bahwa toleransi 
adalah keyakinan bahwa seseorang tidak boleh campur tangan 
terhadap perilaku atau tindakan yang tidak dia setujui. Ciri dari 
toleransi ialah: ketidaksetujuan terhadap perilaku tertentu dan 
penolakan untuk memaksakan pandangannya sendiri terhadap 
orang lain. Menurutnya, seseorang tidak bisa dianggap toleran 
terhadap sesuatu yang ia setujui. Sedangkan kebebasan ialah, sese- 
orang mampu memilih bertindak tanpa campur tangan orang lain. 
Menurutnya, sikap toleran ini bukan berarti membenarkan pan- 
dangan orang lain. Toleransi mempunyai tiga bentuk: 1) Sisi nega- 
tif, yaitu isi ajaran dan penganutnya tidak dihargai, tapi dibiarkan 
saja karena terpaksa: 2) Sisi positif, yaitu isi ajaran ditolak, tetapi 
penganutnya diterima serta dihargai: 3) Sisi eukumenis, yaitu isi 
ajaran dan penganutnya dihargai karena dalam ajaran mereka ter- 
dapat unsur-unsur kebenaran yang berguna untuk memperdalam 
pendirian dan kepercayaan sendiri.” 


Dalam kenyataannya, problema toleransi dan kebebasan bera- 


8 Dede Rosyada, dkk. Demokrasi, Hak Asasi..., hlm. 249. 


?  Nigel Ashford, Prinsip-prinsip Masyarakat Merdeka (Jakarta: Freedom Insti- 


tute, 2010), hlm. 78-99. 
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gama bukanlah sesuatu yang sederhana. Status agama yang dipo- 
sisikan sebagai “dari Yang Maha Kuasa” dan dipandang “Tidak 
Mungkin Salah” oleh masing-masing penganutnya menunjukkan 
tidak sederhananya permasalahan ini. Setiap pemeluk agama, ber- 
landaskan komitmen kepada agamanya, pasti menganggap agama- 
nya paling benar dan yang lain salah. Apakah yang lain, yang salah 
itu, bisa ditoleransi? Apakah masuk akal kalau kesalahan itu dito- 


leransi? 


Dari titik inilah kemudian muncul beragam diskursus ilmiah 
dan filosofis yang berhubungan dengan toleransi. Muncullah per- 
masalahan-permasalahan seperti “mayoritas” vs “pluralitas”, “agama 
resmi” vs “agama tidak resmi” sampai “agama” vs “negara” Kenya- 
taan ini jelas merupakan alarm bahaya yang sewaktu-waktu bisa 
menimbulkan friksi dan bahkan benturan dalam masyarakat yang 


plural. 


Akar dari permasalahan ini sebenarnya, selain masalah pema- 
haman tentang toleransi, juga pemahaman terhadap hakikat agama, 
termasuk pemahaman terhadap dimensi sosial-budaya manusia. 
Mengartikulasikan agama dalam ranah kehidupan manusia buk- 
anlah kerja yang mudah. Dalam praktik yang sebenarnya, agama 
terdiri dari keyakinan dogma, tradisi praktik, dan ritual. Seseorang 
yang beriman yang di lahirkan dalam tradisi religius akan mewarisi 
dan mengambil semua aspek ini begitu saja dan meyakini bahwa 
segala sesuatu yang ia warisi merupakan aspek yang esensial dan 
integral dari agama. Dari konteks ini, pemahaman keagamaan 
merupakan pemahaman semu, karena berawal dari pemahaman 
warisan yang sudah ditentukan dan didoktrinkan secara sepihak 
tanpa melewati jalur penelusuran pribadi yang pada dasarnya akan 
menghasilkan sebuah keyakinan dan pemahaman yang kokoh. 
Menyerap agama dengan kondisi seperti ini apabila ditinjau dari 
segi hubungan intern (mazhab) keyakinan keagamaan tidak akan 
menghasilkan sebuah friksi yang signifikan. Namun, bila dikaitkan 
dengan pemahaman terhadap agama dan mazhab lain, maka akan 
timbul sebuah kesalahan pemahaman yang tentunya akan memun- 
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culkan berbagai friksi dan benturan bila secara sosial kemasyaraka- 
tan ada pemicunya. 


Dengan kenyataan tersebut, doktrin dan berbagai ajaran wari- 
san itu akan sangat berbahaya bila dikaitkan dengan hubungan 
sosial-keagamaan di negara yang majemuk seperti Indonesia. Pada 
dasarnya, akar masalahnya terletak pada pemahaman keagamaan itu 
sendiri. Pencarian esensi kebenaran yang selama ini selalu menjadi 
klaim suatu agama dan golongan vis-a-vis pemahaman kebenaran 
agama dan golongan lain selau menjadi pembenar dalam melaku- 
kan kekerasan terhadap orang yang ada di luar golongannya. Di 
samping itu kontestasi simbol-simbol keagamaan serta keberadaan- 
nya yang selalu mendakwahkan ajarannya menjadi fenomena pen- 
dukung yang kadang-kadang menyisahkan kengerian sosial bagi 


para pemeluk agama dan golongan lain. 


Toleransi dan kebebasan adalah dua hal yang saling berhubu- 
ngan dan berkaitan satu sama lainnya. Toleransi ada karena adanya 
kebebasan dan kebebasan ada karena adanya toleransi. Toleransi 
dan kebebasan adalah syarat mutlak bagi masyarakat majemuk, 
demi terciptanya masyarakat yang dinamis dan kondusif. Kebe- 
basan berpikir, memilih, dan berkarya hanya mungkin terjadi 
ketika masyarakat siap untuk menerima perbedaan (toleran) serta 
mengakui bahwa perbedaan pandangan atau keyakinan tidak bisa 
dipaksakan. 


E. Toleransi dan Kematangan beragama 


Dalam aspek praksis, Toleransi beragama dapat dikatakan 
hanya dapat dilakukan oleh mereka yang memiliki kematangan 
dalam beragama. Kematangan beragama dapat dipandang seba- 
gai keberagamaan yang terbuka pada semua fakta, nilai-nilai serta 
memberi arah pada kerangka hidup, baik secara teoritis maupun 


praktik dengan tetap berpegang teguh pada ajarannya. 


Secara psikologis, kematangan beragama merupakan bagian 
dari praksis keagamaan yang telah mencapai puncak ideal religiusi- 
tas secara pemikiran dan kesadaran, dan hal tersebut tampak dalam 
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perilaku keberagamaannya. Dalam pembahasan tentang kemata- 
ngan beragama ini Fromm membandingkan antara keberagamaan 
otoriter dan humanis. Keagamaan otoriter adalah keberagamaan 
yang diperoleh dari yang lain (luar) dan bersifat tirani dalam diri 
seseorang, sedangkan keberagamaan keagamaan humanis adalah 
keagamaan yang muncul dari pendirian dan keyakinan terdalam, 
kerinduan akan nilai agama dalam dirinya sehingga bersifat huma- 
nis. Keberagamaan tipe kedua inilah yang dimaksud Fromm seba- 
gai keagamaan yang matang." 

William James dianggap sebagai bapak psikologi agama, ber- 
pendapat bahwa agama memiliki peran sentral dalam menentukan 
perilaku manusia. Menurut James kriteria orang yang matang dalam 
beragama matang adalah sebagai berikut: Pertama, sensibilitas akan 
eksistensi Tuhan, maksudnya adalah bahwa orang yang beragama 
matang selalu tersambung hati dan pikirannya dengan Tuhan. Oleh 
karena selalu tersambung dengan Tuhan, perilaku orang yang ber- 
agama matang akan melahirkan kedamaian, ketenangan batin yang 
mendalam dan terhindar dari keburukan-keburukan hidup. 


Kedua, kesinambungan dengan Tuhan dan penyerahan diri 
pada-Nya. Poin kedua ini merupakan konsekuensi dari yang per- 
tama, bahwa orang yang matang dalam beragama secara sadar dan 
tanpa paksaan menyesuaikan hidupnya dengan kehendak Tuhan, 
yakni teguh dalam kebajikan, karena Tuhan adalah Maha Baik. 
Orang yang beragama matang terbebas dari ego yang selalu membi- 


sikkan orang pada kejahatan-kejaharan. 


Ketiga, penyerahan diri sebagaimana dalam poin kedua melahi- 
rkan rasa bahagia dan kebebasan yang membahagiakan. James 
menandai sikap beragama sebagai kepercayaan akan adanya keter- 
tiban tak terlihat dan keinginan untuk hidup serasi dengan keter- 
tiban itu. Hubungan manusia dengan realitas tak terlihat, agama, 
melahirkan efek kehidupan secara individual. Ia akan mengak- 
tifkan energi spiritual dan menggerakkan karya spiritual. Orang 


10 Walter Houston Clark, The Psychology of Religion: An Introduction to Reli- 
gious and Behavior (New York: The MacMillan Company, 1968), hlm. 255. 
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yang beragama matang memiliki gairah hidup, dan memberikan 
makna dan kemuliaan baru pada hal-hal yang lazimnya dianggap 
biasa-biasa saja. Oleh karena itu, agama adalah sumber kebahagia- 
an, karena orang yang beragama matang menjalani kehidupannya 


dengan penuh kebahagiaan. 


Keempat, orang yang beragama matang mengalami perubahan 
dari emosi menjadi cinta dan harmoni. Orang yang beragama ma- 
tang mencapai perasaaan tenteram dan damai, di mana cinta men- 
dasari seluruh hubungan interpersonalnya. Oleh karena itu, orang 
beragama matang terbebas dari rasa benci, prasangka (prejudice), 
permusuhan, dan lain-lain: tetapi cinta dan harmoni merupakan 
dasar bagi kehidupan sosial atau interpersonalnya." 


Dalam ilmu psikologi, untuk mengetahui tingkat struktur 
kematangan beragama seringkali digunakan parameter: diferen- 
siasi yang baik (well differentiated), karakter dinamis, konsistensi 
moral, komprehensif-integral, dan heuristik secara fundamental. 
Kemampuan melakukan diferensiasi yang baik berarti mampu 
menjabarkan dan membedakan ajaran agama, mampu menemu- 
kan kebenaran melalui ajaran agama dan fakta-fakta yang berkaitan 
dengan proses kognitif, mampu bersikap kritis dan obyektif, reflek- 
tif dan inovatif. Mengembangkan pola pikir yang terbuka, realistis, 
obyektif dan logis artinya, dalam mengembangkan ajaran agama- 
nya individu selalu membuka diri pada semua fakta-fakta yang ada, 
tidak berpandangan fanatis, terbuka menerima pandangan atau 
pendapat yang berbeda, dan selalu menghadirkan harmonisasi 
antara logika dan dogma agama. 


Memiliki karakter dinamis berarti memiliki kemampuan da- 
lam mengembangkan perilaku yang selalu terkontrol dan terarah. 
Dalam karakter dinamis ini terkandung motivasi intrinsik otonom 
dan independen dalam beragama. Adapun Konsistensi Moral ber- 
arti seorang yang matang dalam beragama ditandai dengan adanya 
konsistensi pada norma-norma moral yang diyakininya serta segala 


11 William James, The Varieties of Religious Experience (New York: Cosimo 
Classics, 2007), hlm. 55. 
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konsekuensinya. Konsistensi moral dapat dilihat dari adanya kese- 
larasan antara tingkah laku dan nilai moral agama secara konsisten. 
Tingkah laku yang konsisten ini mewujud antara lain dalam ben- 
tuk kejujuran, amar makruf, menjauhkan diri dari bentuk penyim- 
pangan norma dan moral agama dan menjauh dari semua tindakan 
yang tidak konsisten dengan tata aturan nilai, norma dan moral 
ajaran agama yang dianut. 


Komprehensif-integral berarti memahami agama secara uni- 
versal, luas, mengembangkan sikap toleran dan menerima perbe- 
daan-perbedaan yang timbul akibat pemahaman ajaran agama. 
Keberagamaan yang integral ditandai dengan adanya kemampuan 
untuk menyatukan dan menginternalisasikan agama dengan aspek- 
aspek kehidupan yang lain, seperti ilmu pengetahuan, kemajuan 
teknologi, sosial, ekonomi, budaya dan sebagainya. 


Yang terakhir adalah Heuristik Fundamental, yaitu keberaga- 
maan yang selalu mengalami perkembangan, biasanya ditandai 
dengan adanya kesadaran mengenai keterbatasan dalam beragama 
dan selalu berusaha untuk meningkatkan pemahaman dan peng- 
hayatan keagamaannya. Individu yang memiliki sifat heuristik 
akan selalu mencari dan mengembangkan potensi keberagamaan- 
nya, membangun keimanan dan ketakwaannya, mengembangkan 
pemahaman atas keyakinan yang dipercayai sampai benar-benar 
menemukan kepercayaan yang utuh dan valid untuk diyakini, 
menyempatkan diri untuk selalu menimba pengetahuan dan 
menimba ilmu berkaitan dengan ajaran agamanya. 


F. Tahapan Toleransi 


Secara umum dibagi praksis toleransi berkaitan dengan tiga 
mode pemaknaan orang kepada istilah toleransi itu sendiri. Tiga 
mode pemaknaan yang dimaksud dapat dikatakan bersifat evolu- 
tifs yaitu: toleransi dalam pengertian saling membiarkan, toleransi 
dalam pengertian saling memahami, toleransi dalam pengertian 
dialog antar umat beragama. Ketiga bentuk toleransi itu tumbuh 
dan berkembang di masyarakat sesuai dengan tingkat pemahaman 
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keagamaan dan kondisi budaya setempat serta terkait riwayat seja- 
rah kehidupan beragama dan sosial politik di suatu wilayah. 


Toleransi yang pertama dimaknai dengan makna saling mem- 
biarkan. Toleransi jenis ini menganggap bahwa agama adalah uru- 
san masing-masing orang dan masing-masing orang tidak perlu 
saling mencampuri urusan keagamaan satu sama lain. Sebagai 
langkah awal interaksi, toleransi jenis ini sudah baik namun mem- 
punyai kekurangan yang patut diperhatikan. Toleransi jenis ini 
adalah suatu toleransi yang rapuh dan cenderung mudah dirusak 
oleh provokasi-provokasi, baik dari pihak luar maupun dari dalam 
masyarakat itu sendiri. Kasus kerusuhan antar umat beragama di 
beberapa daerah dapat dikatakan menjadi bukti rapuhnya model 


toleransi jenis pertama ini. 


Tumbuh suburnya toleransi jenis ini diduga diakibatkan 
kurangnya pemahaman keagamaan seseorang, baik itu terhadap 
agama sendiri lebih-lebih terhadap agama dan kepercayaan yang 
dianut orang lain. Tidak ada agama yang mengajarkan umatnya 
untuk boleh merusak milik orang lain, apalagi membunuh manusia 
yang lainnya. Kurangnya pemahaman antar masyarakat mengaki- 
batkan mudahnya menerima informasi yang tidak akurat dan hanya 
bermaksud mengadu domba masyarakat. Toleransi jenis ini dalam 
istilah Seyyed Hossein Nasr adalah sekedar diplomasi yang santun 
terhadap agama lain, sebuah sikap yang terus dijalankan dalam 
waktu lama dan meski menghasilkan persahabatan-persahabatan 
namun tidak pernah memecahkan problema-problema teologis 
mendalam yang diciptakan oleh pertemuan antarberbagai agama.? 


Toleransi jenis kedua adalah toleransi dalam makna saling 
memahami. Usaha memahami ini belum bersifat langsung namun 
lebih melalui sumber sekunder seperti buku, mendengar ceramah 
agama lain di televisi dan referensi lainnya. Usaha tersebut dapat 
lebih meningkatkan pemahaman akan agama lain dan diharapkan 
bisa memperkaya toleransi itu sendiri serta dapat lebih memper- 


12 Lihat http://media.isnet.org/islam/Paramadina/Jurnal/Nasr.html, diakses 
pada 10 Juni 2015. 
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kaya keagamaan pemeluk agama itu sendiri. 


Salah satu teladan yang bisa diambil adalah bagaimana umat 
Islam di Kudus tidak menyembelih binatang sapi yang merupakan 
binatang suci bagi umat Hindu pada masa itu. Larangan menyem- 
belih itu tentu saja didahului oleh pemahaman tentang keagamaan 
disana (Hindu) berikut ajaran-ajarannya. Dengan pemahaman 
yang baik akan agama lain tentu akan didapat toleransi yang lebih 
kokoh dibandingkan dengan toleransi jenis pertama. 


Paling akhir adalah toleransi yang dimaknai sebagai dialog 
antarumat beragama. Dialog ini adalah upaya saling memaha- 
mi kepercayaan secara langsung dari pihak yang bersangkutan. 
Dengan dialog didapatkan dua keuntungan, yang pertama adalah 
meningkatkan pemahaman akan kepercayaan orang lain dan yang 
kedua terjalinnya hubungan yang akrab antar berbagai pemeluk 
keyakinan yang berbeda sehingga memunculkan sistem sosial yang 


lebih kokoh. 


Dialog dapat dilakukan internal umat beragama sendiri yang 
memiliki pemahaman berbeda, misalnya antara kaum Sunni 
dengan Syiah atau antara Ahmadiyah di Indonesia dengan NU 
dan Muhammadiyah, dan lain sebagainya. Dialog ini dapat juga 
dilakukan antara umat berbeda agama seperti yang kerap dilaku- 
kan antara umat Islam dengan Kristen. Tidak kalah pentingnya 
perlu diadalakan dialog antara umat beragama dengan penganut 
kepercayaan di luar agama yang juga mempunyai hak akan penga- 
kuan eksistensinya. Bila perlu dialog ini juga dapat diperluas antara 
penganut agama dan orang-orang yang tidak percaya akan adanya 
Tuhan atau kaum atheis. 


Hans Kung (1983) mengemukakan bahwa dialog yang ber- 
makna mempunyai tiga aspek yaitu: Pertama, dengan memahami 
kepercayaan orang lain maka kita akan bisa memahami orang lain 


8 Untuk keterangan lebih lengkap tentang masalah ini lihat Rumadi, “Dia- 
log sebagai Kritisisme Beragama, www.gusdurnet/indonesia/index.php? 
option—com contentertask—viewerid-2347exItemid—42, diakses pada 10 
Agustus 2015. 
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dengan sungguh-sungguh. Kedua, pemahaman terhadap keper- 
cayaan lain akan meningkatkan pemahaman kita akan iman kita 
sendiri sehingga justru dapat memperkayanya. Ketiga, dengan 
memahami kepercayaan orang lain maka akan ditemukan kesam- 
aan-kesamaan yang dapat digunakan untuk hidup bersama dalam 
sistem kemasyarakatan yang serasi dan damai. 


Lebih lanjut Hans Kung menjelaskan bahwa tujuan dari dia- 
log itu adalah mencapai tahapan pro-eksistensi bukan sekedar ko- 
eksistensi. Pada fase ko-eksistensi maka yang menjadi tujuan adalah 
semata-mata toleransi. Namun toleransi tersebut hanya dirasa seba- 
gai syarat minimal untuk hidup bersama. Kung tidak puas dengan 
berhenti disini dan dia mencoba menggagas sebuah dialog yang 
bersifat pro-eksistensi. Dialog jenis ini tidak sekedar berhenti men- 
cari unsur-unsur persamaan doktrin, tradisi dan semangat namun 
juga mencari unsur-unsur yang yang mencakup berbagai perbedaan 
bahkan yang dapat menimbulkan potensi konflik sekalipun." 


Di sisi lain terdapat pula hal-hal yang apabila tidak diwaspadai 
akan dapat mengancam kelangsungan toleransi yang sudah terba- 
ngun di masyarakat. Menurut Said Agil Husin al-Munawar anca- 
man yang dimaksud adalah 1) pemahaman keagamaan dan funda- 
mentalisme, 2) disparitas sosial dan ketidakadilan ekonomi, 3) 
rekayasa atau kepentingan, provokasi dan 4) benturan peradaban, 
hegemoni mayoritas dan kekuasaan. Masalah-masalah tersebut 
apabila tidak diperhatikan dengan seksama akan menjadi bahaya 
terpendam yang siap muncul sewaktu-waktu merusak tatanan 
kerukunan yang bersifat toleran dalam sekejap. 


Pertama, Paham keagamaan yang bersifat eksklusif dan mun- 
culnya fundamentalisme dalam agama. Azyumardi Azra melihat 
dalam istilah fundamentalisme tersebut ciri-cirinya adalah kembali 
kepada dasar-dasar agama secara penuh dan literal, bebas dari kom- 


4 £r. Sunardi. “Dialog: Cara Baru Beragama: Sumbangan Hans Kung bagi 
Dialog Antar Agama” dalam Jurnal Interfidei, “Dialog: Kritik dan Identitas 
Agama? Seri I Tahun I (Yogyakarta: Penerbit Dian, 1993), hlm. 75. 
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promi, penjinakan dan reinterpretasi. Doktrin eksklusif dalam 
agama ini dapat ditemui pada setiap agama khususnya agama 
samawi. Pemahaman skriptualisme eksklusif dan literalis terhadap 
ajaran tersebut pada akhirnya akan menutup kesadaran akan ada- 
nya kemajemukan. Tertutupnya kesadaran tersebut akan membawa 
kepada sikap fundamentalis dan radikalis sehingga akan merubah 
orientasi agama dari membawa keselamatan manusia di dunia dan 
akhirat berubah menjadi bencana kemanusiaan." 


Kedua, Kesenjangan sosial yang semakin menganga lebar dan 
adanya ketidakadilan ekonomi. Kesenjangan ini dapat terakumu- 
lasi menjadi kecemburuan dari pihak yang dipinggirkan dan dapat 
terakumulasi menjadi benturan-benturan sosial. Sementara itu 
ketidakadilan berarti akan melahirkan pengelompokan pihak yang 
merasa diperlakukan tidak adil oleh keadaan. Ketika ketidakadilan 
dan kesenjangan terjadi, pada satu wilayah terhadap wilayah lain- 
nya maka yang muncul adalah konflik antar wilayah. Ketika hal itu 
berlangsung pada ras tertentu maka yang muncul adalah konflik 
antar ras. Ketika hal itu mengambil bentuk pada kelas ekonomi 
maka terjadi konflik antar kelas. Begitu juga ketika kesenjangan 
dan ketidakadilan tersebut didasarkan pada garis kesamaan agama 
maka akan muncul pula konflik atau perseteruan berdasarkan 
kesamaan agama yang dianut.” 


Bahaya ketiga yang dapat mengancam toleransi adalah dari 
rekayasa kepentingan yang biasanya berkaitan dengan politik. 
Berbagai kerusuhan di sejumlah daerah di tanah air diduga terkait 
dengan rekayasa oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab 
yang mencoba meraup keuntungan di tengah kekacauan yang ter- 
jadi. Cara-cara yang digunakan adalah dengan penyebaran keben- 
cian dan sentimen keagamaan yang bagi masyarakat Indonesia yang 
agamis dan kadang fanatis akan sangat ampuh untuk mengobarkan 


15 Said Agil Husin al-Munawar, “Fikih Hubungan Antara Agama” (Jakarta: 
Ciputat Press, 2005), hlm. 119. 


16 Jhid., hlm 115-116. 
7 Tbid,, hlm 122. 
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konflik. 


Masalah keempat terkait dengan tesis Samuel P Hunting- 
ton tentang benturan peradaban (clash of civilisation) yang bagi 
kalangan cendekiawan muslim Indonesia dirasa provokatif. Tesis 
ini dinilai dapat menambah kecurigaan antar umat beragama di 
negara majemuk seperti Indonesia ini. Tesis tersebut mendapat 
kritik dari Donald K Emmerson karena dia menggunakan definisi 
peradaban yagn terlalu menyederhanakan denga kategori yang 
tidak konsisten. Contohnya definisi dia tentang Barat adalah ber- 
dasarkan etnis/etika, Islam dan Hindu dilihat dari sisi agama dan 
Cina/Konfiusius dilihat dari sisi ajaran dan etik, Afrika dilihat dari 
sisi benua. Dengan definisi dan kategorisasi yang tidak jelas di atas 
maka tentu saja akan sulit dibuktikan kebenaran tesis Huntington 
tersebut." 


Hal terakhir yang perlu diwaspadai adalah hegemoni mayoritas 
dan kekuasaan. Pada suatu daerah dengan penduduk yang mayo- 
ritasnya memeluk agama tertentu maka akan mempunyai potensi 
hegemoni mayoritas atau munculnya suatu superioritas terhadap 
kaum minoritas. Di sisi lain hal itu juga dapat dilakukan oleh 
mereka yang memegang kekuasaan walaupun secara jumlah meru- 
pakan minoritas. Kedua hal tersebut yang kerap mendapat nama 
lain sebagai diktator mayoritas dan tirani minoritas harus dapat 
dihindari karena sangat berpotensi menimbulkan konflik yang 
akan menghancurkan toleransi di masyarakat. 


Kewaspadaan terhadap bahaya-bahaya di atas akan memberi 
harapan untuk tetap terjaganya suatu sistem toleransi di masyara- 
kat yang bersifat evolutif dimana pada mulanya sebagai pembiaran 
dan akhirnya menuju suatu toleransi yang bersifat dialogis dan pro- 
eksistensi. Dengan itu maka diharapkan tercapai keselarasan hidup 
bersama dalam masyarakat dengan fondasi yang kokoh sehingga 
tidak mudah dirusak oleh berbagai faktor baik dari luar maupun 


dari dalam masyarakat itu sendiri. Pada akhirnya energi masyarakat 


18 Jhid, hlm 127-128. 
19 bid, hlm 137-138. 
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dapat dipusatkan dan disatukan bersama sehingga produktivitas 
masyarakat diharapkan dapat meningkat dan lebih terarah pada 
penyelesaian masalah-masalah kemanusiaan yang lebih mendasar 
dan mendesak untuk dihadapi bersama seperti kemiskinan, kerusa- 


kan lingkungan hidup dan berbagai masalah ketidakadilan sosial. 


G. Penutup 

Sebagai manusia yang hidup di tengah-tengah dunia yang 
pluralistik, setiap umat beragama mau tidak mau harus berjumpa, 
berinteraksi, berurusan, berkaitan dengan orang-orang yang tidak 
seiman baik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara maupun 
bermasyarakat. Dalam kondisi semacam ini adalah penting bagi 
setiap pemilik agama untuk memikirkan bagaimana relasinya 
dengan orang-orang berkepercayan lain Karena jika hal ini tidak 
dipedulikan, maka wilayah ini akan berpotensi untuk mengakibat- 
kan banyak gesekan, bentrokan, kekacauan, bahkan kerusakan yang 


akan mengganggu ketentraman dan kedamaian hidup bersama. 


Dalam kaitannya dengan etika hubungan antarumat beragama, 
toleransi hendaknya dapat dimaknai sebagai suatu sikap untuk 
dapat hidup bersama masyarakat penganut agama lain, dengan 
memiliki kebebasan untuk menjalankan prinsip-prinsip keagama- 
an (ibadah) masing-masing, tanpa adanya paksaan dan tekanan, 
baik untuk beribadah maupun tidak beribadah, dari satu pihak ke 
pihak lain. Hal demikian dalam tingkat praktik-praktik social dapat 
dimulai dari sikap bertetangga, karena toleransi yang paling hakiki 
adalah sikap kebersamaan antara penganut keagamaan dalam prak- 
tik sosial, kehidupan bertetangga dan bermasyarakat, serta bukan 
hanya sekedar pada tataran logika dan wacana. 
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Robby Habiba Abror 


Pendahuluan 


Film Sunan Kalijaga termasuk dalam kategori film legenda 
yang bercerita tentang ketokohan Sunan Kalijaga. Saat berakhirnya 
kejayaan Kerajaan Majapahit di Jawa yakni paruh abad kelima belas 
masehi, Kota Tuban yang terletak di Jawa Timur menjadi saksi his- 
toris bagi kelahiran sosok Raden Sa'id atau Raden Sahid—sebutan 
lainnya Raden Mas Said, Oei Sam Ik, Pangeran Tuban, Syekh 
Malaya, Lokajaya, dan Raden Abdurrahman—yang kelak dikenal 
dengan nama besar Sunan Kalijaga. Ia sejak kanak-kanak berada di 
lingkungan keluarga beragama Islam. Sunan Kalijaga berpartisipasi 
dalam mengarsiteki pendirian Masjid Agung Cirebon dan Masjid 
Agung Demak, termasuk kreativitasnya ialah pecahan kayu yang 
dijadikan tiang utama di dalam masjid. Ia dimakamkan di Kadi- 
langu, Demak. 


Dalam banyak cerita, ia dikisahkan sebagai anak nakal dan 
ketika remaja bahkan suka mengambil barang yang bukan haknya. 
Apa yang dilakukannya sebagai pembelaan terhadap rakyat miskin 
yang kelaparan di wilayah Karesidenan Tuban di bawah kepemim- 
pinan Tumenggung Wilwatikta yang tidak lain ialah ayahnya sen- 
diri. Adipati Wilwatikta di bawah kekuasaan Kerajaan Majapahit 
yang mengharuskan untuk mengumpulkan upeti kepada raja dari 
hasil memaksa rakyatnya. 
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Melihat penderitaan rakyatnya, Raden Mas Said tidak dapat 
menerima kenyataan tersebut dan berusaha mencuri berbagai 
macam makanan dari lumbung ataupun gudang di rumah orang 
tuanya. Lama kelamaan akhirnya ia ketahuan juga, sehingga kemu- 
dian disekap oleh orang tuanya di gudang tersebut. Sejak itu, 
Raden Mas S2'id merasa tidak betah tinggal di lingkungan rumah. 
Ia memutuskan untuk minggat alias pergi dari rumahnya. Dalam 
perjalanannya, ia melihat kenyataan yang lebih memilukan dan 
memprihatinkan lagi bahwa fenomena kebiadaban dan ketidak- 
adilan sudah sedemikian parah dilakukan oleh para pimpinan 
kelurahan terhadap masyarakatnya. Pada suatu kesempatan, ia 
kemudian menyampaikan kepada ayahnya apa yang sesungguhnya 
terjadi di luar sana. 


Ia berniat belajar tasawuf, dalam sebuah perjalanan di hutan 
Jatiwangi ia bertemu dengan Sunan Bonang. Sa'id berguru dan 
mengikuti perintah gurunya untuk bertapa di sebuah kali atau 
sungai. Ia berhasil melakoninya hingga Sunan Bonang menjemput- 
nya, kemudian ia diangkat menjadi wali termasyhur dalam jajaran 
Wali Sanga (Sembilan Wali) yaitu dengan sebutan Sunan Kalijaga. 


Film Sunan Kalijaga' ini termasuk dalam salah satu genre induk 
sekunder yakni biografi, pengembangan dari genre drama dan epik 
sejarah. Film biografi sebenarnya menceritakan penggalan kisah 
nyata atau pun kisah hidup dari seorang tokoh yang berpengaruh 
pada masa lalu ataupun masa kini. Dalam praktiknya, film biografi 
juga dapat berkombinasi dengan genre lain yang lebih spesifik dan 


populer, misalnya dimasukkan alur petualangan ataupun aspek 


Film ini dibintangi oleh Deddy Mizwar, yang saat artikel ini ditulis sekarang 
masih menjabat sebagai Wakil Gubernur Jawa Barat. Film paling laris kedua 
di Jakarta pada tahun 1984 dengan 575.631 penonton menurut data Perfin. 
Nominasi Penghargaan FFI untuk Pemeran Utama Pria Terbaik yaitu Deddy 
Mizwar sebagai pemeran Sunan Kalijaga. Lihat www.wikipedia.org/wiki/ 
Sunan Kalijaga (film) dan www.filmindonesia.orid/movie/title/lf-5013-83- 
072357. sunan-kalijagat.V7-bsDRi7Nc diakses pada 26 Agustus 2016. 


Himawan Pratista, Memahami Film (Yogyakarta: Homerian Pustaka, 2008), 
hlm. 22. 
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irrasionalitas Kanjeng Sunan Bonang yang menyuruh Sunan Kali- 
jaga untuk bertapa tongkat di tepi sungai atau dalam penggalan 
yang lainnya diminta dikuburkan hidup-hidup agar hatinya men- 
jadi lebih suci dan tidak lagi benci terhadap kedua orang tuanya, 
beberapa hal yang terkadang menyelisihi agidah, metode dakwah 


kontemporer ataupun prinsip-prinsip konvensional. 


Tulisan ini difokuskan pada film Sunan Kalijaga. Film itu hasil 
konstruksi. Maka banyak gubahan, tambahan bahkan pengurangan 
dari kenyataan yang sesungguhnya. Bahkan tidak jarang, untuk 
memberikan efek tampilan dengan hasil yang bagus dan memukau, 
unsur fiksi tidak dapat ditampik untuk memenuhi unsur naratif 
dan unsur sinematik dalam konstruksi film. Mengapa harus film? 
Film dibikin tentu saja tidak tanpa pilihan yang paling bijak dan 
strategis. Artinya bahwa meskipun ia bukan representasi utuh dari 
sejarah Sunan kalijaga, tetapi film merepresentasikan pilihan-pili- 
han logis dari sutradara atau skenario konstruksi alur cerita sebagai 
yang paling pantas dapat disaksikan jutaan penonton. 


Konsekuensi logis dari apa yang dipilih sudah pasti sarat per- 
hitungan dan kepentingan terhadap publik dan akan memberikan 
implikasi moral dan religiusitas. Lima belas prinsip falsafah moral 
sejati dalam lakon Sunan Kalijaga diformulasikan dari tatanan 
semantik berupa ucapan-ucapan yang merepresentasikan simbol 
dan bahasa moral. Barangkali orang dapat mengira hal ini subjek- 
tif tetapi itu dapat diterima sebagai syarat maksim, dalam pemiki- 
ran Kant didefinisikan sebagai prinsip kehendak subjektif, yakni 
bahwa ia bukan hanya prinsip moralistis biasa tetapi lebih sebagai 
watak atau motif yang abadi. Sehingga harus dibedakan dari prin- 
sip objektif seperti hukum praktis yang sah bagi setiap makhluk 
rasional, bahwa maksim sekali lagi merupakan prinsip perbuatan 
subjektif yang berisi aturan praktis yang ditentukan oleh akan 
manusia sesuai dengan kondisi-kondisi subjek. 


3 Immanuel Kant, Dasar-dasar Metafisika Moral, terj. Robby Habiba Abror 
(Yogyakarta: Insight Reference, 2004), hlm. 63. 
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SUNAN KALIJAGA (1983).mp4 


Gambar 217: 


1. Maksim Moral Pertama: Persatuan adalah Kekuatan 


Pada saat dimulainya mengerjakan Masjid Agung Demak pada 
1479 M, terjadi dialog antara Sunan Ampel, Sunan Kalijaga dan 
Sunan Bonang sebagai berikut: 


Sunan Ampel : Apa karena terlambat adikmas Sunan Kalijaga 
tidak mempergunakan kayu jati bulat? 

Sunan Kalijaga : Potongan-potongan kayu ini kalau dijadikan 
satu bisa menjadi kuat, Sunan Ampel, begitu 
juga dengan kita kalau bersatu akan meru- 
pakan suatu kekuatan, bukan begitu Kanjeng 
Sunan Bonang? 


Sunan Bonang : (Menganggukkan kepala). 


Pada dialog yang terdapat dalam Gambar 2: 17 disebutkan 
bahwa kayu jati bulat merupakan prasyarat penting dan salah 
satu bahan konstruksi masjid, tetapi potongan-potongan kayu 
dapat menggantikannya, asalkan diikat menjadi satu. Potongan- 
potongan kayu merupakan makna denotatif, sedangkan makna 


4 wwwyoutube.com/watch?v-Dw7Wdhs9whe diakses pada 20 Agustus 2016. 
Seluruh gambar berasal dari sumber yang sama. 
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konotatifnya disebutkan sebagai kata ganti orang pertama “kami” 
yang berarti bahwa yang diajak bicara ikut serta dalam maksud 
dialog. Sunan Kalijaga menekankan pentingnya persatuan seba- 
gai lambang kekuatan. Dengan berdirinya masjid, adzan mulai 
dikumandangkan, sholat berjamaah ditegakkan, dan umat Islam 
berduyun-duyun meramaikan barisan di masjid. 


SUNAN KALIJAGA (1983).mp4 


SUNAN KALIJAGA 


Gambar 14:24 


2. Maksim Moral Kedua: Memelihara Bumi untuk Mensyukuri 
Pemberian Tuhan 


Adipati Wilwatikta berkata sambil mengusap kepala Sunan 
Kalijaga yang masih bayi kala itu: 


Putraku Raden Sahid hari ini mulai menginjak tanah, karena 
Allah, bumi Allah, sayangilah dia, seperti sifat Allah yang Maha 
Pengasih dan Penyayang. Melalui bumi ini, Allah memberikan 
segala sesuatunya untuk kebutuhan hidup kita. Jagalah, peliha- 
ralah dan binalah bumi Allah ini. Bumi Allah ini harus selalu 
bersih. 
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SUNAN KALIJAGA (1983).mp4 


TTTTSUNAN KALIJAGAT 


Gambar 17: 25 


3. Maksim Moral Ketiga: Kebebasan tidak Dapat Dikurung, Ia 
hanya Dapat Diarahkan 
Sunan Kalijaga semasa kecil sudah rajin belajar mengaji dan 
bebas bermain. Pada suatu ketika ia bermain-main dengan gamelan 
dengan sembarang menabuh, lalu diingatkan dan mau dilaporkan 
oleh pembantu, dia kabur ke luar rumah menonton adu ayam. 
Ia tidak suka orang sabung ayam, dan menendangi kurungan- 
kurungan ayam hingga ayam-ayam terlepas dan berlarian bebas. 


SUNAN KALIJAGA (1983).mp4 


SUNAN KALUAGAN 


Gambar 24: 29 
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4. Maksim Moral Keempat: Mempertahankan Diri sebagai 
Upaya Penyadaran Perlu Demi Kebenaran 


Sunan Kalijaga tidak bisa menerima kenyataan pemungutan 
upeti secara paksa dari para bawahan kadipaten atas rakyat yang 
miskin, padahal kondisi mereka sedang terjangkit penyakit mun- 
taber, dan kenyataan atas kematian yang meningkat. Ia belajar dan 
memperdalam silat, salah satu bela diri nusantara. Guru silatnya 
berpesan: “Ilmu silatmu bukan untuk beladiri tapi untuk memper- 
tahankan, oleh karena itu kuatkanlah pertahanan kita, sehingga 
lawan kewalahan dan menyerah. Dengan demikian, ndoro bisa 
menyadarkan orang.” 


SUNAN KALIJAGA (1983).mp 


SUNAN KALIJAGA 


Gambar 27: 29 


5. Maksim Moral Kelima: Membantu Rakyat yang Tertindas 

sebagai Kewajiban 

Pada suatu kesempatan Sunan Kalijaga mendapati satu kelu- 
arga, ibu dan kelima anaknya yang beragama Budha mati kelaparan 
ketika sembahyang di rumah. Ia juga melihat anak-anak bertahan 
hidup dengan berburu tikus sawah dan memasaknya untuk disu- 
guhkan kepada adik mereka yang sakit karena kelaparan. Ibunya 
menolak makanan yang tidak jelas asal-usulnya karena dianggap 
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melanggar ajaran agama. Mengetahui kejadian tersebut Sunan 
Kalijaga lari ke rumah untuk mengambil beras, buah-buahan dan 
beberapa bahan makanan pokok yang ada di gudang rumahnya 
untuk diberikan kepada mereka. 


SUNAN KALIJAGA 


Gambar 29: 05 


6. Maksim Moral Keenam: Berani Membela Rakyat yang Men- 
derita Meski Menghadapi Pilihan yang Sulit (Situasi Perang 
Batin) 

Ketika Sunan kalijaga dilarang keluar rumah oleh ibunya, ia 
malah mengatakan bahwa ia suka sekali dengan pemandangan di 
luar. Bahkan ia bercerita tentang penderitaan yang dialami rak- 
yatnya. Akibatnya, ia menerima hukuman. Pada suatu hari Sunan 
Kalijaga mencuri bekal makanan dan bahan pokok di lumbung 
atau gudang di rumah orang tuanya, tetapi perbuatannya ini dike- 
tahui oleh ibunya. Akibatnya, ia menerima hukuman. 


Ibunya : Memalukan! 
Sunan Kalijaga : Ananda mohon maaf, Bu. Ampun, Bu. 


Ibunya : Beginilah kalau terlalu sering keluar rumah. 
Untuk apa kau mencuri? Apa putra adipati 
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sudah menjadi pencuri? Apa kau tak malu, 
makanan yang dicuri tidak seberapa nilainya 
tapi sedikit atau banyak itu sudah menunjuk- 


kan akhlak dan budi yang rendah. Teramat 
jelek. Sangat buruk! 


SUNAN KALIJAGA 


N 


Gambar 56:31 


7. Maksim Moral Ketujuh: Melakukan Kritik terhadap Pengu- 
asa yang Zalim Adalah Kewajiban Moral 


Sunan Kalijaga menyoal dan memprotes sikap ayahnya yang 
meminta upeti melalui para bawahannya kepada rakyatnya dengan 
cara paksaan dan kekerasan, sehingga menyebabkan rakyat men- 
derita dan mengingkari tanggung jawab sebagai muslim. Sikap 
itu membuat ayahnya murka. Sunan Kalijaga disekap di kamar. 
Sang ayah termenung memikirkan ucapan Sunan Kalijaga tersebut 
sehingga mengantarkannya untuk bertemu kepada guru ngaji yang 
mengatakan bahwa “kemiskinan itu bisa membuat orang menjadi 
kufur. Menolong orang miskin berarti menjauhkan orang dari 
kekufuran. Kebenaran hakikilah yang bisa dipertanggungjawbkan 
kepada Allah SWT.” 


Selanjutnya, sang ayah memerintahkan bawahannya untuk 
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mengembalikan upeti yang pernah diambil kepada rakyatnya. Para 
pesuruh atau bawahan tidak terima dan menuduh rakyat telah 
melaporkan dan mengadukan kepada adipati sehingga menghajar 
mereka. Tindakan ini diketahui oleh Sunan Kalijaga, sehingga ia 
secara spontan menghunjamkan pukulan ke wajah para bawahan 
yang sadis tersebut, tapi apa dapat dikata ternyata pukulannya 
malah mengenai wajah petani hingga roboh. Sunan Kalijaga kemu- 
dian memerintahkan para bawahan adipati untuk mengembalikan 
upeti kepada para petani. Selanjutnya, berita pemukulan itu sampai 
juga ke telinga ayah dan ibunya. Sunan Kalijaga dituduh memukul 
petani, sehingga ia memutuskan pergi dari rumah untuk belajar 
tasawuf. 


SUNAN KALIJAGA (1983).mp4 


SUNAN KALIJAGA 


Gambar 45:42 


8. Maksim Moral Kedelapan: Menerima Hukuman dari Pengu- 
asa yang Zalim Adalah Konsekuensi Logis bagi Kepedulian 
Moral (Sunan Kalijaga Dicambuk oleh Ayahnya) 

Seketika ibunya memanggil guru mengaji untuk menanyakan 
perihal hukuman bagi pencuri, yang dijawab menurut syariat Islam 
hukumnya ialah potong tangan. Mendengar itu Sunan Kalijaga 
menjawab: “Ananda menerima dengan ikhlas hukuman itu, Bu.” 
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Tetapi ayahnya mengambil inisiatif untuk merotan kedua telapak 
tangan Sunan Kalijaga beberapa kali hingga berdarah merah dan 
lebam membiru. Setelah itu, Sunan Kalijaga disekap dan diharus- 
kan tidur di gudang tepat ia mencuri bahan makanan dan dikunci 
dari luar. Setelah selesai menjalani hukuman itu, kelak ia berjanji 
akan mencari apa yang dimaksud dengan kebenaran hakiki. 


SUNAN KALIJAGA (1983).mp4 


SUNAN KALIJAGA 


Gambar 1:02:00 


9. Maksim Moral Kesembilan: Kewajiban Menghormati Perbe- 
daan Keyakinan (Pluralisme Sunan Kalijaga) 


Di tempat sembahyang umat Budha, Sunan Kalijaga mengi- 
ngatkan anak-anak yang sedang bermain yang memecahkan kepala 
patung di dalam candi: “Perliharalah dan jagalah tempat peribada- 


tan setiap agama!” 


10.Maksim Moral Kesepuluh: Mencegah Kemungkaran adalah 
Kewajiban Moral (Sunan Kalijaga Membubarkan Praktik 
Perjudian dan Prostitusi) 
Dengan mengenakan topeng yang terinspirasi dari kepala 
patung di candi yang pecah, Sunan Kalijaga tidak dapat diam meli- 
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hat kemungkaran dan kerusakan akhlak. Ia mengobrak-abrik meja 
judi dan mengambil seluruh uang. 


SUNAN KALIJAGA (1983).mp4 


Pa 


WNA GE WARNYA NA 
ea 


Gambar 1:03:40 


Selanjutnya terjadi duel sengit, sehingga sebelum kabur topeng 
Sunan Kalijaga sempat tercukil oleh pisau musuhnya. Setelah ber- 
hasil membawa uang recehan Sunan Kalijaga pergi untuk mem- 
bagi-bagikan uang tersebut ke rumah-rumah penduduk miskin. 


SUNAN KALIJAGA (1983).mp4 


Gambar 1:08:49 
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11.Maksim Moral Kesebelas: Berani Melawan Kemungkaran 
Meskipun Harus Menghadapi Kebencian dan Tuduhan (Di- 
tuduh Memperkosa Istri Orang dan Dibenci Warga) 


Setelah menjalankan sholat, Sunan Kalijaga mendengar suara 
kentongan yang ditabuh berulang kali, pertanda ada bahaya segera 
ia bergegas dengan mengenakan topeng khasnya ke tempat keja- 
dian perkara. Niat hati membantu perempuan yang diperkosa oleh 
seseorang yang bertopeng, malah Sunan Kalijaga sendiri yang ter- 
timpa masalah. Saat ia masuk rumah untuk membantu perempuan 
korban perkosaan tersebut, pemerkosa bertopeng itu telah kabur, 
dan pada saat itu warga cepat mengepung rumah sehingga Sunan 
Kalijaga tertangkap oleh warga, suami korban perkosaan meminta 


keadilan kepada ketua kaum. 


SUNAN KALIJAGA (1983).mp4 


SUNAN KALIJAGA 


Gambar 1:12:20 


12. Maksim Moral Kedua Belas: Ucapan Orang Tua adalah Doa 
(Sunan Kalijaga Ketika Diusir Ibunya dari Rumah karena 
Suatu Tuduhan) 

Ibunya mengatakan, “Pergi dari sini. Jangan kembali sebelum 
kau bisa menggetarkan apa yang ada di kadipaten ini dan jangan 
kembali lagi sebelum kau bisa menggoyahkan dan meluluhkan 
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nurani manusia dengan suara ayat-ayat suci al-Ouran yang kau 
bacakan!” 


AGA (1983).mp4 


SUNAN KALIJAGA 


Gambar 1:23:40 


13.Maksim Moral Ketiga Belas: Berguru kepada Orang Pintar 
yang Saleh adalah Kebutuhan Moral (Bertemu Kanjeng Sunan 
Bonang) 


Dalam kepergiannya dari rumah, di tengah jalan ia bertemu 
dengan seorang berjenggot dan berjubah putih dengan membawa 
tongkat bertangkai emas sedang berjalan. Sunan Kalijaga penasa- 
ran dengan tongkat tersebut. Ia merebut paksa tongkat tersebut, 
sehingga kanjeng sunan jatuh hingga mencerabut rumput dan 
menangisinya karena telah berdosa membuatnya mati. Selanjutnya 
melihat sikap keras dan penasaran Sunan Kalijaga, kanjeng terse- 
but mengubah kolang-kaling menjadi emas. Ketika Sunan Kalijaga 
mau memanjat pohon tiba-tiba emas berjatuhan menimpa kepala 
dan tubuhnya hingga jatuh pingsang. Dan ketika tersadar, emas- 
emas tersebut berubah kembali menjadi kolang-kaling. Sunan 
Kalijaga termenung: “Kalau kolang-kaling bisa berubah menjadi 
emas, bukan mustahil tongkat bertangkai emas bisa menjadi kayu 
biasa. Milikilah suatu petunjuk jalan sebagai tongkat menempuh 
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hidup dan emas pada tongkatnya akan selalu tenggelam. Gunakan- 
lah untuk amal ibadah.” 


SUNAN KALIJAGA (1983).mp: 


SUNAN KALIJAGA 


Gambar 1:38:59 


14. Maksim Moral Keempat Belas: Menjalani Ujian Hidup de- 
ngan Ikhlas demi Hidup yang Lebih Baik (Terjebak Pusaran 
Angin) 

Dalam suatu perjalanan di atas gurun pasir, Sunan Kalijaga 
terjebak pusaran angin yang sangat kencang sehingga membuat- 
nya terbanting memutar hingga menembus tanah dan terjatuh ke 
dalam gua dan sungai bawah tanah dan terus terdorong arus sungai 
sehingga keluar ke daratan kembali dan kemudian bertemu Kan- 
jeng Sunan bertongkat emas lagi. 


Berguru kepada Kanjeng Bertongkat Emas 


Disebabkan Sunan Kalijaga ingin memperoleh ilmu dari Kan- 
jeng Sunan bertongkat emas, sehingga kemudian kanjeng menan- 
capkan tongkatnya di tanah pinggir kali (sungai). Kemudian 
sebelum pergi ia berpesan kepada Sunan Kalijaga agar menunggu 
di depan tongkat tersebut hingga ia kembali. Sunan Kalijaga 
mengiyakan, kemudian duduk bersila dan bertapa dengan mata 


223 


ROBBY HABIBA ABROR 


terpejam di depan tongkat tersebut. Beberapa nelayan yang lewat 
sungai menyangkanya patung dan menyebutnya sebagai penjaga 
kali. Hari demi hari tanpa dia ketahui tongkat tersebut berubah 
menjadi emas, kemudian berubah lagi menjadi ular yang berjalan 
melingkari tubuh Sunan Kalijaga. Sampai beberapa lama wajahnya 
penuh tertutup lumut dan rerumputan liar, hingga Kanjeng Sunan 
Bonang datang mengucapkan salam tiga kali tidak terjawab. Kan- 
jeng membuka lumut dan rerumputan yang menutupi wajahnya 
dan mengumandangkan igamah. Kemudian Sunan Kalijaga melek, 
membuka pejaman matanya dalam keadaan wajah berjenggot lebat. 


SUNAN KALIJAGA (1983).mp4 


SUNAN KALIJAGA 


, 


Gambar 1:56:32 


15.Maksim Moral Kelima Belas: Berdakwah adalah Kewajiban 
Moral (Wasiat Kanjeng Sunan Bonang kepada Sunan Kali- 
jaga) 
Pesan Sunan Bonang, “Sebarkan Islam ke seluruh jagad. Tapi 
ingat di dalam Islam tidak ada paksaan, berpeganglah selalu pada 
ayat suci al-Gur'an dan Hadist Nabi Muhammad SAW.” 
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Gambar 1:48:59 


Mengubah Pasir menjadi Beras 


Suatu ketika ada rakyat miskin datang dan meminta beras, 
tapi malah diumpat oleh orang kaya pemilik beras. Beras yang 
seharusnya bisa dibelikan emas itu tiba-tiba berubah menjadi pasir. 
malah diumpat oleh orang kaya pemilik beras. Kejadian tersebut 
kemudian diketahui oleh Sunan Kalijaga. Ndoro pemilik beras itu 
bersumpah kepada Sunan Kalijaga untuk memberikan semua pasir 
pada orang miskin tersebut dengan nada kesal. Setelah didoakan 
oleh Sunan Kalijaga, dengan kuasa Allah tiba-tiba pasir tersebut 
berubah menjadi beras kembali. “Karena Ndoro ikhlas berikan 
kepada fakir miskin, insya Allah pasir akan menjadi beras kembali.” 
Di samping itu, Sunan Kalijaga juga berdakwah dengan memain- 
kan wayang yang diiringi tarian, musik gamelan dan lirik Islami. 


Dikubur Hidup-hidup 

Sunan Kalijaga merasa kalau hatinya masih belum bersih, 
karena masih membenci (perbuatan) orang tuanya yang suka ber- 
dusta dan berbuat tidak adil terhadap rakyatnya. Sehingga Kan- 
jeng Sunan memerintahkan agar Sunan Kalijaga melakoni sebuah 


perintah yakni dikubur hidup-hidup. Ia melakoninya sambil terus 
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Gambar 1:56:32 


melafalkan zikir. Setelah itu, barulah Sunan Kalijaga, dengan doa 
para sunan yang lain, keluar dan bangkit dari kubur untuk bangun 
kembali dan menjalani hidup untuk berdakwah kepada masyara- 
katnya. 


Melawan Masyarakat Jahiliyah 


Gambar 2:10:38 
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Masyarakat pada masa Sunan Kalijaga masih mempercayai 
praktik-praktik yang jauh dari ajaran Islam, ritual minta hujan, 
seperti menari-nari sambil meminta hujan ke langit, atau dengan 
mempersembahkan seseorang sebagai tumbal. Sunan Kalijaga 
datang dan mengajak mereka untuk meninggalkan tradisi tersebut 
dan berdoa kepada Allah SWT. Akhirnya atas izin Allah SWT 


turunlah hujan. 


Penutup 


Shot bertapa di pinggir kali menjadi penggalan historis paling 
dramatis bagi penyematan nama besar Sunan Kalijaga kemudian. 
Laku spiritual yang dijalani Raden Said merupakan bentuk kepa- 
tuhannya sebagai murid terhadap perintah gurunya. Ia yang dikenal 
sebagai anak yang nakal, pemuda yang keras kepala dan suka men- 
curi, meskipun semuanya ia lakukan demi masyarakatnya, ia jatuh 
pada pilihan moral subjektifnya untuk melakoni jagad tasawuf. 
Sebagai konsekuensinya ia harus tinggalkan semua tindakannya 
yang terdahulu dan berubah menjadi lebih bijaksana sebagaimana 
direpresentasikan dalam bahasa-bahasa simbol dalam formula 
maksim-maksim moral tersebut. 
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Abdul Basir Solissa 


A. Pendahuluan 


Perbincangan tentang etika sebagai bagian dari filsafat, telah 
muncul dalam rentang waktu yang lama seumur manusia mulai 
mewacanakan tata kehidupannya sampai dengan saat ini. Sepan- 
jang rekaman sejarah, etika pertama kali dibahas oleh para filosof 
Yunani untuk memberi arah tentang perilaku manusia terutama 
mana perilaku yang baik dan mana perilaku yang buruk. Dalam per- 
kembangannya etika menyapa berbagai bidang kehidupan manusia 
mulai dari yang paling umum sampai pada lini kehidupan yang 
sangat domistik. Dengan kata lain bahwa etika menyentuh seluruh 
aktivitas dalam kehidupan manusia termasuk aktivitas bisnis. Itulah 
sebabnya para ahli membagi etika menjadi etika normatif dan etika 
praktis. Etika normatif membahas hukum-hukum umum yang ber- 
kaitan dengan moralitas atau yang kemudian dikenal sebagai ilmu 
etika dan yang membahas praktik keseharian manusia yang dikenal 
dengan etika praktis. 


Etika sebagai ilmu termasuk dalam rumpun filsafat sistema- 
tis. Etika juga didefinisikan sebagai filsafat tentang moral. Dalam 
hal ini etika bertugas untuk menyelidiki dan membahas hak dan 
kewajiban manusia tentang yang baik dan yang buruk. Franz von 
Magnis menyebutkan bahwa sifat dasar etika adalah kritis karena 
ia mempersoalkan dasar-dasar sebuah norma. Apakah norma itu 
patut ditaati, apakah norma tersebut memiliki legitimasi yang 
cukup untuk dipedomani. Norma-norma yang tidak dapat diper- 
tahankan atas pertanyaan-pertanyaan kritis itu maka akan kehi- 
langan hak sebagai norma moral. Etika juga mempertanyakan 
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hak setiap lembaga seperti orang tua, sekolah, bahkan negara dan 
agama untuk membari perintah atau larangan. Dalam hal ini etika 
hendak meminta pertanggungjawaban, bukan mempersoalkan hak 
lembaga-lembaga tersebut untuk ditaati.' 


Etika dengan demikian dapat mengantarkan seseorang untuk 
bersikap kritis dan rasional untuk membentuk pendapatnya sen- 
diri, sekaligus dapat bertindak sesuai apa yang diyakini itu dengan 
penuh tanggung jawab. Dalam hal ini etika mendorong seseorang 
untuk lebih bersikap otonom. Otonomi manusia bukan untuk 
menafikan semua norma yang berlaku pada lingkungannya tetapi 
hendaknya kesanggupan untuk mentaati sebuah norma itu lebih 
disadari sebagai kewajibannya, bukan karena terpaksa oleh otori- 
tas dari luar dirinya. Posisi seperti ini menggambarkan bahwa etika 
sebagai cabang dari filsafat tetap mewarisi cirri-ciri kefilsafatan 
untuk kritis dan mempertanyakan secara radikal segala sesuatu 
yang berada dalam lingkungan keilmuannya terutama norma- 
norma tentang baik dan buruk dan semua kondisi yang terkait 
dengan obyek kajiannya. 

Di samping itu, etika juga dikenal sebagai cabang filsafat yang 
mempelajari baik dan buruk pada perilaku manusia. Etika yang 
sudut pandangnya lebih spesifik pada perilaku manusia itu disebut 
sebagaietika terapan atau etika praktis. Perkembangan etika terapan 
ini menurut para ahli lebih disebabkan oleh tuntutan kehidupan 
masyarakat modern yang semakin kompleks dan kompetitif. Isu- 
isu mutakhir tentang lingkungan hidup, persenjataan nuklir, energi 
dan yang sejenisnya semakin mempersubur tumbuhkembangnya 
etika terapan itu. Sebagian ahli memasukkan etika bisnis dalam 
lingkup etika terapan, namun dalam perkembangannya etika bisnis 
juga berhadapan dengan persoalan-persoalan konseptual filosofis 
seperti perdagangan bebas, kapitalisme dan globalisasi. 


Pentingnya etika dalam dunia bisnis sudah merupakan kenis- 
cayaan karena bisnis adalah aktivitas yang melibatkan berbagai 


| Franz Magnis Suseno, Etika Umum (Yogyakarta: Yayasan Kanisius, 1984), 


hlm. 13. 
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kalangan dan menguasai hajat hidup orang banyak. Aktivitas bis- 
nis melibatkan berbagai pihak, mulai dari antarnegara sampai pada 
transakasi orang perorang di pasar tradisional. Singkat kata bahwa 
tanpa aktivitas bisnis, denyut kehidupan ini terasa mati, bahkan 
mungkin kehidupan ini akan berakhir. Jika demikian halnya maka 
dapat dibayangkan betapa carut marutnya dunia bisnis itu tanpa 
dilandasi oleh nilai-nilai moral yang disepakati oleh semua pihak. 


Mengingat tulisan ini dibuat untuk kepentingan Buku Daras, 
maka sedapat mungkin dipetakan dalam keseimbangan yang pro- 
porsional antara etika sebagai cabang filsafat, bisnis sebagai suatu 
aktivitas ekonomi praktis dan etika bisnis sebagai persenyawaan 
antara etika dan bisnis. Tulisan ini juga akan memuat istilah dan 
konsep dasar seperti pengertian, obyek bahasan, ruang lingkup, 
sejarah perkembangan dan lain-lain yang disajikan secara singkat 
dalam bentuk garis-garis besar untuk memberikan bahan dasar 
kepada mahasiswa yang akan menekuni bidang studi ini. Tulisan 
ini akan ditutup dengan sedikit ulasan tentang etika bisnis Islam. 


B. Etika 
1. Pengertian Etika 


Etika berasal dari bahasa Yunani, ethikos, ethos, (adat, kebiasaan, 
praktik). Ethikos juga mengandung pengertian karakter dan kecen- 
derungan. Cicero, salah seorang filosof Yunani memperkenalkan 
kata moralis yang dipandang semakna dengan kata ethikos. Para 
filosof yang menekuni penyelidikan tentang etika cenderung ter- 
bagi pada dua golongan yaitu mereka yang merumuskan etika nor- 
matif dan yang merumuskan metaetika. Etika normatif mengha- 
silkan sistem-sistem untuk memberikan petunjuk atau penuntun 
dalam mengambil keputusan mengenai baik dan buruk sedangkan 
metaetika menganalisis logika perbuatan dalam kaitan dengan baik 
dan buruk atau benar dan salah. Dalam perkembangannya, ada 
juga kelompok yang disebut sebagai kaum naturalis etis dan kaum 
intuisionis etis. Kelompok pertama mengklaim bahwa baik dan 


buruk atau benar dan salah dapat diketahui sebagai obyek-obyek 
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alamiah sedangkan kelompok kedua mengklaim bahwa baik dan 


buruk atau benar dan salah dapat diketahui hanya dengan intuisi. 


Secara peristilahan (terminologi), etika didefinisikan sebagai: 
a) etika adalah ilmu tentang tingkah laku menusia, prinsip-prinsip 
yang disistematisasikan tentang tindakan moral yang benar, b) 
etika adalah bagian dari filsafat yang memperkembangkan teori 
tentang tindakan, hujah-hujahnya dan tujuan yang diarahkan 
kepada makna tindakan, c) etika adalah ilmu tentang prinsip- 
prinsip dan kaidah-kaidah moral yang berkaitan dengan tindakan 
manusia, d) etika adalah ilmu yang menyelidiki perbuatan manusia 
berkaitan dengan penilaian baik dan buruk, benar dan salah sejauh 


yang dapat diketahui oleh akal pikiran. 


Etika juga disebut sebagai filsafat moral, yaitu disiplin yang 
membahas tentang sesuatu yang diterima atau ditolak, baik atau 
buruk dan sikap bijak dalam bertindak. Etika bisa berupa: 1) Ana- 
lisis psikologi dan sosiologi serta penjelasan tentang penentuan 
etik yang mencakup apa yang diterima dan tidak diterima serta 
mengapa sesuatu yang kita lakukan diterima atau tidak diterima. 
2) Pembentukan dan rekomendasi cara-cara tertentu yang terkait 
dengan tindakan, tujuan atau jalan hidup yang akan diambil yang 
bersifat mulia, baik, bijak dan larangan untuk jalan hidup yang 
salah, buruk dan tidak bijak. Selanjutnya disebutkan bahwa etika 
memiliki dua bagian yaitu: 1) teori nilai atau aksiologi yang mem- 
bahas masalah nilai, nilai intrinsik, nilai ekstrinsik, moral atau non 
moral: 2) teori keharusan atau deontologi yang membahas soal 
kewajiban atau keharusan. 


2. Obyek Etika 


Sebagaimana ilmu pada umumnya maka etika juga memiliki 


obyek kajian. Obyek kajian etika tidak terlepas dari wataknya seba- 


2 Lorens Bagus, Kamus Filsafat (Jakarta: Gramedia, 1996), hlm. 217-218. 
3 Hamzah Yagub, Etika Islam (Bandung: Diponegoro, 1983), hlm. 12-13. 


“ Dagoberd D. Runes, The Dictionary of Philosophy (New York: Philosophical 
Library, tt), hlm. 98-99. 
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gai cabang filsafat yang menyibukkan diri dengan pandangan-pan- 
dangan dan persoalan-persoalan dalam bidang moral. Pandangan 
dan persoalan-persoalan tersebut senantiasa diungkapkan dalam 
bentuk pernyataan maka obyek kajian pertama dari etika adalah 
pernyataan-pernyataan moral. Pernyataan moral tersebut berkai- 
tan dengan tindakan manusia, maka obyek kajian kedua dari etika 
adalah manusia itu sendiri dan berbagai kompleksitas tindakannya, 
bahkan termasuk motivasi yang melatarbelakangi sebuah tindakan. 


Pernyataan moral tersebut dibedakan menjadi dua tipologi, 
pertama disebut sebagai pernyataan kewajiban dan yang kedua 
disebut sebagai pernyataan penilaian. Contoh dari pernyataan per- 
tama misalnya, “Kita harus mengambalikan barang orang lain yang 
kita ambil tanpa persetujuan yang punya. Atau mencuri itu salah, 
atau bahwa perintah untuk berbuat kejahatan tidak perlu ditaati”. 
Contoh dari pernyataan kedua misalnya “tindakan si fulan baik, 
tindakan si fulanah buruk, atau tindakan seseorang memalukan, 
tindakan yang lain mengagumkan”. 

Dalam hal ini Franz Magnis mengatakan bahwa ada baiknya 
jika istilah yang dipakai bukan baik dan buruk tetapi benar dan 
salah atau wajib dan tidak wajib. Alasannya karena pernyataan 
moral tidak mengenal term tengah, seperti buruk, agak buruk, 
sangat buruk atau baik, agak baik dan sangat baik. Pernyataan 
moral mengandaikan sesuai atau tidak sesuai dengan kaidah-kaidah 
moral. Pernyataan yang sesuai disebut betul dan yang tidak sesuai 
disebut salah. Istilah baik dan buruk lebih pas disematkan kepada 
orang yang menjalankan sebuah tindakan termasuk maksud dan 
motifnya. 


3. Aliran Pemikiran dalam Etika 
a. Utilitarianisme 


Utilitarianisme berasal dari bahasa Latin, utilis, yang berarti 
bermanfaat. Menurut alur pikir ini, suatu tindakan atau perbua- 
tan dipandang baik jika membawa manfaat bagi sebanyak mung- 


5 Frans Magnis Suseno, Etika..., hlm. 15-16. 
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kin orang dalam suatu masyarakat. Kriteria yang menentukan 
penilaian dari aliran ini adalah the greatest happiness of the greatest 
number, kebahagiaan terbesar dari jumlah orang terbesar. Dengan 
demikian, menurut utilitarianisme, suatu perbuatan dianggap baik 
atau buruk sangat tergantung dari konsekuensi perbuatan tersebut, 
bukan perbuatan itu sendiri. Jika suatu perbuatan mengakibatkan 
manfaat paling besar, paling memajukan kemakmuran dan kesejah- 
teraan, membawa dampak kebahagiaan yang besar bagi masyarakat 
banyak maka dianggap sebagai perbuatan baik secara moral, seba- 
liknya jika perbuatan itu mendatangkan kerugian maka perbuatan 
itu dianggap buruk. Utilitarianisme juga disebut sebagai teori teleo- 
logis (dari bahasa Yunani: ze/os, artinya tujuan). Disebut demikian 
karena kualitas etis dari suatu perbuatan itu dinilai dari tujuan per- 
buatan. Perbuatan yang dilakukan dengan niat baik belum tentu 
dinilai baik secara moral, begitupun sebaliknya. 


Aliran ini sudah tentu tidak luput dari kritik karena dianggap 
tidak dapat mengakomodasi paham etis tentang hak dan keadilan. 
Pertanyaan yang menggugat adalah, bagaimana jika perbuatan 
yang mendatangkan kebahagiaan yang besar bagi sebesar-besarnya 
jumlah orang itu mengabaikan hak dari orang lain meskipun itu 
kelompok kecil atau bahkan perseorangan. Jika harus konsisten 
dengan paham ini maka jawabannya adalah tetap dipandang baik 
meskipun mengorbankan hak dan tidak berlaku adil kepada orang 
lain. Atas dasar itulah maka dalam perkembangannya aliran ini 
membedakan dua corak, yaitu utilitarianisme perbuatan dan utili- 
tarianisme aturan. Meskipun demikian, prinsip dasar yang mereka 
pegang adalah azas manfaat. 


b. Deontologi 


Berbeda dengan utilitarianisme yang menekankan kebaikan 
moral berdasarkan manfaat maka deontologi lebih menekankan 
pada perbuatan itu sendiri tanpa harus melihat dan memper- 
timbangkan konsekuensinya. Deontologi dari bahasa Yunani, 


SK. Bertens, Pengantar Etika Bisnis (Yogyakarta: Kanisius, 2013), hlm. 13-16. 
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deon, yang berarti kewajiban. Menurut deontologi, suatu perbua- 
tan tidak boleh dihalalkan atau dianggap bermoral karena tujuan- 
nya. Perbuatan itu ditolak sebagai tidak bermoral atau diterima 
sebagai bermoral hendaknya karena perbuatan itu sendiri menjadi 
kewajiban yang harus dilaksanakan. Demikian juga perbuatan itu 
tidak dilakukan karena adanya kewajiban untuk menghindarinya. 
Hal ini mengingatkan kita pada filsafat moral Immanuel Kant. 
Menurut Kant, perbuatan moral manusia dapat dikelompokkan 
dalam dua golongan yaitu imperatif hipotetis dan imperatif kate- 
goris. Imperatif hipotetis mengandaikan persyaratan, “jika-maka” 
sedangkan imperatif kategoris tidak mempersyaratkan sesuatu apa- 
pun. Aku melakukan perbuatan itu karena aku harus melakukan- 
nya. Suatu perbuatan disebut baik jika dilaksanakan berdasarkan 
imperatif kategoris. Imperatif kategoris mewajibkan kita untuk 
melakukan sesuatu tanpa ada tekanan berupa apapun juga. Jika kita 
berhutang kepada seseorang, maka suatu kewajiban tanpa harus 
ada tekanan untuk membayar hutang itu tanpa harus dihubung- 
kan dengan ketakutan terkena bunga atau takut berurusan dengan 
pihak berwajib. Kant mengatakan, seperti dikutip oleh Endang 
Daruni Asdi, bahwa meskipun pelaksanaan moral berbeda-beda 
karena berbeda keadaan, orang yang baik adalah orang yang ber- 
tindak dengan asumsi bahwa ada standar moral yang obyektif dan 
tanpa pamrih. Seseorang menjadi orang baik dan bermoral baik, 
bukan karena ia mempunyai kecenderungan untuk menjadi baik. 
Motif untuk menjadi bermoral bukan kecenderungan, melainkan 
wajib. 


c. Hedonisme 
Kata hedonisme berasal dari hedonism (Bahasa Inggris), hedone 
(Bahasa Yunani), artinya kesenangan atau kenikmatan. Konsep 
moral dari aliran ini menyamakan kebaikan dengan kesenangan. 
Bagi mereka, kesenangan adalah tujuan tertinggi dari suatu perbua- 


la Endang Daruni Asdi, Imperatif Kategoris dalam Filsafat Moral Immanuel 
Kant, (Yogyakarta: Lukman Ofset, 1997), hlm. 12. 


235 


ABDUL BASIR SOLISSA 


tan. Setiap tindakan manusia harus diukur dari seberapa jauh men- 
datangkan kenikmatan bagi diri sendiri. Perbuatan yang menda- 
tangkan kenikmatan dinilai sebagai perbuatan baik atau perbuatan 
yang bermoral dan perbuatan yang mendatangkan rasa sakit atau 
kesengsaraan dinilai sebagai perebuatan yang buruk atau tidak ber- 
moral. Aliran ini berbeda dengan utilitarianisme yang memperju- 
angkan kenikmatan untuk sebanyak mungkin manusia, sedangkan 
hedonisme lebih memperjuangkan kenikmatan untuk diri sendiri. 
Itulah sebabnya aliran ini sering disebut atau dimasukkan sebagai 
egoisme etis. 


Menurut aliran ini, jika seseorang bertindak sepenuhnya de- 
ngan mengatasnamakan demi kepentingan orang lain, sesungguh- 
nya ia sedang menipu dirinya sendiri, karena manusia pada hakikat- 
nya sangat berkepentingan untuk membela dirinya sendiri. Oleh 
karena itu, perbuatan yang mengatasnamakan demi orang lain itu 
pada akhirnya adalah untuk kepentingan atau kesenangan dirinya 
sendiri. 


d. Teori Hak 


Sehubungan dengan perkembangan dan kompleksitas kehidu- 
pan yang semakin kompetitif, teori hak sebagai bagian dari pemiki- 
ran etik semakin mendapat tempat, khususnya untuk mengevaluasi 
baik dan buruknya suatu perbuatan. Teori hak disebutkan sebagai 
bagian atau pengembangan teori deontologi yang berbicara kewa- 
jiban. Oleh karena itu, munculnya teori hak ini adalah untuk mel- 
engkapi teori deontologi karena kewajiban dan hak sesungguhnya 
bagaikan dua sisi mata uang yang hanya bisa dibedakan tetapi tidak 
dapat dipisahkan. Ketika seseorang mempunyai hak terhadap sesu- 
atu atau terhadap orang lain, maka dalam waktu yang bersamaan 
muncul juga kewajiban. Teori hak saat ini mendapat perhatian 
sangat besar dari para pemerhati etika sehingga dipandang sebagai 
suatu aliran etik yang berdiri sendiri. 


Teori hak berangkat dari pemahaman tentang martabat manu- 


sia sebagai makhluk sosial tetapi juga makhluk individual. Bahkan 
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sebagai individu, manusia memiliki hak-hak yang harus dihormati 


dan dilindungi. 


C. Bisnis 
1. Pengertian Bisnis 


Bisnis adalah kegiatan ekonomi yang di dalamnya terjadi inter- 
aksi tukar-menukar, jual beli, memproduksi, memasarkan, bekerja, 
mempekerjakan dan kegiatan lainnya dengan maksud untuk 
memperoleh keuntungan. Bisnis juga diartikan sebagai kegiatan 
ekonomi yang terstruktur dan terorganisasi untuk menghasilkan 
keuntungan. Bisnis berlangsung sebagai komunikasi sosial tetapi 
bukan sosial dalam arti saling membantu secara cuma-cuma. Bisnis 
bukan karya amal yang tanpa mengharapkan sesuatu, sebab prinsip 
dasar bisnis adalah mencari keuntungan. 


Terdapat dua pandangan tentang pengertian bisnis. Pertama, 
adalah pandangan praktis-realistis: dan yang kedua, adalah panda- 
ngan ideal. Kelompok pertama melihat bisnis sebagai suatu kegia- 
tan yang berkaitan dengan produksi, menjual dan membeli barang 
dan jasa untuk memperoleh keuntungan. Bisnis adalah suatu kegia- 
tan profit making dengan tujuan mencari keuntungan. Kelompok 
ini berpendapat bahwa pemilik modal harus mendapat keuntungan 
agar bisa merangsangnya untuk menanamkan modalnya dalam 
kegiatan produktif. Tanpa keuntungan, pemilik modal tidak akan 
menanamkan modalnya dan itu berarti tidak ada kegiatan bisnis. 
Akibatnya ialah tidak adanya pekerjaan sehingga konsumen tidak 
terpenuhi kebutuhannya. Satu-satunya cara untuk menghidupkan 
dunia bisnis adalah memberikan keuntungan kepada penanam 
modal. Dengan demikian, keuntungan adalah hal yang secara 


moral dan sosial dibenarkan dan dipandang baik. 


Kelompok kedua tidak menolak bahwa bisnis adalah mencari 
keuntungan, atau dengan kata lain mencari keuntungan adalah 
tujuan dari bisnis. Meskipun demikian, keuntungan dalam hal ini 


8 NK. Bertens, Pengantar Etika Bisnis..., Hm. 70. 
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dilihat sebagai konsekuensi logis dari kegiatan bisnis, yaitu bahwa 
dengan memenuhi kebutuhan masyarakat secara baik, keuntungan 
akan datang dengan sendirinya. Masyarakat akan merasa terikat 
untuk membeli sebuah produksi yang ditawarkan dengan mutu 
yang prima dan harga yang terjangkau. Yang hendak ditegakkan 
oleh kelompok ini adalah bisnis yang berkeadilan. Berikanlah apa 
yang aku inginkan dan anda akan mendapatkan dariku apa yang 
anda inginkan. Ini dimaksudkan bahwa bisnis dibangun di atas 
landasan kepentingan bersama. 


2. Selayang Pandang Perkembangan Bisnis 


Dari pengertian-pengertian di atas dapat dipahami bahwa 
aktivitas bisnis berjalan bersamaan dengan keinginan manusia 
memenuhi kebutuhan hidupnya. Pada awalnya kegiatan bisnis 
dilakukan hanya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga 
sehingga bentuknya masih sangat sederhana. Pada umumnya dila- 
kukan dengan cara barter atau saling bertukar barang sesuai dengan 
kepentingan masing-masing. Saat itu belum terpikirkan untuk 
membangun usaha secara komersial, karena di samping kebutuhan 
manusia masih terbatas juga kemampuan dan kualitas sumberdaya 
manusia masih terbilang rendah. 


Menurut catatan sejarah, revolusi industri adalah momentum 
penting dalam perkembangan dunia bisnis. Penemuan mesin uap, 
mesin cetak dan kompas, membuka cakrawala baru dan terjadi 
lompatan luar biasa dalam berbagai lini kehidupan manusia teru- 
tama dalam bidang pertanian dan perdagangan. Alat-alat perta- 
nian tradisional digantikan oleh mesin-mesin modern sehingga 
hasil pertanian menunjukkan peningkatan yang signifikan. Hasil- 
hasil produk industri semakin masif dan berkualitas sehingga dunia 
bisnis mengalami kemajuan pesat, bukan saja antarorang per-orang 
atau antarrumah tangga tetapi antarpulau bahkan antarbangsa. 
Pelayaran antarpulau bahkan antarbenua mulai dilakukan terma- 


? Tri Hendro SP, dkk., Modul Etika Bisnis (Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu 
Ekonomi YKPN, 2010), hlm. 39-40. 
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suk Indonesia menjadi tujuan dari bisnis antarbangsa itu. Indone- 
sia tercatat sebagai kepulauan rempah-rempah yang oleh pebisnis 
dari Eropa, Arab dan Gujarat merupan ladang bisnis yang sangat 
menjanjikan. Di sinilah interaksi dalam dunia bisnis memasuki era 
baru yang meluas dan kompleks. 


Memasuki era informasi yang ditandai dengan kemajuan di 
bidang transportasi dan telekomunikasi, membuat aktivitas bisnis 
semakin tidak terbatas. Kemampuan teknologi untuk mempro- 
duksi barang dan jasa, kecanggihan transportasi untuk meminda- 
hkan barang dari satu tempat ke tempat yang lain dan kecepatan 
informasi dan komunikasi membuat dunia bisnis semakin tidak 
terkendali. Kehidupan manusia semakin kompetitif dan bisnis 
mengalami era baru dimana persaingan baik harga, kualitas mau- 
pun jenis barang sedemikian ketat, maka tidak heran bahwa kom- 
petisi yang semula bernilai positif karena saling berlomba untuk 
mencapai kualitas yang lebih baik, bisa menjadi negatif karena per- 
saingan itu bisa saling membunuh. Di sisi lain, para pebisnis kelas 
kakap memanfaatkan situasi ini untuk berbagai kegiatan usaha, 
mulai dari ekspansi usaha, konglomerasi sampai monopoli yang 


pada gilirannya akan merugikan pihak lain." 


3. Profit dalam Bisnis 
Tidak dapat disangkal bahwa profit adalah kata kunci dalam 


aktivitas bisnis. Dengan profit atau keuntungan, dunia usaha 
berkembang dengan pesat. Setiap orang, terutama para pemilik 
modal, berlomba-lomba untuk memperbesar usahanya termasuk 
dengan cara konglomerasi, ekspansi pasar dan lain-lain. Fenomena 
Franchise yang akhir-akhir ini berkembang sangat pesat adalah salah 
satu cara yang ditempuh oleh pengusaha untuk memperbesar usa- 
hanya dan hal itu berarti semakin banyak keuntungan yang akan 
diraih. Memang demikian, karena bisnis itu sendiri sering dilu- 
kiskan sebagai to provide products or services for a profit. Dengan 


10 Musa Asyrie, Islam: Etika dan Konspirasi Bisnis (Yogyakarta: LESFI, 2016), 
hlm. 84. 
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demikian, menyediakan suatu produk atau jasa secara cuma-cuma 
sudah tentu tidak dapat disebut sebagai kegiatan bisnis. 


Dalam konteks bisnis, menyediakan produk atau jasa secara 
cuma-cuma bukanlah aktivitas amal, sebab pemberian itu punya 
makna profit. Aktivitas itu dalam bisnis modern dikenal seba- 
gai promosi. Pemberian dalam promosi pada hakikatnya adalah 
untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar karena diharap- 
kan dengan pemberian itu, produk atau jasa yang disediakan akan 
terserap pasar secara masif yang berarti mendatangkan keuntungan 


yang lebih besar pula. 


Dalam hal ini ada yang membedakan antara perdagangan dan 
bisnis. Ruang lingkup perdagangan lebih luas dari bisnis karena 
dalam perdegangan termasuk proses barter yang pada awal kegiatan 
perekonomian sangat berperan untuk saling memenuhi kebutu- 
han konsumtif. Sedangkan bisnis termasuk di dalam perdagangan 
tetapi orientasinya adalah full profit. Di samping itu, kegiatan bisnis 
memerlukan upaya khusus dan strategi untuk mendapatkan keun- 
tungan karena bisnis juga bertarung dengan resiko kerugian. Men- 
tal seorang pebisnis adalah mental petarung, tidak mengenal lelah 
dan tidak mengenal putus asa. Pebisnis adalah orang yang bersedia 
jatuh bangun dalam menekuni usahanya dengan keyakinan penuh 
tentang keberhasilannya. Oleh karena itu, untuk mendapat uang 
banyak atau keuntungan besar dengan cara kupon undian atau per- 
mainan judi tidak dianggap sebagai profit. Orientasi bisnis kepada 
keuntungan ini yang membuat beberapa pihak agak berpandangan 
negatif terhadap kegiatan bisnis. Mereka beranggapan bahwa 
semua upaya ditujukan untuk memperoleh sebesar-besarnya keun- 
tungan itu rawan mendatangkan akibat kerugian bagi pihak lain 
atau konsumen. Artinya, menghalalkan semua cara untuk mempe- 
roleh keuntungan." 


4. Persaingan dalam Bisnis 
Dengan orientasi full profit itulah maka sangat masuk akal 


U K. Bertens. Pengantar Etika Bisnis..., him 161-162. 
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jika di dunia bisnis penuh persaingan. Persaingan tersebut bisa 
bermakna positif atau negatif, tergantung dari mental pebisnis 
dan lingkungan bisnis yang mereka ciptakan. Persaingan itu ber- 
makna positif jika diarahkan pada perbaikan yang berkelanjutan 
dari semua lini dunia usaha. Persaingan dalam kualitas berarti 
setiap pebisnis berupaya untuk menghasilkan produk-produk ung- 
gulan dengan kualitas terbaik, di samping melakukan diversifikasi 
produk. Di satu sisi menguntungkan perusahaan karena mampu 
menarik perhatian konsumen untuk memakai atau membeli pro- 
duknya, di sisi lain, memberikan banyak pilihan kepada konsumen 


untuk memenuhi kebutuhannya. 


Persaingan harga produk dari masing-masing perusahaan 
juga bermakna positif karena harga barang menjadi murah, yang 
berarti menaikkan daya beli masyarakat dan berarti pula mengge- 
rakkan perekonomian masyarakat bahkan perekonomian negara. 
Demikian juga persaingan dalam perluasan pasar, semakin banyak 
perusahaan yang melakukan ekspansi pasar maka semakin meng- 
untungkan berbagai pihak, baik produsen maupun konsumen. 
Keuntungan bagi produsen adalah barang atau jasa yang dipasar- 
kan semakin luas dan banyak menggapai konsumen yang berarti 
barangnya semakin banyak terjual sehingga banyak pula menda- 
tangkan keuntungan. Dari sisi konsumen perluasan pasar itu mem- 
udahkan konsumen untuk mendapatkan barang kebutuhannya 
terutama di daerah-daerah terpencil. 


Namun demikian, persaingan itu bisa bermakna negatif apa- 
bila para pebisnis mengambil jalan pintas dengan menghalal segala 
cara untuk mencapai tujuan. Misalnya dengan alasan efisiensi pe- 
ngusaha melakukan manipulasi dalam produk, atau menyontek 
produk unggulan perusahaan lain. Dari sisi harga, pengusaha bisa 
saling membunuh dengan cara membanting harga semurah-murah- 
nya untuk memenangkan persaingan, tetapi di sisi lain sesungguh- 
nya mereka sedang menjalani proses bunuh diri. Demikian juga 
dengan alasan efisiensi, pengusaha dapat mempekerjakan anak- 
anak di bawah umur atau kaum perempuan yang lugu tidak ber- 
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daya sehingga upah yang dibayarkan tidak sesuai dengan standar 
penggajian. 

Hal ini bisa terjadi di semua lini kehidupan dunia bisnis mulai 
dari perusahaan besar sampai pasar-pasar tradisional. Untuk men- 
dapatkan keuntungan lebih, para pebisnis tidak segan untuk me- 
ngurangi timbangan atau menjual produk makanan yang sudah 
tidak layak dikonsumsi. Belum lagi berbicara pada skala yang lebih 
kompleks seperti kolusi dengan penguasa untuk menghindari 
pajak, atau bekerjasama antara sekelompok pengusaha dengan pe- 
nguasa untuk kepentingan monopoli dan lain-lain, yang semuanya 
itu menggambarkan bahwa dunia bisnis itu penuh dengan dina- 
mika baik positif maupun negatif. Tindakan-tindakan tersebut 
dilakukan untuk mencapai sasaran bisnis yaitu keuntungan atau 
dalam istilah lain memakmurkan pemilik perusahaan.? 


D. Etika Bisnis 
1. Pengertian Etika Bisnis 


Richard De George sebagaimana dikutip oleh K. Bertens 
membedakan antara “etika dalam bisnis” dan “etika bisnis” “Etika 
dalam bisnis” telah hadir bersamaan dengan aktivitas bisnis itu 
sendiri. Sebagaimana etika berbicara tentang mana perbuatan yang 
baik dan mana perbuatan yang tidak baik atau buruk, demikian 
juga dengan etika dalam bisnis. “Etika dalam bisnis” membicara- 
kan atau memberi piranti dan rambu-rambu tentang bagaimana 
menjalankan aktivitas bisnis secara etis. Perilaku apa dalam bisnis 
yang dianggap baik dan perilaku apa di dalam bisnis yang dianggap 
buruk. Sedangkan “etika bisnis” baru pertama kali muncul di Ame- 
rika Serikat pada tahun 1970. Meskipun demikian, dalam kurun 
waktu yang singkat, “etika bisnis” berkembang sangat pesat. Kini 
“etika bisnis” telah menjadi mata kuliah utama di universitas-uni- 
versitas ternama di seluruh dunia. Di sini dapat disebutkan bahwa 


“etika bisnis” adalah etika dalam tahap refleksi tentang perilaku 


12 Andrei Shleifer, “Does Competition Destroy Ethical Behavior? 4EA Papers 
and Proceedings, Vol. 94, No. 2, (Mei 2004), hlm. 414. 


242 


ETIKA BISNIS 


bisnis, sedangkan “etika dalam bisnis” adalah etika terapan dalam 


perilaku bisnis. 


Selanjutnya disebutkan bahwa “etika bisnis” ini dapat dibeda- 
kan dalam tiga tahap yaitu tahap makro, tahap meso (madya atau 
menengah) dan mikro. Pada tahap makro, etika bisnis mempelajari 
aspek-aspek moral dari sistem ekonomi secara keseluruhan. Pada 
tahap ini etika bisnis menyoroti konsep ekonomi dalam skala besar 
seperti aspek etik dalam kapitalisme, globalisasi, konsep keadilan 
dalam ekonomi bahkan tentang hutang negara-negara berkembang 
terhadap negara-negara maju. Pada tahap menengah, etika bisnis 
menyoroti aspek etis dari perusahaan, kaum buruh, lembaga kon- 
sumen, perhimpunan profesi dan yang sejenisnya. Pada taraf mikro, 
fokus bahasan ditujukan pada perilaku individu dalam bisnis mi- 
salnya, tanggung jawab etis dari karyawan, tanggungjawab etis dari 
pemilik perusahaan, manager, konsumen bahkan pemasok dan 
investor. 


2. Perkembangan Etika Bisnis 


Semenjak awal telah disadari bahwa bisnis berkaitan erat 
dengan etika, karena di dalam bisnis masalah-masalah yang mung- 
kin merugikan berbagai pihak yang bertransaksi bias saja terjadi. 
Kesadaran tentang perlunya etika bisnis menjadi tonggak utama 
dalam bisnis karena kondisi yang merugikan seperti penipuan, 
pengurangan timbangan, menjual barang yang tidak sesuai dengan 
standar mutu, bukan sesuatu yang asing dalam dunia bisnis. Oleh 
karena itu, merunut perkembangan etika bisnis sesungguhnya 
menyusuri sebuah dinamika dalam rentang waktu yang sangat 
panjang. Semenjak awal kemunculan pemikiran filsafat, para filo- 
sof telah memperbincangkan bagaimana mengatur kehidupan 
negara termasuk kehidupan ekonomi agar teratur dan tidak saling 
merugikan. Memasuki abad pertengahan, agama terutama Kato- 
lik mengambil peran untuk menyoroti masalah bisnis berkaitan 


dengan baik dan buruk sebuah perilaku yang dihukumkan etis atau 


8 K Bertens. Pengantar Etika Bisnis..., hlm 33-34. 
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tidak etis. 


Dekade tahun enam puluhan, di negara-negara maju muncul 
gerakan-gerakan etis yang mencermati perilaku bisnis kalangan 
industri seperti kolusi dengan militer, isu ekologis tentang lim- 
bah beracun, sampah nuklir dan kehidupan yang konsumtif. Pada 
dekade tahun tujuh puluhan, skandal bisnis di negara-negara maju 
seperti Amerika, memaksa para cendekiawan dan dunia pendidi- 
kan berpikir ulang tentang perlunya etika bisnis memasuki pemba- 
hasan yang lebih serius. Publik Amerika beranggapan bahwa kasus- 
kasus besar seperti skandal “Lockheed affair” diakibatkan oleh krisis 
moral di masyarakat telah mencapai batas yang telah mengkhawa- 
tirkan, terutama yang melanda dunia bisnis. Sebuah usaha nyata 
untuk menjawab kondisi moral yang sangat problematik itu, maka 
kalangan pendidik menjadikan etika bisnis sebagai mata kuliah 
khusus dalam dunia perguruan tinggi. Dengan masuknya etika bis- 
nis sebagai mata kuliah khusus maka berimplikasi pada perlunya 
ketersediaan dosen, buku-buku pegangan, administrasi dan orga- 
nisasi, bahkan konsorsium dan jurnal ilmiah. 


Pada dekade tahun delapan puluhan, perhatian terhadap etika 
bisnis menunjukkan perkembangan yang luar biasa. Kondisi yang 
sangat menggembirakan adalah lahir para guru besar dalam bidang 
keahlian etika bisnis. Di beberapa negara maju seperti di Inggris, 
kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan etika bisnis disponsori 
oleh dunia bisnis. Perkembangan menarik lainnya adalah didirikan 
European Business Ethics Network (EBEN) yang bertujuan men- 
jadi forum pertemuan antarakademisi dari berbagai universitas, 
sekolah-sekolah bisnis, para pengusaha, wakil-wakil dari organisasi 


nasional maupun internasional. 


Pada dekade tahun sembilan puluhan dan seterusnya, etika bis- 
nis telah mengglobal, seglobal bisnis itu sendiri. Sekarang ini etika 
bisnis dipelajari dan dikembangkan di seluruh dunia, terutama 
pasca dimulainya liberalisasi ekonomi memasuki wilayah Eropa 
Timur pasca runtuhnya komunisme dan memasuki pasar bebas, 


maka diprediksi bahwa bisnis dunia tidak akan berlangsung mulus 


244 


ETIKA BISNIS 


tanpa disertai etika bisnis. Kebutuhan akan etika bisnis itu sema- 
kin signifikan ketika bisnis tidak lagi berdiri sendiri semata-mata 
sebagai suatu aktivitas ekonomi. Kini bisnis telah memasuki era 
baru, selain pasar bebas, juga berkelindan dengan politik, hukum, 
kebudayaan dan lingkungan hidup. Dengan demikian, tidak meng- 
herankan jika negara seperti Jepang menaruh minat yang sangat 
besar atas perkembangan etika bisnis. Di Jepang terdapat lembaga 
khusus, yaitu Institute of Moralogi pada Universitas Reitaku yang 
disponsori oleh pemerintah Jepang agar berupaya mendekatkan 


etika dengan praktik di dunia bisnis." 


3. Sasaran Etika Bisnis 


Ibarat dokter, etika bisnis memberikan resep tentang bagai- 
mana seorang pebisnis menjalankan bisnisnya secara etis. Etika 
bisnis mengharuskan secara moral (mengimbau) para pengusaha 
untuk menjalankan usahanya dengan secara sungguh-sungguh 
mempertimbangkan norma-norma moral. Penegakkan norma 
moral dalam bisnis pada hakikatnya adalah untuk kepentingan 
bisnis itu sendiri. Sebagaimana disinggung di atas bahwa bisnis 
adalah untuk mendapatkan keuntungan, maka justru dengan 
menegakkan norma-norma moral, keuntungan itu akan semakin 
bertambah. Misalnya, sebuah perusahaan yang bergerak dalam 
bidang pangan. Jika produk usahanya dijalankan dengan penuh 
kejujuran, memenuhi standar yang benar, memilih bahan-bahan 
berkualitas, mencantumkan komposisi produknya secara benar, 
mencantumkan masa kedaluarsa secara benar, tepat waktu dalam 
mengirim barangnya, melayani konsumen dengan baik dan ramah, 
maka sudah tentu para konsumen akan fanatik dalam mengkon- 
sumsi produk usahanya. Dengan demikian, keuntungan itu akan 
datang dengan sendirinya. Dengan kata lain, bahwa menegakkan 
nilai-nilai moral dalam sebuah perusahaan, sesungguhnya adalah 
untuk kepentingan usaha itu sendiri. 


Etika bisnis menyadarkan masyarakat, yang dalam hal ini, 


4 Thidi, hlm. 34-40. 
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adalah konsumen tentang hak-haknya yang harus dipenuhi oleh 
para pengusaha. Masyarakat bahkan harus memperjuangkan hak- 
haknya agar tidak dirugikan oleh para pengusaha. Hal ini penting 
karena pengusaha yang menjalankan usahanya secara tidak etis, 
yang akan mengalami kerugian adalah masyarakat konsumen itu 
sendiri. Di samping itu, etika bisnis menggugah masyarakat untuk 
senantiasa mengontrol dunia bisnis agar dipastikan bahwa hak-hak 
konsumen tidak dirugikan. Dalam hal ini kerjasama antara pengu- 
saha dan masyarakat konsumen sangat diperlukan agar nilai-nilai 
moral dalam dunia bisnis dapat ditegakkan secara konsisten. Dam- 
pak dari kerjasama ini sudah tentu akan membawa perbaikan pada 
semua lini kehidupan ekonomi masyarakat. 's 


Etika bisnis memasuki lingkup ekonomi yang lebih luas dan 
kompleks. Di sini etika bisnis menyasar praktik-praktik bisnis yang 
berkaitan dengan monopoli, kolusi, nepotisme dan korupsi. Dalam 
konteks ini kita menyaksikan bisnis berkelindan dengan hukum, 
politik, demokrasi, liberalisasi, kapitalisme, baik dalam satu negara 
maupun antar bangsa dan negara. Dalam hal ini bisnis dipandang 
sebagai politik kepentingan dari pihak-pihak tertentu. Bisnis 
memasuki ranah politik seperti membiayai dana kampanye dengan 
maksud untuk membeli kebijakan politik. Kelanjutan dari praktik 
seperti ini memberi dua keuntungan bagi perusahaan. Pertama, 
para eksekutif memiliki kekuatan di dalam perusahaan sehingga 
dapat membuat kebijakan-kebijakan yang bersifat komando, ter- 
masuk membuat keputusan yang berlaku bagi karyawan, jika perlu 
dengan memaksakan sebuah keputusan perusahaan yang harus 
dipatuhi oleh semua pekerja tanpa boleh dibantah. Kedua, secara 
eksternal, bisnis dapat menjadi kekuatan pemaksa bagi hadirnya 
ekonomi non-demokrasi yang berimplikasi pada pengambilan 
keputusan politik, sehingga kekuatan ekonomi adalah kekuatan 
politik. 


15 Tri Hendro SP, dkk., Modul Etika Bisnis..., hlm. 61. 


1G Bernhagen, The Political Power of Business: Structure and Information in Pub- 
lic Policymaking, (New York: Routledge, 2007), hlm. 4-9. 
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Kenyataan di atas membuktikan bahwa keinginan untuk 
memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya membuat pelaku 
bisnis menjalankan hal-hal yang tidak sesuai dengan norma-norma 
hukum, moral maupun agama. Dalam Islam, terdapat batas yang 
tidak boleh dilanggar oleh seorang pebisnis, apapun alasanya, 
seperti suap-menyuap. Suap-menyuap dipahami sebagai tindakan 
memberi, menerima, menawarkan atau meminta sesuatu yang ber- 
nilai untuk mempengaruhi pejabat atau orang lain yang bertugas di 
ranah publik. Tindakan suap ini berakibat menimbulkan beragam 
persoalan sehingga sangat dilarang dalam Islam. Dalam al-@ur'an 
disebutkan yang artinya, “Hai orang-orang yang beriman, jangan 
mengambil harta orang lain melainkan dengan jalan perdagangan 
yang saling ridha di antara kamu” (OS. 04:29). Demikian juga 
kecenderungan kecurangan dan penipuan. Biasanya penipuan 
dan kecurangan dilakukan dengan dalih untuk memaksimalkan 
keuntungan, padahal perilaku seperti itu sesungguhnya berdam- 
pak pada hilangnya kepercayaan konsumen. Kemudian yang tidak 
kalah dahsyatnya adalah diskriminasi yang sering dilakukan ketika 
terjadi transaksi bisnis antarbudaya yang berbeda, atau negara yang 
berbeda termasuk suku, agama dan warna kulit.” 


4. Tolok Ukur atau Penilaian dalam Etika Bisnis 


Salah satu bagian penting dalam etika adalah standar penilaian. 
Demikian juga halnya dalam etika bisnis. Paling tidak ada tiga 


instansi atau tolok ukur bagi perbuatan moral. 


a. Hati Nurani. Suatu perbuatan adalah baik secara moral 
apabila dilakukan sesuai hati nurani. Sedangkan perbuatan yang 
bertentangan dengan hati nurani adalah perbuatan yang buruk. 
Seseorang yang bertindak melawan hati nuraninya, sesungguhnya 
ia sedang menghancurkan integritas pribadinya. Hati nurani ada- 
lah kekuatan bawaan dalam diri manusia yang memang berfungsi 


1 Hafiz Muhammad Fakhar Zaman dkk, “Islamic Values and Ethical System 
toward Business: Does Islam Provide Best WFramework to the Corporate 
World”, International Journal of Economics, Commerce and Management, Vol. 
III, Issue 2, Februari (2015), hlm. 6-7. 
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untuk menyuarakan kebaikan. Oleh karena itu, hati nurani meng- 
ikat dalam arti harus melakukan apa yang diperintahkan oleh hati 
nurani dan tidak boleh mengerjakan sesuatu yang bertentangan 
atau dilarang oleh hati nurani. Bagi orang beragama, hati nurani 
mempunyai kedudukan khusus. Jika ia mengambil keputusan 
dengan didasarkan pada hati nurani, sesungguhnya ia sedang 
mengikrarkan janji di hadapan Tuhan. Meskipun demikian, hati 
nurani bisa menjadi tumpul atau tidak berfungsi jika secara berkala 
berada dalam sebuah lingkungan yang cenderung meninabobok- 
kan hati nurani. Demikian hal dengan aktivitas bisnis. Seseorang 
yang hati nuraninya masih jernih dan terbiasa mengikuti perin- 
tah hati nuraninya, sudah barang tentu tidak akan melakukan 
kecurangan, penipuan, korupsi, kalusi dan lain-lain yang ia yakini 
sebagai melanggar norma-norma moral. 

b. Masih berkaitan dengan hati nurani, tetapi instansi yang 
kedua ini disebut sebagai kaidah emas. Kaidah ini bernunyi, 
“hendaknya engkau memperlakukan orang lain sebagaimana 
engkau sendiri ingin diperlakukan.” Artinya, perilaku saya diang- 
gap bermoral jika saya memperlakukan orang lain sebagaimana 
saya ingin diperlakukan oleh orang tersebut. Jika ungkapan ini 
dirumuskan dengan kalimat negatif maka akan berbunyi: jangan- 
lah melakukan sesuatu kepada orang lain jika anda tidak ingin hal 
yang sama diberlakukan kepada diri anda. Jika saya tidak ingin 
ditipu, jika tidak ingin dicurangi, dibohongi, mengambil barang 
saya dengan cara yang tidak bermoral, maka saya seharusnya tidak 
akan melakukan hal itu kepada orang lain, siapapun dan dari kelas 
atau suku bangsa apapun. 


c. Penilaian umum. Instansi penilaian yang dianggap ampuh 
untuk mengotrol perilaku seseorang adalah menyerahkan kepada 
masyarakat umum untuk menilainya. Cara seperti ini dapat dise- 
but sebagai audit sosial. Secara umum, masyarakat dengan sendiri- 
nya telah menyepakati norma-norma moral untuk mengukur baik 
buruknya suatu perbuatan. Penilaian oleh masyarakat umum ini 
dimaksudkan selain untuk menjamin obyektivitas, juga memiliki 
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daya dorong yang kuat untuk membuat seseorang menaati kaidah- 
kaidah moral. Apa yang akan terjadi apabila masyarakat umum 
telah sependapat bahwa pengusaha A adalah pengusaha yang 
curang dan pengusaha B adalah pengusaha yang jujur. Hal itu oto- 
matis berimplikasi pada citra bisnis yang ia bangun. Akibat lebih 
jauh adalah pengusaha yang curang akan mendapat hukuman sosial 
dari masyarakat berupa kehilangan kepercayaan atas produk yang 


dihasilkan. 


5. Etika Bisnis dalam Islam 


Berbicara tentang etika bisnis Islam sudah tentu membutu- 
hkan waktu dan uraian yang panjang karena etika Islam sendiri 
adalah suatu bidang studi yang sangat luas. Oleh karena itu, untuk 
kepentingan tulisan ini akan disinggung beberapa hal secara sing- 
kat untuk mempertajam fokus bahasan. 


a. Etika bisnis Islam (islami) memiliki sandaran yang kokoh 
yaitu al-Ouran dan al-Hadits. Dalam al-@ur'an disebutkan yang 
artinya: Dan janganlah kalian memakan harta sebagian yang lain 
dengan cara yang bathil. Dan janganlah pula kalian membawa uru- 
san harta itu kepada hakim agar kamu dapat memakan sebagian 
dari harta manusia dengan cara yang dosa sedangkan kalian menge- 
tahui (OS, 2: 188). 

b. Harta yang diperoleh lewat bisnis dengan cara yang halal, 
diyakini akan mendatangkan keberkahan. Harta yang berkah akan 
bermanfaat meskipun sedikit. Jika didermakan di jalan Allah men- 
jadi amal jariah yang akan diterima pahalanya kelak di akhirat. 
Sebaliknya harta yang diperoleh dengan cara bisnis yang curang, 
artinya harta yang tidak halal, maka selain dihukumkan sebagai 
dosa, juga tidak bermanfaat, bahkan membuat hidup senantiasa 
dalam kegelisahan. Rasulullah bersabda yang artinya: Dari Abu 
Sa'id al-Khudri RA berkata bahwa Rasulullah bersabda, pebisnis 
yang jujur lagi dipercaya (amanah), akan bersama para Nabi, shid- 
digin dan syuhada (HR Turmudzi). Islam memberi derajat yang 


18 K. Bertens, Pengantar Etika Bisnis..., hlm. 24-28. 
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tinggi terhadap pebisnis yang jujur dan shaleh, karena ia pasti mem- 
beri kontribusi yang positif terhadap perkembangan ekonomi.” 


c. Bisnis dalam Islam memandang orang lain atau dalam hal 
ini adalah konsumen sebagai subyek bukan obyek. Memang di dalam 
transaksi bisnis ada subyek dan obyek, tetapi cara pandang yang 
seharusnya dibangun adalah subyek berhadapan dengan subyek 
sehingga ada kesetaraan di antara keduanya. Jika salah satu pihak 
sudah dianggap sebagai obyek yang bisa dieksploitasi, maka akan 
berpotensi dirugikan oleh yang merasa menjadi subyek. Dasar filo- 
sofi ini jelas tertuang dalam al-@Gur'an bahwa manusia dalam pan- 
dangan Allah adalah sama, yang membedakan seseorang dengan 
orang yang lain adalah derajat ketagwaannya. Oleh karena itu, 
manusia memiliki kebebasan fundamental dalam empat hal, yaitu: 
hidup, agama, memperoleh dan memiliki materi serta kehorma- 
tan dan harga diri personal. Semua itu harus dijaga dengan saling 
menghargai dan menghormati satu sama lain, tidak menimbulkan 
kerugian bagi diri sendiri dan orang lain. Al-@Guran menegaskan 
yang artinya: 


Maka mereka ditimpa oleh akibat buruk dari apa yang mereka 
usahakan. Dan orang-orang yang zalim di antara mereka akan 
ditimpa akibat buruk dari usahanya dan mereka tidak dapat 
melepaskan diri. Dan tidakkah mereka mengetahui bahwa Al- 
lah melapangkan rezeki dan menyempitkannya bagi siapa yang 
dikehendaki-Nya? Sesungguhnya pada yang demikian itu ter- 
dapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang beriman. 
(OS 39:51-52). 


Dengan demikian, dalam bisnis pebisnis tidak boleh kehi- 
langan akal sehat yang hanya mementingkan diri sendiri dengan 
merugika oranglain, karena perilaku merugikan orang lain itu pada 
akhirnya akan merugikan dirinya sendiri.? 


1 Abdul Aziz, Etika Bisnis Perspektif Islam: Implementasi Etika Islami untu 
Dunia Usaha (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 37-38. 


20 Musa Asy'arie, Islam: Etika dan Konspirasi Bisnis..., hlm. 63-64. 
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Beberapa kutipan di atas tentang etika bisnis Islam hanya 
untuk menegaskan bahwa ada nilai lebih dalam sistem etika bisnis 
Islam dibandingkan dengan pemikiran etika bisnis pada umum- 
nya. Dalam etika bisnis Islam selain pertanggungjawaban pada diri 
sendiri, masyarakat dan hukum, yang jika dilanggar akan berakibat 
buruk pada dirinya sendiri, ada lagi pertanggungjawaban yang jauh 
lebih mendasar yaitu di hadapan Allah SWT. 


E. Penutup 


Di era teknologi dan informasi sekarang ini, dunia bisnis telah 
berkembang amat pesat, bahkan telah memasuki ruang-ruang 
hukum, politik dan birokrasi. Kondisi tersebut menggugah para 
pemerhati etika bisnis terutama kalangan perguruan tinggi untuk 
berpartisipasi menyelamatkan dunia usaha, perekonomian bahkan 
menyelamatkan negara dan dunia pada umumnya. Hal ini penting 
karena kebangkrutan dunia usaha sesungguhnya adalah kebang- 
krutan kemanusiaan. 
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Muzairi 


A. Pendahuluan 


Kuatnya kepentingan ekonomi dan kekuasaan publik inilah 
yang sesungguhnya menjadikan media tidak dapat netral, jujur, 
adil, objektif, dan terbuka. Akibatnya, informasi yang disuguh- 
kan oleh media telah menimbulkan persoalan objektivitas penge- 
tahuan yang serius pada media itu sendiri, dan hegemoni dalam 
media menjadi hal yang sangat strategis. Salah satu persoalan yang 
mendasar adalah masalah privasi, yaitu hak seseorang atau wilayah 
kebebasan pribadi yang sangat subyektif dan bersifat penyembu- 
nyian (concealment) yang tidak sembarangan diungkap atau diin- 
tervensi oleh orang lain maupun media. 


Media massa sebagai bagian dari ruang publik, yang di dalam- 
nya bahasa, tanda dan simbol-simbol diproduksi, disebarluaskan 
dan ini bukan sebagai alat hegemoni yang bersifat pasif semata. 
Karena itu beroperasinya ideologi di balik politik media tidak 
dapat dipisahkan dari mekanisme ketersembunyian dan ideologi 
itu menyusup serta menanamkan pengaruhnya lewat media secara 
tersembunyi merubah pandangan setiap orang secara tidak sadar. 
Oleh karena itu, kritik terhadap ideologi dapat membantu dan 
memahami betapa ideologi sangat penting dan berperan dalam 
suatu sistem media massa, di samping itu kritik idoleogi juga dapat 
mengungkapkan kepentingan-kepentingan tertentu di belakang 
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nilai ideologi yang tersembunyi. Karena itu persoalan privasi dalam 
hal ini media massa harus berhati-hati tidak sembarangan meng- 
intervensi masalah privasi, sebab informasi yang tak terbendung 
dalam masalah privasi bisa menimbulkan kekerasan simbolik (sym- 
bolic violence), yaitu sebuah bentuk kekerasan yang halus dan tak 
tampak yang menyembunyikan di balik pemaksaan dominasi. 


Distorsi dan pengaburan makna semacam itu merupakan 
bagian yang tak terpisahkan dari media dewasa ini, yang terperang- 
kap di dalam paradigma provokasi, serta untuk mempertahankan 
rating atau oplah. Karena itu, privasi sudah tidak bisa di tawar lagi 
merupakan problem etis yang berkaitan dengan tanggungjawab 
sescorang ataupun media. 


Tulisan ini ingin mencoba menganalisis secara garis besar pri- 
vasi sebagai nilai etis. Semoga tulisan ini ada manfaatnya bagi yang 
berminat dalam kajian masalah privasi dan etika. 


B. Etika dan Moral 


Seperti halnya dengan banyak istilah yang menyangkut kon- 
teks ilmiah, istilah “etika” pun berasal dari Bahasa Yunani kuno. 
Kata Yunani ethos dalam bentuk tunggal mempunyai banyak arti: 
tempat tinggal yang biasa padang rumput, kandang, kebiasaan, 
adat: akhlak, watak, perasaan, sikap, cara berpikir. Dalam bentuk 
jamak (ta etha) artinya adalah adat kebiasaan. Dari arti terakhir 
inilah menjadi latar belakang bagi terbentuknya istilah “etika” yang 
oleh filsuf Yunani besar Aristoteles (384-322 SM) sudah dipakai 
untuk menunjukkan filsafat moral. Jadi, jika kita membatasi diri 
pada asal usul kata ini, maka “etika” berarti ilmu tentang apa yang 
biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan. Tapi menelusuri 
arti etimologis saja belum cukup untuk mengerti apa yang dalam 
buku ini dimaksudkan dengan istilah “etika” 


| K. Bertens, Etika, (Jakarta: PT Gramedia Utama, 2004), hlm. 4. Lihat, “Eth- 
ic is the branch of philosophy that tries to understand a familiar type of cvalu- 
ation: the moral evaluation of peoples character traits, their conduct, and their 


institutions. We speak of good and bad people, the morally right or wrong thing 
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Mendengar keterangan etimologis ini, mungkin kita teringat 
bahwa dalam bahasa Indonesia pun kata “ethos” cukup banyak 
dipakai, misalnya dalam kombinasi “ethos kerja”, “ethos profesi”, 
dan sebagainya. Memang ini suatu kata yang diterima dalam bahasa 
Indonesia dari bahasa Yunani (dan karena itu sebaiknya diperta- 
hankan ejaan aslinya “ethos”), tapi tidak langsung melainkan mela- 
lui bahasa Inggris—seperti dalam banyak bahasa modern lain— 
kata itu termasuk kosa kara yang baku.? 


Kata yang cukup dekat dengan “etika” adalah “moral”. Kata ter- 
akhir ini berasal dari Bahasa Latin 7208 (jamak: mores) yang berarti 
juga: kebiasaan, adat. Dalam Bahasa Inggris dan banyak bahasa lain, 
termasuk Bahasa Indonesia (pertama kali dimuat dalam Kamus 
Besar Bahasa Indonesia, 1988), kata mores masih dipakai dalam 
arti yang sama. Jadi, etimologi kata “etika” sama dengan etimologi 
kata “moral” karena keduanya berasal dari kata yang berarti adat 
kebiasaan. Hanya bahasa asalnya berbeda: yang pertama berasal 
dari bahasa Yunani, sedang yang kedua dari bahasa Latin. 


Mengenai kata “etika” ada perbedaan yang mencolok, jika 
dibandingkan antara apa yang ada dalam kamus yang lama dengan 
kamus yang baru. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia yang 
lama (Poerwadarminta, sejak 1953) “etika” dijelaskan sebagai: 
“ilmu pengetahuan tentang asas-asas akhlak (moral)”. Jadi, kamus 
lama hanya mengenal satu arti, yaitu etika sebagai ilmu. Seandai- 
nya penjelasan ini benar dan kita membaca dalam Koran, “Dalam 
dunia bisnis etika merosot terus”, maka kata “etika” di sini hanya 
bisa berarti “etika sebagai ilmu”. 


Tapi yang dimaksudkan dalam kalimat seperti itu ternyata 
bukan etika sebagai ilmu. Kita bisa menyimpulkan bahwa kamus 


to do, just of unjust regimes or Laws, how things ought and ought to be, and how 
we should live” Thomas Nagel, “Ethics” dalam Encyclopedia of Philosophy, 
Vol. 3, (New York: Thomson Gale, 2006), hlm. 37. 


2 Ibid. 
3 Ibid,, Lihat juga K. Prent (dkk), Kamus Latin-Indonesia, (Semarang: 
Kanisius, 1969), hlm. 546. 
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lama dalam penjelasannya tidak lengkap. Jika kita melihat dalam 
Kamus Besar Bahasa Indonesia yang baru (Departemen Pendidi- 
kan dan Kebudayaan, 1988), “etika” dijelaskan dengan membeda- 
kan tiga arti: (1) Ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk 
dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak): (2) kumpulan asas 
atau nilai yang berkenaan dengan akhlak, (3) nilai mengenai benar 
dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat." 


Dengan demikian ketiga pengertian tersebut diatas dapat di- 
pertajam. Pertama, kata “etika” bisa dipakai dalam arti: nilai-nilai 
dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang 
atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Misalnya, 
jika orang berbicara tentang “etika suku-suku Indian”, “etika agama 
Budha” “etika Protestan” (ingat akan buku termasyur Max Weber, 
The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism), maka tidak 
dimaksudkan “ilmu”, melainkan arti pertama tadi. Secara singkat, 
arti ini bisa dirumuskan juga sebagai “sistem nilai”. Dan boleh dica- 
tat lagi, sistem nilai itu bisa berfungsi dalam hidup manusia pero- 
rangan maupun pada taraf sosial. 


Kedua, “etika” berarti juga: kumpulan asas atau nilai moral. 
Yang dimaksud di sini adalah kode etik. Beberapa tahun yang lalu 
Departemen Kesehatan Republik Indonesia menerbitkan sebuah 
kode etik untuk rumah sakit yang diberi judul “Etika Rumah Sakit 
Indonesia” (1986), disingkatkan sebagai ERSI. Di sini dengan 
“etika” jelas dimaksudkan sebagai kode etik. 

Ketiga, “etika” mempunyai arti lagi: ilmu tentang yang baik atau 
buruk. Etika baru menjadi ilmu, bila kemungkinan-kemungkinan 
etis (asas-asas dan nilai-nilai tentang yang dianggap baik dan 
buruk) yang begitu saja diterima dalam suatu masyarakat—sering 
kali tanpa disadari—menjadi bahan refleksi bagi suatu penelitian 
sistematis dan metodis. Etika di sini sama artinya dengan filsafat 


moral. 


“Moralitas” (dari kata sifat Latin moralis) mempunyai arti yang 


4 Lihat K. Prent (dkk), Kamus Latin-Indonesia (Semarang: Kanisius, 1969), 
hlm. 546. 
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pada dasarnya sama dengan “moral, hanya ada nada lebih abstrak. 
Kita berbicara tentang “moralitas suatu perbuatan”, artinya segi 
moral suatu perbuatan atau baik buruknya. Moralitas adalah sifat 
moral atau keseluruhan asas dan nilai yang berkenaan dengan baik 


dan buruk. 


C. Pengertian Privasi 


Penggusuran nilai privasi dalam praktik komunikasi seperti 
yang dilakukan media tidak hanya terjadi di dalam negeri. Pada 2 
Februari 2007 lalu, pemberitaan media tentang penangkapan aktor 
tiga zaman, Wicaksono Abdul Salam (56) yang lebih beken dengan 
nama Roy Marten dalam kasus narkoba justru melebar ke persoa- 
lan pribadi, yakni ketidakharmonisan Roy Merten dengan Ketua 
Persatuan Artis Film Indonesia (Parfi) Anwar Fuadi dan pengacara 
beken Ruhut Sitompul. 


Di Amerika Serikat, beberapa kasus pernah mencuat soal eks- 
ploitasi nilai privat oleh media. Tahun 2000, televisi NBC menyi- 
arkan secara detail proses screening test kanker payudara. Juga pada 
tahun yang sama, televisi ABC menyiarkan secara langsung seo- 
rang wanita menjalani proses persalinan. Media cetak pun tak mau 
ketinggalan, pada saat kasus Clinton mencuat, media di AS bahkan 
menjelaskan secara detail pengakuan sumber tentang penggamba- 
ran penis sang presiden, bahkan dalam bentuknya ketika organ ter- 
sebut “in action”. Supermodel Inggris, Naomi Campbell, menang 
kasus naik bandingnya beberapa waktu lalu dalam gugat pelang- 
garan privasi terhadap sebuah harian setempat yang memuat foto- 
foto sang supermodel meninggalkan pertemuan ketergantungan 
obat-obatan, demikian dikutip dari AP (Associated Press). 


Apakah privasi itu? Privasi dalam Bahasa Latin berarti privatun 
yang berarti sendiri, perseorangan atau privatus yang berarti pri- 


? Muhamad Mufid, Etika dan Filsafat Komunikasi (Jakarta: Kencana, 2009), 
hlm. 187-188. 


& Tbid, 
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badi sendiri, wilayah pribadi. Dalam pengertian lain privasi ada- 
lah keluasan pribadi yang tidak boleh diganggu gugat dan sangat 
subjektif. Dalam Kamus Bahasa Inggris privasi atau privacy adalah 
state of being away from other, alone and undisturbed. Dengan 
demikian, privasi adalah wilayah pribadi, subjektif, tidak bisa diin- 
tervensi. Day sendiri mendefinisikan privasi sebagai “hak untuk 
dibiarkan atau hal untuk mengontrol publikasi yang tidak diingin- 
kan tentang urusan personal seseorang”. Urusan personal perlu 
mendapat perhatian khusus karena di masyarakat kita telah terjadi 
salah kaprah dengan meyakini bahwa seorang public figure (seperti 
pejabat atau artis), maka dengan sendirinya ia tidak memiliki hak 
privasi. Masyarakat kita bahkan public figure sendiri selalu menga- 
takan bahwa sudah menjadi resiko bagi public figure untuk tidak 
memiliki privasi. Tentu pandangan ini tidak benar, karena semua 
orang termasuk public figure mempunyai privasi sebagai hak me- 
nyangkut urusan personal. Bila menyangkut urusan publik barulah 
seorang public figure tidak bisa menghindar upaya publikasi sebagai 


bagian dari transparansi tanggung jawab. 


Masalah mendasar terjadi pada sifat dari praktik komunikasi itu 
sendiri. Praktik komunikasi termasuk media tidak akan membiar- 
kan seorang dengan kesendiriannya. Tendensi praktik komunikasi 
dan juga media adalah pengungkapan (revelation), sedangkan ten- 
densi dari privasi adalah penyembunyian (concealment). Hak atas 
privasi dapat diterjemahkan sebagai hak dari setiap orang untuk 
melindungi aspek-aspek pribadi kehidupannya untuk dimasuki 
dan digunakan oleh orang lain. Di Amerika Serikat, setiap orang 
yang merasa privasinya dilanggar memiliki hak untuk mengajukan 
gugatan yang dikenal dengan istilah Privacy Tort. 


Sebagai acuan guna mengetahui bentuk-bentuk pelanggaran 
privasi dapat digunakan catatan dari William Prosser yang pada 


7 K. Prent (dkk), Kamus Latin Indonesia (Semarang: Yayasan Kanisius, 1969), 
hlm. 680. 


8 A.S. Hornby, dkk, Oxford Advanced Learners Dictionary of Current English 
(Oxford University Press, 2000), hlm. 1987. 
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tahun 1960 memaparkan hasil penelitiannya terhadap 300-an 
gugatan privasi yang terjadi. Pembagian yang dilakukan Prosser 
atas bentuk umum peristiwa yang sering dijadikan dasar gugatan 
privasi yaitu dapat kita jadikan petunjuk untuk memahami privasi 
terkait dengan media. Adapun peristiwa-peristiwa itu, yakni: 

1. Intrusion, yaitu tindakan mendatangi atau mengintervensi 
wilayah personal seseorang tanpa diundang atau tanpa izin 
yang bersangkutan. 

2. Public disclosure of embarrassing private facts, yaitu penye- 
barluasan informasi atau fakta-fakta yang memalukan 
tentang diri seseorang. Penyebarluasan ini dapat dilakukan 
dengan tulisan atau narasi maupun dengan gambar. 

3. Publicity which places someone false light in the public eye, 
yaitu publikasi yang mengelirukan pandangan orang 
banyak terhadap seseorang. 

4. Appropriation of name or likeness, yaitu penyalahgunaan 
nama atau kemiripan seseorang untuk kepentingan ter- 
tentu. Peristiwa ini lebih terkait pada tindakan pengambi- 
lan keuntungan sepihak atas ketenaran seorang selebritis. 
Nama dan kemiripan si selebritis dipublikasi tanpa izin." 


D. Nilai Privasi 


Sedangkan nilai privasi itu penting bagi kita di antaranya ada- 
lah: 

1. Privasi memberikan kemampuan untuk menjaga informasi 
pribadi yang bersifat rahasia sebagai dasar pembentukan 
otonomi individu. 

2. Privasi dapat melindungi dari cacian dan ejekan orang 
lain, khususnya dalam masyarakat dimana tolerasi masih 
rendah, dimana gaya hidup dan tingkah laku aneh tidak 
diperkenankan. 

3. Privasi merupakan mekanisme untuk mengontrol reputasi 


2 Muhamad Mufid, Etika..., hlm. 190. 
10 Jhid, hlm. 190-191 
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seseorang. Semakin banyak orang tahu tentang diri kita 
semakin berkurang kekuatan kita untuk menentukan nasib 
kita sendiri. 

4. Privasi merupakan perangkat bagi berlangsungnya inter- 
aksi sosial. Berbagai regulasi yang mengatur penyusupan 
membuktikan bahwa privasi penting bagi interaksi sosial. 
Begitu juga regulasi yang mengatur soal pemakaian lensa 
tele. 

5. Privasi merupakan benteng dari kekuasaan pemerintah. 
Sebagaimana slogan yang berbunyi “pengetahuan adalah 
kekuatan”, maka privasi menjaga agar kekuasaan tidak disa- 
lahgunakan."' 


E. Privasi Sebagai Nilai Etis 


Konsep privasi tidak seperti konsep kebenaran, di mana akar 
norma privasi tidak ditemukan dalam sejarah masa lampau. Di 
Barat, nilai privasi didorong oleh Revolusi Kebudayaan di Peran- 
cis dan Revolusi Industri di Inggris. Di Amerika Serikat, privasi 
muncul pada abad ke-18, ketika media massa lebih banyak memuat 
opini dari pada berita tentang seseorang. Memasuki abad ke-20, 
privasi tidak hanya merupakan konsep moral, tapi juga konsep 
legal. ? 


Wacana etika melibatkan perilaku dan sistem nilai etis yang 
dipunyai oleh setiap individu atau kolektif masyarakat. Oleh sebab 
itu, wacana privasi sebagai etika mempunyai unsur-unsur pokok. 
Unsur-unsur pokok itu adalah kebebasan, tanggung jawab, hati 
nurani, dan prinsip-prinsip moral dasar. Kebebasan adalah unsur 
pokok dan utama dalam wacana privasi. Privasi menjadi bersifat 
rasional karena privasi selalu mengandaikan kebebasan. Dapat 
dikatakan bahwa kebebasan adalah unsur hakiki privasi. Kebeba- 
san eksistensial adalah kemampuan manusia untuk menentukan 
dirinya sendiri. Ini berarti bahwa kebebasan ini bersifat positif. 


U Jhid., hlm. 192-193. 
12 Jhid,, hlm. 194. 
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Ini berarti kebebasan eksistensial lebih menunjukkan kebebasan 
untuk. Tentu saja, kebebasan dalam praktik hidup sehari-hari 
mempunyai ragam yang banyak, yaitu kebebasan jasmani-rohani, 
sosial, psikologi, moral. 


Tanggung jawab adalah kemampuan individu untuk menja- 
wab segala pertanyaan yang mungkin timbul dari tindakan-tinda- 
kan. Tanggung jawab berarti bahwa orang tidak boleh mengelak, 
bila diminta penjelasan tentang perbuatannya. Tanggung jawab 
mengandaikan penyebab. Orang bertanggung jawab atas segala 
sesuatu yang disebabkan olehnya. Pertanggungjawaban adalah 
situasi dimana orang menjadi penyebab bebas. Kebebasan adalah 
syarat utama dan mutlak untuk bertanggung jawab. Ragam tang- 
gung jawab terdiri dari tanggung jawab retrospektif dan tanggung 
jawab prospektif. 


Hati nurani adalah penghayatan tentang nilai baik atau buruk 
berhubungan dengan situasi konkret. Hati nurani yang memerin- 
tahkan atau melarang suatu tindakan menurut situasi, waktu dan 
kondisi tertentu. Dengan demikian, hati nurani berhubungan 
dengan kesadaran. Kesadaran adalah kesanggupan manusia untuk 
mengenal dirinya sendiri dan karena itu berefleksi tentang diri- 
nya. Hati nurani bisa sangat bersifat retrospektif dan prospektif. 
Dengan demikian, hati nurani juga bersifat personal dan adiper- 
sonal. Pada dasarnya, hati nurani merupakan ungkapan dan norma 
yang bersifat subyektif." 


Prinsip kesadaran moral adalah beberapa tataran yang perlu 
diketahui untuk memosisikan tindakan individu dalam kerangka 
nilai moral tertentu. Privasi selalu memuat unsur hakiki bagi 
seluruh program tindakan moral. Prinsip tindakan moral mengan- 
daikan pemahaman menyeluruh individu atas seluruh tindakan 
yang dilakukan sebagai seorang manusia. Setidaknya terdapat tiga 
prinsip dasar dalam kesadaran moral. Prinsip-prinsip itu adalah 
sikap baik, keadilan dan hormat terhadap diri sendiri serta orang 
lain. Prinsip keadilan dan hormat padai diri sendiri merupakan sya- 


3 Jhid. 
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rat pelaksanaan sikap baik, sedangkan prinsip sikap baik menjadi 


dasar mengapa seseorang untuk bersikap adil dan hormat. 


F. Problem Privasi dalam Media 
1. Banalitas Informasi 


McLuhan dalam The Gutenberg Galaxy dan Understanding 
Media menunjukkan bahwa kemajuan kebudayaan Barat sangat 
ditentukan oleh perluasan manusia dalam tatanan komunikasi." 
Karena itu, perbincangan mengenai media dan tatanan komu- 
nikasi tidak dapat dipisahkan dari kepentingan yang ada di balik 
media tersebut, khususnya kepentingan terhadap informasi yang 
disampaikannya. Di dalam perkembangan media mutakhir, seti- 
dak-tidaknya terdapat dua kepentingan utama di balik media, yaitu 
kepentingan ekonomi (economic interest) dan kepentingan kekua- 
saan (power interest), yang membentuk isi media (media content), 
informasi yang disajikan, dan makna yang ditawarkannya. Di antara 
dua kepentingan utama tersebut, ada kepentingan lebih dasar yang 
justru terabaikan, yaitu kepentingan publik. Media yang seharusnya 
berperan sebagai ruang publik (public sphere), disebabkan oleh 
kepentingan-kepentingan di atas, justru mengabaikan kepentingan 
publik itu sendiri." 


Kuatnya kepentingan ekonomi dan kekuasaan publik inilah 
yang sesungguhnya menjadikan media tidak dapat netral, jujur, 
adil, objektif, dan terbuka. Akibatnya, informasi yang disuguhkan 


oleh media telah menimbulkan persoalan objektivitas pengeta- 


14 Proses komunikasi dapat dilihat dalam dua perspektif besar, yaitu perspe- 
ktif psikologis dan mekanis. Perspektif psikologis dalam proses komunikasi 
hendak memperlihatkan bahwa komunikasi adalah aktivitas psikologis sosial 
yang melibatkan komunikator, komunikasi, isi pesan, lambang, sifat hubun- 
gan, persepsi, proses decoding, dan encoding. Perspektif mekanis memperli- 
hatkan bahwa proses komunikasi adalah aktivitas mekanik yang dilakukan 
oleh komunikator yang sangat bersifat situasional dan kontekstual. Lihat 
Muhammad Mufid, Etika..., hlm 83. 


Yasraf Amir Piliang, Sebuah Dunia yang Dilipat (Bandung: Mizan, 1998), 
hlm. 133-134. 
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huan yang serius pada media itu sendiri. Kepentingan-kepentingan 
ekonomi dan kekuasaan politik akan menentukan apakah infor- 
masi yang disampaikan oleh sebuah media mengandung kebenaran 
(truth) atau kebenaran palsu (pseudo-truth): menyampaikan objek- 
tivitas atau subjektivitas: bersifat netral atau berpihak, merepre- 
sentasikan fakta atau memelintir faktas menggambarkan realitas 
(reality) atau menyimulasi realitas (simulacrum). 


Publik dan masyarakat umumnya, berada di antara dua kepen- 
tingan utama media ini, yang menjadikan mereka sebagai mayoritas 
yang diam, yang tidak mempunyai kekuasaan dalam membangun 
dan menentukan informasi di ranah publik (public sphere) milik 
mereka sendiri. Di satu pihak, ketika ranah publik dikuasai oleh 
politik informasi (politics of information) atau politisasi informasi, 
yang menjadikan informasi sebagai alat kekuasaan politik, media 
menjelma menjadi perpanjangan tangan penguasa dengan me- 
nguasai ruang publik tersebut, di pihak lain, ketika ia dikuasai oleh 
ekonomi politik informasi (political economy of information), infor- 
masi menjadi alat kepentingan mencari keuntungan yang sebesar- 
besarnya, dengan cara mengeksploitasi publik, sebagai satu prinsip 
dasar dari kapitalisme." 


Oleh karena itu, sebagian besar media pers nasional, tidak 
terkecuali media arus utama (mainstream) yang bergengsi, melang- 
gar privasi dalam penyajian beritanya. Media pers semata mencari 
sensasional dan tidak disadarinya telah merugikan publik. Perma- 
salahannya hal ini dinilai sebagai bentuk pelanggaran kode etik 


16 Simulacrum adalah sebuah duplikat dari duplikasi, yang aslinya tidak ada, 
sehingga perbedaan antara duplikasi dan asli menjadi kabur. 


Uh Munculnya histeria kapitalisme menghasilkan hiperdensitas produk, aku- 


mulasi nilai surplus dan kapital, sekaligus akumulasi ketegangan, ketidaka- 
manan, kegamangan. Ketegangan ada di mana-mana: di pabrik, di bank, di 
pasar modal, di supermall. Ketidakamanan ada di mana-mana: di rumah, di 
hotel, di pasar, di bank. Kegamangan ada di mana-mana: di pasar kerja, di 
sebuah sidang DPR, di dalam sebuah pengadilan. Yasraf Amir Piliang, Post- 
realitas Realitas Kebudayaan dalam Era Post-Metafisika (Yogyakarta: Jalasu- 
tra, 2004), hlm. 129. 
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jurnalistik wartawan Indonesia yang baru, menuntut wartawan 
menempuh cara yang profesional termasuk menghormati hak pri- 
vasi atau masalah kehidupan pribadi orang. 


Sementara itu interferensi dan pelanggaran privasi cenderung 
ke arah pembenaran diri sendiri ketika diartikulasikan dalam 
media, menciptakan sebuah media yang di dalamnya beroperasi 
apa yang disebut dengan teori politik informasi yang disebut Pierre 
Bourdicu sebagai kekerasan simbolik (symbolic violence), yaitu 
sebuah bentuk kekerasan yang halus dan tak tampak yang menyem- 
bunyikan di balik pemaksaan dominasi." Dalam hal ini, kekerasan 
simbol tidak saja dilihat sebagai bentuk dominasi politik melalui 
media: akan tetapi bentuk dominasi yang diakui secara salah (mis- 
recognized) oleh publik, meskipun secara fakta diakui sebagai legi- 


timate.” 


Problem privasi yang disajikan dalam informasi atau media 
tanpa interupsi oleh berbagai media kontemporer—apakah video, 
televisi, produk seni, audio visual, atau internet—adalah informasi 
remeh-temeh, informasi yang tidak ada yang dapat diambil hikmah 
darinya—banality of information. Akan tetapi, ironisnya, infor- 
masi itu terus saja diproduksi: berita terus saja disampaikan: dis- 
kusi, dialog, dan talkshow terus saja berlangsung, meskipun setiap 
orang tahu bahwa informasi tersebut tidak berguna, oleh karena 
tidak mempunyai kredibilitas. 

Ironisnya, apa yang kini dikejar setiap orang dari media tidak 
lagi makna tersebut, melainkan ekstasi menonton media itu sen- 
diri. Di dalam dunia banalitas informasi, apa pun dirubah, men- 
jadi informasi, menjadi tontonan, menjadi berita, menjadi data. 
Tidak peduli betapa pun banalnya sesuatu, ia tetap menjadi subjek 
informasi. Massa yang dikepung oleh berjuta tanda dan citra, tidak 
mampu lagi menginternalisasikan dan menyublimasikan makna 


yang dihasilkannya.? 


18 Jhid, hlm. 139. 
19 Thid., hlm. 140. 
20 Thid., hlm. 144. 
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Fatalitas informasi, informasi yang membiak tanpa henti dan 
tanpa kendali di dalam media, telah menciptakan kondisi fatalitas 
informasi (fatality of information), yaitu kecenderungan pembia- 
kan informasi ke arah titik ekstrim, yaitu ke arah yang melampaui 
nilai guna, fungsi, dan maknanya, yang menggiring ke arah bencana 
(catastrophe), berupa kehancuran sistem komunikasi (bermakna) 
itu sendiri. Di dalam kondisi fatalitas tersebut, informasi kehi- 
langan logikanya sendiri.?' 

Informasi tidak lagi mempunyai tujuan, fungsi, dan makna. 
Informasi di dalam media berkembang ke arah sifat superlatif, yaitu 
diproduksi dalam wujudnya yang berlebihan—wujud hiperbola. 
Banalitas media mencitakan kondisi overgrowth (excroissance) 
serta overproduksi komunikasi dan informasi, yang menciptakan 
jaringan banalitas informasi. Bentuk hidung Michael Jackson, 
misalnya adalah informasi. Akan tetapi, apa nilai guna, fungsi 
dan makna informasi tersebut bagi peningkatan kualitas manusia 
ketika ia dilaporkan, didialogkan, di-talkshow-kan?—the death of 


meaning. 


2. Privasi Vs Masafikasi 


Sebagaimana telah disebutkan terdahulu bahwa privasi seba- 
gai hak untuk dibiarkan atau hak untuk mengontrol publikasi 
yang tidak diinginkan tentang urusan personal seseorang. Dengan 
demikian privasi mempunyai makna sendiri, perseorangan atau 
yang berkaitan dengan kebebasan wilayah pribadi yang tidak bisa 
diganggu-gugat atau diintervensi oleh orang lain atau oleh publi- 
kasi atau informasi-informasi yang mengungkit masalah pribadi 
seseorang. 

Masalahnya terjadi pada sifat dan praktik komunikasi dalam 
media itu sendiri yang membiarkan seseorang dengan sendirinya 
diusik masalah pribadinya. Tendensi yang sedemikian ini, media 
telah menjurus pada pengungkapan, sedangkan tendensi dari pri- 


2 Jean Baudrillard, Baudrillard Live: Selected Interviews (London: Routledge, 
1993), hlm. 82. 
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vasi adalah penyembunyian yang sifatnya subyektif. 


Seperti tindakan media mengintervensi wilayah personal 
tanpa diundang atau tanpa izin yang bersangkutan atau menyebar- 
kan fakta-fakta pribadi yang tidak benar. Karna itu tidak heran 
problem privasi dalam konteks komunikasi media berhubungan 
dengan dasar etis. 


Privasi berbeda jauh dengan masifikasi, yakni proses per- 
penyamarataan akan terjadi. Menurut Kierkegaard manusia dalam 
dalam abad ini akan menjelma sebagai manusia massa.? Masifikasi 
dan kolekrivisme akan menjadi hantu-hantu yang memusnahkan 
ketunggalan kepribadian manusia. Dengan wawasan yang tajam 
menjangkau keadaan pada abad mesin dan teknologi: Kierkegaard 
meramalkan bahwa proses penyamarataan itu akan menyebab- 
kan timbulnya frustasi yang makin lama makin mendalam, sebab 
manusia merasa dicengkeram.? 


Proses penyamarataan bukanlah akibat tindakan seseorang, 
melainkan akibat refleksi di tangan kekuatan-kekuatan abstrak. 
Oleh karenanya, mungkin untuk menghitung hukum yang mengu- 
asainya serupa dengan cara kita menghitung diagonal dalam suatu 
paralelogram daya. 


Dalam massa yang menyamaratakan itu individu probadi tera- 
sing dari dirinya sendiri, mengalami alienasi diri, dan tidak menja- 
lani eksistensinya secara sejati. Dalam massa atau kolektivitas yang 
menyamaratakan itu, manusia bukan saja dirampas ketunggalan- 
nya, akan tetapi juga direduksikan sekedar menjadi suatu fraksi 
belaka, dan bahkan menjadi berkuranglah kesadaran tanggungja- 


wabnya. 


Dalam massa yang masif dan sistematis menimbulkan ”tirani 
yang 


22 Manusia massa terjebak dan haus akan tontonan—masyarakat tontonan 


yaitu apa yang disebut dengan society of the spectacle, yang artinya masyarakat 
yang hampir segala aspek kehidupannya dipenuhi oleh berbagai bentuk ton- 
tonan, dan menjadikannya sebagai rujukan nilai dan tujuan kehidupan. 


2 Fuad Hasan, Berkenalan dengan Eksistensialisme (Jakarta: Pustaka Pelajar, 


tt), hlm. 25-27. Lihat Walter Kaufmann, Existentialism from.., hlm. 87-88. 
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kognitif” sehingga kalau kita menyelami lebih jauh, fungsi ideo- 
logis utama dari pesan media seringkali tidak terletak pada surface 
pernyataan-pernyataan yang bersifat propagandistik, tapi justru— 
mengutip Sholle—”1n the use of distorted language”. 

Kierkegaard berpendapat bahwa ideologi massa membahaya- 
kan eksistensi manusia sebagai manusia tidak menjalankan eksis- 
tensinya dengan autentik. Pandangan Kierkegaard tersebut berbeda 
dengan pandangan Jean Baudrillard, yang mengatakan diskursus 
mengenai ideologi pada era media massa sekarang ini tidak dimun- 
gkinkan sebab-sebab ideologi hanya ada dalam kelas-kelas sosial, 
sekarang yang ada massa, tidak ada ideologi massa sebab massa 
tidak memiliki realitas sosial, dalam massa tidak ada pertentangan 
kelas, di hadapan publik, entah itu media, televisi, setiap orang 
siapa saja adalah massa. Oleh karena itu, di hadapan massa tidak 
ada lagi alienasi, ideologi mengharuskan orang berpihak dalam 
massa tidak mempersoalkan keberpihakan, Massa adalah tempat 
lenyapnya realitas sosial. Dengan lenyapnya sebuah energi sosial 
dan ideologi kedalam wujud massa kita berada pada akhir sosial.” 


Menurut Baudrillard, kegagalan Marx dalam melihat bahasa 
sebagai satu media yang hidup dan dinamis dalam kerangka ideo- 
logi satu masyarakat, telah menyebabkan kebuntuan Marxisme 
ketika berhadapan dengan masyarakat kapitalisme mutakhir, yang 
di dalamnya bahasa,” tanda dan simbol mempunyai fungsi yang 


24 Para pemikir postmodern dengan gayanya masing-masing memaklumatkan 
tentang “akhir” dan “kematian” seperti: Friedrich Nietzsche dan Martin 
Heidegger yang didapuk sebagai pemancing garis silsilah postmodernisme 
masing-masing memaklumatkan “kematian Tuhan” dan “berakhirnya filsa- 
fat”, mereka—para pendukung postmodern—lekas menyambutnya dengan 
menabuh genderang kematian dan keberakhiran lainnya. Michel Foucault 
buru-buru menyatakan “kematian manusia”, Roland Barthes menyambutnya 
dengan “kematian Pengarang”. Mereka juga mengobarkan “akhir ideologi”, 
“akhir representasi” dan sebagainya. Demikian, postmodern menjadi sema- 
cam perayaan dan pasar malam di mana di situ dijajakan segala barang da- 
gangan. Gianni Vattimo. The End of Modernity, Nihilisme dan Hermeneutika 
dalam Budaya Postmodern (Yogyakarta: Sadasiva, 2003), hlm. VI. 


25 Karena itu tidak mengherankan jika filsafat di era postmodern sering dise- 
g J Pp g 
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sangat penting serta sangat menentukan proses produksi, kon- 
sumsi, pertukaran komoditi dan pertukaran sosial. 


G. Kesimpulan 

1. Privasi didefinisikan sebagai “hak untuk dibiarkan atau hal 
untuk mengontrol publikasi yang tidak diinginkan tentang 
urusan personal seseorang”. 

2. Urusan personal perlu mendapat perhatian khusus karena 
di masyarakat kita telah terjadi salah kaprah dengan meya- 
kini bahwa seorang public figure (seperti pejabat atau artis) 
tidak memiliki hak privasi. Masyarakat kita bahkan public 

figure sendiri selalu mengatakan bahwa sudah menjadi 

risiko bagi public figure untuk tidak memiliki privasi. Tentu 
pandangan ini tidak benar, karena semua orang termasuk 
public figure mempunyai privasi sebagai hak menyangkut 
urusan personal. Bila menyangkut urusan publik, maka 
seorang public figure tidak bisa menghindar upaya publika- 
si sebagai bagian dari transparansi tanggung jawabnya. 

3. Salah satu nilai privasi adalah privasi dapat melindungi 
dari cacian dan ejekan orang lain, khususnya dalam masya- 


but-sebut tengah mengalami “pembalikan ke arah bahasa” (linguistic turn). 
Seratus tahun silam, filsafat mungkin masih mempercakapkan ide-ide ten- 
tang “kesadaran”, “kesadaran palsu”, “akal”, “Roh Absolut, dan “pengalaman”. 
Tetapi kini, memasuki ambang postmodernisme, filsafat beralih pada “ba- 
hasa” Arus balik filsafat dari cognitive turn ke linguistic turn memang tidak 
sepenuhnya terpola ke dalam satu bentuk pemikiran. Dalam batas tertentu, 
konsep-konsep seperti “kesadaran” atau “pengalaman” masih cukup domi- 
nan. Filsafat Husserl, misalnya, yang sangat mempengaruhi kaum post-struk- 
Ituralis, mendasarkan diri pada konsep ”ego transendenta?, yang tak lain 
adalah kesadaran dalam bentuknya yang intensional. Akan tetapi, beralihnya 
perhatian filsafat ke arah bahasa terlihat lebih dominan dan pengaruhnya 
yang luar biasa dapat ditemukan dalam perkembangannya yang demikian 
pesat pada kajian semiotika, hermeneutika, heremeunetik filsafat, dan filsafat 
analitik dengan sayapnya: teori speech-act dan performance utterance. Mu- 
hammad Sabri “Mistisisme dan Hal-hal Tak Tercakapkan: Menimbang Epis- 
temologi Hudhori”, dalam Kanz Philosophia, A Journal for Islamic Philosophy 
and Mjysticism, (Volume II, Number 1, June 2012), hlm. 82-85. 
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rakat di mana tolerasi masih rendah, di mana gaya hidup 
dan tingkah laku aneh tidak diperkenankan. Pecandu alko- 
hol, kaum homoseksualitas, penderita AIDS adalah con- 
toh nyata. Bahwa homoseksualitas dan penyalahgunaan 
alkohol merupakan pilihan di luar mainstream masyarakat 
Indonesia, dan karenanya dinilai sebagai kejahatan, itu 
tidak menjadikan pembenaran bagi pelanggaran hak pri- 
vasi. 

. Konsep privasi tidak seperti konsep kebenaran, dimana 
akar norma privasi tidak ditemukan dalam sejarah masa 
lampau. Di Barat, nilai privasi didorong oleh Revolusi 
Kebudayaan di Perancis dan Revolusi Industri di Ingg- 
ris. Di Amerika Serikat, privasi muncul pada abad ke-18, 
ketika media massa lebih banyak memuat opini dari pada 
berita tentang seseorang. Memasuki abad ke-20, privasi 
tidak hanya merupakan konsep moral, tapi juga konsep 
legal. 

. Informasi mengenai privasi yang berlebihan dan tak bisa 
dibendung bisa menimbulkan kekerasan simbolik dan 
banalitas informasi. 
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